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THE IMPLEMENTATION OF MALINO AGREEMENT AND THE
RESOLUTION OF CONFLICT IN MOLUCCA

222 pages
Bibliography: 36 books, 5 journals, 6 daily newspapers, 1 website, 12 articles, and 13
documents

This thesis examines the implementation process of Malino Agreement and
analyse its impact to conflict resolution in Molucca. In this research, the method of
descriptive qualitative is applied. Data is collected from informants, who are main
actors of the agreement, such as delegation members from Islam and Christian sides,
mediator, observer and certain competence people who oppose the implementation of
the agreement. Theory which is used is theory of conflict, especially the theory of
primordial from Clifford Geertz that explains the sources of conflict. Related to the
conflict resolution, the theory of conflict resolution from John Borton and the theory
of conflict and consensus from Maswadi Rauf are applied in this thesis.

The conclusions of the research are 1) Malino Agreement has proceeded in
discursive, peaceful and democratic situation. The actors involved in the agreement
have achieved 11 items of peace agreement because of forceful eagerness to end up
the conflict; 2) positive impact of the agreement is the decrease of conflict escalation
and anarchism in Molucca, yet nowadays the conflict has completely stopped. There
are three factors which contribute to that condition, which are the accomplishment of
the returning of Laskar Jihad and the dismissal of FKM/RMS, the success of law
enforcement, and the ability to restore social economic life. However, this research
found that the agreement has several serious weak points because it does not affect
basic problems of the root of the conflict. For example of the basic problems are
religion sentiment, social economic discrepancy and political and bureaucratic
conflict elite.

Theoretically, this research is strengthen the theory of primordialistn initiated
by Geertz that primordial sentiment is interfered by other extemnal factors such as
politics, economic, and provocation that endorse greater conflict. To resolve social
conflict in Molucca, hence the approach of consensus theory is not enough, hence
transfonmative conflict resolution is needed to guarantee permanent harmony.
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ABSRAK

Tesis ini membahas tentang proses pelaksanaan Perjanjian Malino dan menganalisis
dampaknya tethadap penyelesaian konflik Maluku. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari para informan
yang ierdini dan tokoh-tokoh Perjanjian Malino, yakni anggota Delepasi Islam dan
Kristen, Mediator, Peninjau dan tokoh tertentu yang dianggap kompeten. Para
informan juga diambil dari tokoh-lokoh yang menentang pelaksanaan dan hasil-hasil
Perjanjian Malino. Teori yang digunakan adalah teoni-teori konflik, khususnya teon
sentimen primordial dan Clifort Geertz yang menjelaskan tentang sumber konflik.
Betkenaan denmgan proses penyelesatan konflik, digunakan teori resolusi konflik
{conflict resofution) dan Jhon Borton dan dan teori konflik dan konsensus yang
diperkenalkan oleh Maswadi Rauf.

Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Perjanjian Malino telah berlansung dalam
suasana dialogis, damai dan demokratis. Para pihak yang bertikai berhasil
mensepakati 11 butir kesepakatan perdamaian karena keinginan yang kuat untuk
menghentikan konflik di Maluku. Kedra, dampak positif Perjanjian Malino adalah
berkurangnya eskalasi konflik dan kekerasan di Maluku, balikan saat ini konRik sudah
berhenti sama sekali. Ada tiga hal yang menyumbangkan kepada kondist tersebut. 1)
Keberhasilan memulangkan Laskar Jihad dam pembubaran FKM/RMS, 2)
Keberhasilan melakukan penegakan hukum dan keamanan, dan 3) Keberhasilan
pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian in
menemukan bahwa Perjanjian Malino masih menyimpan beberapa kelemzhan yang
cukup senius, sebab perjanjian tersebut tidak menyentuh persoalan mendasar yang
menjadi akar persoalan konflik Maluku. Seperti menguatnya sentimen keagamaan,
kecemburuan sosial dan ekonomi seria konflik elit politik dan birokrasi.

Secara teoritis penelitian ini memprkuat teori primordialisme-Geertz bahwa sentimen
pomordial yang disusupi oleh factor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi dan
provokasi akan melahirkan konflik yang sangat dahsyat. Untuk menyelesaikan konflik
sosial seperti yang terjadi di Maluku, maka pendekatan teori konsensus belumlah
mencukupi, sehingga diperlukan langkah-langkah resolust konflik yang bersifat
transformatif, untuk menjamin perdamaian secara berkelanjutan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang,

Di penghujung abad XX, Indonesia diguncang oleh sejumlah konflik dan
kcrusuhaq, salah satu satu diantaranya terjadi di Maluku. Konflik dan kerusuhan
komunal.yalmg terjadi di Maluke mewujud dalam aksi-aksi kekerasan kolektif dengan
simbol-simbol agama yang kental, dan telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa.
Azumardi Azra menyebut konflik Maluku sebagai konflik komunal bernuansa agama
yang paling dahsyat dalam sejarah Indonesia moderen.

Tragedi Maluku yang pecah menjadi konflik massal pada tanggal 19 Janvari
1999 telah menggoreskan catatan kelam yang paling memilukan dan tragis. Data resmi
Pemerintah menyebutkan lebih dari 3.080 orang meninggal dunia, 4204 orang
mengalami luka-luka, 281.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah dan kampung
halamannya. Ratusan ribu rumah penduduk, gedung perkantoran dan sarana-prasarana
fisik lainnya hancur dan terbakar. > Kerugian itu belum termasuk kehancuran moral dan
nilai-nilai lokal yang harus ditanggung oleh masyarakat Maluku. |

Konflik di Maluku adalah contoh yang lengkap tentang bagaimana suatu konfitk
berkembang dan tahapannya yang paling sederhana. Konon dari pertikaian antara dua
individu dengan isu tunggal, lalu dengan cepat meningkat menjadi pertikaian antara dua
kelompok masyarakat dengan isu beragam (SARA) yang menjalar ke berbagai kawasan
di Maluku dengan melibatkan semakin banyak orang, bahkan juga orang luar, sampai

kemudian menjadi krisis nasional yang mengundang reaksi-reaksi internasional.

' Azvmardi Azra, Muslim and Christian Relation in Contemporary Indonesia, makalah pada
Komprensi tentang  “Christian and Misslim in The Commonwealth”, Windsor , Inggris, -9 Juli 2000.
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Eskalasi konflik Maluku yang demikian “sempurna”, membuat langkah-langkah
penyelesaiannya menjadi begitu suli{ dan berlarut-larut. Luka sosial yang ditimbulkan
konflik Maluku, seperti kebencian, dendam, saling curiga, tentu lebih sulit lagt imtuk
disembuhkan. Suasana bertambah sulit, ketika konflik telah menggunakan simbol-
simbol keagamaan, sechingga menyulut solidaritas dari luar Maluku bahkan
menpundang keprihatinan dunia intemasional.

Dalam periode 2000-2002 nuansa konflik seniakin mengalami pergeseran
konteks, dan konflik sosial bernuansa SARA kepada konflik baru yang mulai
memunculkan gesekan-gesekan politik sehingpa membuat persoalan konflik semakin
rumit. Pada tanpgal 6 Apnl 2000 Forum Komunikasi Ahlus Sunnoh Waljamaah
(FKASWJ) menyelenggarakan Tablik Akbar di Senayan Jakarta, sckaligus
mendeklarasikan berdirinya Laskar Jihad. Satu bulan kemudian Laskar Jihad secara
bergelombang mulai masuk ke berbagai déerah konflik di Maluku. Seakan merespons
kondisi Maluku yang semakin memburuk, pada tanggal 18 Desember 2000,
sekelompok tokch Maluku vang mayoritas beragama Kristen mendeklarasikan
berdirinya Front Kedaulatan Maluku (FKM) dengan agenda politik, memperjuangkan
kemerdekaan “Bangsa Maluku” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Riak-riak politik yang kian mewarnai konflik Maluku menjadikan konflik
semakin sulit diselesaikan. Model-model penyelesaian kultural seperti konsep pela-
gandong, masohi/maren ataupun larful ngabal yang sebelumnya cukup ampuh untuk
meredam konflik sosial di Maluku, semakin kehilangan daya rekat. Bahkan secara
kontras terlihat bahwa nilai-nilai tersebut —dengan berbagai alasan- semakin mengalami

“pelunturan ketaatan” dari berbagai lapisan masyarakat di Maluku.

? Lihat laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asas) Manusia dan Mediasi di Malw
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Awalnya banyak pihak menyerukan agar penyelesaian konflik Maluka
diselesaikan sendiri oleh masyarakat Maluku. Namun hal tersebut nampaknya tidak
efektif lagi, karena konflik sudah semakin ekstrim dan melibatkan faktor-faktor
eksternal yai]g tidak mampu dijangkau oleh instrumen-isntrumen kultural. Bahkan
seruan itu sendiri mengundang perdebatan karena negara dianggap melepaskan
tangeungjawabnya dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Jika dicermati
sejak pertama kali terjadinya konflik pada tanggal 19 januari 1999°, sudah cukup
banyak kebijakan yang dikelvarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik
Maluku. Seperti pembentukan berbagai tim®, baik formal maupun informal hingga
pemberiakuan Darurat Sipil di Maluku. Semua kebijakan yang dilakukan belum banyak
menunjukkan hasil yang memuaskan, untuk tidak mengatakan gagal.

Melihat upaya-upaya menciptakan perdamaian di antara pihak-pihak yang
bertikai di Maluku belum banyak membuahkan hasil yang maksimal, bahkan secara
umum frend konflik semakin meningkat dan meluas dari waktu ke waktu, muncul
gagasan pemerintah melalui Menkokesra Yusuf Ka]lg untuk mempertemukan para
pihak yang berkonflik kedalam sebuah perundingan vang lebih fuas cakupannya,
melibatkan semua wnsur dan pihak-pihak yang selama ini bertikai di lapangan dan

mengikatnya dalam sebuah tanggung jawab bersama. Gapasan ini akhimya

(KPMM), 18 Desember 2000.

* Ada berbagai versi tentang kapan pertama kali konflik meletus, karena sebelumnya sudah
terjadi beberapa benirokan di beberapa fempat dalam skalz yang lebih kecil, seperti di Dobo-Maluku
Tengeara, Air Bah dan beberapa daerah lainnya.

* Dalam catatan resmi, terdapat tujub tim yang telah dibentuk, baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dalam rangka penvelesaian konflik Maluku, Lihm Eko Prasetyo, Menahami
Wajah pembela Agama, Potret Gerakan fslam dalam Pusaran Arus Global, (Yogyakarta, Insist, 2002)
Lihat pula eatatan Haran Umum Republika, I/ Seribu TIM, 23 Juni 2003.
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dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Februari 2002 dan dikenal dengan Perjanjian
Maluku di Malino atau Perjanjian Malino II°

Perjanjian Malino merupakan suatu upaya perdamaian yang monumental bagi
masyarakat Maluku. Karena di dalam perjanjian tersebut pihak Islarn maupun Kristen
dengan jumiah delegasi sebanyak 70 orang (belum termasuk tm peninjau)} untuk
pertama kalinya duduk semeja membicarakan berbagai usaha dan kesepakatan yang
harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik Maluku secara damai, beradab dan
bermartabat.

Di pegunungan Malino yang berhawa sejuk, mereka berdialog dalam suasana
yang cukup alot dan menegangkan, sebab masing-masing pihak datang dengan tuntutan
dan kepentingan yang berbeda. Ada tuntutan dan pandangan kedua delegasi yang
memilikd kesamaan, seperti keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik
secara damai. Namun ada juga masalah-masalafi yang membawa kedua delegasi
kedalam perdebatan yang cukup serius dan menegangkan. Dua isu yang mengundang
perdebatan serius adalah perfamma, tuntutan delepasi Keristen' agar pemerintah
mengambil tindakan hukum yang keras terahadap Laskar Jihad (LJ) karena diangpap
sebagai salah satu faktor dominan yang melanggengkan konflik di Maluku. Bagi
delegasi Kristen lolosnya Laskar Jihad ke Maluku adalah sebuah ironi dan irrasionalitas
dalam kehidupan bemegara.® Negara dianggap tidak mampu berbuat banyak dalam
mengantisipasi kehadiran lasyakar Jihad. Pihak Islam menganggap tudingan itu terlalu

berlebihan karena kelompok Laskar Jihad datang ke Ambon setelah konflik meletus

* Disebut Peganjian Malino Il untuk membedakannya dengan Perjanjian Malino [ yong juga
dilakukan di Malino untuk memyelesaikan konfik sosial bernuansa SARA di Poso Sulawest Tengah.
Malino adalah sebuah tempal berhawa sejuk di Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Daerah tersebut telah
sering digunakan sebagai tempal perundingan oleh berbagai pihak, bahkan sejak kekuasaan pemerintaban
kolonial Belanda. Selanjutmya dalam tulisan ini hanya akan disebut Pegjanjian Malino,
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hampir setahun, bahkan Laskar Jihad dianggap sebagai “dewa” penolong bagi kalangan
Islam, ketika aparat keamanan dianggap tidak mampu membela hak-hak mereka selama
kerusuhan. Menurut delegasi Islam, keberadaan Laskar Jihad harus diperlakukan sama
dengan kelompok sosial lain (LSM nasional maupun asing) yang banyak berdatangan
ke Ambon selama konflik berlansung.

Kedua, tentang kecaman yang disampaikan oleh delegasi Islamm terhadap
keberadaan FKM/RMS yang dianggap sebagai reinkamnasi Republik Maluku Selatan
(RMS), yang di masa lalu merupakan sebuah gerakan pemberontakan dan separatisme
di Maluku, Bagi delepasi Islam, FKM dan RMS adalah salah satu penyebab yang
cukup dominan dalam konflik Maluku. Komunitas Kristen dituduh telah melindungi
perakan berbau separatis tersebut karena tidak permah menunjukkan kutukan atau
kecaman secara terbuka terhadap keberadaan FKM. Padahal FKM selal:: merayakan
secara rutin ulang tahun RMS yang jatuh pada tanggal 25 April, sehingga selalu
memprovokasi dan memicu konflik dan gejolak di tengah masyarakat.” Namun delegasi
Kristen berpendapat bahwa FKM hanya sebuah gerakan sosial yang berakar pada
kekecewaaan yang mendalap_] terhadap kebijakan-kebijakan sosial dan politk yang
dijalankan pemerintah pusat. Karena sifamya yang merupakan gerakan sosial politik,
maka FKM harus dibedakan, misalnya dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang
mewujudkan perjuangan politiknya dalam bentuk peguanpgan bersenjata. Ataupun
dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga melakukan peguangan politik

bersenjata sehingga mesti disebut sebapai gerakan separatis.

¢ Suara Maluku, 15 Feberuari 2001
7 Tulisan Rustam Kastor yang cukup provokatif, Selamatkan Maluky dari Ancaman Ideologi
Seperatis RMS, (Jakarta, Komite Penyelamat Maluku, 2004), memperihatkan bagaimana sebagim

orang-orang Islam Maluku memandang eksistensi RMS dan FKM sebagai sesurv yang mengancam
selama konflik.

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006




Di tengah kuatnya tarik menarik kedua isu tersebut serta teror yang diterima

dan sejumiah pihak yang masih menolak Malino, akhimya perundingan Malino dapat

merumuskan 11 butir kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Malukn

di Malino. Sebelas butir kesepakatan tersebut adalah:

l.

2.

Mengakhiri semua konflik dan kekerasan.

Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan
dukungan selurul masyarakat. Karena itu, aparat hukum harus bersikap profesional
dalam menjalankan tugas.

Menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separalisme yang
mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, antara lain RMS.

Sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan
berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya,
masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah
propinsi Maluku secara sah dan adil dengan memperhatikan dan mentaati budaya
setempal serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau lasykar yang bersenjata tanpa izin
di Maluku, dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan
sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak yang mengacaukan Maluku, wajib
meninggalkan Maluku.

Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januar
1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Lasykar Jihad, Laskar Kristus, pengalthan agama

secara paksa dan pelanggaran HAM, dan lain-lain sebagainya, demi tegaknya

hukum.
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7. Mengembalikan pengungsi ke tepat semula tanpa paksaan dengan hak-hak
keperdataannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi.

8. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana
ekonomi, dan sarana umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta
perumahanr rakyat, agar masa depan selurch masyarakat Maluka dapat maju
kembali dan keluar dart kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan
ruang gerak penduduk dibuka sehingpa kehidupan ekonomi dan sosial begalan
dengan baik.

9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat,
kekompakan dan ketegasan TNI/Polri sesuai fungsi dan tugas masing-masing,
mutlak perlu. Sejalan dengan itu berbagai fasilitas TNI/Polri harus dibangun,
dilengkapi dan difungsikan kembali.

10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk
agama di Maluku, segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama hars tetap
menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.

1l Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura denmgan prinsip untuk kemajuan
bersama, karena itu sistem reksutment dan kebijakan lainnya dijalankan secara
terbuka dengan prinsip keadilan denpan memenuhi syarat kualitas yang telah
ditentukan,

Tampaknya sebelas butir konsensus yang dicapai di atas belum memuaskan
berbagai pihak, khususnya mereka yang sejak awal menunjukkan sikap kontra dengan
tde pelaksaanaan Perjanjian Malino. Di Ambon, kelompok penentang ini menyebut
dirinya kelompok 11 lalu mengorganisasikan sejumlah demonstrasi untuk menentang

peganjian Malino. Demikian pula dengan Laskar Jihad dan FKM yang memandang
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sinis lerhadap hasil-hasil yang dicapai di Malino. Mereka mengaggap Perjanjian
Malino tidak mengikat bagi mereka, karena mereka tidak dilibatkan dalam perundingan
tersebut. Penentangan juga dilakukan oleh berbagai kelompok yang mengekspresikan
kekecewaannya dengan membakar kantor Gubernur Maluku?® Situasi pasca Malino
bahkan masih menegangkan karena munculnya teror, pembunuhan dan pengeboman di
berbagai tempat di kota Ambon dan sekitammya. Teror dan pengeboman tersebut
dilakukan secara seporadis oleh sejumlah oknum yang kemudian diidentifikasi sebagai
oknum tentara atau orang-orang sipil yang diperintahkan oleh oknum-oknum aparat
kemanan untuk melakukan kekacauan. Sitnasi ini sekaligus memperkuat pandangan
bahwa tidak dilibatkannnya militer dalam perjanjian Malino telah menimbulkan
ketidakpuasan di kalangan mereka. Padahal militer adalah pihak yang paling
berkompeten dalam implementasi perjanjian tersebut di lapangan.

Pelaksanaan Perjanjian Malino adalah sebuah peristiwa nasional yang menarik
dan patut untuk diteliti lebih lanjut, setidaknya karena tiga hal. Perfama, Pelaksanaan
perjanjian Malino merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang cukup sukses
mengurangi ekalasi konflik Maluku, bahkan saat ini dapat dikatakan konflik Maluku
sudah berhenti sama sekali. Dalamm konteks sebuah kebijakap, perjanjian Maline
memiliki peluang untuk diyadikan model penyelesatan konflik sosial di Indonesia.
Kedua, perjanjian Malino telah mepjadi forum dialog yang beradab dan demokratis
bagi para pihak yang bertikai di Maluku untuk membangun kesepakatan perdamaian di
antara mercka. Kefiga, Sepanjang penulis ketahui, hingga saat ini, belum ada penelitian

"yang secara khusus untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pelaksanaan perjanjian

* Tenlang pembakaran kantor gubemuran lersebut banyak juga vang menduga dilakukan oleh
oknum kekuasaan uniuk menulupi jejak-jejak korupsi yang dilakukan pemeriniah daerah terhadap dana-
dana bantuan kemanusiaan,
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Malino dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik (conflict resolution). Khususnya
mengenai inisiatif pelaksanaannya, dinamika dalam perjanjian tersebut hingga dampak
pelaksanaan Perjanjian Malino terhadap penyelesaiakan konflik Maluku. Pembahasan
tentang hal ini baru ditemukan dalam beberapa artikel atau makatah, serta beberapa
buku tentang konflik Maluku yang menyinggung secara sepintas peristiwa tersebut.
Selain motif akademik di atas, penulis juga memiliki obsesi pribadi sebagai putra
daerah Maluku, untuk mengangkat berbagai peristiwa lokal di Maluku sebagai bahan

kajian untuk dipelajar secara akademis.

B. Permasalahan.

Di atas telah disebutkan bahwa kesepakatan Perjanjian Malino telah menjadi
momentum yang sangat bersejarah bagi masyarakat Maluka dalam wusahanya
menyelesaikan konflik yang telah berlansung lebih dari empat tahun. Meskipun proses
pelaksanaan perudningan tersebut berlansung dengan alot, namun perundingan tersebut
akhirnya dapat mencapai kesepakatan terhadap sejumlah masaiah krusial yang selama
ini dranggap telah melanggengkan konflik ai Maluka.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa kebijakan penyelesaian konflik Maluku
dengan model Perjanjian Malino memiliki sejumlah kelemahan, schingga sangat
berpengaruh dalam proses implementasinya di lapangan. Perfamna, inisiatif perdamaian
yang ada di Menkokesra untuk sebuah umsan yang seharusnya menjadi tugas
Menkopolkam, schingga hal ini berakibat pada marginalisasi peran unsur jajaran
polkam, yakni TNI dan Kepolisian.” Kedua, tidak tersedianya waktu yang cukup bagi
kedua umat untuk melakukan konsolidasi internal sehingga banyak tokoh-tokoh

lapangan yang tidak terlibat secara maksimal. Kefiga, tidak jelas sistern monitoring atas
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proses pemeliharaan perdamaian. Keempat, hasil-hasil perjanjian tersebut belum
menyentuh berbagai persoalan subtansial yang menjadi akar persoalan konflik Maluku,

Namun terlepas dari kelemahan tersebut, secara faktual Perjanjian Malino telah
memberikan arah baru dalam penanganan konflik Maluku, yakmi suwatu proses
penyelesatan konflik yang dapat dilakukan secara demokratis dan damai dengan
melibatkan pemerintah dan pihak-pihak yang bertikai. Qleh karena itu, Perjanjian
Malino tetap merupakan sebuah presiasi yang patut mendapatkan penghargaan dan
perhatian. |

Tentu saja terdapat banyak pertanyaan yang mesti diajukan untuk menyingkap
pelaksanaan peanjian tersebut, namun penulis berpendapat bahwa permasalahan
utama yang mesti diajukan dalam penelitian ini adalah “ mengapa Perjanjian Malino
mengaentikan konflik Maluku?”. Pertanyaan seperti itu sangat penting, karena situasi
Maluku pasca Malino semakin mengarah kepada kondisi yang sangat kondusif dan
aman. Berdasarkan pertanyaan tersebut maka rumusan masalah yang akan menjadi
fokus dalam penelitian ini adalah;
1. Bagaimana proses pelaksanaan Perjanjian Malino hingga konsensus yang dicapai

oleh kedua belah pihak (Islam dan Kristen) dalam penjanjian tersebut.

Bagaimana dampak hasil-hasil perjanjian Malino terhadap proses penyelesaian

konflik di Maluku.

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian.
Konflik Maluku adalah konflik komunal yang menghimpun berbagai potensi
konflik (politik, sosial, eknomt dan budaya). [njeksi energi yang ditertima oleh konfiik

Maluku telah menjadikannya begitu eksinim, meluas dan masif dengan korban jiwa dan

’Kompas. 16 Februari 2002,

1)
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materi yang sangat besar. Penelitian ini merupakan bagian dari studi kebijakan

penyelesaian konflik SARA di Indonesia Oleh karena itu, sesvai dengan rumusan

masalah di atas maka tujuan utama penelitian ini adalah:

I. Untuk fnengetahui proses pelaksanaan Perjanjian Malino dengan berbagai
dinamikanya hingga dicapainya konsensus bagi kedua pihak yang bertikai
sebagaimana tercermin dalam 11 butir peanjian Malino.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Peganjian Malino terhadap
penyelesaian konflik Maluku.

Selain itu, secara akademis penelitian ini dtharapkan dapat memberikan
kontribusi ilmiah dalarmn memperkaya khasanah kajian politik lokal, khususnya yang
berkaitan dengan konflik-konflik sosial bemuansa SARA yang sering miumcul dalam
wujud yang sangat beragam. Kajian semacam itu akan menjadi masukan ilmiah yang
sangat berguna untuk merumuskan berbagai kebijakan yang dipertukan khususnya bagi

pemerintah dalam menangani konflik sosial bernuansa SARA yang akhir-akhir ini

sering terjadi di tanah air.

D. Tinjauan Teoritik
1. Dasar-dasar Teoritik tentang Konflik

Secara teoritis konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari fenomena sosial
dan perubahan.'® Konflik muncul sebagai konsekwensi adanya perbedaan yang sudah
merupakan hukum alam (sunnaiullah) yang berlaku pada semua ciptaan Tuhan,

termasuk manusia. Hakekat perbedaan watak dan kecenderungan manusia ituiah yang

19 Lihat tulisan Taufik Abdullah, Peran Nilai-nilai Budaya dan Sruktur Sosial Terhadap

Infegrasi Nasional, dalam Timur dan Barat di Indonesia Perspekiif Integrasi Baru, (Jakarta: The Go
Institute, 2000), hal, 112
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sering mengakibatkan terjadinya konflik''. Para teoritisi Marxian menganggap konflik
dibutuhkan -babkan perlu diciptakan- agar terjadi proses dialektika untuk mendapatkan
hasil yang terbaik.

Konfiik dalam kehidupan manusia pada dasamya adalah fenomena yang sangat
alamiah. Persoalannya terletak pada inasalah apakah ta menimbulkan kekerasan atau
tidak. Kekerasan dapat dilihat sebagai manifestasi da suatu konflik yang tidak
terlembaga (un-institutionalized conflict), Sementara keadaan sebaliknya, yaitu konflik
yang terlembaga dengan baik (institutionalized conflici), akan dapat diselesaikan
dengan cara-cara damai dan demoratis."

Dalam Intemational Dictionary, konflik didefinisikan sebagai “Clash,
compelition, or mulual interference or incompatible, force or qualities (as idea,
interest, will)”. Baliwa konflik memiliki cakupan yang cukup luas meliputi
pertentangan atau bentrokan, persaingan atau gangguan oleh kelompok secara fisik ataa
benturan antara kekuatan-kekuatan vyang sulit didamaikan atau perientangan-
pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau
kehendak-kehendak.'’ Dengan pengertian seperti itu, menjadikan pembahasan teoritik
tentang konfitk dipenuhi oleh banyak paradigma (sudut pandang).

Para sosiolog biasanya memahami konflik dalam paradigma faka."* Yaitu
sebuah pemahaman yang mempercayai bahwa manusia pada prinsipnya tunduk dan
mengtkuti fakta sosialnya. Pandanpan seperti ini menyoroti bahwa wewenang dan

posisi dalam fakta sosial merupakan sumber pertentangan sosial, karenanya merupakan

" Ahmad S. fmail, Akar konflik, Teror dan Ekstrim (Jakarta: Pustaka Tarbivatuna), hal. 16

2 Anthony Gidens, “Negara-Bangsa dan Kekerasan™, dalam Teori-reori Kekerasan, Thomas
Santoso, (penyunting), (Yakaria: Ghalia Indonesia, 2002), hal, 116.

 Yihat, International Dictionary, Meriam — Webster Inc. Publisher, 1993)
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sentral dari teor konflik. Menurut teori ini, ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan
wewenang otomatis akan menempatkan masyarakat pada posisi yang saling berbeda.
Petbedaan posisi itu pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam
masyarakat,

ide-ide pokok dari teor konflik, Menurut Ritzer dapat dinnci menjadi tiga,
yaitu perfama, masyarakat senantiasa b::r.ada dalam proses perubahan yang ditandai
oleh adanya pertentangan terus mencrus di antara unsur-unsumya. Kedno, Setiap
elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Ketiga, keteraturan yang
terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau
pemaksaan kekuasaan darn atas oleh golongan yang berkausa. Perspektif sostologis ini
berbeda dengan perspektif strukturalis yang bersandar pada tiga pemikiran pokok.
Periama, masyarakat berada dalam kondisi statis atau bergerak dalam Kkondisi
keseimbangan. Kedua, sefiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap
stabilitas. Ketiga, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-nonna, nilai-
nilai dan moralitas umum.">

Ted Robert Gur, menyebut empat (4) persyaratan yang harus 'terpcnuhi agar
sebuah hubungan sosial dapat disebut sedang mengalami konflik. 1a menncikan sebagai
berikut

1). Ada dua atau lebih pihak yang terlibat, 2). mereka terlibat dalam tindakan-

tindakan yang saling memusuhi, 3). mereka menggunakan tindakan kekerasan

yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai dan menghalang-halangi

lawannya, dan 4). [nteraksi yang bertentangan int bersifat terbuka sehingpga bisa
dideteksi dengan lebih mudah oleh para pengamat independen.'®

" Robert A Levine dan Donalt T, Campbell. Etnocentrism: Theories of Conflict, Emic Atitudes,
Group Behavior, (New York: Jhon Williens and Sons Inc, (972), hal 17

¥ George Ritzer, Sosiologi fimu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta, Rajawali Press,
1592)

'S Dalam Maswadi Rauf, Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritik, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Departern pendidikan Nasional, 2000}, hal. 7
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Dengan menggunakan pendekatan Ted Gur kita bisa memotret kekerasan di
Maluku sebagar bagian dari konflik. Semua persyaratan di atas dapat ditemur dengan
mudah dalam konflik Maluku. Konflik Maluku adalah konflik sosial yang
memperhadapkan komunitas Muslim di satu pihak, dan komnunitas Kristen di pihak lain
dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan yang kental. Konflik Maluku juga
tepjadi dalam bentuk yang terbuka dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh
kedua belah pihak. Karena itu pemernintah mencoba mencarikan jalan keluar dan
membangun konsensus perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai dengan

menyelenggarakan perjanjian Malino.

3. Sentimen Primordial Sebagai Sumber Konflik.
Fakior-faktor yang menjadi sumber sebnah konflik sosial bisa bermacam-

macam. Menurut Pelly (1993), paling tidak terdapat 3 (tiga} surmnber ketidak serasian

sosial yang menjadi sumber konfhik di dalam masyarakat, yaitu:

“pertama, perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi;
kedua, perluasan kelompok sosial budaya; kefiga, benturan kepentingan politik,
ideologi dan agama. Konflik pertama merpakan sumber konflik yang paling
sering terjadi, sedangkan konflik kedua timbul sebagai akibat perbedaan tradisi,
bahasa dan hukum ketika terjadi interaksi sosial. Konflik ketiga, yaitu adanya
benturan kepentingan politik, ideologi dan agama sebagai manifestasi dan
benturan  struktur  kelompok yang telah matang dengan yang bama
berkembang”,"”

Sejalan dengan Pelly, penguatan dan perluasan kelompok sosial dan emik yang

semakin meningkatkan sentimen primordial suatu kelompok juga dipandang oleh

Y Usman Pelly, Pengukuran Intensitas Potensi Konflik Dalam Masvarakar Majemuk. (Jakarta:
jurmal Analisis CSIS, tahun XXII, No. 3, 1993), hal 189-190.

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006



Clifort Gertz sebagai sumber konflik yang potensial di negara-negara berkembang.
Dalam tulisannya yang berjudul “J/katam-ikatan Primordial den Politik Kebangsaan di
Negara Baru”'® sebagaimana dikutip Maswadi Rauf'®, Geertz mengetengahkan konsep
sentimen prll'mordiaf, sebagai salah satu sumber konflik sosial dan politik yang paling
potensial yang banyak ditemukan di berbagai nciara berkembang. Kenyataan
sosiolopis dan antropolgis bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku dan
agama temyata cukup berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik. Kebijakan
yang keliru terhadap perbedaan-perbedaan Kultural tersebut temyata telah mempertebal
ikatan-ikaian primordial di tengah kehidupan masyarkat. Ikatan primordial adalah
keterikatan sesorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang given
(yang telah terbentuk dan ditenma sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang
yang bersangkutan) yang disebabkan oleh hubungan darah dan persamaan dalam hal
agama, suku bahasa, asal daerah dan adat istiadat.

Menunt Geeriz, ikatan primordial akan membentuk sentimen dan loyalitas
primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat sesama anggota kelompok:
Solidaritas dalam kelompok perimordial atas dasar suku/ras ditimbulkan oleh adanya
persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyat cara hidup, pola pikir
dan kepentingan yang sama. Semua persamaan menghasilkan solidaritas yang amat
kuat di antara anggota yang membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan

pemgorbanan apapun. Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas

¥ Tulisan Gertz ini dimuat di dalam OJd Sociery and New Stares, The Quest for Modernity in

Asia and Africa. Cleeford Genz (penyunting), (New York: The Free Press. 1963). Hal 105-157. Karva

*int juga lelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesis dengan judul * fkatan-ikatan Primordial dan Politik

Kebangsammn i Negara Baru”, Dimual dalam Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, Juwono
Sudarsono (peryunting), (Jakarta: Garmmedia, 1976), hal, 15-30.

12 op.cit. hal, 8
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ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajara-
ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan kebenaran ajaran agama
menghasilkan solidaritas di antara penganut agama yang bersangkutan yang
menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain
dengan pengorbanan apa[:um:L20

Solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme, yakni
kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta
penghormatan yang tinggi terhadap nifai budaya kelompok. Fanatisme ini memperkuat
inteprasi kelompok, namun pada saat yang sama mempermudal terjadinya konflik
dengan orang lain d¢i luar kelompok primordial. Karena kelompok primordial
memandang kelompok lain sebapai ancaman, maka benturan tidak akan terelakkan.
Bila konflik dengan kelompok lain terjadi, para anggota kelompok primo:dial akan
membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati, bahkan tanpa
menghiraukan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu pengorbanan, baik harta benda
maupun nyawa dapat saja terjadi, dan itn dilakukan denpan kesadaran dan tanpa
paksaan.

Konflik Maluku secara jelas menunjukkan fakta tentang bahaya sentimen
prmordial yang digambarkan Geertz di atas. Kelompok yang bertikai begitu mudah
menghancurkan dan membunuh kelompok lain tanpa sedikitpun merasa bersalah,
karena apa yang dilakukan dianggap sebagai kewajiban sebagai anggota suku, ras atau
agama, Dalam analisis terhadap konflik kelompok, seperti yang digambarkan Geertz,
perlu dijelaskan lebih lanjut berbagai faktor yang menyebabkan semakin mencbalnya

sentimen primordial atau kesetiaan promordial suatu kelompok sehingga

2 Maswadi Rauf, Kozsensus Politik, Ibid., hal, 62
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menkondisikan orang berprilaku bukan hanya agresif akan tetapi mengarah terhadap
tindak kekerasan. Misalnya mengapa ikatan primordial agama di Maluku yang dari
dulu berjalan dengan cukup baik dapat berkembang begitu ekstrim sehingga
meﬂimbulka.n konflik sosial yang dahsyat.

Dalan}, studi yang dilakukan oleh Forum Rektor terhadap berbagai konflik
agama dan etnik yang terjadi di Indonesia, ditemnukan adanya berbagai faktor ekstemal
yang secara kuat memprovokasi sentimen keagamaan dan etnik. Faktor politik
menduduki peringkat pertama, disusul kemudian oleh faktor ketidakadilan sosiai-
ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan yang paling akhir baru soal perbedaan etnik
dan agama itu sendini.!

Oleh kgrena itu, kajian lebih lanjut terhadap berbagai faktor ekstemal seperti
pengarull politik, faktor sosial-ekonomi ataupun intervensi pihak luar (provokaior)
dengan berbagai kepentingannya patut dilakukan untuk nulenambah penjelasan teoritik
seperti yang dijabarkan Geeriz. Dalam kasus Maluku, faktor kesenjangan ekonomi,
pengangguran, pergesekan politik lokal, transisi politik di aras nasional serta berbagai
provokasi diyakini oleh banyak pihak, sebagat faktor determinan yang ikut mendorong

sentimen primordialisme ke arah yang lebih destruktif.

3. Teori Resolusi Konflik dan Teori Konsensus

Pada bagian sebelumnya telah ditegaskan bahwa konflik adalah suatu

keniscayaan yang selalu hadir (omni present), dan realitasnya sungguh tidak bisa

2! 7afr, MA. Ponioch. (edit) Laporan Akhir Sosial Conflict Resolution. (Bandung: Forum
Rektor Indonesia, Yayasan Pengembmmgan Sumber Daya Manusia, 2000), hal IV-119. Lihat juga tulism
Muhuwrmmad Zulfan Tadjoddin, Ananromi Kekerasan dalam Kontels Transisi: Kasus Indonesia 1990-
2004. Laporan Peneltian (Jakarta: UNDP-UNSFIR, 2002)
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dihindari. Oleh karena itu, membendung konflik, apalagi dengan tindakan yang koersif
bukanlah pifihan yang bijaksana. Di masa Orde Baru kebijakan untuk menangani
berbagai potensi konflik di Indonesia, bahkan konflik itu sendiri, dilakukan dengan
cara-cara represif dengan mengedepankan pendekatan keamanan (security aproach)
yang sangat ketat. Oriantasi pada stabilitas keamanan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomti, mendorong rezim Orde Baru memerangi semua konflik di tengah masyarakat
dengan mengandalkan kekuatan militer. Pendekatan security aproach ala Orde Bam
relatif mampu menekan tumbuhnya konflik, namun dalam kurun wakto yang cukup
Jama justru memelihara berbagai potensi konflik tersebut. Akhimya ketika muncul
tuntutan reformasi dan keterbukaan dalam politik nasional, kita seperti menyaksikan
terbukanya sebuah “kotak Pandora™ yang memunculkan konflik-konflik berskala masif
dengan berbagai mohf dan latar belakang. Oleh karena itu diperlukan kebijakan atau
tindakan penyelesaian konflik (conflic resofution) yang tepat sehingea potensi konflik
yang bersifat negatif dapat dikelola dengan baik dan kreatif sehingga menghasilkan
energl positif yang dapat dijadikan modal sosial yang bermanfaat bagi perubahan sosial
dan pembanguman.

Demokrasi yang telah kita pilih secara sadar untuk mengatur sistim politik
nasional, pada dasarnya memberikan toleransi yang besar kepada tumbuhnya konflik
yang moderat. Bahkan konflik dalam demokrasi diperlukan untuk melabirkan dan
mengukur kualitas tertentu. Oleh karena itu, tantangan bagi negara-negara demokrasi
adalah bagaimana merumuskan kebijakan pengelolaan konflik yang tepat agar tidak

menimbulkan instabilitas polilik.22 Penyelesaikan konflik, khususnya konflik bermnuansa

2 pengpambaran tentang hubungan konflik dan demokrasi dapat dibaca dalam tulisan Peter

Haris dan Ben Reily (edif). Democracy and deep-Rooted Conflict: Option for Negosiator, (Inlemational
1DEA, 2000), '
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SARA harus didasarkan atas adanya perubahan pandangan semua pihak yang terlibat
dalam konflik sehingga tidak ada lagi perientangan di antara mereka dalam suatu

interaksi kehidupan kemasyarakatan.

a. Teori Resolusi Konflik (Conflict Resolution)

Salah satu teori yang sering digonakan dalam kebijakan penyelesaian konilik
ada teori resolusi konflik {conflict resolution). Teor ini dikembangkan oleh Jon Burton.

Dalam sebuah tulisannya Burton menulis,

Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis
dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar
‘manajemen’ atau ‘settlement’, mengacu pada hasil yang, dalam pandangan
pihak-pihak yang fterlibal, merupakan solust permanen terhadap suat
masalah”

Jadt resolusi konflik merupakan suatu teori yang membertkan penekanan
penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik dan kebutuhan wntuk
melihat perdamaian dalam jangka panjang. Secara konsepsional, jika telah tegadi
konflik dan aksi-aksi kekerasan yang massif, maka resolusi konflik dapat ditakukan
dalam empat tahap kebijakan. Tahap pertama masih didominast oleh strategi militer
yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang tferjadi antam
kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang
bertyjuan untuk memulat proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang
bertikai, tahapan ini biasanya dicirikan dengan dialog dan perundingan antar pihak-

pihak yang bertikai. Tahap ketiga lebih bemuansa sosial dan berupaya uatuk

2 Jon Burton, Conflict: Resolution and Provenrion. (New York: St. Martin’s Press, 1990),
Telash lerhadap 1eon ini juga dilakukan oleh El Fatih A Abdel Salam, Kerangka Teorisis Penyelesaian
Konflik Associate Professor, Department ol Polilical Sciences. Kulfiyyah of Islamic Revealed
Knowledpe and Human Sciences Intematonal Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia dalam
(www groups.vahoo,.converoup/sasiologi_profetik), diakses pada tanggal 12 September 2005.
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menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang
kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur
sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang
langgeng:

Lebih lanjut penjabaran tahapan proses resolusi konflik memumut Andi
Wijayanto, dibuat untuk empat alasan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang
sebagai suatu fenomena politik-mititer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena
sosial. Kedna, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak begjalan linear. Siklus
hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dani dinamika lingkungan konflik
yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduks: kedalam
suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konﬁik
sosial apalagt yang didasarkan atas modf-motif politik harus dilihat sebagai suatu
feromena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Keempar, resolust
konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam
mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan, Suatu mekanisme resolusi konflik
hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk
mewujudkan perdamaian yang langgeng.™*

Menurut  Maa'rif Muin, ada tujub pendekatan vang berkaitan denpan
pengelolaan dan penyelesaian konflik. Sejumlah pendekatan itu adalah: (1) Negosiasi,
{2) Fasilitast, (3} Rekonsiliasi, (4) Mediasi, (5) Arbitrasi, (6) Ajudiakasi dan Litigast,

dan (7) Represi.”® Berbeda dengan Barton, Muin menempatkan tindakan represi dengan

™ Andi Wijayanto, Resolusi Konfiik, dalam (www groups.vahoo comyuroup/sosiologi_profetik),
diekses padaianggal 12 Seplember 2005,

Z Ma’anif Jamuin, Manual Advokasi: Resolust Konflik Etnik dan Agama, (Surakarta; Ciscore,
19993, ’
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menurunkan kekuatan militer pada tahapan yz;ng paling terakhir. Menurut penulis,
pendekatan tersebut dimungkinkan jika konflik yang terjadi adalah konflik dalam skala
kecil. Jika dalam konflik dan kekerasan bersenjata berskala besar seperti yang terjadi di
Maluku, maka model pendekatan yang dikemukakan Barton lebih tepat untuk

digunakan dalam kebijakan penyelesaian konflik.

b. Teori Konflik dan Konsensus

Maswadi Rauf (2001), memperkenalkan teori konflik dan konsensus dalam
sebuah kebijakan untuk menyelesaikan konflik sosial dan politik. Menurutnya, konflik
adalah setiap pertentangan atau perbedaan yang melibatkan individu dan kelompok,
maka konsensus adalah suatn situasi dimana tidak terjadi lagi konflik yang ekstrim®
Konflik danr konsesus dalam pandangan Maswadi Ranf merupakan gejala-gejala sosial
yang selalu ada dalam setap masyé:rakat. Hubungan antara konflik dan konsensus
adalah hubungan yang saling meniadakan. Artinya jika terjadi kenflik, maka tidak ada
lagi konsensus di atara individu atan kelompok yang berkonflik, demikian juga
sebaliknya.

Dalam teorl tentang konsensus, Maswadi Rauf menyebutkan dua cara yang
harus ditempuh dalam penyelesaian konflik, yaitu:

“pertama, penyelesaikan konflik secara persuasif (perswasive} dan kedus,

penyelesaian secara kekerasan atau koorsif (coorsive). Demikian pula

konsensus dapat tegadi bila tercapai kesepakatan dalam hubungan antara dua
orangfpihak atau lebih. Bila konsesnsus tercapai berarti penyelesaian konflik

tclah tercapai dengan batk. Oleh karena itu, konsensus adalah subtansi dan
penyelesaian konflik {conflic resolution) itu sendiri.”

* Maswadi Rauf, op.cit., hal. 02.
7 ibid., hal, 13-14,
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Penyelesaian konflik dengan cara kekerasan atau aksi militer terkadang
diperlukan pada sitvasi konflik yang telah menjurus pada peperangan bersenjata.
Namun kebijakaan yang mengedepankan aksi-aksi militer seringkali hanya
menyelesaikan konflik pada level permukaan dan bukan tidak mungkin memelihara
potenst munculnya kembali konflik yang lebih hebat di masa-masa yang akan datang.
Petaksanaan Darurat Sipil atau Militer misalnya, hanya dapat mengendalikan kekerasan
bersenjata. Karena itu, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengusahakan
negosiasi antara elit dan kelompok yang bertikai untuk mencani kesepakatan atau
konsensus guna menghentikan konflik dan kekerasan dan selanjutnya menciptakan
perdamaian.

Salah satu persyaratan penting dalam tercapainya konsensus adalah tawar-
menawar (bargaining), yaitu kesediaan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk
mengurangi tuntutannya sendini dan menerima bagian-bagian tertentu dari tuntutan
pihak lain.*® Dengan terciptanya konsesus maka tidak ada lagi perbedaan antara pihak-
pihak yang berkonflik, baik antara orang-perorang maupun antara kelompok, pihak-
pihak yang berkonflik berhasil mencapai titik temu sehingpa tidak ada lagi masalah
dalam hubungan sosial.

Menurut Maswadi Rauf,” ada beberapa kemungkinan konsensus (kompromi)
yang bisa dicapai dalam proses penyelesaian konflik, baik yang dilakukan melalui
perantara {mediator) maupun tidak (secara lansung dilakukan oleh pihak-pthak yang
bertikai). Model Pertama, adalah konsensus yang mnerupakan gabungan dari butic-butir

pendapat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Model ini mengandaikan perlunya

B hid., hal 15
2 Ibid., hal 17
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musyawarah untuk mencari butir-butir pendapat yang dianut oleh pihak-pihak yang
berkonflik yang dapat disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam
proses tersebut akan terjadi tawar menawar (bargaining) berupa kesediaan satu pihak
untuk menerima butir-butir pendapat tertentu dari pihak lain dengan ketentuan bahwa
pihak lain juga harus menerima butir-butir tectentu dari pihaknya.

Model kedua, memiliki kemiripan dengan model pertama. Bedamya terletak
pada disepakatinya butir-butir pendapat dari dan salah satu pihak yang terlibat dalam
konflik. model ini disebut sebagai konsensus kelompok dominan. Model ini biasanya
terjadi dalam sebuah konflik yang melibatkan jebih dari dua kelompok.

Model ketiga adalah konsensus yang dibentuk dari pendapat-pendapat pihak
lain, bukan pendapat dari pikak-pihak yang berkonflik. Pihak lain itu bisa mediator,
atau pihak lain dalam masyarakat. Digunakan pendagat luar dissbabkan adanya
kesulitan-kesulitan dari pihak-pihak yang bertikai untuk menerima pendapat lawan
masing-masing.

Model keempat adalah konsensus gabungan. Model ini merupakan gabungan
dan1 beberapa model konsesnsus yang dibahas di atas. Dalam model ini digunakan
butir-butir pendapat tertentu dari pihak-pihak yang terlibat konflik, disamping it butir-
butir pendapat lain yang berasal dari pibak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik.

Penjelasan Maswadi memiliki kesamaan dengan teon zero-sim  yang
dikemukan Hugh Mial. Teon ini diispirasikan dari cerita klasik dua putera Nabi Adam
yang konon saling membunuh. Dalam pendekatan zeru-sum setiap kelompok dibeni
pesan baliwa kemenangan yang dicapai dalam sebuah perundingan mungkin
merupakan kekalahan yang diderita oleh lawannya. Kondisi int dalam jangka panjang

bukan merupakan sesutu yang baik, sebab dapat menimbulkan gejolak baru. Yang
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terbaik adalah non-zeru-sum, yakni kedua belah pihak dapat memproleh hasil yang
baik. ™.

Gambar, 1
Teori Zeru-Sum (Hug Mial, 2002)
cninl-sucang o e
Kspunsan
Kabil
kalah-kaiah Semamy tcalah

Menuvrut Mail, pambar ini menunjukkan hastl yang mungkin dicapai dalam
konflik antara Cain dan Abel. Titk mana saja yang menuju ke kanan lebih baik bagi
Abil, sedangkan setiap titik yang menuju ke atas lebih baik bagi Cain. Dalam Injil,
yang menang adalah yang dibantu Tuhzn. Cain melihat situasinya sebagai konflik zeru-
sum: pada poin 1 (hasil terbaiknya) dia memperoleh perkenan Tuhan, pada poin 2, (hal
paling jelek pada dirinya) Tuban berpihak pada Abel. Semua kemungkinan terbaik
terietak pada garis | sampai 2 dimana Tuhan membagi perkenan-Nya, kurang lebih
sama antara dua saudara ini. Poin 3 menggambarkan sebuah posisi kompromi yang
mungkin teggadi. Namun terdapat diagonal lain, menggambarkan hasil bukan zeru-sum,
yang lebih menarik jika ditinjau dari perspektif perundingan penyelesaian konflik,
kerugian bersama yang sebenamya bisa terjadi, pada titik 0, ketika Abel dibunuh dan

Cain kehilangan pertolongan Tuhan, dan mereka tidak memperoleh keuntungan

* Hugh Mial, (edir), Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and
Transformation on Deadly Conflicts, dierjemabkan dengan judul “Resolusi Damai dan Konfik
Kontempore; Menyelesaikan, Mencepah, Melola dan Mengubah Konflik, Bersumber Politik, Agama dan
Ras™. Tn budi Sastrio (penterjemah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20002), hal. 10.
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bersama. Pada poin 4 masing masing-masing menjadi pelindung bagi saudaranya
sendin. Pesan Mail lewat cerita klasik ini sangat jelas, dalam perspektif penyelesaian
konflik kompromi yang mesti dilakukan adalah memenangkan semua pihak. Tidak
boleh ada ﬁng merasa menang sendirian karena pasti ada yang kalah dan sebaliknya.
Tahap akhir dalam sebuah konflik yang tajam mungkin merupakan seh:ah akhir
yang paling menyulitkan, namun semua pihak dituntut kesediaannya untuk saling
mengurangi tuntutan dan kepentingannya schingga tercipta konsensus. Dalam konteks
konflik Maluku, usaha pemerintah untuk mengajak kelompok-kelompk yang bertikai
kedalam meja perundingan menunjukkan usaha persuasif untuk memberikan
kesempatan kepada komunitas Muslim maupun Kristen yang bertikai untuk melakukan
tawar menawar kepentingan masing-masing secara damai dan demokratis dalam
Ferjanjian Malino. Konsensus atau kesepakatan yang terbangun di antara kelompok-
kelompok yang bertikai akan mengarah kepada usaha-usaha pemyeiesaian konflik

secara komprehensif sehingga tercipta kembali perdamaian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan; perfoma, metode atau
pendekatan kualitatif ! Penggunaan metode kualitatif dibuat untuk beberapa
pertimbangan, yakni pendekatan ini lebih membantu peneliti dalam mengahadapi
kenyataan yang kompleks dan metode ini juga dapat menyajikan secara langsung

hakikat hubungan peneliti dengan kasus atau masalah yang akan diteliti.

?! Untuk jenis penelitian kualitati ini dapa dibaca penjelasan L.J. Moleong, Metade Penelitian
Kualitmtif, (Bandung: Remaja Rosda Karya), ral. 5
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Kedna, pendekatan studi kasus. Studi kasus adalab studi yang dalam
penelaahannya mencoba mencermati suatu kasus secara spesifik, sistematis, intensif,
mendalam dan komprehensif* Oleh karena pendekatan ini bisa melahirkan
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ekspalanasi, maka pemilihan permasalahan ini
sangat berkaitan dengan subyek penelitian. Hal ini bertujuar agar ada pemahaman
secara mendalam tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dan kasus
yang akan diteliti dapat dilakukan.

2. Telknik Pengumpulan Data.
Data-data yang diperiukan untuk mengkonstruksi penelittan imi dikumpulkan
dengan teknik-teknik sebgai berikut:
a. Wawancara (inferview)

Untuk melakukan pendalaman terhadap objek penelinan, maka
dilakukan wawancara mendalam (ir-depth interview) guna mendapatkan data
primer (primary data) dengan teknik wawancara tidak terukur. Pemilihan teknik
tersebut diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam
mengembangkan pertanyaan terhadap informan (tokoh-tokoh dan pelaku) yang
terlibat maupun tidak terlibat secara langsung, namun memitiki hubungan erat
dengan pelaksanaan Perjanjian Malino.

Para mnforman adalah orang-orang yang dianggap memiliki kompetensi
dan/atau memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti. Sebagai
pembanding jupa dilakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh tertentu untuk

mendapat penggambaran yang seimbang.

%2 raisal Sanapia, Formai-format Penelitian Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal, 22
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Tabel. 1

Daftar Informan
No Namaz loforman Jabatan dan Peran di Tujuan Wawancara Waktu & Tempat
. Perjanjian Malino WAwancara
1. Dr. M. Saleh Latuconsina | Gubemur Malukw/ Sosialisasi dan Jakarta, 24-01-2006,
Mediator Malino Implementasi Perjanjian 10.00-12.00 WiIB
Malino
2. D¢. Farid W. Husein Depuli If Menkokesra/ | Informasi tentang melode | Jakana  10-02-200"
Penmjau dan Fasilitator | perundingan, melode 0%.00-00.00, WIB
pengambilan keputusan
dan dinamika
perundingan
3. Tarmrin Elly, SH Ketua Delegast Muslim Data dan informasi Jakarta,  15-02-2006
tentang aspirasi dan 2006, 16.00-19.30
usulan delegasi Muslim wiB
dalam Perjanjian Maling
4. Drs. Toni Pagiella, M. 81 Ketua Delegasi Kristen Dala dan informasi Ambon. 2-{}1.2006
tentang aspirasi dan 13.00.14.00 WiIT (via
usulan delegasi Kristen Lelpon)
dalam Malmo
5. Drs. Hasbullah Toisuta, | Anggota delegasi Informasi tentang sikap Ambon, 21-12 2005,
M Ag Muslim delegasi rmshm 183,00-22.00 WIT
khususnya temtang isu-isu
krusial
6. Pdt. Dr. Jhon Ruhulesin, | Keluva Sinode GPM Informasi tentang sikap Ambon, 20-12-2005,
MA Maluku, angeota delepasi Kristen 15.00-17.00 WIT
Delegasi Kristen
7. Pendeta Jack Manupuli, | Anggola Delegasi [nformasi tentang sikap Ambon, 20-12-2005,
S.Th Kristen delepasi Kristen 15.00-17.00 WIT
8. Mahmud Rengifurwaren, | Anggota Delegasi Islam | Informasi 1entang Sikap Jakarta, 19 April 2006,
SE Delegasi Islam 19.00-21.00 WIB
9 Drs. Irwan Partty, M.Si Ketua Iksamuni. Alasan menenlang Ambon, 17-12-2005,
penentang Malmo Perjanjion Molino 19.00-23.00 WIT
10, | Adnan Hatala, SE Ketua GP] Maluku Alasan menentang Ambon, 18-12-2005,
Perjanjian Malino 09.00-09.30 WIT
11. | Drs. Hasvim Kakanwil Agama Klarifikasi beberapa isu Ambon, 22-12-2005,
Marassabesy. Maluku Keagarmaan khususnya 10.00-12.00 WIT
lentang pengalihan
Agama secara paksa di
Maluku,
12 dem‘g:;\‘_" Suadi Mantan Retwa TIM 19 | o 0 r1ibatan Militer Jakarta, 17-01- 2006,
- dalam penyelesaian 19.00-22.30 WIB
konflik Malukuw
13. | Bambang W. Suharto Mantan Wakil Kewua A e . )
Tim Investigasi Nasional Eﬂmum Tim Jakarta,
untuk Kasus Maluku '
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b). Pengamatan (pbservasi)

Metode ini merupakan salah satu insttumen dalam pengumpulan data,
metode pengamatan menjadi penting, terutama dalam penelitian jenis studi
kasus. Khususnya pengamatan terhadap kondisi Ambon setelah

dilaksanakannya Perjanjian Malino, sehingga dapat diukur efektifitasnya dalam

menyelesaian konflik secara keseluruhan.

¢). Stadi Kepustakaan dan dokumentasi.

Pengumpulan data juga menggunakan studi kepustakaan terutama
dokumen-dokumen penting khususnya kertas kegja Tim Mediator dan sejumlak
laporan darni delepasi muslim dan Kristen selama Perjanjian Malino. Demikian
pula dengan kajian-kajian komprehersip tentang konflik Maluku, dan
perbandingannya dengan konflik di berbagai daerah, media massa dan dokumen
resmi maupun pribadi yang dapat digunakan sebagai sumber data vang bersifat
sekunder (secondary dara), terutama data-data yang berkaitan dengan

kronologis peristiwa konflik Maluku hingga perjanjian Malino dilakukan,

3. Pengolahan dan Analisis Data.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan taliapan-
tahapan sebagai berikut: pertama, data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data
sebagaimana tersebut di atas. Kedua, data yang terkumpul berupa dokumen dan hasil
wawancara dibuat transkripnya dan dikelompokkan. kefiga, selanjutnya data dianalisis

sesuai dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang yang telah ditnangkan

dalam rumusan masalah..

28

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006



F. Sistematika Penulisan.

Secara sistimatis, tulisan ini akan dibagi lima bab, dan setiap bab dijelaskan
secara singkat dan sederhana dengan maksud memberikan uraian terinci berupa paris
besar tentang apa yang akan disajikan dalam setiap bab.

BAB 1. Pendahujuan. Bab ini terdiyi dan latar belakang masalah yang
memberikan gambaran tentang mengapa penﬁ]is mengambil topik dimaksud sebagar
bahan penelitian. Pada bagian ini juga akan dirumuskan masalah-masalah yang akan
menjadi fokus utama dalam penelitian ini, demikian juga tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini, baik terhadap kasus yang diteliti juga implikasi dan kontribusi terhadap
ilmu pengetahuan. Selain itu, disajikan pula landasan teoritik, metode penelitian serta
sistematika penulisan laporan penclitian ini.

Bab II. Gambaran Umum tentang Konflik Maluku. Dalam Bab ini,
dideskripsikan tentang profil wilayah Maluku yang ditinjau dari berbagai aspek; vaitu
kehidupan kegamaan, kehidupan sosial ekonomi dan budaya serta dinamika politik
lokal. Disajikan pula tentang anatomi konrflik Maluku, yang terdiri dari faktor penyebab
(laten) yang menjadi akar konflik dan faktor (manifest) yang menjadi pemicu terjadinya
konflik. Disajikan pula data-data yang berkaitan dengan dampak konflik Maluku.

Bab II1. Perjanjian Malino Sebagai Suatu Usaha Penyelesaian Konflik Maluku.
Pada bab ini berisi penjelasan dan penggambaran tentang upaya penyelesaian konflik
Maluku, pelaksanaan darurat sipil, gagasan tentang pelaksanaan Perjanjian Malino,
persiapan sebelum Perjanyian Malino, dinamika yang terjadi selama perundingan serta
kompromi yang dicapai delegast Islam dan Kristen dalam peganjian tersebut. Di bagian
akhir dari Bab ini akan disajikan analisis tentang Perjanjian Malino sebagai model

resolusi konflik.
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BAB IV. Dampak Peganjian Malino terhadap Penyelesaian Konflik Maluku
Dalam bab ini penulis akan membahas respon masyarakat Maluku terhadap
pelaksanaan Perjanjian Malino, sostalisasi dan implementasi hasil-hasil Perjanjian
Malino, dampak Peganjian Malino terhadap penyelesaian konflik Maluku dan analisis
atas pelaksanaan Perjanjian Malino serta proyeksi terhadap perdamaian di Maluku.

BAB V. Penutup. Bagian ini bensi kesimpulan yang berkaitan dengan dua
masalah pokok yang menjadi permasalahan penelitan ini, implikasi teoritik yang
berkaitan dengan temuan-temuan penelitian dan se¢jumlah rekomendasi penelitian yang,

diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwewenang,

ELH
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BABI11

GAMBARAN UMUM TENTANG KONFLIK MALUKU.

A. Des krip.si Singkat tentang Maluka.

Propinsi Maluku terletak dijantung Kawasan Timur Indonesia, atau tepatmya di
antara Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Maluku merupakan gugusan
kepulavan yang terdiri dari 1.000 pulau besar dan kecil, sehingga sering disebut
Propinsi Seribu Pulau.

Menurut sejarawan L.Z Leirisa nama atau istilah “Maluku” mengandung tiga
makna.*® Pertama, pengertian yang berasal dari kerajaan-kerajaan yang terdapat di sana
sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. Kedua, nama yang yang dibenkan
olch VOC. Kefiga, nama atau sebutan yang diberikan oleh pemerintab Hindia
Belanda.

Pengertian yang pertama agaknya tidak terlepas dar asal usul istilah Maluku.
Beberapa literatur menyebut “Maluku” berasal dan istilah “jazirah al-Mulk” (Arab:
semenanjung raja-raja). Istilah im dotwjukan kepada beberapa keraajaan di Maluku,
seperti empat kesultanan di Maluku Utara yang dikenal dengan Moluku Keiraha. Nama
yang kedua diberikan oleh pihak organisasi dagang Belanda pada tahun 1683 terhadap
beberapa wilayah di Maluku Utara yang disebut Gouvernement van Moluken. Pada
masa VOC daerah lain seperti Maluku Tengah disebut Gouvernement van Amboina dan
Maluku Tenggara disebut Gouvernement van Banda. Jadi ada tiga Gubernur di daerah

yang sekarang kita kenal dengan Maluku. Tidak ada keterangan yang jelas mengapa

3 L.Z. Leirissa, “Tiga Pengertian Istilah Maluku dalam Scjarah”, dalam Bungae Rampai Sejarah
Maluku (1), Lembaga Penelilian sejarah Maluku, (Jakana: 1973), hal. 1-7
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ketiga daerah tersebut dibedakan satu dengan yang lainnya. Pengertian Maluku yang
ketiga diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang sesungguhnya merupakan
kelanjutan dari pengertian yang diberikan oleh VOC. Namun pada tabun 1817 Hindia
Belanda menyatukan tiga Gouvernement yang dibentuk VOC menjadi ™ Gouvernement
der Molukken™ yang berpusat di Ambon. Ketika mtu Sulawesi Utara dan lrian Jaya
masih masuk dalam wilayah Gouvernement ini. Barulah pada Abad IX dan XX kedua
daerah tersebut dipisahkan dari Maluku ™

Popularitas Maluku sebagai pulau rempah-rempah (terutama cengkeh dan pala
yang harganya sangat tinggi di pasar intemasional), telah memikat pendatang dan
pedagang dari Eropa, Timur Tengah da-u Cina. Keharuman bunga Cengkeh dan Pala
selain mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Maluku, juga pada saat yang sama
mengundang keserakahan bangsa-bangsa Eropa, seperli Portugis, Spanyol, Belanda dan
Inggrnis untuk menguasai kepulauan rempah-rempah tersebut. Kekuatan-kekuatan asing
itu secara bergiliran bersaing menguasai dan menjajah Maluku selama bertahun-tahun.
Namun kolonialisme Belanda tercatat sebagai kekuatan asing yang paling lama
bercokol dan menjajah di Maluku.

Setelah era kemerdekan dan berdirinya Republik Indonesia, Maluku tercatat
sebagai satu di antara delapan propinsi yang paling awal dalam sejarah Indonesia. Pada
tahun [950 di Maluku pemah muncul perakan separatis yang memproklamasikan
berdirinya Republik Maluku Selatan -(RMS) di Maluku. Namun gerakan RMS dengan
cepat dapat diatast karena kurang mendapatkan dukungan yang signifikan di Maluku.

Setahun setelah peristiwa tersebut sekitar 12.000 tentara Maluku beserta keluarga

H Zaim Ukhrawi (edit). Merajut Damai di Malulae, Telaah Konflik antar Umar 1999 2(XK),
(Jakana: Yayasan Pusiaka Umat dan MUL 2000) hal. 2
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mereka dipindahkan ke Belanda. Selanjuimya selama tahun 1960-an, mantan tokoh-
tokoh RMS mendirikan pemerintah pengungsian di Belanda. Keberlanjutan eksistensi
dan pengaruh RMS menjadi sumber kontroversi di Maluku hingga saat ini.*®

Sebelum dipecah menjadi dua propinsi (Maluku dan Maluku Utara) dan
beberapa kabupaten baru, kepulauan Maluku secara administratif terbagi menjadi lima
wilayah. Kelima wilayah tersebut adalah Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten
Halmahera Tengah, Kabupaten -Maluku Tengah (pemah di sebut Maluku Selatan),
Kabupaten Maluku Tenggara serta Kotamadya Ambon. Namun setelab terjadi
pemekaran Prpinsi Maluku Utara pada tahun 1999, Kabupaten/Kota di Maluku tinggal
empat; Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Pulau
Buru dan Kodya Ambon. Pada tahun 2004 terjadi pemekaran lagi dan muncul
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Aru, Kabupaten Seram Bagian Timuz
dan Kabupaten Bagian Seram Barat, sehingga saat ini Propinsi Maluku memiliki
delapan daerah Kabupaten/Kota.*®

Komposisi penduduk Maluku sangat heterogen. Selain penduduk asli, Maluku
juga dihuni oleh imigran domestik maupun asing. Pendatang domestik berasal dar
berbagat suku daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali

hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendatang asing meliputi Cina, Arab, Filipina,

* Anonimous, Peace and Development Analysis, Provincial workshop Proceding, (Jakama
UNDP, 2004), hal, 9

3 Selanjuinya yang dimaksud dengan Maluku dalam tulisan ini adalah Propinsi Maluku dan
tidak termasuk Propinsi Maluku Utara. Malukn Utara hanya akan disingpung untuk mendukung
informasi yang diperlukan .
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Jepang dan Eropa. Pendatang asing datang ke Maluku karena motif sosial dan

ekonomi.”’
Tabel. 2
Jumlah Penduduk Maluku Dirinci Per-Kabupaten/Kota
No Kab/Kota 1971 198G 1990 1995 2000 Ket
1 Maluku Tenggara Baral | - 116,166 | 120.993 | 138.559 | 149,790 | Data kendudulan
2 Maluku Tenggara 221.224 | 128.887 | 158.250 | 168.672 | 192.953 | Kab. SBT dan SBB
3| Maluku Tengah 352.460 | 379.992 | 495.003 | 556,971 | 526.071 | masih dimasuldan
4 Pulau Buru - 61.014 97.672 109,889 | 125.097 Maluky Tcnglnh
5 | Ambon 130.704 | 208,098 | 276.955 | 311.974 | 206210 | sognnakan Dua
6 Seram Bagian Timur - - - - ~ Kab. Am nzank
7 Seram Bagpian Barat - - - - - Kab. Maluku
8 Kepulauan Aru - - - Tenpgara.

Sumber. Maluku dalam Angka, BPS Prapin.;f Naltd, 2000

Penyebaran pendudulk di Maluku antara satu daerab dengan daerah lainnya
sangat tidak merata. Umumnya penduduk lebih banyak mendiami pulau-pulau yang
lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar. Hal ini bisa disaksikan di pulau Ambon
atau Kotamadya Ambon dengan tingkat kepadatan yang sanpat tinggi. Sebaliknya
wilayah Kabupaten Maluku Tengah khususnya di Pulau Seram yang wilayahnya sangat
luas, jun_llah penduduknya justru sangat sedikit dengan tingkat kepadatan yang cukup
rendah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan keagamaan, kehidupan sosial-
Ekonomi serta dinamika politik lokal di Maluku, maka berikut akan dideskripsikan

secara singkat ketiga hal tersebut.

1. Kehidupan Sesial, Ekonomi dan Kemasyarakatan.

Masyarakat Maluku terdin dari beragam etnis. Penelitian Sunnner Instituie of

Linguistik (SIL), menyebutkan bahwa etnili dan sub etnik di Maluku bejumlah 100,

7 Maluku Dalam Angka, 1998
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sedangkan bahasa di Maluku terdini dari 117 macam bahasa.*® Banyaknya suku bangsa
dengan beragam bahasa yang terdapat di Maluku, selama berabad-abad tidak banyak
menimbulkan masalah, karena masyarakat Maluku memiliki persekutuan-persekutuan
adat yang memiliki pondasi yang kokoh. Meraka percaya bahwa mereka berasal dari
nenek moyang yang sama (Siwalima). Kesatuan pandangan tentang asal mula im
diyakini oleh banyak pengamat” menjadi perekat h‘ut')ungan sosial antar warga
sehingga dalam waktu yang cukup lama mereka dapat hidup dalam toleransi yang
cukup tinggi. Dengan perekat tersebut masyarakat Maluku juga dapat hidup secara
damai meskipun mereka menganut agama yang berbeda-beda.

Pada masyarakat tradisonal Maluku, perbedaan agama sering dikalahkan oleh
kuatnya ikatan dalam kekerabatan yang menganut garis patrelinial atau gans keturunan
dari ayah. Umumnya setiap anggota kekerabatan menganut agama tertentu, namun
tidak sedikit juga yang menganut agama yang berbeda-beda dan masing-masing dapat
beribadah menjalankan keyakinananya secara damai. Kesatuan keluarga ini disebut

matrumah atau fam. Umumnya komunitas suatu fam merupakan penganut agama

tertentu, namun ada juga yang menganut agama secara berbeda, seperti Hehanusa,dea

Watimena dan Pelupesy.
Tradisi persaudaraan secara adat pada masa lampau yang dikenal dengan

sebutan pe/a juga merupakan faktor penting dalam membangun kerukunan di Maluku.

Pela adalah hubungan persaudaraan antara dua negeri atau lebih. Jalinan adat int sudah

* Laporan Summer Institnte of Linguistik ini dapat dilihat dalam tulisan Abidin Wakano,
Menyikapi Keberagamaan dt Mailukz, Jumal Kanjoli Edisi Juli-September 2005,

3 Lihat wlisan L Z Leinisa, Tiga Pengerrian lsiilak Malhuku dalan Sejarah, dalam Bunga
Rampai Sejarah Maluku (1), (Jakarta; Lembaga Penelitian Sejarah Malukv, 1973}, hal. 1-7
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berlansung sejak nenek moyang takyat Maluku. Latar belakang tegadinya pela,
menurut sejarah dan kenyataan terjadinya berbeda antara satu daerah dengon yang

lainnya. Bartels, sebagaimana dikutip Edi Rusdi Tumagor menyebutkan beberapa

alasan terjadinya hubungan pela:

a. Hubungan pela sebagai balas jasa dari negeri yang satu kepada negeni yang
lain yang pemah membantu baik dalam lapangan politik (peperangan)
maupun dalam ranah sosial (bencana alam, pertolongan di laut, dll).

b. Hubungan pela sebab adanya hubungan persaudaraan di masa lalu antara
negen yang bersangkutan menurut serita dan dafuk-datuk mereka bahwa
mereka adalah saudara kandung,.

c. Hubungan pela yang tegjadi karena sebab yang luar biasa, seperti pela yang
terjadi antara negeri Latuhalat di Nusaniwe dengan negeri Alang di Tanjung
Alang yang konon discbabkan oleh kisah cinta.”’

Dalamn pelaksanaan tradisi pela ini, ada beberapa hal yang harus dipatuhi

bersama yaitu antara lain:

a. Antara sesama negeri yang ber-pela diwajibkan untuk saling membantu jika
ada yang terancam atau mengalami bencana (perang, bencana alam, dsb)
baik diminta maupun tidak.

b. Saling membantu dalam hal pembangunan untuk kemaslabatan bersama.
baik itu pembangunan masjid, geraja atau fasilitas umum lainnya.

c. Jika ada sesecorang yang berkunjung ke suatu negeri yang mempunyai
hubungan pela, maka negeri yang didatangi tersebut wajib inenjarnu dengan
baik dan membiarkan pengunjung (saudara se-pela) membawa pulang hasil
tanah atau buah-buahan apapun yang dia suka meskipun tanpa Lzin.

d. Antara pihak yang ber-pela sudah saling menganggap sebagai saudara
sedarah, maka dan itu sawdara se-pela dilarang keras untuk saling
menikah*!

Biasanya hubungan pela diikrarkan bersama berdasarkan perjanjian yang
kemudian diperkuat dengan “angkat stunpah”, Sanksi yang akan terjadi apabila
larangan-larangan (yang ditabukan dilanggar), diyakini oleh inasyarakat akan berakibat

berat bagi yang melanggar. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional setempat orang-

* Edi Rusdi Tumagor, Pela-Gandong, Poirer Tradisi Damai vang Terkoyak, (Jakarta: LEMLIT
dan UIN Syaril Hidavalullah Jakarta)

! Dicter Bartels, Hubungan Pela di Malukyu Tengah dan Nederland. (Arizona: Yavapai Collepe,
2001), hat 23
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orang yang melanggar norma-norma di atas akan mengalami akibat yang sangat pahit.
Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan musibah baik dalam rmah tangga
maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu mereka juga dikocilkan dari
komunitas masyarakat setempat.

Ada beberapa negen Ambon dan Maluku Tengah-Lease yang mempunyat
hubungan pela. Seperti negeri Amat dengan Soahuku, negeri Kariu dengan Boi, negeni
Aboru dengan Hualoi, negert Anakota Kaibobo dengan 12 negeri di Gunung Seram,
pela antara masyarakat Seram Timur dan masyarakat Kei di Maluku Tenggara dan
beberapa negeri lainnya.,

Jika dicermati, pola hubungan pela antar neger di Ambon dan Malukn Tengah
tidaklah bersifat mono-realationship, dimana suatu negeri/desa hanya mempunyai
hubungan pefg dengan satu desa lainnya seperti negeri Amet dengan Soahuku. Namun
ada juga hubungan pela yang bersifat multirelationship yang memungkin suatu
negeri/desa mempunyai hubungan pela dengan lebih dari satu negeri lainnya. Misalnya
hubungan pel/a antara negen Tuhaha dengan negeri Rohomoni dan negeri Hatuhaha.
Pada saat yang sama negeri Hatuhaha juga ber-pe/a dengan beberapa negen lainnya,
seperti ngen Tuhaha, negeri Oma dan negeri Tihulele. -

Gambar. 2
Contoh hubungan Pefa di Majuku Tengah

Tuhaha
K rctany

Hatuhaha Rohomoni
K rcteml fTelam} .
'\\\
e
Oma Tihulele | Hualoy _’1 Aboru Aboru
(Kristen) {Kristen) (Islam) {Kristen) {Kristen)
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Maka jika dilihat lebih jauh dari perspektif jaringan (networking), sesungguhnya
negeri-negeri di Ambon masih dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jika
meminjam perspektif tentang modal sosial (social capital), dimana wnsur
keterhubungan (jaringan) menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya integrasi
sostal yang kokoh, maka konflik vang terjadi di Maluku khususnya di Ambon dan
Maluku Tengah —dimana masyarakatnya mempunyai pranata janngan sosial yang
kuat- patut mendapatkan pengamatan yang lebih cermat untuk menelisik akar
persoalannya. Mengingat kerusuhan yang tegadi dalam waktu yang lama, dengan
korban jiwa dan matenal yang cukup besar, bukan hanya bertentangan dengan prinsip
integrasi sosial, namun juga kontradiktif dengan norma sosial budaya masyarakat
setempat.

Selain budaya pela, ada juga budaya gandong. Gandong adalah ikatan
persaudaraan dalam pertalian darah antara satu negeri dan negerni lainnya. Desa-desa
dalam ikatan gandong awalnya adalah satu, namun karena terpisah karena perbedaan
agama. Dalam ikatan gandong, dilarang saling memusuhi bahkan dalam kehidupan
masyarakat tradisional dilarang juga saling mengawini. Tradisi kebijaksanaan lokal di
Maluku juga mengenal konsep kegotongroyongan yang disebut masohi‘maren. Budaya
ini adalah cara hidup gotong royong yang sangat menonjo! di antara negeri dan
komunitas. Misalnya dalam membangun tempat-tempat ibadah; masjid dan gereja,
hampir selalu dikerjakan secara bersama-sama dengan umat agama lain. Demikian juga
dalam membantu keperluan seorang warga, misalnya membangun rumah, atau
memanjat Cengkeh dari warga yang tidak memiliki anak laki-laki. Budaya

masohi/maren tumbuh subur di daerah-dacrah pedesaan dan hingga saat ini masi
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banyak mnegeri yang mempertahankannya, namun ‘mulai banyak ditinggalkan
masyarakat di dacrah-daerah perkotaan.

Secara umum pranata-pranata kultural tersebut akhir-akhir ini mulai dirasakan
semakin memudar. Banyak pihak mendorong agar kearifan-kearifan lokal tersebut
kembali dihidupkan dan direvitalisasi sesuai dengan kondisi-kondisi kekinian yang
semakin dinamis.” Salah satu usulan menarik yang sempat muncul a-dalah bagaimana
memunculkan konsepsi baru tentang pela atau gandong yang mengikat pula neperi-
negeri orang dagang, sehingga mercka juga memiliki tanggung jawab dan status
kultural yang sama dalam kehidupan kemasyarakatan.

Usulan seperti itu sangat terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Karena pada
dasarnya kebudayaan Maluku bukanlah kebudayaan yang tertutup, sejak lama
kebudayaan Bertempat sudah berinteraksi dengan budaya luar. Diantaranya budaya
Arab dan Timur Tengah sebagai wujud pengarh agama Islam yang berpengaruh pada
ancka tarian daerah, juga kebudayaan Eropa sebagai hasil interaksinya dengan
kolonialisme yang cukup lama bercokol di Maluku. Selain kebudayaan asing, budaya
Maluku juga mengadopsi berbagai unsur budaya lain di Nusantara, seperti kebudayaan
Melayu, Jawa, Bugis, Buton dan Makassar. Sosiolog Tamrin Amal Tomagola
menyebut budaya Maluku sebagai “budaya hybnda”, yang tumbuh dari proses interaksi
tradisi-tradist lokal dengan berbagai kebudayaan besar dan kecil yang pemmah hadir di
Maluku.™

Berbagai etnis di Nusantara juga sudah sering mendatangi Maluku, kebanyakan

berasal dari etnis Bugis-Makassar, Buton dan Jawa. Proses migrasi ketiga kelompok

2 pasi Ampukah Budaya Pela dan Gandong?. Republika, 12 Juli 1999

** Makalah, Konflik Malulu dan Poso, 2003 (Gdak diterbitkan)
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emnik besar tersebut ke Maluku sebagian besar melalui jalur informal dan ada pula yang
melalui jalur formal seperti transmigrasi yang disponsori pemerintah. Di Maluku, para
etnis pendatang ini disebut orang dagang, yang bermakna bahwa mereka adalah kaum
pendatang yang patut diberikan penghormatan dan kesempatan yang sama. "
Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akibat arus migrasi dan tidak ditkuti dengan
kebijakan tata ruang yang baik menjadikan beberapa daerah di Maluku khususnya kota
Ambon memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, sehingga sangat rawan
terhadap berbagai konflik sosial.

Dn Maluku para pendatang umumnya bekegja di sektor pertanian, perdagangan,
jasa dan sektor informnal. Mereka dikenal sangat ulet dalam bekega sehingga banvak
yang sukses dalam bidang usahanya. Sedangkan masyarakat ash, banyak yang memilih
bekerja di birokrasi pemerintahan sebagai pegawai negeri atau menjadi tentara.
Lapangan pekerjaan sebagai pegawai negen yang semakin sulit dan sedikit dan waktu
ke wakiu, merupakan tantangan tersendini bagi penduduk ashi. Apalagt akhir-akhir inl
banyak pula kelompok pendatang yang muiai masuk kedalam sistem birokrasi daerah.
Hal ini menimbulkan banyak pengangguran bagi warga masyarakat lokal di Maluku
dan menimbulkan masalah tersendin. Sering tejadi bentrok dan perkelahian kecil
antara penduduk lokal dengan kaum pendatang di terminal dan pasar-pasar tardisional.

Menguatnya ketimpangan sosial ekonomi, telah mengakibatkan perubahan pola
hubungan sosial pada kelompok masyarakat di Maluku, yaitu dari pola hubungan yang
berbasis budaya tolong menolong dan saling menghormati sesuai dengan kewajiban

sosial, kultural dan ritual, ke pola hubungan yang tebih beroriantasi pada kepentingan

' M.Y Papilaya, “Persepsi Lokal tentang Konflik dan Kekerasan di Ambon”, dalam Timur dan

Barar di Indonesia, Perspekiif fntegrasi Baru, Ignas Kleden, (editor), (Jakaria: The GO-Institute, 2001),
hal. 38-57
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ekonomi. Perubahan pola hubungan sosial ini semakin menebalkan solidarilas
kelompok yang berbasis agama, etnik dan negen, selingga mempertajam potensi
konflik di Ambon bahkan juga Maluku secara keseluruhan.

Meriyimak pergeseran hubungan sosial tersebut, dapatlah dikatakan kehidupan
masyarakat mulai sssel mulai menyimpan potensi konflik. Negeri-negeri terpolah oleh
perbedaan-perbedaan kelompok, baik terikat oleh teritori maupun agama, yaitu negeri
Sarani (Nasrani),éem negeri Salam (Islam) dan komunitas orang dagang. Pemisahan
sosial dalam bentuk kelompok negeri ini memimbulkan sofidaritas primordial yang kuat
di kalangan anggota kelompok.

Dalam perkembangan kemasyarakatan dan kebangsaan, potensi konflik antar
kelompok masyarakat, baik di Maluku maupun wilayan-wilayah lainnya di Indonesia
sering tidak dikelola dengan kebijakan yang baik. Akibatnya masyarakat tidak tahu
bagaimana seharusnya menghargai realitas objektif, yakni kebinekaan yang ada,
sehingga sikap politik masyarakat tidak pemah mencapai tingkat kedewasaan yang
memadal untuk berdemokrasi. Perjalanan berbangsa dan bemegara selama ini
menunjukkan bahwa manajemen pembangunan pemerintah Orde Baru gagal
memfasilitasi perkembangan pluralisme dari tabap awal, yakni pluralisme primordial
menuju pluralisme liberal.”> Hal ini disebabkan oleh pendekatan stabilitas yang
didominasi oleh ideclogi seragam dan keseragaman, yang sengaja menihilkan

kebinekaan, sehingga tertib sosial dan politik yang ingin dicapai hanya mencerminkan

** Pluralisme primordial adalah sebush konsep plurdlisme dimana loyalitas kultural dan
emosional seseorang atau sekeloropok orang lerkait eral dengan sentimen SARA. Sedangkan plumlisme
liberal adalah tahapan plhmalisme yang dilandai dengan berkuranpnya peran kelompok-kelompok
primordial, dimana tidak ada individu yang diidentifikasi sepenuhnya dengan afiliasi terdenty, (enutama
yang berbauh SARA telapi lebih rasional. Lihat tulisan Harold Coward, Pluralism: Challenge Taward
Refigions, (New York: 1985), hal. 3
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integrasi sosial politik yang semu, karena wnilai-nilai apresiatif terhadap realitas
kemajemukan tidak melembaga di dalam berbagai kelompok, baik komunitas emis,
agama, maupun antar-golongan. Sebagai contoh intervensi tersebut adalah proses
birokratisasi desa melalui undang-undang No. 5 tahun 1979.% Kebijakan tersebut
menyamakan dan menyeragamkan desa di Jawa dan negeri di Ambon dan Mahiku
Tengah. Padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Negeri adalah sebuah
persekutuan adat dan teritori yang sangat otonom yang dipimpin oleh seorang Raja
secara turun temurun dan memiliki posisi kultural dan spiritual yang kuat dalam
masyarakat. Sehingga dengan menundukkannya dalam struktur birokrasi pemerintahan
maka mendistorsi peran-peran kharismatis yang duniliki oleh seorang raja. Implikasi
lebih jauh, dapat- disaksikan dalam. konflik Maluku, dimana para raja tidak lag
memiliki kharisma yang kuat untuk melarang atau melerai rakyatnya yang berkonflik.

Banyak sekali nilai-nilai kultural masyarakat Maluku, yang membuat
masyarakat hidup dinamis dalam keragaman mulai terdegradasi. Kehancuran nilai dan
kearifan lokal (local wisdom) di Maluku telah mengakibatkan masyaraka: semakin
terkotak-kotak, sehingga timbul rasa superioritas suatu golongan atas golongan yang
lain.

Kondisi seperti itu semakin mempertajam polarisasi dan jurang antar kelompok,
etnik dan aga@ di Maluku. Isu agama scbagai salah satu sarana pembinaan solidaritas
dan sentimen kelompok menjadi pilihan yang strategis untuk menggalang kekuatan

massa, sehingga agama menjadi kekuataan politik yang efektif untuk mencapai tujuan-

*$ TH Ramawati, “Mencari Perdamaian di Maluku™, dalam WAL Stockol, dkk., Konflik omunal
di Indenesia , (Jakarta: INIS Universitas Leiden bekerjasama dengan TAIN Jakarta, 2003), hal. 12
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tujuan politik sempit. Hal ini terjadi di Maluku dan umumnya di Indonesia, membuat
budaya lokal terpengaruh dan terus melemah, schingga hampir tidak ada lagi katup

pengaman untuk menetralkan konflik sosial yang memang sudah potensial.

2. Kehidupan Keagamaan

Ada sedikit perdebatan tentang agama apa yang pertama kali masuk ke Malukuy,
sebagian kalangan mengatakan agama Hindu dan Budha, sebagaimana juga di Pulau
Jawa. Pendapat ini mungkin benar, namun pengaruh Hindu-Buda di Maluku tidak
terlalu signifikan, karena jejak peradabannya sangat sulit dijumpai sembagaimana
fazimnya di daerah lain di Indonesia. lika merujuk kepada beberapa litertur sejarah
yang ada, maka agama yang kemudian masuk dan sangat mempengaruhi kehidupan
sosial dan kemasyarakatan di Maluku adalah agama Islam lalu kemudian agama
Kristen (Katolik dan Protestan)*’

Menumt Taufik Adnan Amal, agama Islam telah masuk ke Maluku sekitar abad
ke-15 atau hampir bersamaan dengan masuknya Islam di beberapa wilayah utama di
Nusantara, seperti Pasai di Aceh dan Demak di Pulau Jawa. Pada saat itu sudah muncul
Kerajaan Islam Temate dan Tidore yang sangat berpengaruh di Maluku bagian utara,
dengan pengaruh yang juga meluas hingga ke tengah dan selatan, seperti di Pulau
Seram, gugusan Kepulauan Gorom, hingga di Kepulavan Kei di bagian tenggara.

Bahkan masuk pula hingga ke Onin atau Papua saat ini.*® Pengaruh agama Islam di

*37 Lihal “Peta Masuknya Islam, Kawlik dan Protestan di Maluku abad XIV-XVII™ dalam,

Malutas; Profil Provinsi Republik Indoncsia. Tim Depdagri (editor), (Jakarta: Yavasan Bhakii Nusantara,
1992), hal. 8

" Adnal Amal, “Sejarah Islama-Krisien di Galela dan Tobelo ", dalam Damai yang Terkoyok,

Kasman Hi Ahmad don Herman Ossman, (Jakarta: Kelompok Studi LPAM Pemuda Muhammadiyvah
Maluku Utara dan Madani Press, 2000}, hal. 7
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Maluku cukup kuat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. [a menjadi nilai yang
ikut menentukan berbagai perkembangan dan perubahan sosial dan politik di Maluku.
Agama kedua yang juga sangat kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat
Maluku adalah Agama Krisien, baik Katolik__ maupun Protestan. Katolik umumnya
disebarkan oleh para Misionaris dan Zending dari Portugis antara tahun 1523-1546.
Portugis tiba di Termate pada tahun 1512, Mereka —sesuai dengan tugas yang
dibebankan Raja Porlugis- mempunyai dua tugas; menguasai jalur rempali-rempah dan
menyiarkan agama Katolik* Sedangkan Protestan diperkenalkan oleh misionaris dari

Belanda. Agama ini menyebar ke Ambon, Kepulauan Banda, Tual dan Kepulavan Aru,

Sejarah hubungan Agama Isiam dan Krsten di Maluku sejak awal telah
menyimpan potensi konflik dan keteganpan akibat povokasi kaum kolonial. Dalam
usaha memperkuat pengaruhnya di  Maluku, pemerintah kolonial Belanda
memprakickkan politik devide ef impera, yakni merangkul sebagian masyarakat dan
memarjinalkan sebagian yang lain. Politik pecah befah ini menunit L.Z Leirisa, telah
membawa dampak yang mendalam terhadap struktur sosial masyarakat Maluku. Dalam
bidang pendidikan misalnya, lebih banyak diutamakan bagi masyarakat beragama
Kristen. Hal ini berdampak pada ketersediaan kelompok terdidik di Maluku yang
sebagtan besar beragama Kristen. Schingga mereka banyak yang menjadi pegawai-
pegawai di pemerintahan.su Sedangkan kelompok Islam karena banyak yéug kurang

memiliki pendidikan formal yang memadai maka brprofesi menjadi pedagang atau

petani.

*? Tim Depdagri, op.cit., h. 8
® L.Z Leirisa, op.cit. hal. 20
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Politik pecah belah ini menimbulkan segregasi di kzlangan masyarakat Islam
dan Kristen di Maluku. Belanda sepertinya ingin menciptakan dua kutub politik,
sehingga setiap saat dapat dibenturkan untuk mengamankan kepentingan kolonialnya.
Misalnya dalam banyak hal Belanda seolah-olah menunjukkan pembelaan terhadap
masyarakat Kristen, schingga menimbulkan pemahaman yang keliru di benak sebagian
masyarakat Islam Maluku bahwa pihak Belanda:rﬁenganakcmaskan orang Kristen.
Padahal ini tidak sepenuhnya benar, karena dalam sejarah perjuangan kemerdekaan,
banyak tokoh-tokoh Maluku beragama Kristen yang berjuang di gans terdepan dalam
perjuangan melawan kolonialisme, khususnya penjajahan Belanda.”

Hubungan keagamaan yang menyimpan kecurigaan itu telah mendorong nenek
moyang bangsa Maluku untuk menjembatani kondisi tersebut sehingga tidak
berkembang menjadi konflik horisontal. Sejak beberapa abad yang lampau, mereka
menciptakan berbagai model perekat kultural seperti Pela-Gandong, kako (saudara
tertua), bongso (saudara termuda), dan larvid ngabal yang dikenal di Maluku bagian
tengpara,

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, pela-gandong adalah perekat sosial yang
mengikat hubungan sosial antara dua negeri (desa) atau lebill yang berbeda secara adat
istiadat maupun agama. Pada tingkat tertentu, nilai-nilat pe/a dan gandong diyakini
memiliki kekuatan supranatural yang mempengaruhi kelompok masyarakat yang terikat
di dalamnya. Wujud keterikatan budaya ini secara praktis terlihat dan sifat

kegotongroyongan antara kedua negeri yang mempunyai hubungan pefa atau gandong.

1 Lihat 1ulisan Jon Pires, op.cif, hal, 206-222
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Sifat kegotongroyongan ini masuk hingga ke wilayah identitas sensitif suatu kelompok,

misainya dalam hal pembangunan sebuah rumah ibadah. Lazinnya negeri-negeri

52

Sarani®* merasa berkewajiban untuk ikut menyiapkan bahan bangunan (biasanya kayu)

dan bersama-sama membangun mesjid. Demikian sebaliknva, negeri-negeri Salam
berkewajiban menyiapkan bzhan bangunan untuk membangun gereja. Kewajiban ini
didasari atas rasa kewajiban sosial, moral, dan ritual yang sama sekali tidak mengurangi
ataupun mengganggu kepatuhan terhadap ajaran agama yang dianut oleh anak negeri
yang berbeda agama ini.

Agama Islam di Maluku banyak dianut oleh masyarakat di Maluku bagian utara
dan tengah, Sedangkan agama Krsten (Katolik dan f‘rotestan) banyak dianut
masyarakat _bagian selatan dan tenggara. Sebelum dimekarkan menjadi dva propinsi (
Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara), komposisi pemeluk agama Islam dan
Kristen di Maluku menempatkan Islam sebagai agama mayornitas di Maluku. Data
sensus nasional talwn 1995 menunjukkan bahwa persentasi perbandingan antara
pemeluk Islam dan Kristen adalah 58,81% berbanding 45,70%. Angka tersebut
kemudian mengalami pergeseran secara signifikan, ketika Maluku Utara dimekarkan
sebagai propinsi baru yang terpisah dar Maluku Komposisi pemeiuk agama antar
Islam dan Kristen lalu berubah secara drastis dengan menempatkan Kristen sebagai
agama mayoritas dengan perbandingan 57,94% pemeluk Kristen dan 42,76 pemeluk

Islam. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemeluk Agama Isiam di Maluku lebih

*2 Sarani dan Salam adalah sebutan kultural terhadap komunitas pemeluk Kristen dan Islam di
Maluku. Didalam kosa idiomatik tesebut ferkandung nilai-nilai rekonsiliatil, toleransi dan
egalilarimisme, (lihat tulisan A. Watloly, Budaya Lokal Sebagai Perckat Hubungan antar Umat
Beragama di Maluku, dalam Jumal Kanjoli, edisi Juli-september 2005, hal, 4)
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banyak tersebar di wilayah Maluku bagian utara sedangkan Kristen lebih banyak

menempati wilayah Maluku bagian selatan.

Tabel. 3
Persentasi Pemeluk Agama Menunt Kabupaten/Kota
Di Propinsi Maluku Tahun 2004.

Kab/Kota Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Lainmva Jumlah
(1 (2) (3) 4 (5) (©) &) (8)

Maluku Tengpara Barai 1.60 78,21 20.14 0,02 0,03 0.00 10000
Maluku Tenggara 3235 46.04 21325 0,34 0,02 0,00 100,00
Maluku Tenpah 55.00 dd 4Y 0.36 0,08 0,07 0.00 100.00
Buru 54,91 42 84 0,86 1,02 0,37 0.00 100,00
Ambon 37.66 | 57,45 4,64 0.14 0,11 0,00 100.00
Seram Bagian Timur - - - - - - -
Seram Bapian Baral - - - - - - -
Kepulavan Aru - - - - - - -
Total 42,76 | 5018 6,76 021 0.09 0.4} 104,00

Sumber: Kamwil Departemen Agama Propinsi Maluka: (Kab, SBT dan SBB, datanya masih masuk dalam

Kab, Malufai Tengah, Sedangkan Kab. Kepulanan Aru, datarya masvk kedalmn Kab, Mafuku
Tenggara).

Pemukiman penduduk di Maluku secara teritori lebih banyak berdasarkan suku
dan identitas keagamaan. Desa-desa tradisional atau yang dikenal dengan “negeri”™®
terbagi atas negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Kristen. Menurut Suadi Marasabessy
(seorang putera Maluku yang pernah menjabat Kasum TNI pada tahun 2000)
pembagian ‘wilayah yang seperti itu merupakan produk politik kolonialisme Belanda
untuk mendukung hegemoninya di Maluku,> Dengan memisahkan umat Islam dan
Krsten pada suatu tempat yang berbeda selain akan menghindari bentrokan, juga
memudahkan dalain pengawasan. [ronisnya warsan kolonialisme tersebut tetap

terpelihara hingga saat ini seperti terlihat secara jelas pada pemukiman-pemukiman

penduduk di kota-kota di Maluku.

** Negeri adalah bentuk pemerintahan di Maluku yang sama dengan Desa, namun Negeri
memiliki derajat otonom yang tinggi. Negeri dipimpin oleh seorang raja yang setingkal dengan Kepala
Besa Hubungan persaudaraan, budaya. Pela gandung mengikal masyarakat di antarm dua negeri yang
terpisah.

$Wawancara dengan Letjen {pum) Suaidi Marasabessy , Jakarta 18 Januari 2006
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Pulau Ambon, tempat dimana kota Ambon berada terdiri dari 72
keluralian/desa. Kodya Ambon terdiri dari 50 kelurahan, yakni di Kecamatan Baguala
(beribukota Paso) ada 19 kelurahan, di Kecamatan Sinmau (benbukota Karang
Panjang) ada 19 Kelurahan, dan di kecamatan Nusaniwe (ibukota Amahusu) ada 13
kelurahan. Jaziral Hitu yang wilayahnya luas (sebagian wilayahnya masuk kota
Ambon), mayoritas penduduknya Islam. Di sini ada 28 negen (kelurahan/desa), 19 di
antaranya adalah negern Muslim yang penduduknya cukup padat. Jazirah Leitimor
{seluruhnya masuk wilayah Kodya Ambon), terdapat 26 negeri, yang hampir semuanya
beragama Kristen, dengan penduduk kurang padat.

Sensus penduduk rahun 1998 menunjukkan bahwa komposisi pendudok di
Pulau Ambon menempatkan Kristen sebagal agama mayeritas yakni 51,90 %.
Sedangkan Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak kedua 42,22 %, dengan
menunjukkan trend meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Peningkatan
populasi pemeluk agama I[slam ini sebagian besar disumbang oleh arus migrasi
penduduk dari beberapa daerah lain di Indonesia, khususnhya yang berasal dar Sulwesi
Tenggara dan Sulawesi Selatan. Data penduduk, khusus di dalam Kotamdya Ambon
yang wilayahnya sebagian besar masuk ke dalam jazirah Leitimur, komposisi penduduk
berdasarkan pemeluk againa menempatkan Kristen sebagai agama mayoritas.

Tabel. 4

Perimbangan Penduduk kota Ambon Menurut Agana
Dan Tahun 1996-2000

Tahun Islam Kristen Kristen Hindu Budha Jumlah
Protestan Katolik
2000 82.348 112.881 13.5%8 298 198 209,301
1999 114.043 142.680 2.616 296 15, 265.830
1998 128.886 168.415 16515 328 273 314,417
1997 127.449 166,548 16,374 308 242 311921
1996 126.614 165459 16,268 250 153 N8 744
Sumber: Kora Ambon Dalam Angka, 2000 .
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3. Dinamika Politik Lokal
a. Konteks Politik

Membaca kehidupan politik di Maluku sekali lagi tidak bisa dilepaspisahkan
dan pengarﬁh keagamaan. ldentitas keagamaan merupakan pijakan penting bagi
masyarakat di kawasan itu dalam memandang masalah-masalah politik. Keadaan ini
berbeda dengan kecenderungan di banyak temipat lain di Indonesia, khususnya
masyarakat Jawa. Lazimnya fakior agama lebih ditempatkan sebagai unsur tradisional
dengan pendekatan yang konservatif, sehingga agama lebih menunjukkan dimenst
sipiritualnya. Dalam kehidupan beragama sehari-har di Maluku, dimensi politik lebilx
menonjol dibanding diinensi spiritual.

Keterkaitan secara lansuny antara masalah agama dan politik tersebut tampak
pada berbagai hasil pemilihan urmum (pemilu). Pada pemilu 1955, dua pariai agama,
Masyumi dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia), mendominasi sebagian besar suara
masyarakat Maluku. Saat itu keseluruhan partai politik beraliran keagamaan di Maluku
menguasai 82,1 persen suara. Partai-partai Kristen merebut 40,9 persen suara, Masyuwni
37,6 persen serta PSII dan Perti 3,6 persen.55

Pemilu pertama pada masa Orde Baru yang ditandai dengan intervensi rezim
yang sanpat kuat terhadap parpol, Pannusi dan “kawan-kawan”-nya meraih total suara
24, 92 persen. Partai-partai Knisten (Partai Katolik dan Parkindo) meraih 22,46 persen.
Golkar yang didukung penuh pemerintah, ketika itu meraih 22,46 persen. Pada masa
kebijakan fusi partai yang dibuat oleh rezim Orde Baru, keunikan preferensi agama itu

tidak lagi menonjol >

% Tim Depdagri, op.cif., hal. 12
* fbid.. hat. 13
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Ketika pemilu 1999 menpgunakan kembali sistem multi partai, semangat
masyarakat Maluku untuk memilih partai berdasarkan basis agama kembali muncul,
meski kebangkitannya tidak lansung menyamai kondisi 1955. Dari sepuluh besar
parpol pemenang Pemilu di Maluku, tercatat tujulh di antaranya berbasiskan agama.
Parpol-parpol it adalah PPP, PDKB (partai Demokrasi Kasih Bangsa), Partai
Keadilan, Partai Bulan Bintang, Partai Krisna (Kristen Indonesia} dan Partai Amanat
Nasional (PAN).

Hasil-hasil pemilu itu setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa peranan
agama sebagai word view dalam kehidupan politik di Maluku sangatlah kuat. Sayang
sekali, hubungan erat agama dan politik itu berjalan timpang karena sering terjadi
politiking terthadap agama. Dalam realitas politik yang sebenamya, agama lebih sering
dimanfaatkan untuk kepentingan mobilisasi politik ketimbang untuk penguatan nilai
dan moral politik. Pendeta senior J. Ospara mengungkap realitas tersebut:

Di Maluku agama telah memberi atau menambah legitima;i kepada penguasa

atau untuk melegiimasi usaha perebutan kekuasaan. Agama mudah

dimanfaatkan karena mampu memberi atau bahasa Magnis Suseno

“mengangkat” motivasi tinggi. Pemanfaatan tersebut biasanya berlansung

dengan menggunakan petimbangan religius, misalnya umat perlu mendukung
politisi yang memperjuangkan agamanya.

b. Birokrasi Pemerintahan.

Sebapaimana Jazimnya daerah yang belum berkembang, birokrasi pemerintahan
memiliki posisi sentral di Maluku. Jabatan di birokrasi sangat diperebutkan masyarakat.
Menjadi pegawai negeri, atau polisi dan- tentara di Maluku lebih bergensi dan

menawarkan 'pr'eslise yang lebih dibanding pekerjaan lain. Orang Maluku melihat

57 J. Ospara, Agama, Politik dan Budaya Lokal, dipublikasikan dalam Jumal Kanjoli, Edisi Juli-
Sepilember 2005, hal. 23
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pekerjaan sebagai pegawal mnegeri lebih terhormat dibanding pekegaan lm yang
‘ - mungkin menawarkan nilai ekonomi yang lebih menguntungkan, Mentalitas ambfenar
| ini sering memicu pertikaian horisontal, lantaran persaingan kelompok masyarakat
untuk mem;}crcbutkan posisi dalam birokrasi atau kesempatan untuk menjadi pegawai
negeri.

Secara historis -sejak zaman penjajahan bahkan hingga masa awal
kemerdekaan- kehidupan politik dan birokrasi di Maluku, lebih banyak dikentrol oleh
elit beragama Kristen dan anak-anak dari keluarga Raja (baik Muslim maupun Kristen)
yang mendapat privelage dari pemerintah kolonial. Hal ini dapat dimakhmi karena
sejak masa kolonial, kelompok masyarakat Maluku yang mengenyamn pendidikan
mayoritas beragama Kristen, yang sebagian besar berdomisili di dalam kota atau pulau-
pualu di sekitar kota Ambon. Ketertinggalan komunitas Islam dalam bidang pendidikan
pada saat itu lebih didasarkan pada ketakutan bahwa belajar di sekolah-sekolah Belanda
dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan akidah keislaman®® Tidaklah
mengherankan jika setelah Indonesia merdeka, pucuk-pucuk _birokrasi dan institusi
politik yang penting banyak dijabat oleh elit lokal beragama Kristen.

Menurat Nur Tawainela®, kondisi ini mulai mengalami perubahan pada akhir
dekade 1970-an, ketika banyak generasi muda Islam di Maluka mulai mengenyam
pendidikan tinggi dan mencoba masuk ke dalam institusi pemerintahan, poliuk dan
militer. Terjadi pergeseran di elit brokrasi dan politik lokal, dari sebelumnya

didominasi oleh elit Kristen menjadi lebih seimbang dengan munculnya elit baru yang

3% Smith Alhadar, Kekerasan di Maluku: Produk Sejarah Kolonial, Republika, 27 September
1999

% M. Nur Tawainela, Mofivasi dan Partisipasi Generasi Muda dalam Pembangunan Bangsa,
Makalah tidak dipublikasikan, 2005
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beragama Islam. Untuk memperkuat posisinya itu, pasa elit -baik Islam maupun
Kristen- mulai menggunakan isu agama sebagai tameng untuk memperkuat
kekuasaanya. Jika elit Kristen berusaba mempertahankan jabatnnya selama ini dengan
menggunakan isu-isu agama, maka elit Islam juga menggunakan isu yang sama sebagai
instrumen untuk mengmtarkanﬁya 'pad;a posisi-posisi peniing. Im'lail awal petaka,
dimana agama digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk memperkuat posisi tawar
dalam memperoleh hak-hak politik dan kekuasaan. Isu dan intrik yang dimainkan
dengan menarik simbol-simbol keagamaz;l; dalam pergumulan kekuasaan, telah
menarik  sentimen massa dard  kedua komunitas yang secara  “lugu”
menyederhanakannya sebagai persoalan agama. §Linplikasinya adalah identifikasi
ideologi dan agama bagi masyarakat Maluku menjadi jauh lebih penting dan populer
dalam promosi seorang pejabat didalam birokrasi daerah. Perhatian yang kuat pada
identitas kagamaan seorang pejabat membuat masyarakat sering tidak peduli jika
pejabat yang dipromosikan memiliki frack record yang buruk. Persayaratan standar
dalam sebualh sitem birokrasi seringkali dikalahkan oleh sentumen keagamaan ini. Hal
tersebut tercermin dalam berbagai suksesi kepemimpinan, baik di level birokrasi dan
politik, dari tingkat terendalt hingga ke tingkat yang paling tinggi di Maluku. Agama
selalu menjadi alat legitimasi dan mobilisasi dukungan politik yang paling menjanjikan

bagi kepentingan elit.

B. Anatomi Konflik Malukn

Ada beberapa versi tentang kapan konflik Maluku pertama kali mumcul.
Perbedaan itu terjadi karena sebelum peristiwa tanggal 19 Sanuari 1999, yang disebut-

sebut sebagat awal konflik di Maluku, telal tejadi sejumniah kerusuban dan kekerasan
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yang menimbuikan korban jiwa di beberapa tempat. Seperti peristiwa di dusun Air Bah
dan beberapa insiden kerusuhan yang terjadi di Dobo-Maluku Tenggara. Menurut
sejumlah pengamat dan penulis konflik Maluku, seperti Rustam Kastor dan Jon Pires,
berbagai kejadian tersebut hanya merupakan pra-kondisi. Namun mereka sepakat
bahwa konflik yang meledak pada tanggal 19 Janua+ 1999 atau bertepataa denvan
Hari raya Idul Fitri 1419 H di Kota Ambon adalah yang mendorong kepada meluasnya
konflik secara lebih masif di seluruh Matuku.

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa tragedi tersebut bevawal dar
perkelahian kecil antara dua orang supir angkot, Yoppi dan Nursalim di perbatasan
desa Batu Merah dan Mardika.”® Perkelahian dua individu yang kebetulan berbeda
agama itu, disebutkan telahk menyulut konflik hornsontal yang lebih luas di masyarakat.
Penulis yang saat itu masih berdomisili di kota Ambon sempat menyaksikan peristiwa
awal yang beitepatan dengan Han Raya Idul Fitri itu. Berdasarkan pengamatan,
sungguh tidak meyakinkan untuk mengataken bahwa perkelahian tersebut yang
menjadi sumber konflik yang berkembang menjadi ekstrim. Karena perkelahian seperti
it merupakan kejadian kriminal biasa yang sering terjadi di kota Ambon. Dengan
demikian pemahaman yang komprehensif terhadap situasi Ambon sebelum terjadinya
konflik akan sangat membantu dalam memahami anatomi konflik Maluku secara lebih
baik. Penulis berpendapat bahwa perkelahian kedua supir angkot tersebut hanya
merupakan faktor pemicu (frigger) dari sejumlah faktor penyebab yang sudah

terkondisikan sebelumnya.

® Laporan KPP HAM untuk Maluku juga menyebutkan bahwa salah satu faktor pemicu konflik
adalah perkelahian anatar pemuda Batu Merah dan Mardika yang diprofokasi oleh perkelahian Yopi dan
Mur Salim.
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1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik di Maluku.

Jika kita menyimak gambaran singkat tentang kehidupan politik, ekonomi,
agama dan sosial kemasyarakat yang telah digambarkan di muka, maka dapat dikatakan
kahwa konflik Maluku secara laten sudali iesjadi sejak jama. Berbagai masalah yang
saling terkait telah menyumbang kepada potensi konflik laten tersebut. Konflik laten itu
kemudian manifes menjadi konflik terbuka sejak 19 Januari 1999. Sejak saat itu,
konflik terbuka terus berlangsung dalam bebespa episode. Akar konflik Maluku
sebenamya ada pada konflik laten itu. Ibarat ombak laut, gemuruh konflik manifes itu
adalah ombaknya sedangkan konflik latennya adalah arus pusaran laut yang lebih

dahsyat di dasar samudra.

Pemetaan seperti itu sangat diperlukan, karena konflik terbuka berskala massal
dengan penggunaan kekerasan yang masif bukanlah penstiwa yang dengan serta merta
terjadi, mesti ada tahapan atau fase-fase yang mendahului. Konflik seperti itu hanya
bisa terjadi kalau ada prakondisi yang memungliinkan dan mencukupi bagi terjadinya
konflik terbuka. Prakondisi konflik yang demilian umumnya merupakan hasil dan
proses ketidakpuasan dalam jangka waktu yang lama (evolusi). Begitu mendapatkan
pemicu yang tepat maka konflik yang bersifat laten atau potensial tersebut dengan

mudah berkembang menjadi konflik terbuka/terwujud (manifesr) dengan skala massal
dan bersifat destruktif.

Di Maluku, masyarakat pada berbagai komunitas juga mengalami perubahan-
perubahan evolusioner yang menyebabkan ketidakpuasan, frustasi dan kecurigaan

kolektif yang terus terakumulasi. Kontestasi realitas (agama, sosial ekonomi, politik

54

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006



dan budaya) yang sudah dijelaskan di depan perlu dibedah lagi secara mendalam guna

menemukan faktor-faktor penting yang berperan dalam konflik Maluku.

Jika kita merujuk kepada beberapa temuan lapangan, misalnya temuan Tim
Penyelidik Independen Nasi-ona] untuk Konflik Maluku, Komnas HAM, LIPI atau
Pusat Siudi Konflik Universitas Gajah Mada, maka terungkap setidaknya ada tiga hal,
yaitu. 1) konflik elit politik {peinbagian kekuasaan politik lokal yang dinilai tidak
"adil"), 2} adanya sentimen keagarlnaan yang mulal mengentat sejak tahun 1980-an, dan

3) kesenjangan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial yang luas di tengah

masyarakat.®'

a. Sentimen Keagamaan.

Seperti yang sudah diulas di muka, kehidupan keapamaan yang berlansung di
Maluku telah mewarisi konflik politik sejak lama sebagai akibat dari provokasi kaum
kolonial. Potensi konflik yang pernah hadir dalam sejarah tersebut terus diwariskan
dari wakm ke waktu hingga meletusnya konflik Maluku. Dimensi kesejarahan seperti
itu, sering tidak disadan oleh kebanyakan rakyat Maluku., Berbagai diskusi, pidato
politik bahkan juga karya-karya ilmiah justru mempromosikan harmmoni kehidupan
keagamaan di Maluku sebagai contoh toleransi antara umat beragama di Indonesia.
Mantan Menteri Agama pada masa Orde Baru Tarmizi Taher, sering menggambarkan

kehidupan keagamaan di Maluku sebagai miniatur indonesia **

' Lambang Trijono, Konflik Tidak. Rujukpun Tidak, Makalah, tidak dipublikasikan, 2001.

*2 Lihat tulisan Muhammad Budvatna, Beberapa Aspek Sosial Budava Masalah Malubs,
(Makalah, Jakarta 19 Juni 2002)
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Namun Maccus Mietzner,”’ sejarawan Australia yang pernah  meneliti
kehidupan keagamaan di Ambon selama perdode 1920-1950-an justru menyatakan
pendapat sebaliknya dan ia mengatakan tidak terkejut melihat pertikaian berdarah di
Ambon. Berdasarkan pengalaman dan temuan selama penelitiannya, latar belakang
persaingan antar kelompok Muslim dan kelomipok Kristen di Ambon tampak jelas.
Kisah keharmonisan hubungan antar agama yang duou  banyak dikemukakan,
disebutnya sebagai sekedar mitos politik pada zaman Orde Baru. Di belakang retonka
itu sesungguhnya tersembunyi potensi konflik yang sangat besar, yang sewaktu-waktu
dapat meletus.

Menurut Maryam Lestalubu, konteks historis konflik agama Islam dan Krisien
di Maluku dapat dilacak dalam sejumlah perang besar yang pemah terjadi di Maluku.
Beruasarkan penelusuran Maryam hampir semua perang besar di Maluku, kecuali
perang Pattimura (1817), kesemuanya bernuansa perang agama. Perang besar tersebut
antara lain; perang Hitu (1520-1605), perang Banda (1609-1621), perang Huamual
(1625-1656), perang Alaka (1625-1637), perang Wawane (1633-1656), perang Kapaha
(1636-1646) dan perang tha (1632-1651)% Dengan demikian konflik bernuausa

agama bukan merupakan hal yang baru di Maluku,

Balapan agama -meminjam istilah Azumardi Azra- untuk mendapatkan
pengaruh politik dan juga pemeluk yang lebil besar seperti digambarkan di atas, sudah
sejak lama diingatkan oleh seorang sarjana Belanda, Schrieke (1955-1957) tentang “the

race between Istam and Christianity”.”” Meski teori Scraieke ini telah dikritik banyak
A

%3 ) ihat wawancara dengan Marcus Mietzner, Tekad, 1 Februari 1999,

* Maryam Lestaluhu, Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam terhadap Imprealisme di Dacrah
Malulae, (Bandung, Al-Maanl, 1988), hal. 34-21(9,

% Azumardi Azra, Pengantar dalam buku Merajut Damat di Malulr (Telaah Konflik Antar
Umar 1999-2000), (Jakarta; Maijlis Ulama Indonesia dan Yayasan Pustaka Umat, 2000), hal. x
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sarjana lainnya, karena mengandung kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi nuansa
“balapan™ untuk mendapatkan pemeluk dan pengaruh lebih besar dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat — khususnya di bidang politik- sulit dibantal. Delam kasus
Maluku, Meilink Roelofsz dan Anthony Reid menyimpulkan bahawa persaingan
tersebut merupakan sesuatu yang bersifat laten sebagai bagian dari politik kolonialisme

dan pertunjukan pengaruh dari beberapa kesultanan di Maluku %

Argumen Reid ini menyiratkan bahwa, secara historis “balapan keagamnaan”
terjadi dan meningkat sejak kedatangan kaum kolonial. Karena tidak terdapaimya
modus vivendi yang stabil di antara kekuatan-kekuataan yang secara Jansung atau tidak
lansung dipandang mewakili Kristen, seperti Portugis, Spanyol dan kemudian Belanda
dengan kekuatan Muslim seperti Sultan Temate —khususnya Sultan Babullah (1570-
1583). Sultan Babullah, sebagaimana diketahui tidak saja berhasil mengusir Portugis,
tetapi juga menciptakan momentum bagi Islamisasi di Maluku secara keseluruhan.
Namun dengan berakhirnya kekuasaan Babullah dan datangnya Belanda pada
tahun1600, maka struktur idegereus lokal pun leryap, vang pada giliranmya hanya
memperkuat loyalitas keislaman di satu pihak karena rasa terancam terhadap Belanda.
Dan sebaliknya meningkatnya loyalitas Kekristenan pada pihak lain karena muncuinya
perasaan “proteksi” dari Belanda terhadap mereka. Pergeseran loyalitas ini semakin
meningkat karena struktur sosi-kultural masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin

terpilah-pilah.®’  Situasi inilah yang menurut pendeta Semy Titaley, telah

%Ulasan lebih lengkap tentang masalah mi bisa di lihat dalam tulisan Azumardi Azra, Muslim
and Christian Relation in Contemporary Indonesia. makalah pada Komprensi tentang “Christian and
Muslim in The Commonwealth”, Windsor . Inggris, 69 Juli 2000.

7 Zaim Ukhrowi (edi), Merajur damai di Mahdar, Telaah Konflik antar Umar 1999-2000.
(Jakorta; PT. Intermisa, 2000), hal. 55-56.
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mengakibatkan terjadinya segregasi berdasarkan agama di Maluku dalam waktu yang

cukup lama ®

Selain faktor kesejarahan tersebut, hubungan Islam dan Kristen di Maluku pada
dua dekade terakhir terasa semakin berat ketika pengaruh eksternal membuat
masyarakat semakin tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini
menaunginya. Kebijaksanaan nenek moyang bangsa Maluku lewat berbagai perekat
kultural seperti pela-gandong, masohi/maren atapun larvul ngabal yang telah memberi
spirit bagi ikatan kemanusiaan dan persaudaraan antara masyarakat beragama di
Maluku, kini semakin memudar. Padahal pranata-pranata lokal tersebut -dalam waktu
yang cukup lama- relatif mampu menjembatani perbedaan-perbedaan sekalipus

meredam dan mengeliminir potenst konflik, sechingga masyarakat bisa hidup dengan

harmonis.

Sentimen keagamaan yang semakin menebal di Maluku akhir-akhir ini didorong
oleh akumulasi berbagai faktor yang saling terkait. Faktor pertama adalah intervenst
politik terhadap kehidupan keagamaan di Maluku. Menebalnya sentirnen keagamaan
yang dipupuk oleh pengaruh politik itu mulai berlansung sekitar 1980-an, ketika
konflik di tingkat elit dalam memperebutkan berbagai kekuasaan politik mulai
merangsang disharomnoitas di kalangan masyarakat. Dalam pandangan Pendeta J.
Ospara, sejak saat itu agama mulai dimanfaatkan demi tujuan-tujuan politik
Pemanfaatan tersebut sering ditunjukkan dengan kata-kata, misainya, “mari katong

- nilih dan mendukung orang kita (mendukung seorang politisi yang seiman).”’ Forum

* Sammy Tilaley, Suatu “Keanchan™ yang Nyata. dalam Suadi Marasabessy. (edit) Maluku
Baru, Suaru Wijud Ideal Masyarakar Maluku Pasca KanfTik, (Jakarta: Abadi, 2003), hal. 28,
). Ospara, op.cit., hal. 23
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kampanye menielang pemilu sering menjadi momen mobilisasi politik dengan

mengumandangkan tema-tema sektarian semacam itu.

Menebalnya semangat keagamaan di Maluku juga diperkuat oleh meningkatnya
politik aliran di tingkat Nasional. Menurut Jhon Pires, menguatnya perjuangan
penegakan syari’at Islam oleh beberapa partai politik, telah menimbulkan kehawatiran
kalangan minoritas. Khususnya kalangan Kristen di Maluku, yang sejak awal
kemerdekaan sangat berkeberatan dengan dimasukkannya diktum kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Bangkitnya kembali ideologi poliik

Islam dengan segala oriantasi politiknya dirasakan sebagai sebuah gugatan terhadap

eksistensi berbangsa dan bernegara.™

Faktor kedua adalah sejak muncul kesemarakan keagamaan di Maluku
berkaitan dengan berkembangnya kelompok-kelompok keagarhaan yang berhaluan
puritanisme. Fenomena keagamaan yang semestinya meningkatkan kesalehan
keagamaan masyarakat tersebut, ternyata tidak mempertimbangkan secara bijaksana
kemajemukan yang telah menjadi realitas sosial di Maluku. Pengembangan sistem
keagamaan lebih menonjolkan formalitas ajaran daripada subtansi ajaran itu sendin.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Azumardi Azra, untuk Maluku yang sangat
majemuk, model keberagamaan yang perlu dikeinbangkan adalah inklusifisme,
pluralisme dan egalitarianisme.” Nilai-nilai tersebut terkandung dalam subtansi
hampir semua ajaran agama Abrahamik. Dalam pandangan Azumardi Azra, subiansi
ajaran suatn agama akan lebib mudah bertemu dalam kepelbagaian dengan subtansi

ajaran agama lain. Sementara formalisme ajaran justru seringkali membangun jarak di

 fhon Pires, op.cis
M Azumardi Azra didalam Zainudin Maliki (edit), Agama Kerakyatan, (Jakarta: 1 998)
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aniara para penganut agama. Apalagi jika formalisme itu disusupi demgan isu-isu
politik, maka semakin mudah menebalkan sentimen keagamaan di antara penganut

Agama,

Dalam konteks Maluku, kemunculan kelompok keagamaau, seperti .Jamaah
Tablig, Kristen Evengils yang cenderung eksklusif dan puritan justra semakin
memperlebar jurang perbedaan di antara penganut keagamaan di Malukun. Sebabnya
adalah kelompok yang mengusung misi pemurnian agama ini, cenderung meunjukkan
perilaku keagamaan yang agresif khususnya dalam meyebarkan paham-paham
keagamaan sehingga sering memicu ketegangan di antara kelompok Islam dan
Kristen.”” Perlelatan acara-acara keagamaan yang berskala nasional juga sering
menjadi medan persaingan. Di talien 1996 pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qurian (STQ)
ke-12 Tingkat Nasional dilaksanakan dikota Ambon. Hanya satu bulan berikutnya
pada tahun yang sama juga diselenggarakan Pesparawi Tingkat Nasional di Kota
Ambon. Walaupun dalam penyelenggaraan dua acara kegamaan berskala nasional itu
melibatkan kedua komunitas (Islam dan Krsiten) untuk memenabkan acara
serimonialnya, namun Tim Penyelidik Independen untuk Konflik Maluku menemukan

adanya beberapa insiden dan pelemparan kepada sejumlah kafilah dan koatingen.”

b. Konflik Elit Politik.

Ada beberapa teori yang dibangun tentang pengaruh poliok terhadap konflik

Maluku. Pengamat sosial politik seperti Tamrian Amal Tomagola, atau Jorge Yunus

™ Wawancara dengan Kakanwil Agama Maluku, Drs, Hasyim Marasabesy, SHMH di Ambon,
22 Desember 2005, Informasi yang sama jupa dapar dibaca dalam Hasyim Marasabessy, Kebijakan
Departemen Agama rentang Kendunan Umat Beragoma di Maluku, Makalah, tidak diterbithan,
{Ambon, 2004 ) :

™ Tim Penyelidik Independen, ep.cit.
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Adicondro meyakini bahwa konflik Maluku tidak bisa dilepaspisahkan dan perubahan
politik di aras nasional. Pergeseran politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi telah
mengakibatkan perubahan-perubahan penting dalam struktur kekuasaan dan
ketatanegaraan. Sejumlah institusi yang sangat powerfull secara politik di masa Orde
Baru tiba-tiba kehlangan pengaruh kekuasaannya. Kondisi transisi imi telak
mengakibatkan berbagai pergolakan dan kerusuhan akibat tuntutan-tuntutan politk
yang sering saling bertentangan. Kelompok militer dituduh sebagai salah satu elemen

penting yang ikut mewarnai pergolakan-pergolakan tersebut.

Ada dua skenario hipotetik yang sering dikaitkan dengan kepentingan TNI
dalam konflik etnik dan agama di Indonesia beberapa waktu lalu.” Pertama, skenario
TNI merekayasa dan memanfaatkan kerusuban. Tindakan rekayasa yang dicipiakan
TNI dapat dilakukan dalam bentuk memprovokasi dan mengadu domba antar etnis dan
antar agama yang berbeda. Jika TNI berhasil membenturkan antar kelompok dan
masyarakat, maka pihak elit TNI akan mengambil langkah kebijakan pengamanan,
. sehingga akan terbangun image di masyarakat bahwa keberadaar TNI masih tetapi
dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila upaya ini dapat dilaksanakan dan berhasil, maka
ini merupakan suatu prestasi bagi para elit TNI, dan merupakan kredit point bagi
mereka dalam promosi karier menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Kedua, Skenario TNI membiarkan konflik berlarut-Jarut. Dengan kata lain TNI
memanfaatkan pertikaian dan konflik antar etnik yang terjadi dan membiarkan berlamt-
larut sampai terjadi chaos, maka sasaran sorotan publik, baik nasional maupun

internasional adalah pada kegagalan dan pemerintahan sipil di Indonesia. Kondisi ini

7 Analisis seperti ini sering digunakan oleh para pengamat dalam melihat kepentingan TNI
dalam konflik SARA di Indonesin. Sebagai gambaran dapat dilihat pada hasil penelitan Tim Peneliti
PSPK_UGM, Pertikaian Antar etnik den Keberadoaan TNI, (Jakarta: 25 Met 2000).
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akan dimanfaatkan TNI mengambil posisi kepemimpinan puncak untuk mengendalikan
pemerintalian,

Namun pandangan seperti itu memiliki kelemahan metodologis, karena sangat
sulit menunjukkan bukti bukti-bukti faktual yang dapat dinilai secara hukum.
Kelemahan-kelemahan inilah yang digunakan oleh kelompok militer untuk menyerang
balik para pengkritiknya. Mantan Kasum TNI, Letjen Suadi Marasabessy, menolak
tuduhan seperti itu karena selain tidak bisa dibuktikan, juga cenderung mendiskreditkan
individu-individu tertentu dari militer,” Polemik antara sejumlah petinggi militer yang
dimotori Wiranto dengan para pengamat konflik seperti Tamrin Amal Tomagola harus
dilanjutkan di meja pengadilan, karena Wiranto dan rekan-rekannya tdak menerima
tuduhan Tamrin. Sampai saat ini perkembangan kasus tersebut masih terus ditangani

oleh Mahkamah Agung,

Pandangan lain tentang pengaruh politik dalam konflik Maluku adalah dengan
mengungkap dinamika politik dan hubungannya dengan agama dan konflik elit lokal.
Sebagaimana telah digambarkan di muka, selama beberapa dasawarsa institusi politik
dan birokrasi di Maluku secara wmum dikontrol olelh elit-elit Kristen dan sebagian
keluarga Raja-raja Maluku baik Kristen maupun Islam. Kondisi ini terjadi karena
umumnya kelompok terdidik dan terpelajar berasal dari masyarakat Kristen, Sesuatu
yang dianggap normal karena sejak zaman kolonial sebagian besar umat lslam
menganggap bersekolah di sekolah-sekolah Belanda dapat mengancam iman keislaman
sesorang. Oleh karena itu, tidak banyak orang Islam yang berminat untuk bersekolah di

sekolah-sekolah formal yang dibangun peinerintal. .’tolonial Belanda di Maluku. ™

Wawancara dengan Lefjen (Purn) Suadt Marasabessy, Jakarra. 16 Januari ZM
* Richard Cahuvel, Nationalits, Soldier, and Separatists, (Leiden: KITLV Press, 1990), hal 2
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Dalam catatan sejarawan L.Z. Leirisa, hingga awal abad [X hanya ada seorang putera
Muslim bemama Abdullah Sukur Pelu (putera Raja Hitu) yang berhasil mengikun

pendidikan tinggi hingga ke negeri Belanda.”’

Ruﬁanya kesan masa lalu itu bertahan hingga zaman kemerdekaan. Tidak
banyak putra Maluku beragama Islam yang menyentuh pendidikan tinggi. Kampus
Universitas Pattimura masih banyak didominasi oleh dosen dan mahasiswa beragama
Kristen. Karena itu menjadi sesuatu yang wajar, jika posisi penting di pemerintahan,
politik dan militer didominasi oleh kalangan terdidik yang beragama Kristen. Namun
seiring dengan semakin mudahnya akses pendidikan bagi rakyat, kesadaran untuk
bersekolah mulai tumbuh dan semakin banyak pula generasi muda beragama Islam
yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini secara politik menaikkan posisi tawar dan
mendorong mereka untuk merambah masuk ke dalam sistem politik dan birokrasi
lokal. Mobilitas politik di pusat-pusat kekuasaan lokal ini menimbulkan persolan baru
yang sangat menghawatirkan, karena masing-masing pihak menggunakan isu agama
sebagat istrumen untuk mendukung mobilitas strukturalnya. Elit Kristen menggunakan
isu agama sebagai “tameng” untuk mempertahankan posisinya dari ancaman pendatang
(elit} baru yang beragama Islam, demikian pula dengan elit Islam yang juga
menggunakan isu yang sama untuk masuk ke dalam pusat-pusat kekuasaaan lokal.
Menurut Jhon Pires, persaingan ini semakin terasa ketika Maluku dipimpin oleh dua
orang gubemur terakhir, yaitu Mubammad Aqib Latconsina (1992-1997) dan

Muhammad Saleh Latuconsina (1997-2002) yang keduanya beragama Islam. ™

1. Z. Leirisa, op.cit

™ Jhon Pieres, op.cit,. hal 28
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Langkah-langkah yang dilakukan Aqib maupun Shaleh, khususnya dalam
pengangkatan pejabat-pejabat publik di pemenintaban, telah dianggap sebagai sebuah
proses “penghijavan” yang sangat mengancam kepentingan dan eksistensi elit Kristen.
Pertentangan antar elit itu seringkali menarik massa pada lapisan bawah untuk saling
memberikan dukungan kepada pejabal tertentu atas nama kesamaan agama. Hal ini
membuat kehidupan politik lokal di Maluku terbelah ke dalam fragmentasi agama

Islam dan Kristen yang bemuansa ideologis dan politis.

Situasi semakin buruk karena diperparah oleh kebijakaan-kebijakan politik
pemerintah pusat yang sentralistis dan sering mengintervensi dan mendikte berbagai
kehidupan politik dan birokrasi di daerah-daerah. Untuk kasus Maluku, setelah masa
kepemimpinan Guberpur Latubarihari (1950-1955), pemerintah pusat mulai
méngintervensi dengan “mendroping” pejabat-pejabat dart pusat untuk berbagai jabatan
strategis di Maluku, termasuk jabatan gubemnur. Selama masa Orde Baru hanya ada dua
gubermnur Maluku yang beragama Kristen, yaitu G.J Latumahina (1965-1968) dan S.
Soekoso (1987-1992). Nama-nama seperti M. Josan, M Padang, Sumitro dant Hasan
Slamet mencerminkan kuatnya lobi pemerintah pusat.

Munculnya dua orang gubemur terakhir yang mempakan putera daerah Mahkua
beragama Islam, Muhammad Aqib Latuconsina dan Muhammad Saleh Latuconsina,
juga lebih dianggap sebagai cerminan kuatnya lobi pemerintah pusat ketimbang aspirasi
daerah. Padahal setelah kepemimpinan Aqib Latuconsina, masyarakat Kristen berharap
seorang tokch Kristen yang mendapat kesempatan berikutnya.” Saat itu ada dua calon

Gubernur beragama Kristen; Fredy Latumaluna dan Ety Sahubarua yang menjadi calon

" Ibid., hal. 45
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kuat, namun yaog terjadi jusiru sebaliknya, Muhammad Saleh Latuconsina yang

mantan Kepala Dinas PU dan Ketua Bappeda Maluku yang dipromosikan sebagai

Gubemur.
Tabel. 5
Daftar Pejabat Gubermnur, Wakil Gubernur dan Sekwilda Maluku
Ne Gubermir Agama Masza Sekwilda Apama Flasa Wakil Agama Mlasa
Jabajan Jabatan Gobermmr Jabatan
1 | Mr. . Protestan 1950 ~ Mr. Chr, Protestan 1950 - - - -
Latubharhari 1955 Soplanil 1955
2z | M. Djosan Islam 1955 - Mantow Protestan 1955 - - - -
1960 1960
3 | M. Padang Islam 1960 -~ | MK, Sonlisa Isfam 1960 — -
1965 1965
4 |G Protestan 1965 - 11.G. Protcstan 1965 - - - -
Latumahina 1968 Sahetapy 1971
5 | Scemitro Islam 1968 — M. X. Soulisa Islam 1971 - - - -
1973 1976
6 | Socmero Islam 1973 - Drs. GA. Protestan 1976 - - - -
1976 Engko 1983
7 | H. Slamet Islam 1976 — D= JME. Prodestan 1983 - | Drs. GA. Protestan | 1983 -
1987 Sonkola 1987 Engko 1987
8 | S. Sockoso Krisien 1987 — Drs. M. Akib Istam 1987 — | Drs. M. i lslam 1991 -
1992 Lmoconsing 1991 Akib ' 1992
Latuconsir
9 | Drs. M. Akib Islam 1992 - L.Ds.L.H Protestan 1991 - 1993 -
Latuconsina 1997 Tanasale 1995 R S. Islam 1998
2. Drs. S. Protesian 1995 - [ Soeranio
Alkyonen 1597
10 | DR_Ir. M5, Istam 1997 - Drs. H. Islam 1997 - | 1.Dm. Katholik 1998 —
Lrtuconsing 2002 Soulisa 2003 Paula. B, 2003
Renyazn Prolestan
2,Drs, 5. 1994 -
Akyuoen 2003
11 | Sinyo Krisien 2002 ~ Drs. H. Islam 2003 —
Sarundajang. 2003 Soulisa 2004
(Carctcker)
12 | K.A. Ralahalu | Kristen 2003 - Drs. B. [slam 2003 - | Dis. ML Ilam 2003 -
skr Assngaf ske Lainconsing skr

Sumber: Pemda Prop. Maluku, 2003

Pergantian beberapa pejabat penting di birokrasi pemerintahan pada masa
Gubemur Agib Latuconsina dan Saleh Latuconsia klhususnya pada Jevel eselon I dan 11
secara tidak seimbang, dicurigai oleh elit-elit Kristen sebagat usaha “penghijauan”
birokasi yang akan mengancam posisi mereka. Hal ini tampak aaﬁ komposisi pegawat

pemerintah yang beragama Islam sejak tahun 1990-an yang terus meningkat. Pada
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tahun 1999 sekitar 74% pegawai eselon | golongan IVA sampai [V E di fingkat
propinsi yang beragama Islam. Sedangkan eselor I, jumlah pegawai yang beragama
Islam mencapai angka 53%.% Kondisi ini kian mengurangi pengaruh orang Ambon
Kristen yang secara tradisional kuat dalam struktur politik dan birokrasi propinsi dan
kabupaten. Sebagian pengamat, termasuk juga mantan Presiden Abdurahman Wahid
menuduh kehadiran lkatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Maluku telah

memfasilitasi proses “penghijuan” tersebut berjalan sangat cepat.®

Dalam pandangan Jhon Pires, penguasaan posisi-posisi penting di birokrasi
pemerintahan oleh elit Islam, justru telah dhnuiaj sejak kepemimpinan Gubemur Hasan
Slamet. Saat itu posisi penting seperti Ketua DPRD dipegang oleh Ruswan
Latuconsina, Rektor UNPATTI (pertama dalam sejarah perguruan tinggi tersebut)
dijabat oleh seorang Mushim Prof. Muhammad Lestaluhu, SH, Ketika Muhamméh Aqib
Latuconsina menjabat gubernur, Ketua Bappeda dijabat oleh Muhammad Saleh
Latuconsina dan Kepala Biro Pembangunan dijabat oleh Abdullah Latuconsina. Data
ini menurut Pires, belum termasuk sejumlah Kakanwil, Kepala Biro dan Kepala Dinas
yang dikuasai oleh elit 1slam. Bahkan juga dipertanyakan adalah mengapa sejak dahulu
hingga sekarang Kepala Kanwil Agama Maluku selalu dijabat oleh seorang Mushm.
Padahal persentasi umat beragama di Maluku cukup berimbang, bahkan saat ini telah
menempatkan Kristen lebith unggul dari Islam. Dengan komposisi seperii itu
pembangunan bidang keagamaan di Maluku sangat merugikan umat Kristen, Karena

temyata anggaran pembangunan agama Jslam jauh melebihi anggaran yang didapat

® Disarikan dari Lambang Trivono, Keluar dari Kemelw Maluka, (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2001), hal. 14-27. lihat juga wlisan Gerry Van Klinken, The Maluku Wars. Bringing Sociery
Back In (The Indonesi, No. 17 Aprl 2001)

9 Kompas, 14 Juli 3005
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pihak Kristen. Salah satu indikator penting menurut Jhon Pires, dapat dilihat pada
pengangkatan guru-guru agama pada mata pelajaran agama Islam yang jauh melebihi

yang diangkat untuk pelajaran agama Kristen ®

Kecﬁrigaan dan pergesekan politik yang semacam itu semakin memperkuat
persaingan antara elit kedua belah pihak dalam pererutan kekuasaan di Maluku. Hal mi
membuat masyarakat sangat rentan terhadap manipulasi dan politisasi isu-isu
keagamaan untuk kepentingan politik. Menurut Suadi Marasabessy, pergesekan politik
menjelang pemilu 1999 yang melibatkan PDIP, PPP dan GOLKAR dan sejumtah partai
baru, juga menaikkan tensi konflik di Maluku. Jika ditelaah lebih jauh, konflik Maluku
yang telah menyebabkan eksodusnya ratusan ribu umat Islam dari Maluku telah

menguntungkan kelompok politik tertentu, terutarma PDIP.*

¢. Kecemburuan Sosial dan Ekonomi

Hal fain yang dapat diidentifikasi sebagai sumber penyebab terjadinya konflik
Maluku adalah meningkamya kecemburuan sosial yang bersumber pada ketimpangan
ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kondisi seperti ini memang menjadi fenomena

sosial yang bersifat umum yang tegadi di semua lapisan masyarakat yang tidak mampu

mengelola kesenjangan dan ketimpangan struktur masyarakatnya. Hal ini juga diakui

oleh Pelly (1993) yang menyebutkan bahwa masalah yang sering menjadi sumber

konflik sostal dalam masyarakat adalah perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan

*2Shon Pires, op.cit.. hal 47
% Wawancara dengan Suadi Marasabessy di Jakarta Timur, 17 Januari 2006
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kesempatan ekonomi. Demikian pula dengan perluasan kelompok sosial budaya yang

dirasakan sebagai ancamag bagi kelompok lain.*

Penjelasan teoritik tersebut membantu dalam memahami struktur masyarakat
dan kehidupan sosial di kota:Ambon, tempat dimnana konflik pertama kali terjadi. Kota
Ambon sebaga pusat aktifitas ekonomi, politik, pemerintahan, maupun sosial, sama
seperti kota-kofa lainnya di Maluku Tengah dan wilayah lain manapun, menjadi pusat
konsentrasi manusia dari berbagai latar belakang einik, budaya, maupun agama dengan
berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai pusat seluruh kegiatan, termasuk
pusat pendidikan, kota Ambon memiliki daya tarik tersendiri bagt masyarakat dari
berbagai penjuru desa yang ada di Maluku, maupun di Juar Maluku. Karena tu, proses

migrasi secara sepontan terjadi ke kota Ambon mulaj permulaan abad ke-I 7.

Para migran lokal beragama Kristen datang ke" kota Ambon pada umumnya
untuk kepentingan pendidikan dan pegawai pemerintah, sedangkan migran Islam
datang ke kota ini lebih untuk kepentingan ekonomi yakni sebagai pedagang, dan
sedikit sekali yang datang untuk kepentingan pendidikan maupun sebagat pegawal
pemerintah. Secara umum para migran dari Iuar Maluku bermigrasi ke kota Ambon

semata-mata untuk kepentingan ekonomi.

Para migran dar daerah pedesaan yang memasuki kota Ambon lalu
membentuk komunal terpisah-pisah berdasarkan latar belakang agama sesuai dengan

komunal teritorial mereka di pedesaan. Sebaliknya para pendatang dari wilayah-

™ Usman Pelly, op.cit.

% M.Y. Papilaya, Persepsi Lokal Tentang Konflik dan Kekerasan di Di Ambon —Persepsi

Protesian. dalam lgnas Kleden, Timir dan Barat di Indonesia, Perspektlf Integrasi Baru, (Jekarta: The
Go-East Institute, 2000}, hal. 43.
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wilayah luar Maluku, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan pulau Jawa,
membentuk komunal-komunal tersendiri berdasarkan latar belakang emik. Pola
pemukiman yang demikian dengan masyarakat yang semakin homogen membentuk
sentimen kelompok dalam berbagai latar belakang, yaitu sentimen kelompok agama,

ikatan negeri (desa), maupun etnik, yang rawan konflik *

Secara ekonomi dapat dilihat bahwa kelompok Ambon Islam yang bergerak
dibidang ekonomi lebih berorientasi kerja sektor ekonomi berskala kecil. Pendatang
suku bangsa Cina dan Arab, yang pada dasamya mendatangi Maluku karena benar-
benar untuk kepentingan ekonomi, menguasai sektor ekonomi berskala menegah dan
besar. Sedangkan para pendatang dari Sulawesi Selatan bekerja pada sektor ekonomi
berskala kecil, dan pendatang dan Sulawesi Tenggara bekerja pada sektor pertanian
tanaman pangan. Keuletan dalam bekerja dan mengais rejeki di kota Ambon telah
memberikan peluang ekonomi yang sangat baik bagi komunitas migran dari Bugis,

Makasar dan Buton sehingga secara bertahap mereka mulai menguasai sektor ekonomi

dan perdagangan di Maluku.

Perkembangan kota Ambon yang demikian pesat, dengan proses migrasi yang
tinggl, dan tidak diimbangi kebijakan kependudukan yang berbasis pada daya dukung
pulau mengakibatkan semakan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Hat ini membuat

ruang gerak warga kota semakin sempit, dan akses terhadap peluang-peluang kerja dan

ekonomi juga semakin sulit.

Komposist penduduk berdasarkan agama pun mengalami perubahan. Jika

pemeluk agama di Ambon pada tahun 1990 antara Islam dao Kristen adalah sekitar 70

3 ibid., hal. 44
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% : 30 %. Kemudian pada tahun 1998 berubah secara signifikan menjadi 52% - 48%.%
Meningkatmya jumlah penduduk mengakibatkan persaingan secara ekonomi terhadap

ruang (fanah) maupun lapangan kerja, semakin ketat, sehingga potensi konflik antar

masyarakat semakin tinggi.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi —terutama dengan semakin terpuruknya
harga cengkeh, akibat kebijakan tataniaga cengkeh yang monopolistik sekitar akhir era
pemerintahan Orde Baru- kehidupan ekonomi masyarakat Maluku semakin terpunik
dari tahun ke tahun. Hal ini semakin diperburuk dengan krisis ekonomi dan moneter
yang melanda Indonesia sejak paruh tahun 1997, Masyarakat Kristen yang selama ini
tidak berbakat di sektor ekonomi dan perdagangan, mencoba mengalihkan zkiifitas
ekonomi keluarga pada sektor ini. Pada saat memasuki dunia kerja yang baru, sudah
ada barrier, yaitu kelompok masyarakat lain, yalcm orang dagang (pendatang) baik
yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Tenggara, Cina, maopun Arab dan sebagian
kecil masyarakat Islam asli Maluku yang sudah mapan dalam berbagai bidang usaha.
Di sisi lain pada sektor publik (birokrasi) yang selama ini didominasi oleh masyarakat
beragama Kristen, perlahan tapi pasti mulai didominasi oleh parah pendatang maupun
masyarakat Islam Maluku. Kekecewaan ini semakin diperparah lagi oleh pola
rekruitmen calon pegawai birokrasi yang cenderung mengambil pendekatan koneksitas.
Aldbammya, terjadi hambatan sosial-ckonomi di kalangan para pencari kegja yang miskin

koneksi di jajaran birokrasi.*®

*7 Data Kependudukan Kota Ambon tahun 1998.

¥ M.Y. Papilaya, op.cit., hal. 45
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Kondisi tersebut melahitkan ketimpangan sosial-ekonomi yang memicu
munculnya kecemburuan sosial. Sebelum terjadi konflik pada 19 Hanuari 1999, mulai
ada gesekan-gesekan kecil di masyarakat, yang diidentifikasi sebagai bermotf
kecemburuan sosial. Fakta tersebut semakin menemukan pembenaran, jika Kita
mengamati gejala konflik yang muncwl pada penode pertama kerusuhan. Isu yang
menonjol adalah “Usi:r BBM (Bugis, Buton Makasar)” yang dianggap sebagai pihak
yang lebih menguasai kehidupan perekonomian. Orang-orang Bugis, Makassar dan
Buton yang selama ini menguasat pasar dan ekonomi menengah dijadikan sasaran
kemarahan dan pelampiasan kekecewaan. Dibeberapa pemukiman Bugis-Makassar atau
Buton yang telah dibakar, sering ditemu berbagai fulisan grafitti di dinding rumah

yang melukiskan ekspresi kemarzhan terhadap etnis tersebut.

Namun seiring dengan semakin bertambahnya “energi” konflik, mulai terjadi
pergeseran isu secara signifikan, yakmi ketika konflik juga telah menghancurkan
simbol-simbol kegamaan yang sangat sensitif seperti mesjid dan gereja. Pada tingkat ini
terjadi politisasi agama, sehingea konflik pada episode berikutnya secara total

mengambil bentuk konflik identitas agama Islam lawan Kristen, yang melibatkan

masyarakat secara luas.

2. Faktor Pemicu (Triggering Factor).

Jika faktor penyebab yang diuratkan di atas adalah sesuatu yang lebith mendasar
dan menjadi akar permasalahan dari konflik Maluku, maka pada bagian ini akan
dikemukakan beberapa perisiwa yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pemicu

tegadinya konflik.
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a. Efek Kerusuhan Ketapang dan Keterlibatan TNIL

Pada tanggal 21 November 1998 di Jakarta terjadi kerusuhan di Ketapang (di
belakang Gajahmada Plaza) yang melibatkan sejumlah pemuda asal Mafuku.
Sekelompok masyarakat dan aktifis Islam yang dipimpin Habib Rizik, bentrok dengan
petugas keamanan yang menjaga ramah judi (C & C) di jalan Ketapang. Aparat
keamanan sipil itu disuruh bosnya untuk membantu penjaga keamanan yang terdesak di
Ketapang. Karena kalangan masyarakat yang marah jauh lebih banyak maka preman-
preman yang berasal dan Maluku ini terdesak bahkan beberapa orang diantavanya
tewas menggenaskan. Sebagian besar dari mereka dievakuasi aparat keamanan, entah di
bawah kemana®® Beberapa har setelah peristiwa yang juga mendapatkan perhatian
nasional itu, diadakan penyisiran dan pemeriksaan identitas tethadap sejumlah pemuda
asal Ambon yang berada di Jakarta.

Menurut hasil penelusuran jurnalis senior Sinansasiecep’”, mereka yang selamat
dari bentrokan di Ketapang dan diidentifikasi sebagai “bermasalabh™ dipulangkan dan
dibawah ke Ambon. Dalam daftar penumpang KM. Dobonsolo dan KM. Lambelu yang
membawa penumpang “khusus” itu ada 183 orang yang dicurigai sebagai preman,
jumlah itu sebenarnya lebih banyak lagi. Mereka tiba di Ambon pada tanggal 26
November 1998. Kelompok ini juga menunjukkan foto dan data rekan-rekannya yang
menjadi korban konflik Ketapang kepada masyarakat setempat. Kegiatan para pemuda

imi di Ambon tidak terpantau sepenuhnya. Padahal menurut laporan Tim Penyelidik

" Sinansari Ecep. Bila Cengheh tak Berbunga, Membuka Rusuh Ambon (Fakartz: Cabaya
Tirmue, 2003), hal. 10

* tbid. hal, 34
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Indpenden Nasional untuk Konflik Maluku menyebutkan kelompok “preman” banyak
terlibat di lapangan sebagai mobilisator massa di awal-awal konflik.”’

Bukn keterlibatan para preman ini mulai terungkap secara jelas ketika terjadi
pengeboman secara seporadis di beberapa tempat di kota Ambon di pertengahan tahun
2002. Para pelaku yang ditangkap dan akhimya diajukan ke meja hijauw adalah
sejumial; komplotan preman yang tergabung dalam komunitas “Geng Coker” (Cowok
Keren) yang dipimpin oleh Berty Loupatty, seorang preman yang telah malang
melintang dalam berbagai aksi premanisme di Jukarta, Surabaya dan Ambon. Berti
disinyalir merupakan orang yang dimanfaatkan oleh kelompok militer untuk
mengacaukan Ambon.”> Dalam pemeriksaan di pengadilan, Berty dan anak buahnya

membuat pengakuan yang mencengangkan bahwa keterhibatan mereka khususnya

dalam penyerangan ke kantong-kantong komunitas Kristen karena disuruh oleh oknum

tentara.

Indikasi tentang keterlibatan militer secara institusional dalam memproduksi
konflik Maluku memang sangat debatable. Sebabnya adalah kesulitan-kesulitan yang
dihadapi dalam menjelaskan keuntungan seperti apa yang diperoleh oleh militer. Jika
merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, misalnya hasil penelitian Tim Peneliti
PSPK UGM yang mencoba menganalisis keterlibatan militer dalam memicu konflik,
maka minimal ada tiga hal yang dianggap menguntungkan militer dengan terjadimya
konflik Maluku. Pertama, kepentingan untuk pembentukan Kodam Pattimura yang
diyakini akan memperluas dan menambah pos-pos jabatan strategis di lingkungan TNI,

semenjak kehadirannya pada jabatan-jabatan publik mulai ditolak gerakan reformasi.

) lihat Laporan Tim Penyelidik Independen Nasional uniuk Konflik Maluas, hal.12
%2 Analisis tentang hal ini dpat dilihat dalam tulisan Sorge Junus Adicondro, Ordng-orang
Jakarta dl Balik Kerusuhan Ambon, Makalah, 2002
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Kedua, berkaitan dengan proyek-proyek TNI. Hal ini menurut Tim PSPK akan menjadi
legitunasi bagi pencairan dana senilai Rp. 14 trilyun yang didrop pemenintah kepada
institusi TNI sejak 5 Mei 1998. Dalam pengelolaannya, dana tersebut hanya bisa
dipertanggungjawabkan manakala ada konflik dan kerusuhan. Dan Ketiga, persaingan
elit TNI di tingkat lokal yang ditengarai melibatkan dua Jenderal?sal Maluku, Max
Tamaela yang ditokohkan oleh kelompok Kristen dan Suadi Marasabessy yang
ditokohkan oleh kelompok Islam. Persaingan 'kcduanya dalam memperoleh berbagai
Jabatan strategis di lingkunga Angkatan Darat discbut-sebut telah memprovokasi massa
pendukungnya di lapangan.*®

Menurut penulis, kesimpulan yang dirilis dani sejumlah hasil penelitian tersebut
masih perlu diklarifikasi lebih Janjut. Sebab kelemahan mendasar dari bangunan teoni
konspirasi vang sering digunakan dalam mencermati keterlibatan militer dalam konflik,
adalah kesulitan untuk mempertanggungjawabkan data-data dan hasi! temuan tersebut
secara ilmiah dan hukum, karena kesimpulan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan
secara factual kejadian yang tegjadi di lapangan. Meskipun demikian, harus diakui
bahwa dalam konteks konflik Maluku, cukup banyak oknum TNI-Polri yang terlibat
dalam konflik. Keterlibatan mereka sebagian besar dipicu oleh alasan phisikologis

karena sebagian dari mereka juga merupakan korban konflik.

b. Peristiwa Perkelahian antara Pemuda.
Peristiwa kedua yang sering disebut oleh pihak keamanan dan sgjumlah
pengamat konflik Maluku sebagai pemicu konflik adalah perkelahian yang melibatkan

sejuintah pernuda di desa Batu Merah (Islam} dan Mardika (Kristen) pada hari kejadian

% Tim Peneliti PSPK, Pertikaian Amiareinik dan Keberadaan TNI (Kasus Ambon-Maluku),
Laporan Penelitian, Yakaria, 2000
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19 Januari 1999, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitﬁ. Awal pertikaian adalah
perkelahian antara dua supir angkot, yaitu Yopy dan Nursalin yang berasal dari dua
desa yang saling berbatasan di kota Ambon, yakni 3atu Merah dan Mardika.

Kejadian perkelahian tersebut bermula dari perkelahian antara Yopy dan Nur
Salim di sebual: pasar lradisional. Yopy yang terdesak lari ke desa Mardika dan
kembali bersama rekan-rekannya dan kemudian lerjadi perkelahian massal. Singkat
cerita, tanpa diketahui siapa yang mengkomandoi, pada pukul 15.00 sudah tepadi
konsentrasi massa di beberapa tempat dan mulai melakukan pembakaran dan
penyerangan hingga malam han.

Pada han benkutmya, 20 Januari 1999, terdapat isu dan provokasi yang diteriina
oleh kedua belah pihak. Umat lslam yang sedang bersilaturrahmi dalam suasana Hari
Raya Idul Fitr, mendengar informasi bahwa sedang ada usaha dan g pergerakan
massa yang akan membakar Masjid Raya Al-fatah (Mesjid yang menjadi simbol Islam
di kota Ambon). Hal tersebut mendorong massa umat Islam yang berada di pinggiran
kota bergerak menuju Mesjid Al-fatah. Demikian pula di kalangan komunitas Kristen
Jjuga mendapat informasi bahwa Gereja Maranata yang terletak di jantung Kota Ambon
vang menjadi pusat aktifitas keagamaan umat Kristen, juga sudah dibakar oleh orang-
orang Islam. Massa Kristen yang marah itu mulai melakukan aksi-aksi penyerangan
dan pembakaran terhadap beberapa rumah etnis Bugis dan Makassar.

Menurut temuan Tim Penyelidik Independen untuk Konflik Maluku, Isu-isu
yang menyesatkan itu banyak disebarkan melalui tetpon di rumah-rumah penduduk dan
melalui handytalk. Kesimpangsiuran informasi sebagaimana yang terjadi pada peritiwa
tanggal 19 januri 1999 merupakan satah satu sumber kontroversi hingga saat ini. Hal ini

juga sekaligus memperkuat dugaan hampir semua informan yang diwawancarai dalam
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penelitian ini, bahwa konflik Maluku merupakan desain kelompok kepentingan tertentu
yang tidak mampu diungkap secara jelas hingga saat inj.**

Desain besar seperti itu mesti dibuktikan karena tidak mungkin hanya karena
perkelahian kecil yang merupakan peristiwa kriminal biasa dapat memicu konflik yang
demikian dahsyat. Hal ini semakin terbukti ketika dalam sidang di pengadilan negeni
Ambon, Nursalim yang diduga sebagai pemicu kerusuhan dinyatakan bersalah, namun
tidak dikait-kaitkan dengan peristiwa penyerangan dan kerusuhan tersebut.®® Oleh
karena itu penulis berpendapat, peristiwa perkelahian antara Nursalim dan Yopi hanya
menjadi faktor pemicu (frigger) yang meledakkan berbagai potensi konflik dan
kekecewaan yang selama ini telah menjadi potenst laten dalam konflik Maluku, Andai
saja aparat keamanan, bisa bertindak lebih cepat dan taktis maka konflik masih bisa
dibentikan sejak dini. Namun sayang, sebagaimana dilaporkan Komnas-HAM, aparat
kemanan cenderung lamban dalam merespon konflik dan cenderung tidak bersikap

netral, sehingga eskalasi kouflik semakin sulit dihentikan,

C. Dampak Konflik Maluku

Lamanya konflik yang terjadi di Matuku telah mengakibatkan banyak kerugian
materi yaiﬁ: hancurnya harta benda masyarakat, dan teriebih lagi tidak berfungsinya
mMM1tu pemerintahan dan pelayanan publik, Data dari Kompas misalnya,

menyebutkan bahwa selama konflik Maluku, tercatat paling tidak 29,414 unit rumah

* Lihat Resume Hasil Penyeledikan TPIN, Kelompok | s.d V. Perinde Tangeal 15 Agustus 2002,
% Lihat, Pokok-pokok Pikiran dolam Rangka Proses Penghensian Pertikaian di Maluku, yang
dikeluarkan Gereja Protestan Amboina dan Keuskupan Amboina, lidak dipublikasikan (Ambon:, 2000)
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penduduk, 251 rumah ibadah, 129 unit sarana perkantoran, 636 unit pertokoan, kios dan
pasar yang hancur, terbakar dan dijarah.*

Hingga saat ini banyak pihak juga masihmemperdebatakan tentang jumlah
korban jiwa akibat kerusuhan yang terjadi di Maluku pada umumnya atau di Ambon
pada khususnya.”’ Dari pelbagai data yang ada dapat diambil rata-rata jumlah korban
kerusuhan di Maluku kurang lebih aniara 4000-8000 jiwa -dari mulai Januari 1999
hingga 2004. Diperkirankan 40 persennya merupakan korban yang ada di Maluku
tengah. Ketidakpastian tersebut diakibatkan karena banyak korban jiwa yang meninggal
bersama tenggelamnya kapal mereka di laut, korban hangus terbakar, maupun korban
tak dikenal lamnya yang langsung dikubur secara massal.

Konflik Maluku juga menyebabkan paling tidak sekitar 860.000 jiwa
mengungsi, 280.000 tinggal di tempat-tempat penampungan di Maluku bagian selatan,
dan sekitar 78.000 di Maluku Utara.” Eksodus pengungsi yang terjadi sangat tidak
menentu, dalam arti banyak pengungsi yang kelvar dari Ambor dan banyak juga yang
masuk ke Ambon. Tetapi yang jelas pergerakan pengungsi ini cenderung memusat pada
komunitas masing-masing agama, khususnya para pengungsi yang mencart
perlindungan di kepulavan Maluku saja. Sedangkan etnis pendatang banyak yang

keluar dari Maluku, seperti pengungsi yang merupakan etnis pendatang Bugis dan

% Maluku Pascakonflik, Layak Memperoleh Bantuan Khusns, Harian Kompas, 5 september
2003.

%7 Khusus mengenai jumlah korban jiwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara versi
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan laporan beberapa LSM.

% Dari sumber resmi didapalkan bahwa jumlah pengimgsi di seluruh Propinsi Malukn sejak
Januari 1999 — juni 2000 (sebeltm pemberlakukan Darural Sipil) adz 104.186 jiwa Setelah
pembexlalazm Darurat Sipil (1 Juli 2000) tefjadi penambatln pengungsi sebesar 110.926 jiwa., sehingpa
tolal pengungsi adalah 215.061jiwa kemudian sejak bulan September - Okteber 2000, terdapat
penambahan sebanyak 10.000pengungsi baru lagi, setelsh penyeranagn desa Suli, Hative Besar, lha,
Pia, dan Sirisorn Amalatu. Data diambil dari URL: http/fwww.
Geocities.com/chosye/Themes/Prahora_Maluku_1.him
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Makassar yang kembali ke daerah asalnya, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tenggara. Sedangkan pengungsi Kristen banyak yang menuju Sulawesi Utara (16293
jiwa). Di Maluku hanya ada dua lokasi penampungan pengungsi yang menampung
campuran penduduk (Kristen dan Islam) yaitn markas Angkatan Laut Halong dan
Rindam (Pusat Pendidikan Mifiter) Suli.

Dampak lain dan konflik adalah maslah-masalah phisikologis, dendam dan
pelembagaan kekerasan yang melekat pada berbagai laskar dan milisi sipil yang
dibentuk selama konflik, Dapat dikatakan selama konflik masyarakat Maluku hanya
mengenal bahasa kekerasan untuk melampiaskan berbagai kekecewaan dan svasana
batn yang dirasakan. Kondisi inilah yang mengakibatkan berbagai usaha untuk

menyelesaiakan konflik Maluku sangat sulit untuk dilakukan,
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BAB IIL
PERJANJIAN MALINO

SEBAGAI SUATU USAHA PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU.

A. Upaya Penyelesaian Konflik Maluku

Sejak konflik mel;:n.ls pada tanpggal 19 Januari 1999 di kota Ambon, banyak
langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi eskalasi konflik.
Namun belum ada kebijakan bisa dikatakan berhasil menghentikan konflik. Langkah
awal dilakukan oleh Mabes TNI dengan mengirim sejumiah prajunit uniuk
diperbantukan di Korem Pattimura. Namun keberadaan TNI, khususnya Kostrad yang
berasal dari Komando Daerah Militer (KODAM) Wirabuana Ujung Pandang, dinilai
oleh banyak pihak, khusunya di kalangan komunitas Kristen sering bertindak tidak
netral. Kecurigaan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar prajurit Kostrad itu
berasal dari etnis Bugis dan Makassar yang kebetulan warganya banyak menjadi
korban pada kerusuhan awal di Ambon. Hal ini terkait dengan isu yang mengemuka di
awal konflik yaitu “usir BBM™ (Bugis, Button, Makassar). Prajurit-prajurit tersebut
dianggap tidak mampu menjaga netraltasnya dan cenderung memihak kepada
masyarakat sukunya sendiri.

Menanggapi keluhan tersebut, pada bulan Maret 1999, Panglima TNI1 Wiranto
kembali membentuk sebuah tim yang disebut Tim 19. Sesuvai dengan namanya tim
tersebut terdiri dari 19 orang perwira tinggi dan menengah asal Maluku yang dipimpin
oleh {Mayjend) Suadi Marasabessy yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam

Wirabuana Ujung Pandang. Menurut analisis Tim Pusat Studi Politik dan Kebijakan
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(PSPK) Univesrsitas Gajah Mada Jogjakarta® kinegja Tim 19 tidak banyak berarti
karena pendekatan militeristik yang digunakan. Hasil kinerja tim ini hanya memberikan
keuntungan politik kepada kelompok militer. Terbukti dengan suksesnya rekomendasi
tentang periunya peningkatan status Korem Pattimura menjadi Kodam Pemerintah
akhimya benar-benar mewujudkan rekomendasi tersebut, dengan meningkatkan status
Korem Pattimura menjadi Kodam.

Pemerintah Daerah Maluku juga mengambil langkah-langkah untuk
menyelesaikan konflik. Pada tanggal 13 Februari 1999, Gubernur Maluku membentuk
tim penyelesaian konflik yang dikenal dengan Tim 6. Tim tersebut kemudian
dikembangkan lebih luas dengan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dan kedua
pihak yang bertikai dalam Pusat Rujuk Sosial (PRS). Namun dalam perjalanannya, tim
ini juga tidak berhasil melakukan 'apa-apa dan konflik justru kembali berkobar.
Menurut pendeta Jhon Ruhulesin, yang pernah menjadi anggota Pusat Rujuk Sosial, tim
ini tidak berhasil denga.rl baik karena tidak didukung konsistensi penegakan hukum
{law inforcmenr) yang tegas terhadap pihak-pibak yang menyutut pertikaizn.”’

Melihat perkembangan situast di Ambon yang semakin tidak menentu, pada 14
Maret 1999 Presiden Habibie kembali menginm sebuah tim pencari fakta, yang dikenal
dengan Tim 20 yang terdiri atas 10 orang tokoh Islam dan 10 orang tokoh Kristen.
Namun kinerja tim tersebut juga tidak jelas. Komnas HAM juga tidak ketinggalan
menginmkan utusannya untuk memantau isu pelanggaran HAM di Ambon. Ulusan
Komnas HAM terdiri dari Albert Hasibvan dan Benyamin Mangkudilaga. Mereka

bertugas selain memantau pelanggaran HAM dan kekerasan jupa ditugaskan uatuk

¥ Lihat Laporan Penelitian Tim PSPK, Pertikalan Antar Etnik dan Keberadaan TNI (Kasus
Ambon-Malnku), Jakarta, 25 Mei 2002,

# Wawancara dengan Pendeta Shon Ruhulesin di Ambon, 20 Desember 2005

R}
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melakukan mediasi antar para pihak yang terlibat konflik. Bersamaan dengan
kedatangan utusan Komnas HAM, DPR RI juga mengirim Tim Mediasi dan Investigasi
pada 18 Februari 1999 yang dipimpin lansung oleh Wakil Ketua DFR/MPR Letjen

(Pum) Hari Sabarno. Namun hasil kinerjanya juga tidak jelas.*®

B. Kebijakan Darurat Sipil untuk Maluku.

Berbagai kebijakan penanggulangan konflik yang dilakukan oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah selama kurun waktu 1999 hingga pertengahan tahun
2000, ternyata tidak mampu mengurangi eskalasi konflik di Malukw Bahkan
sebaliknya, sejak periode tersebut kontlik Maluku justru berkembang semakin ekstrim
dan mulai memperlihatkan riak-riak politik. Deklarasi Front Kedaulatan Maluku
(FKM) yang mendukung misi kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) yang
pernah eksis di masa lalu menambah bobot politik pada konflik. Demikiar juga dengan
kedatangan Laskar Jihad semakin memperuncing ketegangan dan akhimya membuat
konflik semakin rumit dan complicarted, sehingga sulit untuk dipadamkan. Para pihak
yang bertikai bukan saja menggunakan senjata tradisional parang dan tombak, namun
ada juga yang mulai menggunakan senjata-senjata organik. Senjata organik yang
beredar di tangan masyarakat, sebapian merupakan hasil curian dari markas Brimob
Polda Maluku (yang berhasil dibobol para perusuh) dan sebagian didapatkan dari pihak
luar. Sebuah sumber menyebutkan bahwa senjata-senjata ilegal tersebut dipasok dad
pulau Jawa dan dari daratan Philipina.”” Kondisi ini membuat konflik Maluku seperti

benang kusut yang membuat pemerintah semakin sulit bahkan bahkan kebingungan

dalam menyelesaikan konflik tersebut.

78 Eko Prasetyo, op.cir., hal. 20
% ibid,
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Dalam kekalutan phisikologis dan kekacasan yang tidak terkendali itu, Presiden
Abdurahman Wahid memutuskan untuk mengeluarkan Kepres No. 88 Tahum 2000
yang menetapkan status Darurat Sipil di Maluka dan Maluku Utara. Pemberlakuan
darurat sipil berdasarkan pertimbangan bahwa periuasan fungsi dan peran militer yang
disertat dengan payung hukum yang pasti atas setiap tindakan yang diambil, akan
memberi ruang yang cukup bagi militer untuk bertindak cepat dan tegas dalam
menghentikan konflik '® Kebijakan ini kemudian dieskpresikan melalui gelar pasukan
tambahan dalam jumlah yang sangat siprfikan.

Dalam perniode awal pemberlakukan darurat sipil kondist keamanan di Maluku
dilaporkan untuk sementara waktu cukup kondusif. Namun darurat sipil tidak bertahan
lama karena konflik kembali bergolak. Bahkan dalam realitas yang sebenamya korban
kekerasan cenderung semakin meningkat. Ironisnya mereka merupakan korban tindak
kekerasan yang secara agresif dilakukan oleh aparat keamanan. Atas nama Darurat
Sipil, satuan-satuan khusus yang dikirim secara bergelombang ke Maluku melakukan
tindakan kekerasan kepada masyarakat, baik Muslim maupun Kristen.'""

Kasus yang sangat terkenal dan banyak mengundang protes para pengpiat HAM
nasional dan internasional adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh satman-saman
khusus TNI (Marinir, Kopasus, Kostrad dan Paskhas). Satuan-satpan TNI yang
tergabung dalam Batalyon Gabungan (YON GAB) melakukan kekerasan dalam
sweeping terhadap rumah-rumalh warga di wilayah Kebun Cengkeh Kotamadya

Ambon. Aksi tersebut menimbulkan korban meninggal dari masyarakat sebanyak 20

'™ libat Saifil Ahmad, Dinamika Poltik lLokal dan Pemberlakukan Darurar Sipil di Maluku
Utara, Tesis pada Prodram Magister lmu Politik, Departemen llmu Pofitik, FISIP-Universitas Indonesia
Jakarta, 2004. (Tidak Diterbitkan).

1 rhid,
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orang dan ratusan orang lainnya luka-luka dan cedera.'® Anggola Yon Gab juga
menyerang sebuah poliklinik milik Laskar Jihad yang dipenuhi pasien yang sedang
dalam perawatan. Tindakan anarkis aparat keamanan ini diprotes secara keras oleh
berbagai pithak termasuk Palang Merah Internasional.

Perkembangan konflik Maluku pasca Darurat Sipil semakin memanas,
kunjungan Presiden Abdurahman Wahid pada Desember 2000, dan Wapres Megawali
beberapa bulan berikutnya tidak berhasil meredam konflik. Ketika Megawati menjabat
sebagai Presiden, Ia juga melakukan kunjungan ke Maiuke namun kehadirannya tidak
berhasil menhentikan konflik. Bahkan hanya beberapa saat setelah [a meninggalkan
Ambon, konflik justrv berkobar kembali. Untuk kedua kalinya Komnas HAM wetek
kembali mengirim sebuzh tim yang cukup serius yang dikenal dengan KPP HAM
Maluku dan dipimpin lansung oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Bambang W. Suharto.
Tim tersebut eukup lama melakukan investigasi di Maluku. Namun menunst Bambang
W. Suharto, rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM, tidak dilaksanakan oleh
pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten.'”

Dalam situasi seperti itu, muncul gagasan untuk mempertemukan pihak Musiim
dan Kristen dalam sebuah perternuan yang hasilnya mengikat seperii pexjanjian yang
dilakukan pemerintak dalam konflik Poso. Gagasan tersebut disambut positif oleh
berbagai pihak di Maluku, karena diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk
menghentikan berbagai aksi kekerasan dan pertikaian yang masih terus berfansung di

seluruh Maluku.

192 Svara Maluku, 2 Juli 2001

12 ywawancara dengan Bambang W. Suharto, Jokaria 8 Maret 2006. Lihat juga makatsh
Bambang W. Subarte, /nformasi, Data don Fakia tentang Konflik Maluk don Malukar Urara, (Jakarta: 9
Juni 2002)
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C. Gagasan fentang Perjanjian Malino.

1. Tospirasi dari Perjanjian Malino 1

Konflik Maluku yang bernuansa SARA ternyata telah mendorong munculnya

konflik serupa di tempat lain. Salah satu daerah di luar Maluku yang juga terkena umbas

konflik Maluku adalah Poso, Sulawesi Tengah. Konflik Poso memiliki kemiripan

dengan konflik yang terjadi di Maluku. Konflik Poso berlansung dalam bentuk perang

sipil di antara warga masyarakat yang berbeda agama, Islam dan Krsten. Pada 20

Desember 2001, pemerintah melalui Menkokesra Yusuf Kalla berhasi! menfasilitasi

perundingan antara kelompok-kelompok yang berikai di Poso. Perundingan yang

diadakan di Malino itu, akhirnya berhasil “menelurkan” 10 butir kesepakatan yang

isinya sebagai berikut:

1.

2.

Mengiientikan semua benk konflik dan perselisthan

Mentaati semua bentuk dan vpaya penegakan hukum dar mendukung pemberian
sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.

Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga kemanan,

Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak pemberlakuan keadaan darurat
sipil serta campur tangan pilak asing,

Menghilangkan seluruh fimah dan ketidakjujuran kepada semua pihak dan
menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi
terciptanya kerukunan hidup bersama.

Tanah Poso adalah bagian integral dari Ri, karena itu setiap warga negara memiliia

hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai serta menghormati adat istiadat

setempat.
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7. Semnua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemilikaya yang sah

sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlansung.

8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.

9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara

menyeluruh.

10. Menjalankan syari'at agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling
menghormati dan mentaati segala aturan yang disetujui baik dalam bentuk undang-
undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.'*!

Sejak pelaksanaan Perjanjian Malino |, situasi keamanan di Poso dilaporkan
semakin membaik dan kehidupan sosial kembali rommal bagt sejuinlah besar warga di
Sulawesi Tengah. Kondisi ini memungkinkan para pengungsi dapat kembali ke tempat
asalnya, termasuk ke daerah-daerah dengan komposisi penduduk beragama yang

beragam.'®

Pelaksanaan Perjanjian Malino 1 yang dianggap sukses memberikan
inspirasi bagi pemerintah unfuk menggunakan model perjanjian yang sama dalam

menyelesaikan konflik Maluku.

2. Peran Yusuf Kalla dan Gagasan Perjanjian Maliro II untuk Maluku.
Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Maluku selama tiga tahun
pertama konflik tersebut, mempertegas kritik bahwa sesungguhnya pemerintah befum
memiliki sistem kebijakan yang jelas dan terarah dalam menyelesaikan konflik-konflik
bernuansa SARA di Indonesia. Kebijakan yang diambil cenderung bersifat reaksioner,
tidak sistemik dan terencana. Hal imi dapat disaksikan dan berbagal kebijakan

pemerintah dalam menangani konflik Maluku. Sejak konflik meletus pada tanggal 19

1041 ihal Deklarasi Maline untuk Poso, (Kemenlerian Menkokesra, 2001)
195 UN. OCHA: Notes (June 2004), hal, §

RS
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Januari 1999, pemerintah telah membentuk berbagai tim, baik yang resmi maupun tidak
resmi untek menyelesaikan konflik. Namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil
mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Upaya mediasi dan fasilitasi yang dilakukan
pemerintah selama beberapa kali juga tidak mencapai titik temu perrdamaian. Bahkan
dapat dikatakan pemerintah sesungguhnya sedang mengalami kebingungan dalam
menyelesaikan konflik Maluku. Hal itu tercermin dari pemmyataan-pernyataan
pemerintah seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid bahwa
konflik Maluku hanya bisa diselesatkan oleh rakyat Maluku sendiri, padahatl kondisi
konflik seperti itu sudah sedemikan rumitnya. Himbauan pemerintah agar masyarakat
menyelesaiakan konfliknya sendiri, menunjukkan pemerintah ingin “cuci tangan” atau
“lan” dar tanggung jawab. Padahal dalam realitas konflik yang sebenarnya, kekerasan
bukan saja dilakukan oleh-oleh pihak-pihak yang bertikai, tetapi secara jelas fuga
diproduksi oleh negara lewat tangan-tangan aparat kemanan yang bertugas di lapangan.
Ide tentang Perjanjian Malino yang digagas oleh Menkokesra Yusuf Kalla, pada
dasamya tebih menunjukkan visi personal seorang Yusuf Kalla ketimbang sebuah
kebijakan pemerintah yang baku. Atau dengan kata lain, jika bukan karena Yusuf Katla
yang saat ita menjabat sebagai Menkokesra, maka dapat dipastikan pemyelesaian
konflik dengan model perundingan seperti Perjanjian Malino (idak akan terlaksana.
Dengan demtkian keberadaan Yusuf Kalla dapat disebut sebagai aktor penting dalam
pelaksanaan Perjanjian Malino untuk Maluku.
Setelah sukses menyelenggarakan Perjanjian Malino untuk Poso (Perjanjian
Malino I), Yusuf Kalla kemudian melakukan lobi dengan berbagai pihak di Maluku,
khususnya di Ambon yang masih bergolak untuk menjajaki perlunya dilakukan sebuah

perundingan antara para pibak yang bertikai. Perundingan tersebut direncanakan akan

B6
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mélibatkan semua komponen masyarakat Maluku untuk mencari kesepakatan dan jalan
perdamaian guna menyelesaiakan konfiik Maluku yang berlarut-larut.

Yusuf Kalla menjadi figur yang sangat berperan dalam proses-proses tersebut,
Ia melobi secara lansung sejumiah tokoh di Ambon agar segera mencar titik temu
untuk berdamai. Langkah ini bagi banyak pihak di Maluku dianggap cukup berani,
karena selama konflik berlansung, kata “damai” merupakan idiom yang sangat
berbahaya untuk diucapkan, bisa mengakibatkan seseorang dikucilkan oleh
komunitasnya sendiri, bahkan juga “dihabisi”, karena orang tersebut dianggap telah
menghianati perjuangan kelompoknya. Fenomena yang sama berlaku di kalangan [slam
mavpun Kristen, namun Yusuf Kalla yang juga seorang pengusaha itu tetap
melanjutkan vsaha-usahanya secara serius.

Menurut Kalla, hanya ada tiga altematif dalam penyelesaian konflik Maluku.
Pertama, konflik akan terus berlansung dalam bentuk perang gerilya, teror dan
pembakaran sehingga berakibat semakin meningkatkan korban jiwa dan penderitazn
pada masing-masing kelompok. Demikian juga perekonomian menjadi mandek dan
pasti menambah kemiskinan. Keda, Polri dan TNI akan bertindak keras dan represif
lagi, sehingga menimbulkan korban yang banyak pada awalnya dan selanjutnya
menurun tetapi konflik tetap berjalan dengan skala kecil. Ketigo, penyelesaian damai
dengan masing-masing kelompok duduk berunding dan mencari solusi dan kemudian
semua kelompok mematuhi semua hasil perundingan. Dalam kondisi seperti ini, maka

para pengungsi dapat pulang ke rumah dan pemerintah akan membantu merehabilitasi

sarana umum dan rumah-rumah ibadah_'®

1% Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Panduan Pertemuan wuntuk
Maluku, 10 januori 2002
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Yusuf Kalla mendesak agar rakyat Maluku memilih alternatif ketiga sebagat
pilthan yang paling rasional. Jika itu ndak dilakukan, maka rakyat Maluku akan
menjadi bangsa paria karena keterbelakangan ekonomi dan kemiskinan akibat konflik.
Ia optimis konflik yang menelan ribuanr korban tewas dapat diselesaikan dengan baik
seperti halnya yang dilakukan dalam konflik poso. Pihaknya bersama Megkopolkam
akan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak yang bertikai sebelum
menggelar pertemuan.

Langkah Kalla direspon positif berbagai kalangan di Maluku Namun ada juga
yang menolak gagasan perdamaian tersebut. Sebagian lainnya menyayangkan kenapa
langkah tersebut baru dilakukan belakangan, padahal korban jiwa dan harta benda
sudah sangat banyak. Beberapa pengamat juga mengkritik langkah-langkah Yusuf
Kalla. Seperti kritik Jorge Yunus Adicondro, dosen dan pengamat dari Monas
University Australia yang mencurigai aksi-aksi Yusuf Kalla ketika itu. la menyebut dua
hal yang menjadi dasar kecurigaannya. Pertama, la menghawatirkan langkah yang
diambil Kalla hanya untuk sekedar mengamankan kondisi pasar dari imperium bisnis
Haji Kalla yang dipimpinnya. Menurut Adicondro, konflik yang berlapsung terus
menerus di Indonesia Timur, telah mengganggu aktifitas bisnis Kalla Grup yang
memang menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar utama dari imperium bisnisnya.
Kedua, ada agenda tersembwmyi {(hidden agenda) yang berkaitan dengan konsolidasi
menuju pemilu yang dikemudian han mampu mendudukan duet “pasan;gan Malino”,
SBY dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden.'”’” Tentu saja tuduhan tersebut

masih sangat lemah karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkrit.

197 Jorge Yunus Adicondro, Membedah Kembar Siam Politik dan Ekonomi di Indonesia.
{Jekaria: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002).
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D. Prakondisi Perjanjian Malino.
1. Seosialisasi Rencana Perjanjian Malino.

Wacana tentang pelaksanaan sebuah perjanjian perdamaian upwk Maluku
seperti yang dilakukan pemerintah untuk Poso semakin menguat. Pada tanggal 17
Januari 2002 Walikota Ambon Yopy Pap:laya dan Ketua DPRD Kota Ambon Lucky
Watimuri, secara resimi menemui Ketua DPR Akbar Tanjung dan meminta bantuan
DPR untuk mendesak pemerintah pusat menyelesaikan konflik Maluku.

Selain pembicaraan dan lobi-lobi formal, pemerintah daerah juga melakukan
diskusi dan pembicaraan informal dengan sejumiah tokoh Maluku. Gubemur Maluku
Muhammad Saleh Latuconsina yang diminta Yusuf Kalla untuk mengadakan
penjajakan dengan se¢jumlah tokoh Muslim dan Knsten di Ambon menceritakan;

“Ide tentang Malino memang muncul setelah pelaksanaan Perjanjian Malino
untuk Poso. Dan saya liahat cukup efektif, Secara diam-diam saya panggil
tokoh-tokoh Islam maupun Kristen satu persatu untuk diskusi di kediaman
gubernur. Biasanya saya panggil tengah malam untuk menghindari saling curiga
antar mereka. Saya bilang bapaimana ini, apa bisah kita lakukan proses
perdamaian seperti kasus Poso. Dari hasil diskusi itu saya simpulkan mereka
mau, tapi sebagian masih malu-malu untuk mengatakannya secara terus terang.
Mungkin mereka takut jangan sampai diketahui n.assa yang lagi renian bahwa
mereka ingin berdamai. Saya mengerti hal itu. Nah pada suaru har saya di
telpon Menko Kesra Yusuf Kalla, beliau bilang “Pak Saleh, apa bisa kita
buatkan proses perdamaian seperti di Poso”, Karena saya sudah pendekatan
sebelumnya saya lansung bilang “bisa pak™ Lalu beliau datang ke Ambon dan
saya pertemukan beliau dengan tokoh-tokoh dari Muslim maupun Kristen™.

Sementara perundingan dipersiapkan, pemerintah pusat yang diwakili
Menkokesra Yusuf Kalla dan pemerintah daerah mulai melakukan sosialisasi ke
masyarakat Pada tanggal 16 Januar 2006, Yusuf Kalla dengan didampingi oleh

Menkopolkam dan Kapold serta staf melakukan pertemuan intensif secara terpisah

%8 Wnvancara dengan M. Saleh Latconsina (mantan gubernur Maluku periode 1997-2002) di
Jakara, Jamaari 2006
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dengan tokoh-tokoh Muslim maupun Kristen di kediaman resmi gubernur Maluku.
Pada pag1 hari mereka bertemu dengan 150 orang perwakilan Kristen dan siang harinya
dilanjutkan pertemuan dengan komunitas Islam dengan jumlah yang sama, masmg-
rasing pertemuan kurang lebih 2 jam 20 menit. Menurut Hasbullah Toisuta," seorang
akademisi yang ikut hadir mewakili umat Islam, dalam pertemuan tersebut masing-
masing pihak berbicara dengan luapan emosi yang sangat tinggi, bahkan disertat
marah-marah dan caci maki. Masing-masing mengaku dianiaya Jawannya dan merasa
kalah. Dengan kata-kata yang tidak sama, dapat disimpulkan bahwa mereka sebenamya
sudah lelah berkelahi.

Me_nkopolkam dan Kapolri kemudian balik ke Jakarta, sedangkan Yusuf Kalla
tetap ti-ngga] di Ambon bersama gubernur dan duva orang staf Menkokesra Farid
Hussein dan Hamid Awaludin. Menurut Tamrin Elly, pada malam harinya periemuan
diteruskan dengan peserta yang semakin sedikit, masing-masing 10 orang dan diadakan
secara terpisah. Hasil pertemuan itw melahirkan kesimpulan bahwa kedua pihak man
berdamai dan akan mensosialisasikan kepada kelompoknya masing-masing.'" Ada
yang mengusulkan perundingan damai dilakukan di Ambon karena tempat peristiwanya
di Ambon. Adapula yang mengeluhkan besamya biaya - kalau penmdingan
diselenggarakan di luar Ambon.""! Namun menurut Yusuf Kalla, semua penmdingan
perdamaian diadakan diluar tempat kejadian. Jika perundingan dilakukan di tempat
yang sama maka dihawatirkan akan mendapat tekanan, demo atau semacamnya dari

pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian''’. Keesokan harinya pertemuan

192 Wawancara dengan Hasbullah Toisuta di Ambon, 21 Desember 2005

1% ywawancara dengan Tamrin Eliv di Jakarta, Maret 2006

11 Sinansari Ecep, op.cit., hal, 178 _

7 Dengan demikian usulan tempal perundingan di Malino sulawesi Selatan, merupakan
petunjuk Yusul Kalla. 7a juga menyangpupi bahwa pemerintah akan menanggung semuoa biava
penmdingan, yang dikeluhkan para peserta dalam periemuan fersebut Secara berguyon Kalla
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kembali dilanjutkan dan pesertanya juga diperkecii, tinggal masing-masing lima orang

dan mereka setuju untuk bertemu lagi di Makassar dan Malino.

Waktu dan proses sosialisasi kesepakatan-kesepakatan dengan Menkokesra di

kediaman gubemnur tersebut memang sangat terbatas. Pihak muslim dan Kristen

mengaku

tidak memiliki

waktu yang cukup

untuk mensosialisastkan  atau

menyampaikan kepada masyarakat kelompoknya. Menurut Tamrin Elly, wakta

sosialisasi yang demikian pendek (hanya kurang dari satu bulan) telah menimbulkan

salah tafsir di masyarakat bahwa Perjanjian Malino hanya merupakan desain elit dan

mencerminkan kuatnya lobi Yusuf Kalla, padahal kami semua terlibat dalam

merancang pertemuan tersebut. Jadi Perjanjian Malino dapat dikatakan sebagai misiatif

bersama, '
Tabel. 6
[su sampai dengan 26-27 Januar 2002
Persamaan Hal-hal Khusus (yang menjadi perbedaan) |
Muslim-Kristen MUSLIM KRISTEN
1. Sepakat konflik | 1. Pembicaraan  dalam Kerangka | 1. Nepara tidak mampuy |
diakhini dengan dialog NKRI selesaikan konflik )
2. Hukum ditegakkan | 2. Usul lunias RMS/FKM 2. Issue RMS hanva ahemasif !
secara adil 3. Teliti peristiwa 19 Januari 1999 apabila negara tidak mampu |
3. Pengembalian 4. Penyelesaian dengan Jujur menyelesaikan konflik |
pengungsi 5. Perbaikan pendidikon agoma dan | 3. Ada konspirasi Pusal '
4, Rehabilitasi  ekonomi pusu 4. Lasvkar Jihad vang datang
dan sarana 6, Lasykar Jihad Mengabdi pada harus dipulangkan i
5. Selesaikan situasi pendidikan dan kesehatan 5. Ada islamisasi di beberapa ;
internal TNL/POLRI 7. Kembalikan hak-hak perdaia dari lempat i
pengungsi 6. Tim Invesligasi Independen :
8. Rehab UNPATTI dengan Nasional untuk RMS, L3
keseimbangan dan Penistiwa 19 Januan i
9. 8PN Passo diakufkan di daerah | 7. Pemelesaian denmgan dasar |
Netral kemanusigan, hukum, |
10.Relokasi wilayah pemukiman demokrasi dan kebudavaan. !
8. Asrama Tantui apar ‘
dibangun kembali. i

Sumber: Norulen Pertemuan Pendahilon 26-27 Januari 2002

mengatakan “Paling-paling Biayanya hanva 400 juta Bandingkan densan harga Ruko lig laniai_ yvang
istmya penuh dengan barang dangangan habis dibakar, harga bisa-bisa melebihi 400 juta™. (lihat smansari

Ecep,

113 Wawaneara dengan Tamrin Elly di Jakarta, | Desember 2004,
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Pendapat Tamrin sejalan dengan kritik para penentang Malino seperti yang
diwakili oleh ketua Tksamumi Irwan Patty''. Ia menyatakan Perjanjian Malino
adalah cerminan keinginan Yusuf Kalla semata, karena tidak didasarkan atas proses
dialog dan sosialisasi awal yang intens dengan berbagai kelompok di masyarakat.
Penentang Malino lainnya, Adnan Hatala (Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI)
Wilayah Maluku), mengatakan mereka tidak bisa berbicara mewakili masyarakat
yang menjadi korban konflik, sebab mereka tidak pemah diberikan kesempatan
untuk mensosialisasikan dan mendengar apa saja keinginan masyarakat yang harus
diperjuangkan di Malino. Karena itu ia memastikan bahwa aspirasi yang dibawa
delegast Muslim merupakan ekspresi keinginan para tokoh tersebut. 15 Kelompok
penentang juga mengkritik pemilihan Malino sebagai lokasi pertemuan perdamaian.
Menurut mereka, pilihan unwek melaksanakan pertemwan di luar Maluku

menunjukkan sebuah fakta bahwa pemerintah sangat takut diawasi secara lansung

oleh masyarakat.

2. Penyusunan Delegasi
Salah satu proses yamg cukup kntis menuju Perjanjian Malino adalah
penyusunan delegasi. Tahapan ini hampir saja menggagalkan berbagai tahapan
yang sudah dilalui sebelumnya. Di kelompok Kristen proses rekrutmen anggota
delegasi berlansung lebih cepat, karena memanfaatkan institusi gereja yang telah
memiliki sistem organisasi yang rapih. Menurut Pdt. Jhon Ruhulesin, delegasi
Kristen menerapkan standar tertentu untuk menetapkan calon anggota delegasi.

Delegasi Kristen diisi oleh tokoh-tokoh yang mewakili berbagai kelompok dalam

" Wawancara dengan Drs, Irwan Palty M_Si di Ambon, 17 Desember 2005.
'3 Wawancara dengan Adnan Hatala di Ambon, 12 Desember 2005
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komunitas Kristen. Ada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan
dan akademisi. Meski demikian, Jhon mengakui masi ada saja yang menolak,
khususnya kelompok Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang dari awal tidak setuju
dengan fencana Perjanjian Malino, Namun penolakan FKM dinilai tidak terlampaun
signifikan.''® Tim delegasi Kristen dipimpin oleh Toni Pariela, seorang intelektuat
dari Universitas Pattimura Ambon dan sebagai penasehat delegasi Kristen adalah

Pendeta Dr.I. W .J. Hendriksz, Ketua Sinode Gereja Protstan Maluku (GPM).

Tabel. 7
Daftar Delegasi Knisten ke Malino
No Nama Jabatan Keterangan
i Pdi. Dr.1.W.J. Hendriksz Kelua Sinode GPM Pemasihat
2 Drs. Tonny Pariela, MA Akademusi Kelua Delegasi
3 Pdt. 5.), Mailoa, STh Sekum BPH Sinode GPM Angpota
4 Mpr. P.C. Mandagi, MSc Uskup Amboina Anggola
5 Pdt Henry Lolain Ketua PGPI Maluku Anggola
6 Pdr. Ricky Hitipeuw Kelva BPD GBI Malukn Anggola
7 P, Simon Weneben, Pr Sek. Keuskupan Amboina Anggola
8 J. Maspaitella, SH Ketua FK4M Angoola
9 Elty Dumatubun Kelua Presidiom PMKRI Ambon | Anpeota
10 | Raja WARAKA Ketua Latupat Kec, Amahat Angsola
11 | Raja Emus Dias Ema Raia Kota Ambon Anggola
12 | Pastor Agus Ulahay, Pr Crisis Centre Katholik Angoola
13 | Dr, Etta Hendriksz Ketua Grk. Perempuan Peduli | Angpota
. Maluku
14 | Raja TUHAHA Ketua Latupali Kec. Sapama Anppota
15 | ProfDr. J. Avawailn, DEA Akademisi Anggota
16 | J. Leatemia, SH. MH Akadermisi Angeola
17 | Ipi Litaay Akademnisi Anggota
18 | O. Lawalala. $H. MH Akademisi Angeola
19 | Fileo P. Nova, SH Akademisi Angoola
20 [ Alo Futunanembun Tokoh Masvarakat Anggola
21 | Edy Hukunala Tokoh Masvarakat Anguota
22 | Silas Ratuanak Tokoh Masvarakat Angpola
23 | Sr. Bripita Renyaan, PBHK Tokoh Perempuan Angeola
24 | Drs. John Ruhulesin, MS Tokoh Pernudah Angoola
25 | Drs. Ferry Wallimury Akar Rumput Anpeota
26 | Emang Nikiyuluw Akar Rumput Anggola
27 | Femmy Souisa Akar Rumpul Angpota
28 | Yanes Risambessy Akar Rumput Anpgpola
29 _] Elvis Talapessy Akar Rumput Angpota
30 | Yongki Siahaya Akar Rumput Anppola
31 | Kiis Timisela Akar Rumput Anggota
32 | Pdt Jacky Manuputty, STh Tokoh Apama Anppota

116 ywawancara dengan Pdt Jhon Rulesin di Ambon, 21 Desember 2005.
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33 | Pdt John Sahalessy Tokoh Agama Anggota
34 | Benedictus Tawuruiurun Kepaln Desa Latvuan Anggota
35 | Hengky Haftu, SH LSM Angpola

Sumber: Prociding Perjanjian Malino Il 2002

Di pihak Islam proses penyusunan delegasi berlansung alot dan menegangkan.
Keinginan untuk menyusun sebush delegasi yang benar-benar representatif dan
mewakili semua elemen di kalangan komunitas Islam bukanlah hal yang mudah untuk
dilakukan. Kesulitan ini cukup terasa karena konflik telab melahirkan banyak tokoh-
tokol: informal baru yang merasa memiliki massa pendukung Mereka adalah orang-
orang yang selama konflik berperan dalam memimpin massa di medan pertempuran.
Selain itu berbagai organisasi kemasyarakatan juga bermunculan selama konflik,
seperti, BIM (Badan Imarat Maluku), Iksamuni (Ikatan Keluarga Muslim Nusa Ina),
FPIM (Eront Pembela Islam Maluku), Satgas. Amar Ma,ruf Nahyi Munkar,_ [katan
Pemuda Baguala, Pemuda Seram Timur dan sejumlah Panglima Posko dart berbagat
etnis dan daerah. Tamrin menolak penilaian yang menyatakan pemilihan terhadap
tokoh-tokoh tertentu merupakan pesanan atau titipan dan pihak-pihak tertentu. Untuk
penyusunan dan rekrutmen delegasi, pihak Muslim bahkan harus membentuk tim kecil
untuk menentukan siapa-siapa yang memenuhi kriteria menjadi anggota delegasi

Muslim.

Ada dua hal yang sangat kami perhatikan, pertama, anggota delegasi harustah
mereka yang memimpin massa rakyat. Kedua, calon angpota delegasi harus
yang bisa berkomunikasi sebingga bisa menyampaikan apa yang menjadi
keinginan kelompoknya. Percuna kan kalau ada anggota delegasi yang hanya
diam saja.'"”’

Standar rekrutmen yang tidak jelas temyata telah menimbulkan kekecewaan

sejumliah tokoh .r{»iuslim Maluku terhadap komposisi anggota delegasi Islam. Setelah

"7 Wawancara dengan Tamrin Elly di Jakarta, | Desember 2004
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tersusun delegasi, Tamnin Elly dipilih sebagai pemimpin delegasi [slam. Tamgn Elly
adalah seorang intelektual dan juga pimpinan Badan Imarat Muslim Maluku (BIMM)
sebuah ormas yang dibentuk dalam suasana konflik Maluku. Tamsin meminta
keihklasan Idari calon delegasi untuk kepemimpinannya. Sedangkan sebagai penasehat
c{jqilih Ust. H. A. Wahab Polpoke dart MUI Maluku.

Kelompok yang kecewa dengan penyusunan delegasi Islam belakangan batal
berangkat ke Makassar. Mereka antara lain dimotori oleh ustad= Muhammad Attamimi
dan Irwan Patty. Menurut Irwan Paty, kelompoknya sengaja tidak mau ikut ke Malino
karena kecewa dengan tahapan-tahapan yang dilalui sebelum ke Makassar. Mereka
juga keberatan dengan masuknya beberapa tokoh yang diindikasikan teritbat RMS
yang juga tkut ke Malino.'"® Namun ketika ditanya tentang nama-nama tokoh yang
dimaksud, Irwan enggan menyebut nama-nama mereka. Kelompok lain yang fuga
menolak Malino dan tidak mau ikut ke Malino adalah Laskar Jihad. Kelompok ini

sengaja tidak dilibatkan sejak awal penyusunan delegasi.

i Tabel. 8
Dafiar Delegasi Islam ke Malino

No | Nama Jabatan Keterangan
1. | Ustadz H. A. Wahab Polpoke | Ketua MUI Maluku Penasehat
2. | Thamgin Ely, SH Ketuz BIMM Ketua Delegasi
3. Ir. M. Nasir Rahawarin Sekjen BIMM Angeola
4. Drs. 1drus Tatuhey, MS Keun Muhammadivah Maluku Anggola
5. Drs. Yakuba Karepesina Ketua NU Maluku Angeota
6. | Luthi Sanaki. SH Sck. KAHMI Anggotn
7. Tr. Hasan Ohorella Sek. Amar Ma'ul Nahi Munkar Anggota
8. Abd. Awiz Fidmatan, §.Sos Seljen FPIM Angpota
9, Huszin Toisuta Ketua FPI Anggota
10. | Daud Sangadji, SE Ketua BIMM Kola Ambon Anpsota
1l } Yusul Laisouw Sek. BIMM Kota Ambon Anggota
12. | Drs, Hasbullah Toisula Akademisi Angzota
13, | Drs. Hadi Basalamah Yayasan Al Hilal Angpola
14. | M. Amin Polanunu Raja Wakasihu Anpgota
15. | Effendy Latuconsina Raja Hatuhgha Angpota
16. | Abd. Razaq Oppier Raja Liang Angeola
17. | Abuya Rumakeling Tokoh Seram Timur Angeola

" \Wawancara dengan Irwan Paity . 17 Desember 2005
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18. | Drs. Abd, Karim Rahayaan | Tokoh Air Salobar Anggota
19, | Drs. Yunus Serang Tokoh Banda Ely Angeota
20. | Yusran Salmon Tokoh Masyarakat Angpota
21. | H.A, Latif Hatala Tokoh Batu Merah Angpota
22. | Djafar Tuanani Tokoh Katlolo Anggola
23. | Taib Madura Tokoh Masyarakal Angpola
24. | Husein Tapitapi Tokoh Talake Angpola
25. | Mahmud Rengifunvarin, SE Tokoh Malukn Tenggara Anggola
26, | Abubakar Hehanussa RW Airkoning Anpgola
27. | Lapone Kasman Salamun Posko Celebes Bersatu Anggola
28. | Hanafi Posko Baguala Angpola
29. | Usman Slamet Posko Kebon Cengleh Anggola
30. [ Amir Kiat Pemuda Batumerah Anpgota
31. [ Jahl Waszhua Pemuda Diponegoro Angpola
32. | Daud Sialana Pemuda Lethitu Anpgola
33.  Alv Salampessy Pemuda Air Besar Anpgola
34. [ Drs. Ahmad Leawara Pemuda Salahutu Anggota
35. | Hasan Usemahu Pemudz Jalan Baru Anggota

Swumber: Prociding Perfanfian Malino I, 2002

3. Pertemuan Pendahuluan.

Titik terang mengenai Perjanjian Malino mulai teriihat dengan adanya
kesediaan kedua pibak untuk hadir mengikuti pertemuan pendahuluan di Makasar.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 januan 2002. Para mediator yang
terdiri dani Yusuf Kalla dan staf serta Gubernur Maluku Saleh Latuconsina
melakukan pertemuan secara tertutup dengan kedua delegasi di dua tempat yang
berbeda. Pertemuan dengan delegasi Islam dilakukan di Hotel Kenari Makassar,
sedangkan pertemuan dengan delegasi Kristen dilakukan di Hotel Losan
Maksassar. Dalam pertemuan tersebut dijejaki berbagai isu dan agenda yang akan
dibicarakan pada perundingan puncak di Malino yang awalnya di rencanakan akan
berlansung pada tanggal 5-7 Februari 2002,

Pertemuan pendahuluan ini berhasil mencatat beberapa isu yang akan

dibicarakan lebih lanjut pada perundingan puncak di Malino, baik yang sudah
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menemukan titik temu maupun yang masi menjadi titik perbedaan. Isu-isu yang

telah menemukan titik temu sebagai berikut:

i.

2.

10.

il

12

13.

Kedua belah pihak sepakat mengakhin konflik melalui dialog.
Pemerintah dan aparat keamanan harus menegakkan hukum secara adil dan

tegas.

. Pemerintah harus sungguh-sungguh mengembalikan penpungsi ke tempat

asalnya dengan segala hak-hak keperdataannya.

Pemerintah harus mempercepat rehabilitasi ekonomi dan sarana yang sangat
dibutuhkan .

Menyelesaikan situasi internal TNI/POLRI

Membentuk Tim Investigasi Independen Nasional.

Proses penyelesaian konflik Maluku akan dilakukan dengan dengan jujur .
Perbaikan pendidikan agama dan guru.

Rehabilitasi UNPATT! dengan prinsip keadilan rekrutmen sesuai syarat kualitas
yang ditetapkan.

SPN Passo diaktifkan secara umum.

Penyelesaian konflik dilakukan dengan dasar hukum, kamanusiaan, demokrasi
dan kebudayaan.

Asrama Tantui dan fasilitas TNI/POLRI dikembalikan sesuai dengan fungsinya.
Perlu ada penyedikan terhadap pengalihan agama secara paksa yang terjadi di
beberapa tempat.''

Seperti yang suda diduga sebelumnya, keberadaan Laskar Jihad dan FKM/RMS

masih tetap menjadi bahan perdebatan serius bagi kedua delegasi. Atas saran Tim

" prociding Perjanjian Malino untuk MAluku, 11-12 Februad 2002.
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Mediator kedua isu tersebut disepakati untuk tetap diajukan dan dibahas secara lebih
mendalam dalam pertemuan puncak di Malino. Dengan kata lain untuk sementara
waktu kedua pihak bersepakat untuk belum sepakat terhadap kedua isu tersebut.

Hasil pertemuan Makssar merupakan kabar gembira, karena paling tidak kedua
belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri konflik dengan dialog dan perundingan.
Mengomentari hasil yang cukup menggembirakan itu, Yusuf Kalla mengatakan bahwa
walaupun pertemuan pendahuluan belum dapat membahas materi perundingan secara
mendalam dan mendetail, namun sudah terdapat kemajuan dibandingkan pertemuan-
pertemuan sebelumnya, karena itu pihaknya akan mendorong agar beberapa isu yang

masih diperdebatkan untuk dibicarakan secara lebih mendalan di pertemuan puncak di

Malino.'®

E. Pelaksanaan Perjanjian Malino; dinamika di Meja Perundingan.
1. Metode Perundingan
Untuk melihat dinamika yang terjadi dalam proses perundingan, mnaka perlu
diketzhut wnetode yang digunakan oleh wediator dalam menyerap aspirasi yang
disampaikan oleh kedua delegasi. Menurut Faried Husein, metode perundingan sengaja
dibuat secara sederhana, agar dapat mengarahkan kedua delegasi untvk menyssun

sebuah kesepakatan secara mudah dan cepat.’’

Dalam hal ini mediator menggunakan tiga tahap perundingan atau dialog
Tahapan pertama adalah pertemuan antara mediator dengan delepasi Islam. Dalam

pertemuan tersebut, mediator mendengarkan dan menerima aspirasi dan harapan yang

120 Swara Maiuku, 1 Februari 2002,

"' Wawancara dengan Dr. Farid Husein (Mantan Depuii Il Menkokesra. Sekarang menjabat
sebagai Digen Pelayonan Medik Deples RY) di Jakarta, 14 Februad 2006
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disampaikan dari pihak Islam. Kedua, perfemuan antara mediator dengan pihak Kristen
untuk mendengarkan usulan dan aspirasi dari delegasi Kristen. Ketiga, Pertemuan
gabungan yang melibatkan ‘mediator dengan delegasi Islam dan Krsten. Pada
pertemuan yang ketiga ini, mediator dan kedua delegasi mencoba melakukan tawar
menawar (bargaining) dan mencari jalan keloar terhadap aspirasi, usulan dan isu yang
disampaikan kedua belah pihak yang belum mendapatkan kesepakatan.'? Selain itu
akan dibentuk juga komisi-komisi untuk mendalami berbagai aspirasi yang

berkembang selama perundingan.

Posisi dan peran mediator dalarn hal ini sangat penting dan menentukan,
Khususnya dalam menjembatani sejumlah perbedaan antara kedua delegasi Tim
Mediator yang berjumlah 10 orang dipirnpin lansung oleh Menkokesra Jusuf Kalla.
Para mediator bertugas untuk mengatur dan memumpin ja'annya pertemuan,
mengarahkan pembicaraan, mengambil keputusan bersama, dan melaksanakan hasii-
hasil pertemnuan.'>® Mereka juga bertugas untuk menegosiasikan berbagai usulan dan
aspirasi dengan kedua delegasi lainnya sebelum dibawah ke pertemuan gabungan.
Sekali lagi peran Yusuf Kalla sebagai ketua mediator sangat menonjol dan strategis. la
bersama mediator lainnya menjadi penengah bagi sejumlah isu krusial seperti

perdebatan tentang FKM/RMS dan Laskar Jthad.

Tabel. 9
Mediator Malino
No Nama Jabatan Keterangan
1 Drs. M, Yusul Kalla Menkokesra Kefua Medigor
2 Susilo Bambang Yudhono Menko FOLKAM Angeola
3 Drs. Da’l Bachtiar, SH KAPOLRI Angpola
4 Dr. Ir. M. § Latuconsina Gubemur Maluku Anpaota

12 prociding Perjanjian Malino, 11-12 Februari 2002
12 5 Sinansari Ecep, ibid, hat. 134
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5 Drs. Scenarko DLA Kapolda Maluku Anggota
6 Z. Sahubarua, SH Kelug DPRD Maluku Angpota
7 H.Z.B. Palapuna Gubernur Sulsel Anppota
3 Dra Paula B. Renyaan Wakil Gubernur MAluku | Angpota
9 | Brgen Musiopo PANGDAM Paltimura Anpgota
10| Drs. M.J. Papilaya MS, Walikota Ambon Angeota

Sumber: Prociding Perjanjian Malino If, 2002
Selain tim mediator, perundingan di Malino juga dikadiri oleh para peninjau
yang terdin atas beberapa staf ahli dari pemerintah dan beberapa pengamat dan tokoh
penting, seperti tokoh agama dan anggota DPR RI. Para peninjau bertugas

mengevaluasi seluruh proses pertemuan, memberikan saran-saran ke mediator dalam

hal tugas-tugasnya, dan melaksanakan hasil-hasil pectemuan.

Tabel. 10

Peninjau Malino
No Nama Jabatan Keterangan |
1 Brigjen TNI Setva Purwalka Staf Ahli Menko POLKAM
2 Prof. Dr. Din Samsudin Sekum MU1L
3 | Dr. LP Lambe \ Sekum PGI
4 Igen Pol. Drs. $.8imatupmng Kabanitekam Polri
5 Mayjen Bambang Sutgjo Deputi Poldagri
6 Dr. Mulyani A. Nurhani Dirjen Depdiknas
7 Svamsul Huda Peputi Sisnas
8 Ir. Joko Kirmanto Dirjen Perumahan dan Pemukiman
9 Dr. Hamid Awaludin Pengamat Politik dan Hukum
10 | Brigien M. Ansyori Deas, SH. | Water Kasum TNIi
11 | Pastor I. Ismantonop Komisi Hak / PKR KWI
12 | Drs. H. Abduliah Sukarta Stall Ahli Depag
13 | Arifin Tarigan Sekjen Watanras
14 | Dr. Farid W. Husein Deputi I Menkokesra
15 | Dr. Sumaryant Aryoso SKM | Dijen Bansos
16 | Budi Atmadi Deputi Bakomas PBP
17 | Muhanto Dirjen Bina Kesbang Depdanri
18 | Soedirman Staf Ahli Menko KESRA
19 | Drs. Anf Mudasir Mandan Komisi 1| DPRR1
20 Amir Svarifudin Sial Khusus Wapres

Sumber: Prociding Perjanfian Malino I, 2002

2. Rancangan Agenda Pertemuan

Berdasarakan hasil pertemuan pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 30

Januari 2002 di Makassar, Tim Mediator merumuskan sejumiah isu dan agenda yang
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R E

akan didialogkan dengan kedua delegasi dalam perundingan di Malino. Agenda itu

- merupakan hasil yang dibawa dari pertemuan pendahuluan di Makasar dan dimasukkan

ke dalam dua komisi, yaitu Komisi Keamanan dan Hukum serta Komisi Ekonomi dan

Sosial Politik.

Komisi Keamanan dan Hukum membicarakan tentang penyerahan senjata,
sanksi-sanksi pelanggaran, proses perdamaian di tingkat desa, penarikan kelompok-
kelompok milisi sipil (seperti Laskar Jihad, FKM/RMS, Laskar Kristus, dll.) dan Tim
Pengawasan dan Monitoring yang akan mengawasi implementasi hasil-hasil
kesepakatan. Adapun dalam Komisi Sosial dan Ekonomi, tim mediator menawarkan
sejumlah agenda yang berhubungan dengan sosialisasi hasil pertemuan Malino dan
rehabilitasi fasilitas umum yang rusak selama konflik di Maluku dan pengembalian

pengungsi.'®* Draft awal ini kemudian ditawarkan kepada peserta untuk didialogkan.

Tabel. 11

Usulan Agenda untuk Komisi
Komisi Kemanan dxn Hukum Komisi Sosial dan Ekonomi
1. Penyerahan senjata 1. Sosialisasi hastl Perjanjizn
2. Sosialisasi perdamaian tingkat desa Malino.
3. Penarikan kelompok-kelompok 2. Rehabilitas: sarana

mulisi sipil perumatian

4. Sanksi-sanksi pelanggaran 3. Rehabilitasi fasilitas
5. Pembentukan Tim Pengawasan umum
6. Rekonsiliasi polittk 4. Pengembalian pengungs)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3 panduan Pertemuan unnuk Maluk, (Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteram
Rakyat, Januari 2002). :

1M
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3. Aspirasi dan Usulan Delegasi Islam.

Pada han Senin tanggal 11 Februari 1999 pukul 10.00-12.00 WITA, pertemuan
pertama (pertemuan terpisah) digelar Tim Mediator dengan delegasi Islam yang
berjumlah 35 orang. Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh ketua delegasi
Islam Tamrin Elly, pihak delegasi Islam menegaskan bahwa konflik Maluku
merupakan wujud dari konflik laten warisan kolonialisme di masa lalu. Secara historis
konflik keagamaan di Maluku sudah dimulai ketika bersamaan dengan kedatangan
kaum penjajah, datang pula Misionars dan Zending yang membawa misi Kristenisast.
Inilah awal dari konflik keagamaan di Maluku. Karena itu penyelesaian konflik Maluku
harus mempertimbangkan kenyatan historis_- tersebut. '

Datam teks Pandangan umum umat Islam dan pidato ketua delegasi Tamrin
Elly, terdapat beberapa isu yang dipersoalkan delegasi Islam, yaitu:

1. Menuntut penyedikan terhadap kerusnhan tanggal 19 Januan 1999 yang beriepatan
dengan [dul Fitri (Hari Raya Lebaran).

2. Menolak campur tangan politik dari dunia intemasional dalam konfiik Maluku. Hal
ini terkait dengan tawaran pihak kristen yang bermaksud mengusulkan mediator
internasional dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

3. Menoilak dramatisasi yang berlebihan terhadap Laskar Jihad sebagai pengacau di
Ambon. Karepa sesungguhnya keberadaan mereka adalah dalam rangka

membenkan bantuan sosial bagi komunitas Muslim di Maluku. Fungsi mereka

'2 Teks Pandangan Ummar Islam Terhadap Persoalan Konflikt Kekerasan di Maluku
{Disampaikan di Perlemuan Malino tangpal 11 Februari 2002)
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kurang lebih sama seperti LSM dan lembaga sosial lainnya yang tetlibat dalam

kegiatan kemanusiaan selama konflik.
4, Menuntut penyedikan tethadap keterlibatan FKM/RMS dalam konflik Maluku.

5. Menuntut penyedikan terhadap keterlibatan TNL/Polri dalam konflik Maluku, baik

secara institusi maupun perorangan.

Menclak adanya dramatisasi isu Islamisasi terhadap warpga Kristen, sebagaimana

dituduhkan oleh komunitas Kristen Maluku.'®

Delegasi Islam juga menegaskan bahwa proses perdamaian di Maluku sangat
ditentukan oleh keberhasilan para pihak untuk menghentikan konflik Karena itu
perjanjian Malino harus mampu mengikat semua piliak agar taat kepada hal-hal yang
disepakati. Setelah pandangan umum yang disampaikan oleh ketua delegasi Islam
Tamrin ELy, mediator memberikan kesempatan kepada peserta dari delegasi lIslam

untuk memberikan pandangannya melengkapi aspirasi yang telah disampaikan oleh

pimpinan delegasi.
Seorang peserta bernama Natsir Rahawarin dengan penuh emosional berkata,

Setelah peristiwa 19 Januari 1999, enam bulan kemudian kalangan Islam
mampu membalas kejahatan serupa, sudah mencapai derajat kesetimpalan it,
bahkan mungkin sa2ja melampaui kejahatan yang telah ditimpahkan kepada umat
Istam. Karena itw, umat Islam perlu sadar sesadar-sadamya bahwa hari ini kita
datang untuk menghentikan kekerasan itu. Yang kedua, kami ingin hari ini tidak
berhenti pada kekerasan semata, tetapi mari kita catat, bahwa dalam rangka
melanggengkan atau memelihara penghentian kekerasan itu, maka ada tunfunan
Al-Quran bagaimana syarat agar penghentian kekerasan itn dapat lestan.
Agama itu hanya untuk Allah, Teori Jain menegaskan, orang Kristen dituntut
untuk mencari Tuhannya, bukan untuk kepentingan politis apalagi separatis,
maka dengan segala senang hati kami menghentikan kekerasan. Kami juga periu
mengingatkan agar Universitas Pattimura harus segera dibenahi agar tidak ada

lagi tindakan diskriminatif di sana. I arena selama ini Unpatti adalah salah satu
produsen sumber konflik Maluku™.'?’

126 . .
ibid
Y77 prociding Perjanjian Malino imtuk Maluku, 11-12 Februari 20402
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Peseria lain bernama Abubakar Hehanusa juga menyatakan pendapatnya,

Saya minta kepada mediator untuk segera merehabilitast mental orang-orang
yang terlibat dalam konflik. Hal ini harus diwlamakan dalam upaya
menghentikan kekerasan. Pemerintzh bisa menggunakan orgamsam-orgamsam
keagamaan yang kebetulan juga hadir pada pertemuan kali im, sehingga dapat

menylg;mm masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka
anut.

Setelah Abubakar Hehanusa, seorang peserta bemama Idrus Tatuhey yang juga
ketua Muhammadiyah Maluku juga berbicara.

Sebelum kita membicarakan halhal yang sifatnya teknis, kita harus sepakat

dulv untuk menghentikan konflik ini. Bagaimanapun apa yang akan dibangun

setelah ini, kalan tidak kita hentikan konflik, percuma saja. Saya mengajak
kepada semua yang hadir di tempat int untuk mengatakan, “Kita akhir konlik.”

Insya Allah, akhlmya damai akan tercipta, sesuatu yang mustahll kita dapat

memperbaiki sarana ini dan itu, kalu konflik masih juga berlansung. '

Selain ketiga orang itu masih ada beberapa orang lagi yang menyampaikan
pendapatnya. Dani pandangan-pandangan yang dikemukakan pada intimya mereka
semua menginginkan agar segera dilakukan upaya untuk menghentikan konflik.
Nampalmya para peserta menghindari pengpunaan kata-kata damai. Hal ini menurut
nenuturan Hasbullah Toisuta, perdamatan hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak
telah sepakat menghentikan konflik dan bersepakat terhadap sejumlah isu mendasar,"*
Pernyataan tersebut sebenamya hanya sebuah eufemisme diplomasi semata, alasan yang
sebenamya adalah karena semua delegasi masih dipengamhi kondisi Jokal di Ambon
yang sudah lelah dengan konflik namun masih malu-male untuk mengatakan
berdamai. Peninjau yang mengikuti pertemuan tersebut, Hamid Awaludin, mengatakan
kunci persoalan memang berhentinya konflik, dan kedua pihak semakin kuat

menunjukkan sikap tersebut. Menurut Hamid, hal ini merupakan pertanda bagus karena

12 ibid
12 ibid,
1* Wawancara dengan Hsbullah Toisuta di Ambon, 21 Desember 2005
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dengan berhentinya konflik maka perdamaian dapat diwujudkan.'”! Din Syamsudin,

Sekjen MUI yang juga sebagai peninjau, mengaku bangga umat Islam memiliki

komitmen yang tinggi untuk mewujudkan perdamaian.'*

4. Aspirasi dan Usulan Delegasi Kristen.

Pertemuan ke-2 antara Tim Mediator dengan Deligasi Kristen dimulai tanggal
11 Februan pukul 14.30 dan berakhir pukul 16.15, Mediator yang dipimpin lansung
Yusuf Kalla melakukan pertemuan dengan pihak delegasi Kristen. Dalam pandangan
umwn yang dibed judul “Visi Masyarakat Krisien Maluku tentang Penyelesaian
Konflik” yang dibacakan ketua delegasi Tony Paricla, delegasi Kristen menyamparkan
aspirasinya untuk menyelesaikan konflik Maluku secara komprehensif. Menurut
delegasi Kristen, dialog yanp sedang ditakukan merupakan jalan yang sangat beradab,
karena itu perundingan Malino imi harus diletakkan pada peguangan moral
kemanusiaan, sikap saling percaya, keterbukaan, kejujuran dan ketulusan serta

semangat persaudaraan dan kekelunargaan. Pelaksanaan perundingan tersebut harus

diletakkan dalam enam perspektif, yaita perspektif kemanuisaan, perspektif solidamas -

dan keadilan, perspektif persamaan hak dan keadilan. perspekuif toleransi dan
kebenaran, perspektif revitalisasi semangat, jiwa dan wawasan kebangsaan dan
perspektif saling memaafkan.'”?

Di akhir sambuitannya Toni Parela menyatakan bahwa delegasi Kristen sepakat

menghentikan konflik dan tindak kekerasan di Maluku,

Kami sepakat menghentikan konflik dan tindak kekerasan. Karena ini
merupakan prasyarat nasional untuk menciptakan proses-proses lebih jauh

M Derikeom, 11 Februari 2002,

132 .
ibid
133 Jisi Masyarakat Kristen Maluku tentang Penyelesaian Konflik Mathidku (29 Januag 2002)
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seperti proses penegakan hukum, proses pemberian sanksi dan proses menuju
perdamain itu sendiri.™** _

Setelah Toni Pariela menyampaikan pandangan umum delegasi Kristen,
selanjutnya mediator juga mempersilahkan anggota delegasi yang lain yang ingin

menyampaikan pendapatnya. Pendeta Jhon Ruhulesin laly berbicara,

Aspek pertama yang harus kita lihat dalam pengalaman selama tiga talum
konflik Maluku, konflik ini adalah salah satu kegagalan kita untuk membangun
semangat kebhinekaan. Karena itu, konflik ini mengisyaratkan kepada kita
bahwa bangsa ini bila tidak menghargai kebinekaan cepat atau lambat akan
runtuh. Kedua, saya mesli jujur mengatakan bahwa selama ini kita mengalami
distorsi. Kelambanan kita menangani konflik adalah karena persoalan-persoalan

di dalam tobuh TNI-Poln. Saya minta untuk menjadikan kesepakatan ini
sebapat kesepakatan terakhir."*

Pesena lain bemamma Ipi Litaay memnpertegas bahwa konflik Maluku pada
dasamya bukan merupakan konflik agama, namun konflik yang mempolitisasi isu-isu

keagamaan.

Menurut kami konflik Maluku bukanlah konflik Agama, tetapi agama memang
dipolitisasi. Darni awal agama dipakai untuk menghancurkan kami. Setiap hari
sebetulnya antara umat Islam dan Kriten di Maluku bertemu, kalau toh
terhalang itu karena dibuat sekat-sekat supaya jangan saling menghancurkan

karen?wadanya provokasi dari para provokator dan para intelekwal di Ibu
Kota.™™

Seorang peserta delegasi Kristen bemama Edy Hukunala mempersoalkan
stigimatisasi RMS bagi semua orang Krsten di Maluky, sehingga orang-orang Kristen

di Maluku dipersepsikan sebagai pemberontak dan penghianat bangsa.

Bagi kami cap RMS yang telah diberikan selama konflik sangat menyakitkan
dan telah menimbulkan korban daripada cap PKI. Di Maluku, orang yang dicap
RMS habis riwayat hidupnya. Dan anak-anaknya pun tidak bisa berbuat apa-
apa, mereka dianggap sebagai penghianat.'’

‘:j Prociding Perjanjian Malino untuk Maluku. 11-12 Februari 2002
3 ibid
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Henky Hatu yang mendapat kesempatan bicara berikuinya mempersoalkan
keberadaan Laskar Jihad.

Soal sipil bersenjata menurut informasi yang saya dapat, ada sipil bersenjala
yang memepang senjata untuk membela dini dan ada sipil bersenjata unluk
melakukan penyerangan dan perusakan. Dalam realitas dilapangan, kelompok
yang terakhir ini banyak menggunakan cara-cara dan simbol militer. Hal ini
harus dibersihkan dan orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan di
Maluku harus segera meninggaliaa tanah Maluku.*®

Delepasi Kristen juga menyampaikan sejumlah agenda perundingan yang
dijabarkan dalam beberapa aspek yang meliputi; aspek keamanan, sosial ekonomi,
hukumn dan HAM. Beberapa aspek itu diuraikan secara terperinci dalam beberapa
agenda aksi yang akan dibicarakan secara intensif dalam proses perundingan.

Penjabaran agenda tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 12
Penjabaran Agenda Pernndingan (Usulan Delegasi Kristen)
ASPEK INDIKATOR FAKTOR DETERMINAN
L Keamanan
A Penpehentian - Kesepakatan idak menyerang - Pembentukan pos patroli terpady,
Kenflik Fisik - Tidak Melakukan Penembakan TN, Polni ]
- Tidak melakukan kekerasan | - Siskamling terpadu plus
dalam bentuk apapun - Tindak tefras para perusuh
B. Non Fisik - Penghention  sepala  beniwuk § - Tindkan legas lerhadap sumber-
provokasi sumber-sumber provokasi (media
- Eliminasi pembusukan ke/dan massa + mimbar agama, dl)
dalam - Penguaian Internal/ekstemal
komunitas
C. Pemyerahan Senjaia - Kesepakatan penyerahan senjata | - Sosialisasi
dalam jangka waktu lerientu - Jaminan Kekebalan dari Negara
- Tim Penarmpung lerpadu
D. Peran TNL/Polni - Nelralitas dan profesionalisme - PembentukanTim
pemantaw/pengawas
E. Pos Patroli Terpadu | - Pembentukan Pos Patroli terpadu | - Keseniusan TNI/Polr
Plus plus di wilayah Penyekat, - Dukungan aktif masyaraknt
fasilitas publik dan jalur
transporiasi
F. Lasykor Jihad & | - Mengeleminir gerakan radiknl - Sikop tegas Pemerintah
Lain-lain Lasykar dan pemulangan ke daerah - Sikap tepas TNI/Poln
masing-masing,

138 ibid.
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IL Sosial Ekonomi
A. Pengembalian
Pengungsi

- Kepastian weaktu pengembalian

- Tanggung jawab negara termasuk

pengungsi ke tempat asal dengan | pemberian kompensasi
semua hak keperdatam - Keseriusan TNI/Poln
- Jaminan Kemarnan oplimal - Dubungan masyarakat selitar
- Jaminan Kesejateraan selama 6 | - Penyediaan modal ussha dan
bulan pendampingan
- Pemberdayaan ekonomai
pengungsi

B. Rehabilitasi Fisik

- Pembangunan kembali rumah
penduduk, rumah ibadah dan
fasilitas umum/sosial

- Revitalisasi korban cacat akibat

konflik

~ Pemberdayaan ekonomi korban

cacat

- Ketersediaan dnna yang memadai

- Kelancaran dm keamanan
pasokan bahan-bahan bangunan

- Sterilisasi  wilayah pemukimm
dan sekilamya

- Standar rumah yang memadai

- Dana, sarana dm pelmomm dan
negara

- Penyediaon modal usaha dm
pendampingan

C. Rehabilitasi Non
Fisik

= Penang:man secara  lerencana

kerusakan menlal {lraumalis)

- Tersedia Trauma cemter ymg
komprehensif dan lerpadu

E. Rehabilitasi
sosial/kerukunan

- Terbangunmya kepercayaan di
antara warga kedua komunitas.

- Revilalisasi lembaga adal melahn
Perda

- Revitalisasi perilaku

" keberagamaan

- Pengakvan  terhaap  realitas
Kemajemukan

L Hukum
A. Supremasi Hukum

- Penyelesaian

- Penyelesiaan masalah  sesuai

prosudur huku yang berkeadilan

- Tertib Kehidupan masyarakat

- Pencarian orang hilang

pemaksaan
pemindahan apama

- Pemyelesaian  kepemilikan  hak

tanah/rumah individual.

- Tindak tegas [askar Jihad dam

lain-lain laskar.

- Tindak Tegas kebenaran isyn

RMS

- Tersedianya Sarana dan prasarana
seperdi SDM

- Jaminan Kemanan bagi aparat
hukum dan pedindungan saksi

- Penegakan hukum apada lindaken
kriminal murm.

- Penepakan sanksi secara
konsekwen dan konsisten.

- Preses penydaran masyarakal

- Penectiban  lalulinias dan  pasar
kaget

- Peneriiban penduduk,

- Keseriusan Pold menindaklanjuti
Laporan masyarakat

- Kepastian jaminan pemerintah

-~ Jaminan kebebasan dan
perlindungan kehidupan
beragama

- Kepastian jaminan pemerintah

- Ganti rugi menurut harga dasar
tanah
- Perlurya tirn taksiran

- Sikap (egas Pemnermiah

- Konsistensi penegak hulkum oleh
aparat

- Sikap tegas pemerintzh
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- Konsistensi  penegakan  hukum
oleh aparat

1¥. HAM

- Penyelesaian Pelanggaran HAM

Mengungkap akar masalah sejak
19 Jamari 1999

- Pemebentukan Komisi Pemyelidik
Indepeniden.

- Peradilan Ad Hoc HAM Maluku

- Pembentukan Komda HAM
Maluku

- Tanggung Jawab Negara

- Bentuk Tim Investigasi

Independen

Sikap Tegas aparat hukum.

V. SOSIAL POLITIK
A, Penyelesatan Sosial
Politik

- Pembentukan kesadaran
berpolitik secara dmokialis
Pengembangan semangat
kebanysaan dan keberamaan

- Refumgsionalisasi lembaga-
lembaga adat.

- Mendorong  perhatian  dalam
rangka special ireatment untuk
pemulihan Malukuw

- Berfungsinya  lembaga-lembaga
politik secarn demokratis

- Revilalisasi dan redevinisi jiwa
wawsan semangal kebanpassan
dan keberagam

- Mempercepat produk peraluran
daerah mengenal refungsionalisasi
lembaga adal

- Dukungan politik yang konsisten.

Sumber: ¥isi-misi masyarakat Kristen untuk Maolino, 2002

Pihak delegasi Kristen terlihat lebih siap dalam menyiapkan berbapgai tawaran
dan usulan. Bahkan sampai ke usulan teknis yang mesti dilakukan oleh kedua belah
pihak dan pemerintah setelah Perjanjian Malino. Menurut Toni Pariela, penjabaran

yang sangat mendetail tersebut karema belajar dan kegagalan pertemuan-pertemuan

pcr‘damaian sebelumnya.

Hasil perdamian sangat dipengaruhi oleh implementasi di lapangan. Sementara
indikator yang dipakai untuk menilai pelaksanaan perdamaian di lapangan tidak
ada. Akhimya masing-masing pihak, demikian juga pemeriniah, cenderung

berjalan sendiri-sendid. **

Selain sejumlah agenda yang dijabarkan di atas, Delegasi Knsten juga

merckomendasikan secara khusus beberapa poin penting untuk dibicarakan dalam

perundingan, yaitu:

1) Sepera merelokalisasi pengungsi dan mempertimbangkan pembenian fasilitas yang

memadai
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2) Pemerintah harus mempertimbangkan pemberian dana khusus dalam rangka
pembangunan kembali Maluku pasca konflik.

3) Dalam rangka meminimalkan berbagai potensi konflik, maka pemerintah didesak
untuk segera mengklarifikasi beberapa isu sentral yang sangat menggangu, seperti
i) tuduhan bahwa umat Kristen yang memulai kerusuban pada tanggal 19 Januan
1999, ii) isu Republik Maluku Selatan (RMS) yang sangatl merugikan umat Kristen
di Maluku, dan iii) keberadaan Laskar Jihad yang berperan dalam meningkatkan
ketegangan di Maluku iiii). Adanya isu tentang keberadaan jaringan terorisme di
Maluku dengan melibatkan jaringan Al-Qaedah.

Atas berbagai usulan dan aspirasi dari kedua delegasi yang disampaikan secara
terpisah, mediator kemudian mencatatnya dan berjanji akan membagikan usulan
tersebut kepada masing-masing ;lelcgasi untuk segera dipelajari dan diresponi. Hal
tersebut akan dilakukan sebelum pelaksanaan pertemuan gabungan pada keesokan
harinya.

Segera setelah itu, mediator membagikan daftar usulan dart kedua belah pihak
kepada masing-masing delegasi dan meminta untuk diresponi dan seterusmya
memberikan tawaran pemecahan atau solusi. Penulis berhasil mendapatkan arsip yang
dimiliki delegasi Islam, namun sayang tidak ditemukan arsip tawaran pemecahan
delegasi Krsten. Dari daftar tersebut ada beberap usulan yang disepakati, dikurangt,

diperbaiki ataupun ditolak oleh masing-masing delegasi,

3% Wmvancara dengan Tont Parieln via telepon di Ambon. 24 Desember 2005
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Tabel. 13
Usulan Pemecahan Delegas: Islam

No Maleri Tuntulan D. Kristen Turiutan Islam Tawarmn Pemecahan
1 Laskar Jihad Penjahat Negard/ minta | Diperlukan & terbuka | Tte pekerja sosial
keluar bagi sesama warga
. negara
2 Lagykar Krictus Tidak oda Adadan tindak tegas | Tetap
3 Separatis Jangan dikembangkan Ada Eksistensi RMS Tetap
FKM/RMS karena Kristen bukan
RMS
4 PBB Masuk ke Maluku Menolak Telap
sebagai altemali(
terakhir
4 TNI/ POLRI Menolak TNI AD vang | Menerima TNI AD, - Periu netralitas dan
di BKO dan ganti Polri | menolak dikolomi TN1 | profesionalisme
Polri - Rolasi penugasan 3
bulan
- Gelar kekuatan merata
5 Proses Hukum Harus befjalan Harus berjalan Tetap
G Komisi Kebenaran Tingkat PBB Tingkat Nasional Telap
7 Gubernur Diganii Dipertahankan Kembalikam pada
konstlusi
8 Pangdam Diganti - Dipertahankan/toleran
9 Tugns Pemerinlah Gagal Berhasil/Mendukung - Berhasil di lingkat
Propinsi
= Gagal di tingkat
Kah/kota
10 | Darurai Sipil Dievaluasi Dipenahankan Tetap
Il Perbaikan sosial Perlu Perlu Tetap
ekonomi
12 | Adat/ Kultural Pendekatan Adat Perlu revitalisasi peran | Tetap
Budava/ reviltalisast adat.
siruktur dan norma
desa-desa adat
13 | Peranan Polja Menerima Menenima untuk pra Telap

dialog

Sumber: Data Delegasi Muslim Malulay, 2002

Dari data tersebut terlihat ada beberapa hal yang masih mengganjal bagi

delegasi Islam, seperti penolakan terhadap pergantian gubemur yang dianggap tidak

relevan, penolakan terhadap komisi kebenaran dari PBB dan evaluasi terhadap terhadap

kinerja pemerintah daerah, bagi pihak muslim dianggap berhasil sedangkan pihak

Kristen mengatakan gagal. Demikian pula dengan tuduhan bahwa keberadaan RMS

adalah ada dan real di Maluku. Sayang data yang sama dari delegasi Kristen tidak

berhasil diperoleh selama penelitian ini. Namun menurut Pendeta Jhon Ruhulesin,
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sebelum masuk pada pleno berikutmya kedua delegasi sudah sepakat terhadap hampir

semua masalah kecuali keberatan tentang kebaradaan Laskar Jihad dan  isu

FKM/RMS, ¥

5. Dinamika Pertemuan Hari Kedua,

Perundingan Malino hari kedua mempertemukan kedua delapasi dengan Tim
Mediator atau pertemuan periama yang memperiemukan kedua delegasi secara lansung,
Pertemuan ini digelar pukul 09.30 Selasa tanggal 12 Februari 2002. Sebelumnya, sejak
dari Ambon, kedua delegasi belum pemah dipertemukan secara lansung dalam sebuah
pertemuan resmi, bahkan tempat menginapnya pun ditempatkan secara berbeda.
Banyak yang memprediksi pertemuan segitiga ini’akan diwamai dengan hujan
interupsi. Temyata hal itu tidak telj_adi, bahkan pertemuan berjalan dengan cukup
lancar. Menpurut Tamrin, di pertemuan kedua ini tidak banyak terjadi perdebaltan,

karena kedua delegasi sudah banyak memiliki kesepahaman terhadap berbagai isu yang

dibawa oleh masing-masing delegasi.'"!

Meski demikian, kedua delegasi yang diwakili oleh ketua delegasi masing-
masing masih tetap menyoroti keberadaan sipil bersenjata di Maluku. Kalangan Kristen
menilai sipil bersenjata itu adalah Laskar Jihad dan mereka mendesak agar Laskar Jihad
ini segera dikeluarkan dari Maluku. Tetapi permintaan ini ditolak oleh delegasi Islam.
Mereka malah meminta agar RMS yang harus diselidiki. Menurut Tamnn Elly

pertemuan ini lebih banyak diisi oleh perdebatan tentang dua masalah krusial

tersebut.'?

MowWawncara dengan Pendeta Jhon Ruhulesin di Ambon, Desember 2005

::’2 Wawncara dengan Tamrin Elly di Jakarta, Maret 2006
ibid,
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Pertemuan ini menyetujui usulan Tim Mediator untuk membentuk dua komist
yakni Komist Keamamanan dan Penegakan Hukum dan Komisi Sosial Ekonomi.
Anggota komisi bersama ketua-ketua delepasi dan Tim Mediator akan menyusun

agenda-agenda aksi pasca perjanjian Matino.
6. Tarik Menarik Dua Isu Krusial; Laskar .*had dan FKM/RMS

Dalam daftar kesepakatan yang diperoleh, kedua delegasi sepakat terhadap
berbagai isu yang disampaikan olel delegasi lainnya. Secara winum mereka sepakat
untuk menghentikan konflik dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan
pengungsi serta membangun sarana dan prasarana yang hancur selama konflik. Namun
keberadaan Laskar Jihad dan FKM/RMS masih belum menemukan titik temu. Pihak
Kristen tetap meminta agar [askar Jihad yang telah mengobarkan api peperangan di
Maluku harus ditindak tegas dan di usir dan Maluku sedangkan pihak Islam justru
meminta agar pemerintah mcnindak tepas para aktifis RMS dar segera melakukan
penyelidikan menyeluruh terhadap gerakan-gerakan separatisme di Maluku. Berkut

akan dideskripsikan secara singkat perdebatan kedua delepasi terhadap hedua isu

tersebut.

a. Tentang Lasykar Jihad.

Laskar Jihad dibentuk dan dideklarasikan dalam sebuah 7abliq Akbar yang
dikoordinir oleh Forum Komunikasi Alilussunnah Wal Jamah (FKAWI) pada tanggal 6
April 2000 di Stadion Utama Senayan Jakarta. Rombongan pertama Laskar Jihad tiba
di Ambon pada tanggal 30 april 2000 dengan jumlah sukrelawan berjumlah 119 orang.
Dalam siaran pers yang diadakan oleh Laskar Jihad disebutkan bahwa keberangkatan

mereka ke Ambon adalah untuk membantu umat lslam yang sedang dizalimi dan
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ditindas oleh anasir Kristen RMS. Meraka juga kecewa dengan pemeriotahan
Abdurrahiran Wahid yang tidak mampu menghentikan pembantaian di Ambon,
sehingga umat Islam banyak yang meninggal dunia. Menurut pibak kepolisian, mereka
tidak dapat ditahan karena dalam pemeriksaan tidak diketemukan adamya barang
bawaan yang membahayakan ataw mencurigakan, '+

Bagi delegasi Kristen, kehadiran Laskar Jihad di Maluku secara nyata telah
memperparah situasi konflik. Sebab kehadiran mereka pada dasamya adalah untuk
memerangi umat Knsten Maluku dan bukan menyerang RMS ataupun gerakan
separalis sebagaimana yang sering diargpumentasikan. Salah seorang peserta delegasi
Krnister bemama Jecky Manuputy berkata:

“Pemerintah harus bertanggung jawab karena telah membiarkan mobilisasi

Laskar Jihad memasulid wilayah Maluku tanpa disertat upaya pencegahan yang

serius dan nyata. Selama berada di Ambon, Laskar Jihad telah terlibat dalam

berbagi kerusuhan bahkan berani menerapkan hukum lain di luar hukum positif

yang berlaku”. Seperti pelaksanaan hukum rajam yang pernah diprakiekkan di

Ambon. Mereka juga juga ikut menyebarkan sentimen keagamaan di kalangan

masyarakat dan melakukan Islamisasi paksa terhadap beberapa wilayah di
Maluku '*

Pandangan Jecky, sejalan dengan pandangan umum delegasi Kristen, yang
menyebutkan bahwa disamping meminta klarifikasi pemerintah atas kehadiran Laskar
Jihad, mereka juga harus segera ditarik atau dipaksa keluar (diusir) dari seluruh wilayah
Maluku.'*® Bahkan delegasi Kristen mensinyalic ada indikasi keterkaitan Laskar Jihad
dengan jaringan terorisme internasional atau Algaidah. Tuduhan ini didukung oleh

fakta bahwa pemnah ada tujuh orang berkebangsaan Afganistan yang mendatangi

143 Eko Prasetyo, Membela Agama Tihan, op.cit., hal. 18).

' wawancara dengan Pendeta Jacky Manuputy di Ambon, 21 Desember 2005
V3 Teks Vist misi Masyerakat Kristen tentang Penyelesatkan Konflik,
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Maluku dan ketika dimintai pasportnya oleh petugas di bandara Paitimura Ambon
mereka menolak menyerahkan. %

Namun bagi delegasi Islam, tuduban Delegasi Kristen itu tidak sepenubnya
benar, karena Laskar Jihad datang ke Ambon setelah konflik di Ambon dan Maluku
berlansung hampir satu tahun. Itu artinya Laskar Jihad bukgn merupakan penyebab
konflik Maluku, tetapi hanya sekedar akibat dari konflik. I]_,:Iaskar Jihad udak akan
datang ke Maluku, bila tidak terjadi konflik. Awalnya mereka datang sebagai pekerja
sosial, membangun sekolah-sekolah darurat, Poliklinik dan membernkan bantuan
sandang dan pangan kepada umat Islain di Maluku. Hal itu dinyatakan secara tegas oleh

Tawnrin Elly.

Kami tidak bisa memenuhi permintaan agar memulangkan Laskar Jihad.
Mereka suda berada di Maluku sejak Mei dua tahun lalu. Mereka sanpat
membantu warga seperti memperbaiki sarana umum, memberikan pendidikan
dan memperbaiki jalan-jalan. Mereka tidak berbeda dengan LSM lain yang
masuk ke Maluku. Bahwa dorang (Laskar Jihad) juga terlthat di medan-medan
pertempuran, itu hanyalah merpakan sebuah konsekwensi dari konflik,""’?
Karena itu delepasi Islam keberatan untuk memwangkan Laskar Jihad. Tentang
keberatan tersebut delegasi Kristen bahkan harus melakukan rapat tertutup selama satu
jam di kamar 101 Celebes Vila, tempat mereka menginap selama pertemuan. Hasil
pertemuan tersebut mereka tetap menuntut pemulangan Laskar Jihad sebagai prasyarat
perdamaian.

b. Tentang FKM/RMS,

Isu kedua yang menimbulkan tarik menarik di antara kedua kubu adalah
keberadaan kelompok FKIM/RMS. Seperti diketahui Front Kedaulatan Matuku (FKM),

adalah kelompok yang dideklarasikan di Ambon pada tanggal I8 Desember 2000.

& ibidt,

115

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006




Duduk sebapai pimpinan eksekutif adalah Dr. Alex Manuputty'*® yang bertindak
sebagai Ketva Dewan Eksekutif dan Moses Tuanakota sebagai Sekretaris Jenderal.
Bagi komunitas Islam, FKM merupakan reinkamasi dari RMS di Maluku, keduanya
tidak bisa dipisahkan. FKM harus dianggap scbagai gerakan separatis karena
mendukung cita-cita RMS untuk memperjuangkan masyarakat Maluku yang lepas dari
negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam
berbagai pemyataan dan aksi-aksi politiknya, FKM selalu memunculkan ide-ide
tentang kemerdekaan Maluku. Demildan pula ketika aparat keamanan merzia
kediaman sejumlah tokoh FKM ditemukan berbagai dokumen yang berisi tentang
rencana FKM uniuk membentuk nepara sendiri. Setiap bulan Apnl FKM juga selaln
memperingati hari jadi RMS yang jatuh pada tanggal 25 April 1950, walaupun upacara
serimonial itu selalu ditentang keras warga muslim dan aparat kemanan.

Anggapan dan tuduhan delegasi Islam ditepis delegasi Kristen. Pihak delegasi
Kristen mensinyalir adanya penggiringan opini yang seakan-akan menempatkan umat
Kristen Maluku sama dengan RMS. Sebutan “Kristen RMS” menipakan bikinan pihak
tertentu untuk memperhadapkan umat Kristen dengan negara. Pihak delegasi Kristen
justru menolak wacana separatisme yang dipeguangkan FKM, namun delegasi Kristen
mengajak semua pihak untuk memandang fenomena FKM secara jujur dan bijaksana.

Bagi komunitas Kristen FKM merupakan gerakan yang muncul sebagai usaha untuk

%7 Republika, 15 Mei 2002, Lihat juga teks Pandangan Umat Islam, op.cit..

18 Alex Manupuly, sebenamya adalah seorang dokier pemerintah yang sehari-harinva menjabat
sebagai Kepala unit Transfusi darash PM]1 Ambon. Ia berasal dari Serui Papua yang secara terus lerang
mengaakan bahwa FKM memiliki perwakilan di Amerika, Asia, Eropa dan Afrika Ia mengatakan
bahwa pendukung FKM ada sekitar puluban cbu orang Target penyerangan FKM adalah menegakkm
Hak asasi dan meluruskan sejarsh MAluku, Dikatannya RMS berdin pada 25 Aprl 1950, jadi
menurutiva RMS lebih dulu berdini ketimbang negara Kesatuan Repbluk Indonesia Tefapi Alex
menclak FKM sarang Kristen karenz ada beberapa pejabat FKM adalah orang Salami (Islam) seperti
Maur Karepesina, Zacky Zakarias pengurus FKM Jakarta dan Hamim Sialana Ketua FKM New York,
Alex banyak memyamakan FKM dengan GAM dan juiga OPM. Likar, Tempo 2 Juni 2000.
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menggugat peran negara yang dianpgap pagal dalam menghentikan konflik dan
pembantaian. Artinya keberadaan FKM harus dilihat sebagai protes atas ketidakadilan
dan kegapalan negara dalam menangani konflik Maluku. Dengan kata lain kehadiran
FKM merupakan ekses yang ditimbulkan oleh konflik.""® Karena itulah Alex Manuputy
pada awalnya menolak kaitan antara FKM dengan RMS. Namun temuan-temuan
senjata serta berbagai Iallctiﬁtas FKM termasuk usahanya untuk memperingati hari jadi
RMS pada setiap tanggal 25 April, walaupun sebelumnya dilarang keras aparat
kemanan, mendorong kecuriagaan dari komunitas Muslim bahwa FKM adalah sayap
politik RMS.

Dalam Perjanjian Malino terlihat sekali keinginan delegasi Islam apar
pemerintah menyatakan FKM sebagai organisasi terlarang dan segera menindak para
tokohnya. Karena aktifitas FKM sudah sangat meresahkan, mereka menggugat
eksistensi negara kesatua Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama delegasi
Islam juga meminta agar delepasi Kristen mengelnarkan pemyataan untuk mengecam

keberadaan FKM. Sesuatu yang kemudian ditolak delegasi Kristen, karena dianggap

kurang beralasan.

G. Kesepakatan di Akhir Perundingan.

Setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, dengan diselingi debat yang
cukup memanas tentang kebaradaan Laskar Jihad dan FKM/RMS zkhimya pertemuan
diistrahatkan untuk makan siang dan lobi antara Tim Mediator dan kedua delegasi,
khususnya tentang dua isu krusial yang belum menemukan kata sepakat. Menumit

keterangan Tamrin Elly, ketua-ketua delepasi dan penasehat serla beberapa tokoh dari

% Wawancara dengan Jacky Manuputy di Ambon. 20 Desember 2005
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kedua delegasi sempat bertemu di sela acara reha itu, untuk melakukan lobi dan
negosiasi.

Dalam lobi antara mediator dan pimpinan delegasi dicapai beberapa
kesepakatan. Periama, pihak delegasi Kristen memperlunak sikapnya dan menyetujui
adanya rumusan yang menyebutkan penolakan dan pelarangan terhadap RMS. Hal ini
lalu dimasukkan kedalam butir tiga yang menyatakan iekad untuk menolak, menentang
dan menindak segala bentuk gerakan separatisine yang mengancam keufuhan dan
kedaulatan NKRI antara lain RMS. Kedua, delegasi Islam juga memperlunak sikapnya
dan menyetujui adanya rumusan yang menyatakan larangan terhadap laskar bersenjata
di Maluku termasuk Laskar Jihad. Pemyataan tersebut dituangkan kedalam butir kelima
yang berbunyi segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata
tanpa izin di Maluku di larang dan wajib menyerahkan senjata. Bagi pihak-pihak luar
yang menagacaukan Maluku wajib meninggalkan Maluku.

Kompromi berhasil dicapai karena adanya keinginan yang kuat dari kedua
delegasi untuk segera menghentikan konflik, sehingga jika perdebatan tentang FKM
dan Laskar Jihad diteruskan maka dapat menggagalkan semua rencana untuk
mengakhiri konflik. Selain itu, pemerintah menjanjikan kepada kedua delegast untuk
segera membentuk Tim Investigasi Independen Nasional yang bertugas untuk
mengusut tuntas berbagai isu konflik yang cukup sensitif dan diperdebatkan selama
Perjanjian Malino, yakni persitiwa 19 Januari 1999, FKM/RMS, Laskar Jihad, Laskar
Kristus serta isu tentang pengalihan agama secara paksa. Kompromi dan kesepakatan

tersebut lalu dianggap sebagai win-win solution dari kedua belah pihak agar perjanjian
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segera menemukan solusi.'”® Hasit kompromi itu lalu dibuat dalam sebelas butir

kesepakatan perdamaian.

Pada pukul 15.00 (pada hari kedua), keduva delegasi maju lagi pada sidang
pleno terakhir. Pertemuan terakhir ini dihadiri secara lengkap oleh semua delegasi, Tim
Medj ator dan Tim Peninjau. Kedua delegasi duduk dalam formasi “U” dengan suasana
yang sudah sedikit mencair. Diiringt hujan gerimis di luar dan dinginnya hawa
pegunungan Maline, Yusuf Kalla membuka pertemuan dengan sebuah joke “orang
bilang hujan itu tanda kemakmuran dan kebahagiaan. Marilah kita bicara soal
kemakmuran dan kebahagiaan”."”’ Yusuf Kalla lalu membacakan secara lengkap 11
butir perjanjian yang diberi judul “Perjanjian Maluku di Malino”, yang secara lengkap
sebapai berikut :

1. Mengakhiri semua konflik dan kekerasan.

2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan
dukungan seluruh masyarakat, Karena itu, aparat hukum harus bersikap profesional
dalam menjalankan tugas.

3. Menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separatisme yang
mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, antara lain RMS.

4. Sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan
berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya,
masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah
propinsi Maluku secara sah dan adil dengan memperhatikan dan mentaati budaya

setempat serfa menjaga keamanan dan ketertiban,

9 prosiding Perjanjian Malino, op.cif
11 Sinansani Ecip, op.cir.. hal. 152
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10.

Segala bentuk oraganisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa izin
di Maluku harus menyerahkan senjata atau difucuti dan diambil tindakan sesuat
hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak yang mengacaukan Maluku, wajib
meninggalkan Maluku.

Membentuk Tim Investipasi Independen untuk mengusut tuntas peristiwa 19
Januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Lasykar Jihad, Laskar Kristus, pengalihan
agama secara paksa dan pelanggaran HAM, dan lain-lain sebagainya, demt
tegaknya hukurn,

Mengembalikan pengungsi ke tempat semula tanpa paksaan dengan hak-hak
keperdataannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi.

Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana
ekonomi, dan sarana umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta
perumaban rakyat, agar masa depan seluruh masyarakat Maluku dapat maju
kembali dan keluar dan kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan
ruang gerak penduduk dibuka, sehingga kehidupan ekonnmi dan 5;5131 berjalan
dengan baik.

Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarzkat,
kekompakan dan ketegasan TNI/Polri sesuai fungsi dan tugas masing-masing,
mutlak periu. Sejalan dengan itu berbagai fasilitas TNI/Polri, harus dibangun,
dilengkapi dan difungsikan kembali.

Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk
agama di Maluku, segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus tetap

menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.
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11. Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan
bersama, karena itu sistem rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara
terbuka deingan prinsip keadilan dengan memenuhi syarat kualitas yang telzh
ditentukan.

Selanjutnya Yusuf Kalla memberikan kesempatan kepada anggota kedua
delegasi untuk menanggapi butir-butir kesepakatan tersebut. Ada beberapa peserta
sempat mempertanyakan penggunaan kata-kata Kristen RMS, dan ada juga yang
mempertanyakan relevansi pemulangan Laskar Jihad dengan perdamaian. Namun
semuz pertanyaan itu dijawab secara diplomatis oleh Yusuf Kalla. Ja mengatakan
bahwa kedua kelompok tersebut sama-sama akan ditindak oleh pemerintah dan la
berjanji pemerintah akan segera membentuk Tim Investigasi Nasional sesuai  butir
keenam untyk menyelidiki semua persoalan tersebut. Akhimya semua peserta
menyatakan dapat menerima sebelas butir pernyataan perdamaian tersebut.'>

Mengakhiri sambutannya Xalla mengatakan hasil yang dicapai sclama
perundingan merupakan sesuate yang monumentali dan berharga bagi masyarakat
Maluku dan bangsa Indonesia secara keseluruban. Sedangkan Menkopolkam Susilo
Bambang Yudoyono yang didaulat untuk memberikan sambutan mengatakan bahwa
pertermuan Malino untuk mengakhiri konflik Maluku telah mengular sejarah kehidupan
dan sejarah kemanusiaan. “Ini merupakan langkah dan pilihan besar, mustahil
dilakukan oleh orang-orang penakut. Pilihan ini hanya bisa diambil oleh orang yang
berani dan bertanggung jawab. Karena itu saya minta agar perjanjian ini dijadikan
sebagai sebuah kontrak tanggungjawab itu. Sebuah pilihan memiliki tantangan besar.

Tidak ada opsi yang bisa memuaskan semua pihak, ini bukan soal perkara memuaskan

132 Wawancara dengan Tamrin Elly di Jakarta, | Desember 2004
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atau tidak memuaskan, ini masalah nurani. Menyelesaikan masalah Maluku harus

dengan strategi tepat di lapangan, upaya ini hams dilakukan oleh seluroh masyarakat
Ma]uku."ISB

Kelompok Islam dan Kristen Maluku yang benumding selama dua hari, akhimyz
mengikat din dalam “Perjanjian Maluku di Malino”, Yusuf Kalla mengatakan bahwa
bagi pihak-pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian akan diproses
secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian
Maluku di Malino berakhir tepat pukul 15.20. Awal penandatangan dilakukan oleh
Ustadz Abdul Wahab Polpoke dari kelompok Islam dan Pendeta; Hendrik dan
kelompoll Kristen. Setelah penandatangan oleh kedua tokoh agama tersebut difanjutkan
dengan pepandatangan oleh masing-masing ketua delegasi, Tamrin Elly dan Toni
Pariela, Lalu disu;sul oleh anggota kedua delegasi yang seluruhnya begumlah 70 orang
serta modiator dan peninjau yang jumlahnya 30 orang. Tepat pukul 16.20 pertemman
ditutup secara resmi olebh Menkokesra Yusuf Kalla dan kedua delegasi menyanyikan

lagu Indonesia Raya sambil berpegangan tangan.

Gambar. 3
Penandatangan Kesepakatan Malino

RTMUAN UNTUK MALC. 2

.l

-

133 ¢ sinansari Ecep, op. Cir., hal. 153
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Kedua delegasi yang datang ke Matino dengan sejuta amarah dan perseteruan,
akhimya menunjukkan ;sikap yang bijaksana. Meski kecewa sebagian usulan dan
aspirasinya. tidak diakomodasi, namun mereka dapat menerima bahwa hasil yang
dicapai di Malino merupakan konsensus yang maksimal. Pendeta muda Jacky
Manuputty yang juga menjadi anggota delegasi Kristen, mengakui bahwa kesepakatan
tersebut adatah bukti yang menunjukkan bahwa pihak Muslim dan Kristen telah
menempatkan kesadaran persaudaraan dan kemanusiaan sebagai bingkai utama dalam
perundingan. Walaupun Muslim-Kristen cukup lama terlibat dalam konflik namun
mereka sadar bahwa mereka harus berdamai, karena mereka adalah saudara yang
menghuni tanah yang sama yang diwarisakan dari para leluhur. Dan oleh karena itu,

semua “anak negeri” ntempunyai kewaysiban untuk menjaga harmoni sosial di negen

seribu pulau itu,'**

H. Perjanjian Malino Sebagai Model Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik seperti Perjanjian Malino mungkin bukan merupakan
sesuatu yang benar-benar baru. Sebelumnya pemernintah telah mempertemukan
sejumlah tokoh di Maluku untuk mencari jalan perdamain. Maka dibentuklah Pusat
Rujuk Sosial (PRS) yang melibatkan berbagai tokoh agama dan masyarakat Malvku.
Dalam prakteknya Pusat Rujuk Sosial tidak berperan makasimal, sebab kelompok-
kelompok yang terlibat sangatlah terbatas. sebagian besar merupakan tokoh-tokoh
intelektual dan agama (MUI, GPM dan Keuskupan) yang legitimasinya cukup menurun

setama konflik. Mereka juga tidak memiliki akses lansung terhadap masyarakat yang

'™ Wmwancara dengan Jacky Manuputy di Ambon, 20 Desember 2005
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bertikai di lapangan. Padahal akses lansung merupakan hal yang sanigat penting, karena
berkaitan dengan kemampuan mengendalikan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah
komunitas.

Dalam realitas konflik Maluku, banyak anggota masyarakat yang lebih taat
kepada panglima-panglima posko dan orang-orang yang muncul sebapai tokoh-tokoh
informal baru yang dotokohkan sefama konflik. Proyek penyelesaian konflik yang tidak
melibatkan tokoh-tokoh tersebut dipastikan tidak banyak membawa manfaat, karena
merekalah yang mengontrol massa di lapangan. Salah satu keberhasilan Perjanjian
Malino adalah adanya kesedian melibatkan sebanyak mungkin tokoh-tokoh tersebut
dalam proses perundingan. Mereka menjadi simbol bagi para pengikumya dalam proses
penyelesaian konflik, Meskipun harus diakui babhwa jumlah tokoh yang hadir belum
cukup maksimal dalan: hal keterwakilan. Sebagian malah menolak untuk ikut dengan
berbagai pertimbangan.

Selain aspek legitimasi di atas, dalam kasus Pusat Rujuk Sosial, ikrar perdamain
yang dibuat tidak diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya secara bersama-sama,
sehingga bifa terjadi konflik baru masing-masing pihak merasa telah dihianati yang
akhimya hanya menumbuhkan saling tidak percaya.

Dalam Perjanjian Malino terlihat ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan
model mediasi perdamaian yang pernah diakukan pemerintah pada waktu-waktu
sebelumnya. Periama, dari segi perumusan, Perjanjian Malino direncanakan dengan
lebih baik, Khususnya dalamt mengkondisikan masyarakat, sosialisasi dan proses
perundingan yang diagendakan secara sistematis dan terencana. Para pihak yang
dilibatkan juga cukup besar dan berasal dan latar belakang yang beragam, seperti

panglima-pangtima posko, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh-tokoh
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masyarakat. Bahkan delegasi Kristen juga melibalkan perwakilan tokoh perempuan
yang selama inj tidak diberikan peran. Partispasi yang maksirnal dan berbagai elemen
yang teriibat konflik, merupakan bagian yang sangat penting dari proses resolusi
konflik.

Kedua, keterhibatan pemerintah juga memegang peranan penting. Khususnya
sikap low profile yang ditunjukkan oleh Menkokesra Yusuf Kalla yang bérﬁeml
sebagai inisiator dan ketua mediator. Yusuf Kalla juga tidak segan-segan mendatangi
kediaman tokoh-tokoh masyarakat untuk menjelaskan tenlang pentingnya perundingan
perdamaian yang akan difasilitasi pemerintah tersebut. Usaha ini mendapatkan
sambutan positif dari masyarakat, karena dianggap sebagai bentuk kesungguhan
pemerintah dalam menyelesaikan konflik.

Dalam model Perjanjian Malino, pemerintah bukan saja berperan sebagai
mediator dan fasilitator, namun juga ikut menandatangani sebagai pihak yang
bertanggung jawab. Artinya Perjanjian Malino adalah perjanjian fripatrit karena
melibatkan tiga pihak yang saling berckepentingan, Kelompok Islam, Kelompok
Krnsten dan Pemerintah. Dengan posisi seperti itu perjanjian Malino memiliki posisi
yang cukup penting, karena semua pihak terlibat dan bertanggung jawab. Khususnya
pemenintah perannya sangat dituntut dalam penegakan hukum dan keamanan, Itulah
mengapa, ketika beberapa kali terjadi msiden pasca Malino, sejumlah anggota DPRD
Kota Ambon berencana melakukan vapaya hukum Clasht Action tethadap pemerintah.
Mereka berpendapat bahwa pemerintah dapat dituntut secara hukum sebagai bentuk
pertangungjawaban terhadap implementasi Perjanjian Malino, sebab pemerintah adalah

salah satu penandatangan kesepakatan perdamaian tersebut.

125

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006




Gambar. 4
Skema Pelaksanaan Perjanjian Malino

. ; Delegasi Islam

+ l

Pemerintah [t FuinKonfik & 1} |1 Butir PM | Maluku Damai
Mediator Perdarmutian

i 1

Delegasi
Kristen

Keterlibatan berbagai pihak di luar kelompok yang bertﬁcai dalam perundingan
Malino juga sangat positif. Kehadiran tokoh-tokoh agama seperti Din Syamsudin atau
Pendeta Dr. L.P Lambe dan beberapa intelektual diharapkan bisa memberikan masukan-
masukan yang positif kepada pihak-pihak yang berunding, apalagi di saat-saat terjadi
kebuntuan dalam negosiasi.

Harus diakui, sebagai model penyelesaian konflik, Perjanjian Malino masih
menyisakan sejumlah kelemahan yang perlu disempumakan dan dikembangkan lebih
lanjut. Seperti waktu sosialisast dan pelaksanaan yang cukup singkat, mekanisme serta
metodologi perundingan yang belum bisa mengarah kepada dialog yang lébih intensif
untuk menyelami semua persoalan konflik. Demikian pula dengan konsep pengawasan
dan evaluast pasca penmdingm? yang belum dibuat secara lerperinci sehingga tidak

terukur daiam implementasi d: lapangan.
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BAB 1V
DAMPAK PERJANJIAN MALINO

. TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU.

A. Respon Masyarakat Maluku terhadap Perjanjian Malino

Pada tangpal 13 Februari 2002 pukul 15.00, delegasi Islam maupun Kristen
tiba di kota Ambon dengan menumpang sebuah pesawat Hercules TNI AURL
Kedatangan para delegasi Perjanjian Malino ini telah menimbulkan ketegangan di
Kota Ambon sejak pagi hari. Delegasi Kristen berhasil berangkat dari Bandara
Pattimura menggunakan speed boat menuju  kawasan tapal Kuda Ambon (yang
berada di wilayah pemukiman Knsten) dan kemudian melanjutkan perjalanan ke
kantor Gubernur Maluku tanpa banyak kesulitan.

Sebaliknya anggota delegasi [slam yang berangkat dar Bandara Partinura
menggunakan kapal ALRI dan tiba di dermaga Navigasi yang berada di lokasi
pemukiman Islam, mereka dihadang aksi demonstrasi dar sckelompok
masyakarakat Islam. Massa demonstran melempari anggota delegasi dengan batu
dan bom molotov, namun kesigapan aparat keamanan yangtelah mengawal mereka
sejak dan bandara Pattimura berhasil menghalau massa. Situasi ini memberikan
gambaran bahwa perjanjian Malino masih menyisakan kekecewaan di sebagian
kalangan masyarakat Maluku.

Kelompok yang paling nyaring menyuarakan penolakan terhadap Peganjian
Malino adalah dari kelompok Islam. Beberapa onmas Islam seperti Satgas Amar

Maruf Nahyi Mungkar, Pengurus Besar Ikatan Persaudaraan Muslim Nusa Ina
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(PB.IKSAMUNI), Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW.GPI) Maluku,
Pengurus Besar Front Pemuda Islam Maiuku (PB.FPIM) dan beberapa ormas lokal
seperti Front Pemuda Muslim Baguala (FPMB) menyélakan secara tegas menolak
Perjanjian Malino. Kelompok ini dpimpin Ustadz Mchammad Attamimi dan Satgas
Amar Maruf Nahyi Mungkar dan Irwan Patty dari Iksamuni. Seperti yang dijelaskan
oleh Irwan Pany”ﬁ, ada dua hal yang mendorong kelompok 11 tetap menolak
Perjanjian Malino. Pertama, secara metodologis, langkah-langkah yang digunakan
dalam pelaksanaan Perjanjian Malino dinilai tidak jelas dan penuk dengan
inte_r.vensi, sehingga dicurigai sebagai bentuk penggiringan kepada kepentingan
keIompc;k tertentu. Kedua, substansi perjanjian Malino itu sendiri dinilat tidak
memenuhi aspirasi dan kepentingan umat Islam Maluku, bahkan jika ditelaah lebih
jauh cenderung merugikan umat Islam. Kelompok 11 mempersoalkan kegagalan
delegasi Islam dalam menangani isu Laskar Jibad, sehingga kelompok yang telah
berjasa dalam membela kepentingan umat Istam itu harus didakwa sebagai penjahat
dan diusir dari Maluku. Demikian pula dengan kompensasi-kompensasi yang mesli
diterima kelompok Islam tidak dibahas secara maksimal. Meaurut Irwan Patty,
selain mempersoalkan konsep keseimbangan i Universitas Pattimura, delepasi
Islam juga harus mendorong konsep yang sama di birokrasi daerah serta beberapa
kantor pemerintahan yang selama ini banyak dikuasai orang-orang Kristen, seperti
keseimbangan di RRI, TVRI dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hawalusi.
Pen'olakan kelompok 11 dilakukan dengan cukup demonstratif, sistematis
dan terorganisir. Mereka melakukan demonstrasi dan membuat permnyataan bersama.

Demi mempertegas penolakannya, mereka berangkat ke Jakarla untuk

"*Wawancara dengan Invan Patty di Ambon, 17 Desember 2005
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menyampaikan aspirasinya kepada pemerintzh pusat, DPR dan sejumlab tokoh
nastonal. Namun seperti yang diberitakan banyak media nasional, protes kelompok
ini diabatkan pemerintah. Ketua MPR Amien Rais yang juga menolak beriemu
dengan ‘kelompok ini, secara diplomatis menyatakan bahwa la menyambut positif
pelaksanaan Perjanjian Malino dan meminta semua pihak untuk mengawasi
implementasi perjanjian damai tersebut."’

Dengan konstelasi yang demildan, gerakan kelompok ini kurang mendapat
dukungan dari masyarakat sehingga tidak mampu bertahan lama. Bahkan secara
cepat satu demi satu tokch-tokoh penentang Maling “dibungkam” oleh penguasa
Darurat Sipil. Ketua PB. IKSAMUNI Irwan Patty, yang dianggap menggalang
gerakan menolak Malino dalam sejumiah demonstrasi di Ambon sempat ditahan
aparat keamanan, namun kemudian dilepaskan dan dipromosikan sebagai pejabat di
Bappeda Propinsi Maluku. Demikian juga dengan ketua Satgas Amar Ma 'ruf Nahyi
Mungkar Mohammad Attamimi diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negen (STAIN) Ambon pada awal talun 2003.

Menurut ketua delegasi Islam Tamrin Ely, penolakan Irwan dan teman-
temannya sulit dimengerti, karena mercka semua sudah diajak untuk ikut dalam
perundingan, namun tetap menyatakan menolak perundingan perdamaian tersebut.
Sebaliknya pendapat mereka apar konflik dihentikan dahule sebefum dilakukan
perundingan, juga sulit diterima. Karena tujuan utama pelaksanaan Perjanjian

Malino adalah untuk membicarakan usaha-usaha penghentian konflik.'**

157 Republika, 27 Maret 2002
13% wawancara degan Tamnin Elly di Jakaria , 2 Desember 2004
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Di kalangan Kristen juga muncul suara ketidakpuasan yang ditunjuickan
sebagian masyarakat di Posko Maranata.”®’ Mereka menolak butir keenam yang
menyatakan adanya keterlibatan Republik Maluku Selaian (RMS) dalam konflik
Ambon-Maluku. Banyak tokoh-iokoh Kristen yang percaya bahwa Konflik Maluku
adalah desain kelompok tertentu dari Jakarla dan isu RMS hanya dijadikan
“kambing hitam”."®® Mereka juga menyayangkan dikaitkannya RMS dengan Kristen
seperti penyebutan “Kristen RMS™ pada butir keenam Penanjian Malino. Menurut
sgjumlah kalangan Kristen sebagaimana dimuat media massa lokal, kata-kata
tersebut merupakan sebuah rumusan politk yang sangat tendensius dan
diskriminatif, karena mencitrakan komunitas Kristen di Maluku sebagai kelompok
separatis yang membangkang terhadap negara.'® Jhon Pires menyebut rumusan

tersebut secara nyata telah merugikan posisi moral komunitas Kristen di Matuku.'®

Namun salah satu anggota delegasi Knsten, Jacky Manuputy menyatakan ‘

bahwa penolakan sebagian komunitas Kristen terhadap beberapa butir Perjanjian
Malino discbabk'fm mereka tidak membaca dengan seksama teks pegjanjian tersebut.
Kata-kata “Kristen RMS” dan “Laskar Kristus” adalah dua dar beberapa isu yang
ditolak dengan keras oleh delepasi Kristen, namun dipersoalkan oleh delegasi Islam.
Oleh karena itu, sebagai jalan keluamya kedua isu tersebut bersama isu tentang

Laskar Jihad diusulkan untuk diteliti lebih jauh oleh sebuah Tim Independen.'® Jadi

15 posko Maranata adalah Pusat Informasi dan kegiatan masvarakat Kristen selama konflik
Maluku. Selain di Maranata Pusal kegiatan lainnva adalah di Keuskupan Amboina

' Wawancara dengan Pendeta Jacky Manuputy di Ambon, 20 Desember 2005

1 Suara Maluwi. 23 Februari 2002

'*? Shon Pires. ibid.. hal. 278

18 Wawancara dengan Pendela Jacky Manuputy di Ambon, 20 Desember 2005
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penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi taduhan
kelompok lain tentang Kristen RMS.

Penolakan yang lebih keras, tentu saja datang dari Laskar Jihad dan FKM
yang sejak awal sudab menunjukkan ketidaksetujuannya dengan pelaksanaan
Perjanjian Malino. Laskar Jihad dan FKM merasa tidak terlibat dalam perundingan,
karena itu mereka mengatakan tidak terikat denpan isi perjanjian tersebut. Bahkan
mereka menyatakan akan tetap melakukan aktifitasnya masing-masing seperti
sebelumnya. Ketua FKM Alex Manuputti menyatakan kegeramannya dengan
Perjanjian Malino sebagai berikut:

“Perjanjian tersebut sangat tidak representatif, karena sesuatu yang

representatif tidak akan menimbulkan dilematik dan polemik setelahnya,

jelas negara memaksakan kehendaknya ”'®

(Gerakan-gerakan penolakan terhadap Malino umumnya hanya berlansung di
kota Ambon dan -kecuali pada saat kedatangan delegasi- hanya melibatkan
sekelompok elit tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penolakan
terhadap Perjanjian Malino secara wmum hanya melibatkan sebagian kecil
masyarakat. Aksi-aksi penolakan sejumiah tokoh terhadap Malino ternyata tidak
banyak berpenganuh secara signifikan terhadap sikap masyakat bawah (grass roor).
Secara urnum masyarakat justru berharap konflik segera dihentikan agar perdamaian
segera diwujudkan, sehingga mercka dapat membangun kembali kehidupan mereka
yang telah hancur, Hasil penelitian Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat (YPPM) pada bulan Mei dan Juni 2003 yang diarahkan tethadap 1265

responden diberbapgai tempat di Maluku, menunjukkan bahwa 62% responden

! Sinar Harapan, 27 Februari 2002
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mendukung Perjanjian Malino 11, 17% menyatakan tidak mendukumg dan sisanya
menjawab tidak tahu.

Kondisi dan situasi keamanan setelah perjanjian Malino memang belumn
aman sepenuhnya. Masih terdapat beberapa insiden dan bentrokan yang tegadi di
kota Ambon dan sekitamya, seperti penyerangan dan pengeboman terhadap
masyarakat di kawasan Soya kota Ambon yang dilakuican sekelompok orang tidak
dikenal. Penyerangan tersebut menmimbulkan korban tewas sebanyak 8 orang
Belakangan para pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap aparat keamanan.
Sebagian dari mereka adalah anggota Geng Coker, kelompok preman yang diprmpin
oleh Berty Loupaty. Berty dan rekan-rekanmya membuat pernyataan yang sangat
mencengangkan di pengadilan bahwa aksi itu mereka lakukan karena disuruh
beberapa oknum Kopasus. Kasus ini mengandung kecurigaan terhadap kelompok
militer dan mestinya dapat diinvestigasi lebih lanjut, karena bagaimana mungkin

Berti dan rekan-rekannya yang beragama Kristen, melakukan penyerangan terhadap

kelompoknya sendiri, yakni masyarakat Kristen di desa Soya. Sangat disayangkan-

investigasi lebih lanjut terhadap motif kasu's tersebut seakan ditutup-tutupi dan tidak
Jjelas hingga saat ini.

Peristiwa lainnya adalah pembakaran kantor Gubernur Maluku pada tangpal
3 Aprl 2002. Menurut penuturan para pelaku yang ditangkap, mereka membakar
kantor gubernur karena marzh dengan peristiwa yang terjadi di desa Soya.'®> Namun

banyak pihak menduga pembakaran kantor gubernur tersebut memiliki motif Jain

Y% Tim Tapak, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur oleh Asap Mesiy, Air Mot dan Anyir
Darah. (Jakarta: Tim Advokasi Penyelesaian Kasus (TAPAK) Ambon, hal. 78

193 Wawancara dengan Adnan Hmala di Ambon, 6 Desember 2006,
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yang lebih bemuansa politik yakni untuk menghilangkan jejak berbagai aksi
penyelewengan dana kerusuhan yang terjadi setama konflik.'*® Aksi kekerasan juga
menimpa Tamrin Elly, ketua delegasi Islam pada Pejanjian Malino itu ramahnya
d'bakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Yusuf Kalfla yang diminta
tanggapannya terhadap sejumlah aksi kekerasan tersebut mengatakan bahwa hal i
dilakukan oleh para provokator yang ingin membuat opini bahwa Pegjanjian Malino
belum dapat menghentikan konflik Maluku. Ketua MPR Amin Rais juga bereakst
keras dan meminta para pelaku kekerasan di Maluku pasca Malino untuk segera
ditangkap dan diadili.'®’

Beberapa mnsiden yang terjadi setelah Malino menunjukkan bahwa tidak
mudah untuk mewujudkan perdamaian bagi para pihak yang bertikai (Mustim dan
Knsten) setelah 2 lebih tahun terlibat secara aktif dalam konflik yang menimbuikan
banyak korban jiwa dan materi. Trauma phisikologis, dendam, saling mencurigai
dan hilangnya kepercayaan (disfrust) antar warga masyarakat, mensyaratkan proses
penyelesaian konflik harus dilahukan secara bertahap dan hati-hati. Sehingga apa

yang ingin dicapai pasca Malino dapat berhasil dengan baik.

B. Sosialisasi dan Implementasi Perjanjian Malino.
1. Sosialisasi dan Komiimen Anggaran
Ditengah gejolak dan penolakan sejumlah kelompok di Ambon terhadap
Peganjian Malino, sosialisasi butir-butir kesepakan Peganjian Malino dilakukan

secara gencar ke berbagai kalangan masyarakat. Sosialisasi yang intensif tentu akan

155 Ihid

‘T Kompas, 15 April 2002
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mengurangi salah pengertian dari masyarakat terhadap Perjanjian Malino. Delegasi
Kristen yang mengikuati pertemuan di Malino mengawali sosialisasi butir-butir
Perjanjian Malino di Gereja Marantha Ambon pada tanggal 14 Februan 2002. Pada
hari-hart berikutnya proses sosialisasi diperluas hingga ke desa~desa.

Pada tanggal 27 Februari 2002, pihak delegasi Islam melakukan sosialisasi
secara besar-besaran di Masjid Raya Alfatah Ambon yang ditkuti hampir 10.000
orang dari berbagai pelosok Ambon.'"®® Selain model Tablig Akbar seperti yang
dilakukan di Masjid Alfatah, delegasi Muslim juga melakukan sosiglisasi dalam
bentuk peremuan-pertemuan tertutup dengan para akademisi, tokoh-tokoh
masyarakat dan kepala-kepala sekolah yang bertempat di Kantor Gubernur Malukuw

Sosialisasi bma antara delegasi Muslim dan Koster juga dilakukan pada
tanggal 28 Februari 2002. Kedua delegasi melakukan pawai damai bersama
mengelilmgi kota Ambon scbagai bentuk ekspresi kegembiraan setelah Perjanjizn
Malino, meskipun pawai damai tersebut sempat dicederai oleh sejumlah insiden.
Sosialisasi yang cukup intensif, ternyata telah berhasil mengurangi eskalasi konflik
secara signifikan. Dan lebih jauh lagi membuat kelompok-kelompok masyarakat
yang sebelumnya menunjukkan sikap apriori dan ketidaksetujuan semakin bisa
menerimanya dan tidak lagt menunjukkan penolakan secara agresif terhadap
Perjanjian Malino.

Selanjutnya yang ditunggu masyarakat adalah pelaksanaan butir-butir
Perjanjian Malino. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya sebuah

perundingan seringkali kehilangan kekuatan akibat kelambanan dalam implementasi

1% Wawancara dengan Tamrin Elly, Republika 16 Maret 2002, Lihat juga Sinansari Ecep,
ap.cil..
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di lapangan. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut Perjanjian Malino, di tingkat pusat
beberapa kali dilakukan sejumlah rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah dan
DPRRI. Pemerintah juga memberikan dukungan dana untuk iplementasi butir-butir
Perjanjian Malinc. Dana dianggarkan untuk tiga hal, yaitu anggaran koordinasi dan

pemantauan, anggaran sosialisasi dan anggaran rehabilitasi.

Tabel . 14
Anggaran Koordinasi, Pemantauan dan Rehabilitasi Pasca Malino
Nama Kepiatan Jumlsh

Koordmasi dan Pemantauan Rp. 607.800.000
- Penjajagan Lapangan 36.800.000
- Periemuan dengan para Tokoh 1 19,000,000
- Penyusunan bahan pertemuan 10.000.000
- Pertemuan rekonsiliasi konflik 442,000.000
Sosualisasi Rp. 973.500.000
- Pencetakan dan pendistribusian hasil 12,500.000
- Pembuatan Leaflet 7.000.000
- Pertemuan tokoh masyarakat 60.004.000
- Akomodasi pertemuan 140.000.600
- Pembuatan Spanduk 24000400
- Sosialisasi Media 630.D00. D00
~  Prog. Komunikasi Inlernasional 100.000,000
Rehabilitast
- Melalui Dep. Kesehatan 52.000.000.000
- Melalui Depdiknas 27.531.000.000
- Melalui Depag 2.385.000.000
- Melalui Depsos 61.574.000.000
-  Melalui Depnakertrans £2.623.000.000
- Melalui Kimpraswil 45,000.000.000
- Kodam Parimura 2.192.0030.000
- Polda Maluku 5.900.000.000

Sumber: Diolah dari data Kantor Menkokesra, 2003

Komitmen anggaran yang sangat besar, khususnya untuk rekonstruksi dan
rehebilitasi sarana-prasarana pasca konflik temyata tidak selalu berbanding lurus
dengan perbaikan yang tampak di Maleku, Masih banyak pengungst yang
menempati barak-barak pengungsian seperti di Ruko Batu Merah, Kompleks
Waihaong dan Paso denpgan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dalam evaluvasi

tiga tahun pasca Malino yang diadakan pada bulan Februan 2005 di Istana Wakil
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Presiden, para eksponen delegasi Maliro mendesak pemerintah untuk segera
merealisasikan Kepres No. 6 Tahun 2004 untuk mendukung pendanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi Maluku pasca konflik.'® Mereka juga menuntut agar ditakukan
audit lengkap terhadap berbagai dana yang selama ini telah dikucurkan pemerintah

dalam rangka penyelesaian konflik Maluku.

2. Pembentukan Tim Independen dan Tim Pemantau.

Sesuai dengan butir 6 Perjanjian Malino, maka pemerintah membentuk tim
Investigasi independen yang bertujuan untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januan
1999 yang merupakan titik awal dari konflik Maluku, serta hal-hal yang berkaitan
dengan FKM/RMS, Laskar Jihad dan bhal-hal jainnya. Atas dasar itu pemerintah
mengeluarkan Kepres No. 38/2002 tanggal 6 Juni 2002, tentang pembentukan TIM
Investigasi Independen yang diberi nama 7im Investigasi Nasional untuk Konflik
Maluku. Tugas utama tim ini adalah menyelidiki, mencan fakta dan menganalisa
berbagai peristiwa dan isu yang diduga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan.
Hal-hal yang diselidiki antara {ain, peristiwa [9 Januari 1999, isu tentang Republik
Maluku Selatan, isu Lasykar Kristus, isu Kristen RMS, isu Forum Kedaulatan
Maluku, isu Lasykar Jihad, isu tentang pengalihan agama secara paksa dan isu
tentang pelanggaran HAM dan berbagai pelanggaran hukum yang terkait erat
dengan kerusuhan Maluku.

Tim tersebut diketuai oleh 1 Wayan Karya, Bambang W. Subarto sebagai

wakil ketua, Bambang Sutiarso sekretaris, dan anggota Paulus Wirotomo, Judo

¥ Eksponen Peserla Perternuan Maluku di Malino. Pokok-Pokok Pikiron Hasil Evaluosi
Perjanjian Malula: di Malino, Jakarta 25 Apustus 2005
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Purwodigdo, Roni Nitibaskoro, MDR, Jhon Likuada, S. Situmorang, Soeyono, M.
Trimada Dani, Jost. F. Menko, Ichwan Syam, Atno Mufzar, dan Gede Pumawa.
Kesimpulan Tim independen menyebutkan bahwa konflik Maluku yang dimulai
pada tanggal 19 Januari 1999 bukan disebabkan oleh pertentangan antara agama
Islam dan apgama Kristen, namun konflik antara sebagian warga masyarakat yang
berbeda agama, yang dilandasi rasa ketidakpuasan, kecurigaan sosial dan kecemasan
sosial politik, karena ketimpangan ekonomi, sosial politik dan budaya yang akut
antar golongan agama di Maluku, Tim ini juga menemukan adanya indikasi agams
dimanfaatkan oleh pihak lain maupun kedua kelompok itu sendii untuk
mengobarkan sentangat permusuban, Kemunculan Laskar Kristus, Laskar Jihad dan
FKM memang telah menambah bobot konflik tetapi hanya merupakan ekses yang
timbul dari konflik.'™

Sayang hasil investigasi lengkap tim tersebut tidak dipublikasikan schingga
masyarakat tidak mengetahui secara persis atau melakukan klarifikasi terhadap
berbagai isu dan peristiwa yang telah diselidik Tim Independen. Pendeta Jhon
Ruhulesin mensinyalir ada beberapa fakta hasil investigasi yang jika diungkap
dihawatirkan dapat menprovokasi tefjadinya kouflik baru.'” Analisis lainnya
menyebutkan bahwa laporan investigasi tersebut tidak dipublikasikan karena Tim
Independen tidak berhasil mengungkap “aktor utama” yang bermain dibalik konflik
Malukn. Namun keterangan yang iebih jelas disampaikan oleh Farmied Husen,

mantan Deputi II Kesra dan Staf Ahli Menkokesra untuk Perjanjian Malino.

7 | aporan Tim Penyelidik Independen Nasional mtuk Kasus Maluku Jakarta, 6 Mei
2003

! wWawancara dengan Pendeta Jhon Ruhulesin di Ambon, 22 Desember 2005
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‘Menurut Faried, laporan Tim Independen memang sengaja tidak dipublikasikan

karena dihawatirkan beberapa temuan Tim tersebut akan mengganggu kondisi
perdamaian yang saat ini mulaj tercipta di Maluku. Farid tidak memberikan
penielasan lebih lanjut tentang temuan-temuan yang dihawatirkan akan
menimbulkan polimik tersebut. Ta hanya bisa memprediksi mungkin sepuluh aian
limabelas tahun kedepan pemenintah baru akan mempublikasikan temuan-temuan
Tim Independen tersebut.'’”” Wakil Ketua Tim Investigasi, Bambang W. Suharto
juga menolak menjelaskan lebih jauh karena menurutnya hal itu merupakan otoritas
pemerintah.

Selain pembentukan Tim Independen, pemerintah juga membentuk Komis
Pemantau, atas dasar keputusan bersama Menko Polkam, Menko Kesra, dan
Menkoperekonomian, Dalam komisi ini, ketiga Menko bertindak sebagai pengarah
dengan pelaksana, ketua I Irjen. Pol Taufikurachman Ruki, SH, Ketua II dr Farid
W. Husein, Ketua III DR Dipo Alam, Sekretaris dr. Emil Agustiono, M.Kes, dan
anggotanya adelah Prof Dr. Din Syamsuddin, Dr I.P, Lambe, Pastor I. Ismantoro,
S.J, Igen Pol. Drs S. Simatupang, MSc, Prof. Dr Muljami A. Nurhadi M,Med, Dr.
Sumaryati Aryoso, SKM, Ir. Djoko Kimmanto, Drs. Muhanto A.Q, MM, Abdul
Syukur, SH, Brigjen. TNI M. Ansyori Deas, SH, Drs. H. Abdullah Sukarta, dan Drs.
Arief Mudatsir Mandan.'”

Tim ini bertugas memantau pelaksanaan Perjanjian Malino untuk Maluku
oleh masing-masing pihak yang bertikat. Mereka dibeni wewenang melaporkan hasil

pantauannya kepada tiga Menko. setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan.

172 Wawancara dengan Farid W. Husein di Jakarta, 14 februari 2006
' Sinansariecip, ibid, hal. 182
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Dalam perkembangannya, kineja komisi pemantau juga tidak pemah
dipublikasiskan kepada masyarakat schingga tidak dapat diukur secara kuantitatif

maupun kualitatif kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai.

3. Implementasi di Tingkat Daerah

Di tingkat daerah, pelaksanaan perjanjian Malino untuk Maluku diawali
dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Gubernur Maluku.
Kedua Pokja tersebut adalah Pokja bidang sosial ekonomi dan hukum. Pokja sosial
ekonomi terbagi atas empat sub pokja, yaitu sub pokja sosialisasi yang dipimpin
oleh Wakil Gubemur Maluku bidang Kesra. Sub Pokja penanganan pengungsi dan
santunan yang diketuai oleh Kadis Kesos Propinsi Maluku, Sub Pokja rehabilitasi
mental/spirifual dan sosial budaya, diketai oleh Kakanwil Agama Propinsi Malukn
dan Sub Pokja rehabilitasi sarana/prasarana pengungsi diketuai oleh Kadis PU
Maluku.

Pokja penegakan keamanan dan supremasi hukum terdin atas lima sub
Pokja, yaitu 1). Sub Pokja Sosialisasi yang diketuai oleh Wagub Maluku bidang
Kesra, 2). Sub Pokja Penghentian Konflik diketnai oleh As. Ops Kasdam XIV
Pattimura, 3). Sub Pokja Keamanan Lingkungan diketuai oleh Kadit Sabhara Polda
Maluku, 4). Sub Pokja Penegakan Hukum diketuai olek Kadit Serse Maluku, dan 5)
Sub Pokja Pengawasan diketuai oleh Asintel Kodam XIV Pattimura. Dalam setiap
Sub Pokja selalu diisi oleh wakil dari kelompok Islam dan Kristen masing-masing
dua orang. -

Langkah lain yang dilakukan pemerintab daerah adalah mempersiapkan

konsep penguatan perdamaian pada feve! kulutral. Mantan Gubemur Maluku
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Muhammad Saleh Latuconsina mengaku pihaknya permnah mempersiapkan konsep
tentang lembaga perdamaian dan ickonsiliasi untuk mendorong proses-proses
perdamaian pada tingat sosial dan kultural di semua lapisan masyarakat.'”! Namun
konsep tersebut tidak sempat diimplementasikan karena Gubemur Saleh
Latuconsina telah habis masa jabatannya dan harus diganti dengan pejabat Gubernur

Sinyo Hari Sarundayang (Irjen Depdagri) pada awal tahur 2003,

C. Dampak Perjanjian Malino terhadap Penghentian Konflik dan Kekerasan

Salah satu indikator kesuksesan Perjanjian Malino adalah semakin
berkurangnya intensitas konflik dan terciptanya kondisi keamanan yang semakm
kondusif di Maluku. Situasi ini menjadi pertanda bahwa para pihak yang bertikai
menjunjung tinggi komitmen-komitmen perdamaian yang telah diikrarkan atan
ditandatangani bersama. Sejak periode Juni 2002 hingga sekarang, konflik semakin
berkurang bahkan berhenti sama sekali, Memang masih terdapat beberapa insiden
dan tndak kekerasan secara seporadis, namun masih dapat diatasi aparat keamanan
dan eskalasinya juga tidak meluas sepertt waktu-waktu sebelumnya. Terdapat tiga
insiden besar yang memmbulkan korban jiwa, yaitu, 1) pembakaran kantor
gubermnur Maluku pada 3 Aprl 2002, 2) penyerangan desa Soya pada 28 April 2002,
dan 3) bentrokan antar kefompok FKM dan masyarakat di Jalan Diponegoro Ambon
pada 25 Apnl 2003. Hal seperti itu masih bisa dimengerti karena tidak ada proses
perdamaian yang lansung jadi, namun melewati berbagai fase transisi tertentu.
Namun catatan yang lebih penting adatah insiden-insiden tersebut tidak sampat

mendorong masyarakat, khususnya kedua pihak yang bertikai (Muslim daa Kristen)

"7 Wawvancara dengan Dr. Ir. Muhammad Saleh Latuconsina, Jakarta 24 Sanuari 2006
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pada bentrokan massal dan saling serang menyerang sebagaimana yang terjadi
sebelum pelaksanaan Perjanjian Malino.

Sebagian insiden kekerasan pasca Malino justru terjadi antara komunitas
yang seagama. Seperti serang-menyerang antar masyarakat dua desa lslam, desa
Pelau dan Kailolo yang menimbulkan beberapa korban jiwa. Demikian juga dengan
pertikaian antara masyarakat desa Mamala dan Negeri Lima, yang juga merupakan
desa-desa Islam. Motif pertikaian umumnya dipicu oleh perebutan tanah dan
perselisihan sepele antara beberapa anggota masyarakat. Di kalangan Kristen juga
terjadi saling menyerang anfara dua desa Kristen, yakni desa Porto dan Haria di
Pulau Saparua serta desa Passo dan Wai di Kota Ambon. Insiden-insiden tersebut
memperlihatkan adanya pergeseran isu konflik yang semakin beragam yang tidak
lagi memperhadapkan komunitas Muslim dan Kristen atas nama agama. Hal ini
justru mempermudah aparat untuk menidentifikasi para pelaku kriminal dan
mensekat konflik sehingga tidak berkembang menjadi konflik massal yang biasanya

memperhadapkan komunitas beragama sehingga sulit untuk ditangéni.

Tabel. 15
Intensitas Konflik Setelah Malino
No Konflik Motif / Penyebab Ket
1 Pembakaran  kantor ~ Gubemur | -Pemerintah Menuduh | Korban meninpgal 5
Maluku,3 Apnl 2002 Kelompok separatis RMS orang dan  belasan
orang Juka-luka
2 Pembakaran Gereja  Silo  vang | Memprovokasi -
sedangan dibagpun, 25 April 2002
3 Penyerangan di desa Soya, 28 : Dilakukan oleh kelompok tak | Korban meninggal 12
April 2002 dikenal, belakangan diketahui | orang

ada kelerlibatan para preman
bertujuan  mengacau  Maluku
Pasca Malino.

4 Sepanjang Malam terdenpar bumyi | Kelegangan skibal penangkapan | -
lembakan dan letusan, 4 Mei 2002 | Panplima Laskar Sihad Ja’far

Uar thalib di Surabaya.
5 Saling Menyerang dua desa | Perselisthan anlar warga Kotban meninggal 4
Krisien di Saparua, 8 Mei 2002 orang.
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Pembakaran rumah Ketua delegasi | Kemungkinan  dilakukmm  oleh | -
Islam di Malino, Tamrin Elly, 12 | klompok yang menolak Malino.

Mei 2002

7 Serangan Terhadap Speedboad. 25 | Dilakukan oleh para perusuh | 5 penumpang tewas
Mei 2002, vimg tdak diketahui.

& Kemelut Politik di Maluku | Persaingan poltik dalam ! 3 orang tewas,
Tenggara.  Saling serang  antara : perebutan jabatan Bupali.
para pendukung Calbup Heri |
Kudubun dan Taher Hanubun

9 Sebuah bom meledak di lapangan | Dilakukan  oleh  kelompok | 4 orang tewas
Merdeka, 5 september 2002 .. perusuh — _

10 Penembakan di desa Islam Kulur- ;. Balas dendom » 3 orang wanila fewas
Saparua I !

11 Penembakan sebuah sepeda motor, | Balas dendam i 1 tewss. 2 luka-luka
3 November 2002 [ !

12 Aksi pelemparan bom dari sebuah | Mengacnul.nn keamanan | 4 korban luka-lukn
angkut, 14 januan 2003 :

13 Perkelshian antara pemuda antara | Perselisihan antar pemuda 2 orang luka-lula
dua desa Krisien, Passo dan Wai, |
19 Maret 2003 |

14 Saling serang antara dua desa ‘ Perselsihan antara pemuda | 4 orang luka-luka
Islam di Seram Barat, 20 Mmell
2003 .

15 Bentrok antara kelompok | Provokasi oleh FKM dan ;7 orang meninggal
FKM/RMS dan sebagian | kelompek yang menyebut diri | dunin. Dan  puluhan
Masvarakal di Jalan Diponegoro. | pro NKRI ¢ fukastuka,

25 April 2003 i .'

16 Serangan Kepada Pos Polisi di l Akasi provokasi ! 4 orang tewas

Desa Loki

Sumber:diolah dari data Lintas Kersiuhan Ma!uku Crisis Center Kenskupan Amboma 2003

Hal lain yang mesti diamati adalah suasana phisikologis masyarakat pasca

Malmo. Ketika terjadi bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat, mereka

sering menunfut agar pemerintah sepera menindak para perusuh sesuai dengan

semangat Perjanjian Malino. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemyataan yang

dimuat media massa lokal di Ambon. Seperti pemyataan seorang warga tentang

kerusuhan antara para pendukung FKM dan masyarakat, yang dimuat dalam kolom

Suara Anda, Harian Ambon Express.

Kersuhan kamaren itu karena aparat keamanan bertindak seng (tidak) tegas
terhadap para anggota FKM yang separatis itu. Dorang {mereka) dibtarkan
seenaknya melakukan upacara, mengibarkan bendera RMS, padahal sudah
dilarang dalam perjanjian Malino. Kaforang (kami) minta supaya pemerintah
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menegakkan komitmen-komitmen Peganjian Malino (Ibrahim Hatala, warga
Batu Merah).!”

Atau pernyataan lain dari seorang warga Kristen tentang penyerangan di
pemukiman Kristen di Desa Soya dalam Suara Maluku.
Beta benar-benar seng mangarfi mengapa hal itu bisa tejadi. Apa keganya
aparat keamanan. Ada info pama penyerang sangat terlath. Yang bisa
melakukan penyusupan begitu hanya tentara, atau bisa juga orang-oarng
yang dilatih tentara. Pemerintah harus segera membongkar kasus ini atau
Perjanjian Malino itu karong bubarkan saja (Simon Siahaya, warga Soya).'™
Meskipun masyarakat sangat geram dengan beberapa insiden yang terjadi,
namun mereka masih berharap agar pemerintah betul-betul menjatankan komitmen-
komitmen yang telah disepakati di Malino. Ada beberapa bal yang dapat
diidentifikasi sebagai faktor determinan dalam proses penghentian Konflik Maluku
pasca peranjian Malino. Beberapa faktor tersebut adalalk keberhasilan
membubarkan Laskar Jihad dan menangkap aktifis-aktifis FKM, penegakan hukumn

dan keamanan yang diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomt secara

bertahap. Benikut akan dideskripsikan ketiga hal tersebut.

1. Pembubaran Laskar Jihad dan FKM

Sebagai konsekwensi penolakan Laskar Jihad terhadap perjanjian Malino,
pangiima Laskar Jihad, Ja’far Umar Thalib akhimya ditangkap aparat keamanan di
Bandara Juanda Surabaya pada tanggal 4 Mei 2002 dan ditahan di Jakarta. fa
kemudian dibebaskan setelah berjanjt membubarkan organisasi yang dipimpinnya.

Pada tanggal 3-7 Oktober 2002 pimpinan Laskar Jilkad yang sedang mengadakan

175 gmbon Express, 26 April 2004
% Suara Malues, 2 Mei 2002
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pertemuan di Jogjakarta memutuskan untuk mengembalikan anggota Laskar Jihad
secara bertahap dari Ambon.

"Di Ambon berita pembubaran Laskar Jihad diumumkan lewat pengeras suara
di Mesjid Amal Shaleh, Kebun Cengkch, Radio Suara Perjuangan Muslim Maluku
(SPMM) dan selebaran-selebaran yang ditempel di mesjid-mesjid. Radio SPMM
milik Laskar Jihad yang selama imi menjadi sumber informasi tandingan bag
RRI/TVRI Ambon yang lebih didominasi pihak Kristen karena berada di
wilayahnya juga ditutup pemerintah. Beberapa aktifitas kegiatan sosial seperti
sekolah dan tempat-tempat pengajian yang ditinggal Laskar Jihad, dilanjutkan oleh
masyarakat setempat.

Alasan pembubaran Laskar Jihad secara sukarela oleh para pemipinnya
sesungguhnya tidak jelas. Datam maklumat pembubaran Laskar Jihad, disampatkan
bahwa alasan pembubaran Laskar Jihad adaiah 1} kondisi Ambon dinilai sudzh
semakin kondusif dan umat Islam Malukw dipandang sudah cukup kuat untuk
membela dirinya dar serangan musuh, dan 2) adanya fatwa dari seorang ulama
Saudi Arabiyah yang menyebutkan bahwa sudah tiba saatnya bagi Laskar Jihad
untuk dibubarkan.'”’ Alasan tersebut munglkin hanya alat pembenaran tetapi tidak
mustahil yang tejadi adalah kesulitan-kesulitan internal yang dihadapi dalam hal
pembiayaan dan tekanan-tekanan politik yang semakin gencar kepada Laskar Jihad
pasca Perjanjian Malino.

Bagi kelompok yang menolak Malino, seperti dikemukakan Irwan Paity,

pelunakan sikap Laskar Jihad lebih disebabken oleh komitmen moral yang telah

'""Laporan Tim Penyelidik Independen Uniuk konflik Maluku, 2003.
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mereka sampaikan ketika bertemu Wapres Hamzah Haz, bukan karena mentaati
Perjanjian Malino. Sebagaimana diketahui, Wapres Hamzah Haz pemah
mengunjungi Ja’far Umar Thalib sewaktu ditahan di Jakarta dan dalam kunjungan
tersebut Ja meminta agar Laskar Jihad sebaiknya membubarkan diri secara sukarela
“....dan sebagai bentuk ketundukannya kepada Wapres Hamzah Haz yang
dianggapnya sebagai seorang ulama yang dihormati, Jafar Umar Thalib

berjanji menarik semua anggota Laskar Jihad dari Ambon. Ja’far menempati

janji itu dengan mengeluarkan instruksi pembubabaran Laskar Jihad
terhitung sejak 14 Oktober 2002

Apapun alasan yang diajukan, pembubarar Laskar Jihad merupakan bagian
dari komitmen Malino. Keterlibatan Wapres Hamzah Haz ketika meminta Ja'far
Umar Thalib membubarkan anggota-anggotanya merupakan bagian dan
implementasi Perjanjian Malino.

Adapun Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang juga menolak mentaati butir-
butir Perjanjian Malino, tokoh-tokolmya satu demi satu mulai ditangkap aparat
keamanan sebagai bagian dari implementasi kesepakatan Malino. Bersamaan dengan
penangkapan Panglima Laskar Jihad, Ketua Presidinm FKM Dr. Alex Mamputy
Juga ditangkap dan dibawa ke Jakarta dan diajukan ke pengadilan. Ia divonis oleh
Pengadilan Negen Jakarta Pusal empat tahun penjara. Namun dalam masa
penangguban penahanannya, Manuputty berhasil melarikan diri ke Amerika dan
tetap berada di negara tersebut hingga saat ini. Pelarian tokoh kunci FKM tersebut
sangat disayangkan oleh berbagai pihak, karena ia akan melakukan kaimpanye

negatif tentang Indonesia di luar negen dar itu pasti sangat merugikan kepentingan

nasional.

17 Wawancara dengan Drs. Irwan Patty, M.Si di Ambon, 17 Desember 2005

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006



Sebagtan aktifis FKM/RMS seperti Sekretaris Eksekutif Moses Tuanakota
dan rekan-rekannya, juga ditangkap aparat kearnanan. Ketika terjadi kerusuhan yang
beriepatan dengan ulang tahun RMS, 25 Apnl 2004 yang menewaskan puluhan
korban jiwa, baﬁyak aktfis FKM/RMS ditangkap aparat keamanan, termasuk di
antaranya Pimpinan Yudikatif FKM Semy Waileruny. Sejaklsaat 1, aktifis dan
simpatisan FKM/RMS di Ambon dapat dikatakan sudah sangat berkurang.

Pembubaran dan pemulangan Laskar Jihad serta penangkapan terhadap
cksponen FKM telah membuat situasi keamanan di Maluku semakin kondusif.
Seiring dengan itu, mulai muncul kepercayaan dari masyarakat kedua belah pihak

bahwa perdamaian akan benar-benar bisa diwujudkan di Maluku.

2. Penegakan Hukum dan Keamanan.

Secara sistematts pemulihan keamanan di Maluku dilakukan dengan
pembentukan Forum Koordinasi Intelejen TNI, Polri dan Kejaksaan dengan
koordinator Asintel Kodam X1V Pattimura dalam upaya mendeteksi dan inelawan
aksi pam perusuh. Untuk kasus-kasus penyerangan telah dikinmkan tim
penyeledikan gabungan TNI-Polni ke lokasi-lokasi tempat kejadian perkara untuk
pengungkapan pelakunya. Dibentuk pos-pos keamanan bersama TNI Poln untuk
mengantisipasi pertentangan antara aparat TNl dan Polri di lapangan. Untuk
menindak tegas aparat lokai yang telah terkontaminasi kerusnhan, dilakukan rotasi
personil dengan personil baru yang didatangkan dari lvar Maluku. Upaya keamanan
lainnya adalah pelaksanaan sweeping senjata api dan bahan peledak yanp berada di
tanganl‘ masyarakat oleh satuan gabungan TNI-Polri dan instansi terkait. Seiring

dengan itu, masyarakat secara sukarela mulai menyerabkan senjata dan bahan
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peledak yang dimiliki. Selama periode Juni 2002 hingga Desember 2004 senjata api
organik dan rakitan yang diserahkan oleh kelompok Muslim maupun Kristen
sebanyak 673 buah, sedangkan bahan peledak sebanyak 1620 buah.'” Selain senjata
api juga diserahkan senjata-senjata tradisional seperti parang, panah dan tombak.
Dalain bidang hukum, pemerintah melakukan mutasi atau roffing aparat
penyelidik yang ada di Maluku dengan aparat dari luar Maluku. Tenaga
Jaksa/Penuntut umum banyak yang ditambah dan juga dionutasi. Tercatat sebanyak
20 orang jaksa baru didatangkan dari fuar Maluku Ketersedian tenaga hakim juga
mendapatkan perhatian serius karena di Pengadilan Negeri Ambon hanya terdapat
dua orang hakim, sementara di Pengadilan Negeri Masohi Maluku Tengah tidak ada
tenaga hakim selama konflik. Pemerintalh mendatangkan 19 orang hakim dari tuar
Maluku untuk mengadili berbagai kasus selama konflik.'® Aparat keamanan dan
aparat hukum juga didorong untuk mempercepat penyedikan, pennntutan dan
persidangan perkara, terutama perkara-perkara keruswhan, memberesi lalulintas dt
pusat kegiatan masyarakat, melakukan pengawasan daerah perbatasan dengan
menempatkan pasukan penyekat, menindak tegas dan menangkap atan
melumpuhkan perusuh atau penghasut dan melaksanakan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap orang-orang asing yang masuk dan keluar dari Maluku.
Kondisi keamanan yanp semakin kondusif tersebut dapat dinilai dari
kesuksesan pemenntah daerah menggelar agenda politik penting seperti pemelihan

Gubemnur Maluku pada 20 Agustus 2003 yang akhirnya menempatkan Karel Albert

s, pemprov-maluku.org, Situs pemeriniah Provinsi Maluku, diakses pada tangpal 17
November 2005.

150 ibid
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Ralahalu (Seorang pumawirawan Jenderal beragama Kristen) dan Muhammad
Latuconsina sebagai Gubermur Maluku dan Wakil Gubernur yang baru. Mereka
menggantikan pasangan fama Gubernur Muhammad Saleh Latuconsina dan Wakil
Gubernur Paula B. Renyaan yang kalah dalam pemilihan di DPRD Maluku.
Awalnya banyak pihak meragukan agenda ﬁol.itik lokal itu dapat berjalan dengan
mulus, karena pemilihan Gubernur akan sarat dengan intrik yang bisah memicu
konflik. Namun hal itu tidak terbukti, nampaknya kesadaran masyarakat untuk
mempertahankan kondisi damai yang mulai tercipta pasca Malino sangal tnggi,
sehingga berbagai upaya provokasi dan intimidasi selama proses pemilihan
Gubernur tidak menghasilkan tindakan kekerasan seperti yang terjadi selama
konflik.

3. Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi keamanan yang semakin kondusif juga telah mendorong
bergeraknya ekonomi masyarakat daﬁ pemulihan keh.dupan sosial di .Jaluku.
Nommalisasi kehidupan sosial memang masih berlansung secara bertahap, karena
secara objektif kedua komunitas Muslim dan Kristen masth hidup secara terpisal di
teritori masing-masing. Meski demikian, masyarakat Muslim dan Kristen muiai
melakukan kontak-kontak personal di antara mereka.

Pasar-pasar tradisional menjadi tempat terbuka pertama yang menyediakan
ruang interaksi yang alamiah di antara kedua komunitas. Pasar tradisional Mardika
yang terletak di gans batas antara pemukiman Islam dan Kristen yang selama
konflik hancur diamuk massa, kembali difungsikan secara swadaya oleh masyarakat

setempat. Pasar tersebut lalu diberi nama Pasar Baokubae atau pasar perdamaian.
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Sangat disayangkan, nama pasar yang mengandung makna simbolik tersebut tidak
digunakan seterusnya sebagai nama resmi oleh pemerintah kota Ambon namun
dikembalikan pada nama lama yakni Pasar Mardika.

Dalam rangka mempercepat proses pemulihan sosial, pemerintah juga
melakukan program rehabilitasi yang meliputi pemulangan pengungsi dan
pembangunan rumah-rumah untuk penduduk. Sejak periode September 2003,
Jumlah pengungsi yang berhasil dipulangkan sebanyak 19.313 KK. Kepada yang
meninggal akibat konflik juga diberikan santunan berupa uwang sebesar dua juta
kepada ahli warisnya. Santunan juga diberikan kepada korban cacat tetap akibat

konflik dan tidak mampu mencar kerja/nafkah sebesar satu juta per jiwa.'®

Tabel. 16
Rel:ap Pengungsi
Provinsi Maluku Tahun 2004
No | Kab/Kota Jumiah KK Ket

| suda ditangani | Belum ditanpani
1} Kota Ambon 11971 7.861 Data pengunsi Kab. SBT
2 Maluku Tengah 12472 7115 dan SBB, masih masuk ke
3 | Maltuku Tenpgpara 7.788 4.795 Kab. Maluku Tengah
4 | Pulau Buru 5.442 3.729 Sedangkan Kab Am
5 | Maluku Tenggara Barat 3.230 1507 masuk ke dxia Pengungst

; Maluku Tenpgara

| Tolal 40.903 25.007 $65.910

Sumber : Pinas Sosiafl Maluku, 2005

Depkimpraswil juga menyediakan 9000 paket bantuan perumahan dengan
dana lima juta per unit. Depsos menyediakan 10,800 paket, dan Depnakerirans 1200
paket, disamping itu dilakukan pembangunan kembali kompleks perumahan
Waringin (Islam) dan daerah sebelahnya (Kristen), yang dilengkapi dengan pos

penjagaan di tengahnya, sedangkan sarana umum yang dibangun 241 unit Mesjid

81 Dyiolah dari data Dinas Sosial Maluku 2004
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dan Gereja, 10 unit bangunan rumah sakit, pasar Mardika dan 636 pasar tradisonal,
92 unit sekolah, 6 buah puskesmas, | unit iraumatic center. Pembangunan kembali
gedung UNPATTI lama dan membangun gedung baru, pemberian beasiswa kepada
7230 anak, dan juga bantuan kesehatan dari Depkes, TN dan Polri.'®™ Dana yang

dihabiskan dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut merupakan bantuan

pemerintah pusat dan APBD.

D. Penghentian konflik dan Agenda Perdamaian Selanjutnya.

Secara faktual dampak terbesar dari pelaksanaan Perjanjian Malino adalah
berhientinya aksi-aksi kekerasan dan pemulihan keamanan di sehmuh Maiuku.
Indikatomya dapat dilihat pada langkah pemerintah mencabut pelaksanaan Darurat
Sipil di Maluku pada 20 September 2003 dengan Kepres No. 27 tahun 2003 yang
mencabut Kepres No. 88 tahun 2000. Kondisi keamanan yang semakin membaik
Jjuga telah mendorong berbagai langkah pembangunan dan pemulihan kehidupan
sosial di Mﬁuku secara bertahap, khasusnya relokasi dan pengembalian pengungsi.
Dengan demikian Perjanjian Malino telah menjadi dasar pijakan yang sangat pentmg
dalam merajut kembali perdamaian di Maluku,

Namun harus ditegaskan bahwa peranjian tersebut belum menyeiesaikan
secara mendasar faktor-faktor yang menjadi akar persoalan konflik Maluku
sebagaimana yang divraikan di Bab II penelitian ini. Jika perjanjian Malino harus

diletakkan dalam konteks kebijakan penyelesaian konflik secara keselurihan, maka

%2 Diolah dari berbagai sumber termasuk Laporan Pemerintah Dacrah Maluku, 2003
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secara objektif perjanjian Malino masih memiliki kelemahan-kelemahan yang patut
untuk diperhatikan.

Pertama, proses persiapan hingga pelaksanaan Perjanjian Malino dilakukan
dalam waktu yang cukup singkat, kira-kira satu bulan. Dengan demikian para pihak
yang bertikai dan berunding di Malino tidak memiliki waktu yang cukup untuk
mempersiapkan berbagai masalah yang dianggap mendasar dalam penyelesaian
konflik Maluku. Padahal pengalaman kebijakan penyelesaian konflik di tempat Jain
dilakukan secara terencana dalam waktu yang cukup sehingga pihak-pihak yang
bertikai dapat berdialog dengan baik. Dapat dimaklumi jika masih ada sebagran
tokoh-tokoh di Maluku yang belum bisa menerima upaya perdamaian tersebut.

Hal iain yang perlu diperbatikan adalah proses pembuatan kesepakatan
Malino itu sendiri yang dilakukan dalam waktu yang sangat ‘singkat yaitu selama
dua hari. Proses yang cepat ini memberikan gambaran bahwa tidak tegadi dialog
kritis antara pihak yang berkonflik. Proses negosiasi untuk menemukan titkk temu
kepentingan antara dua pihak yang berkonflik munpkin tidak terjadi secara
maksimal. Model Malino I yang diterapkan di Poso kemudian langsung diterapkan
di Maluku secara instan. Padahal dalamm kounteks konflik Maluku, masing-masing
pithak harus diberi kesempatan lebih lama untuk saling bernteraksi dan berdialog
secara jujur dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan semua masalah yang
terjadi di antara mereka.

Kedua, dalam Kkeseluruhan proses perjanjian Malino, tampak adanya
kecenderungan elitisme dari para tokoh yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Atau

dengan kata lain Perjanjian Malino harus diakui, masih merupakan inisiatif dari atas
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(top down approach) yang dilakukan atas inisiatif elit, dan pesertanya juga adalah
elit-elit masyarakat.

Tanpa harus mereduksi peran positif dan kerja keras yang telah dilakukan
pemerintah yang dimotori Menkokesra Yusuf Kalla, dapat dikatakan bahwa dalam
rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Perjanjian Malino, Pemerintah Pusat masih datang
dengan konsep yang menempatkan dini mereka pada posisi jur selamat atau dewa
penolong bagl masyarakat yang sedang dilanda konflik. Posisi masyarakat
ditempatkan pada pihak yang bersalah atas konflik yang terjadi, oleh karenanya
harus ditolong. Padahal dalam realitas yang sebenarnya pemerintah juga merupakan
bagian dan penyebab konflik schingga patut untuk digugat perannya. Pola fop down
aproach int menempatkan masyarakat sebagai obyek dari sebual proses rekonsiliasi
yang dilakukan. Sempitnya rmang gerak masyarakat untuk terlibat (partisipasi)
dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan menjadikan hasil yang dicapai kurang
aphikatif dan fungsional di tataran masyarakat, sehingga tidak mampu menjangkau
hal-hal mendasar dari konflik, Datam konteks ini protes dan kelompok penentang
Malino patut mendapatkan perhatian.

Ketiga, selain keberhasilan untuk mengehentikan konflik, isi Peganjian
Malino secara subtantif tidak menyentuh persolan-persoalan mendasar yang menjadi
akar persoalan konflik Maluku. Sebelas butir perjanjian yang disepakati di Malino,
hanya menyentuh “persoalan kulit” yang terjadi selama konflik. Misalnya tentang
isu Laskar Jihad dan FKM/RMS yang diperdebatkan cukup sengit di Malino,
padahal keduvanya hanyalah merupakan ekses yang timbul dari konflik.

Membubarkan Laskar Jihad atau FKM/RMS akan menciptakan suasana yang aman
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dan kondusif, namun bukan merupakan jaminan bahwa konflik tidak akan terulang
lagi, karena berbagai persoalan mendasar yang menjadi akar konflik Malukua belum
terpecahkan dalam 11 butir Perjanjian Malino.

Oleh karena itu, setelah konflik dihentikan maka diperlukan kerja-kerfja
lanjutan untuk menyelesaikan secara bijaksana berbagai faktor utama yang menjadi
akar konflik Maluku, sebagaimana sudah diuraikan dalam Bab II penelitian in.
Kerja keras itu harus didasarkan pada prinsip-prnsip kultural dan religiusitas yang
menjadi nilai yang bisa mengikat kedua belah pihak ke dalam sebuah bingkai
persaudaraan dan perdamaian yang berjangka panjang, sehingga perdamaian yang
tercipta bukanlah perdamaian sesaat yang diakibatkan oleh kuvatnya represi aparat
keamanan, atau karena keterdesakan ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat.
Akan tetapi perdamaian yang tumbuh dan dipupuk atas dasar kesadaran tentang
pentingnya kondisi damai bagi pembentukan kehidupan masyarakat Maluku yang
lebib damat, beradab dan sejahtera.

Dalam pcrspektif resolusi  konflik, tahapan sclanjuinya setelah
mengendalikan kekerasan bersenjata dan perundingan untuk memlai proses re-
integrasi elil politik dan kelompok-kelompok yang bertikai, maka ada dua 1ahapan
lagi yang harus segera direalisasikan sebagai suatu proses yang tidak terputus, yakni
pertama, pemulihan  sosial terbadap berbagai masalah yang dihadapi oleh
masyarakat pasca konflik. Rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap sarana-sarana yang
rusak, termasuk memulangkan semua pengungsi ke tempat asalnya, atau direlokast

ke tempat lain yang lebih nyaman. Tahap ini hams diarahkan untuk menciptakan
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kondisi yang kondusif bagi pihak-pthak antagonis untuk melakukan transformasi
konflik '*

Transformast konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang
bertikai di Maluku dapat mencapai pemahamnau timbal-bahk (murual unde.-:stamﬁn:g)
tentang cara untuk mengeskplorasi altematif-alternatif penyelesaian konflik yang
dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif
solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suaiu institusi resolusi konflik yang
berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik., Seperti
yang disebutkan Jhon Burton, sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat
ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (fotal
ervironmenf).'®

Kedua adalah tahapan peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap
tekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan
memakan wakeu paling lama, karena tahapan ini memiliki onentasi strukiural dan
kultural yang bertujuan untuk melakukan peroﬁlbakan struktur  sosial-budaya
schingga dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian.'™ Proses
kuitural dalam rangka menciptakan perdamaian (peace building) yang berjangka
panjang memerlukan kesadaran, ketulusan dan kesungguhan dari berbagai pihak,

khususnya pemerintah (baik pusat maupun daecrah) dan seluruh komponen

masyarakat Maluku.

183 1 ihat tulisan Viviene Jabri. Discourse an violence: Conflict analysis recansidered
(Manchester: Manchester Universily Press, 1996).
' thon Burton,. op.cil.

185 Andi Widjajanto, Dinamika Keamanan Pasca Orde Raru, (Global: Jurnal Politik
Intemasional, Vol. 1, No,7, (Februar 2001).
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Untuk mengawasi dan memediasi kemungkinan mumculnya konflik baru,
diperlukan kehadiran sebuah lembaga perdamaian di tingkat lokal yang bekerja
secara tenis menerus menyiapkan sistem evaluasi dan monitoring yang tepat untuk
menilai perkembangan perdamaian di Maluku setiap saat. Lembaga perdamaian ini
mengemban tugas khusus menyiapkan konsep-konsep pembangunan perdamaian
yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial-politik, ekonomi, budaya maupum
agama dengan mencari pola-pola rekonsiliast yang tepat sesuai dengan kondisi
Maluku. Hal itu dapat diadopsi dari sistem pranata lokal yang sempat muncul di
masa lalu dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kekinian yang semakin
dinamis pasca konflik. Lembaga semacam itu juga diperiukan untuk melakukan
mediasi jika terjadi insiden-insiden yang mengarah kepada konflik baru_ Jadi sekali
lagi, keberhasilan Perjanjian Malino dalam menghentikan konflik harus menjadi
kesempatan emas untuk merangkai kembali semangat dan nilai baru yang bisa

menyumbang kepada perdamaian yang langgeng di Maluku.
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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan,

Sejak konflik Maluku meletus pada 19 Januarn 1999, telah banyak kebijakan
yang diambil olekh pemerintah pusal dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan
konflik tersebut. Namun sebagaimana kita saksikan kebijakan-kebijakan tersebut tidak
berhasil menghentikan konflik. Bahkan yang terjadi sebaliknya, konflik terus
berlansung dengan tingkat kekerasan dan kerusakan yang sangat besar.

Kebijakan pemerintah yang cukup berhasil mengurangi dan menghentikan
konflik Maluku adalah mendorong para pikak yang bertikai untuk berunding di Malino
11-12 Februoari 2002, Perjanjian di Malino diprakarsai oleh Menkokesra Yusuf Kalla
dan diikuti oleh 70 orang tokoh dari delegasi Islam maupun Kristen. Mereka berhasil
mensepakati 11 butir pemyataan perdamaian yang dikenal dengan Perjanjian Malokua
di Malino. Upaya serius dan penting dari Menkokesra Yusuf Kalla, dan pada tahap
tertentu juga Menkopolkam Susilo Bambang Yudoyono dalam menggagas pelaksanaan
Perjanjian Maluku di Malino merupakan sebuah prestasi pemerintah yang patut
dihargai. Sebab melalui perjanjian tersebut, secara gradual konflik Maluku dapat diatasi
dan upaya untuk merajut kembali perdamaian Maluku yang terkoyak dapat kembali
difakukan.

Pelaksanaan Perjanjian Malino adafah kebijakan persuasive yang dilakukan
pemerintah untuk menyelesaikan konfilik Maluku. Momentum pelaksanaan Pegjanjian
Malino dilangsungkan dalam kondisi masyarakat yang sangal memprihatinkan dan
lelah akibat konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, intervensi pemerintah

untuk mendorong pelaksanaan Perjanjian Malino dan menghadirkan para pibak yang
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bertikai untuk berdialog secara damai merupakan kebijakan yang sangat diperlukan di
tengah kegagalan berbagai kebijakan yang pernah diambif sebelumpya.

Peneliian dan pembahasan yang berkenaan dengan dua masalah pokok
penelitian ini rpcnghasilkan duva kesimpulan.

Pertama, Pelaksanaan Perjanjian Malino telah berlansung dalam suasana damai,
dialogis dan demokratis. Kedua pihak (Muslim dan Kristen) yang awalnya bertahan
dengan pendapatnya masing-masing, khususnya terhadap dua isu krusial yakni
keberadaan Laskar Jihad dan Front Kedaulatan Maluku (FKM) akhimya dapat saling
menerima pendapat dan tuntutan masing-masing, dan bersedia pula mengurangi bagian
tertentu dari tuntutannya. Hal itue bisa terjadi karena 1) kedua delegasi menyadari
bahwa penghentian konflik mermpakan prasyarat mutlak untuk menggagas langkah-
langkah perdamaian selanjutnya, 2) berbagai isu konflik yang dikemukakan oleh kedoa
delegasi, seperti Laskar Jihad, FKM/RMS, Laskar Kristus, Kristen RMS, peristiwa 19
Januari 1999, pengalihan agama secara paksa, pelanggaran hukum dan HAM disepakati
untuk diselidiki lebih lanjut oleh sebuah tim independen sebagaimana tercantum dafam
butir 6 Perjanjian Malino. Meskipun sangat demikian, disayangkan waktu yang
diberikan selama proses menuju Malino bahkan selama perundingan di Malino
sangatlah terbatas, sehingga belum melibatkan secara maksimal berbagai kelompok
yang terlibat dalam konflik. Para delegasi jupa tidak berkesempatan untuk menggali
lebih jauh berbagai persoalan yang menjadi penyebab konflik Maluku.

Kedua, Proses penyelesaian konflik dengan model penmdingan yang dilakukan
pemerintah dalam Perjanjian Malino untuk Maluku, ternyata hanya berdampak pada
penghentian konflik dan penyelesaian faktor-faktor pemicu yang menjadi ekses dan

konflik,. Namun belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang
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menjadi potensi laten konflik Maluku, seperti i) adanya sentimen keagamaan yang

berkembang sejak kolonialisme yang telah mewariskan segregasi sosial berdasarkan
apgama, ii) persaingan di tingkat birokrasi lokal yang tidak sehat, dan iii) kecemburuan
ekonomi dan sosial akibat kebijakan ekonomi yang keliru. Dengan kata lain Perjanjian
Malino hanya merupakan sebuahk nsaha penghentian konflik yang bersifat sementara
dan selanjuinya menuntut proses lanjutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

mendasar tersebut sehingga perdamaian yang langgeng dapat tercipta kembali di
Maluku.

B. Implikasi Teoritik.

Berdasarkan analisa dan data yang telali dipaparkan dalam peneilitian ini, maka
beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini pertu dijelaskan lebih lanjut.

Pertama, tentang teori penyebab konflik dar Clifort Geertz yang menyatakan
bahwa konflik di negara berkembang sebagian besar disebabkan oleh sentimen
primordialisme. Menurut Geertz, ikatan primordial akan membentuk sentimen dan
loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antar sesama anggota
kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar kesamaan suku/ras dan
agama menghasilkan ikatan sosial yang amat kuat di antara anpgota masyarakat
sehingga membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pemgorbanan
apapun.

Secara faktual, penelitian membenarkan teori primordial yang dikemukakan
Geertz. Dalam konflik Maluku, pihak-pihak yang bertikai rela mengorban harta benda
bahkan jiwa dan raga untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan primordialnya,

yakni agama. Pembakaran dan pengrusakan terhadap simbol-simbol keagamaan yang
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penting seperti gereja dan masjid dianggap sebagai serangan kepada kelompokmya,
sehingga memicu kemarahan masyarakat untuk  berpersng  menuntut
peratmggungjawaban dan membela simbol-simbol tersebut.

Catatan lain yang perlu ditambahkan adalah pentingnya mencermati pengaruh
factor-faktor eksternal dalamt menjelaskan teori primordial. Dalam kasus konflik
Maluku ada tiga variabel determinan, yakni kepentingan politik, kecemburezan sosial
akibat kesenjangan ekonomi dan provokasi pihak luar. Kombinasi antara tiga factor
tersebut membakar sentimen keagamaan masyarakat Maluku yang dikenal agresif,
untuk menyulut anarkisme dalam bentuk-bentuk kekerasan yang sangat menakutkan.

Kedua, Kebijakan penyelesaian konflik haruslah dilihat sebagai kebijakan yang
berkelanjutan. Oleh karena sebelas butir Perjanjian Malino belum mampu menjangkau
berbagai persoalan mendasar dari konfiik, sehingga perdamaian yang tercipta pasca
Malino bukan merupakan jaminan bahwa kondisi damai tersebut akan langgeng. Jadi
seperti yang disyaratkan Jhon Borthon, usaha penyelesaian konflik harus masuk ke akar
persoalan dari suatu konflik, agar dapat diidentifikasi masalah-masalah mendasar dan
proses penyelesaiannya. Dalam pendekatan teoritik resolusi konflik, dua catatan perlu
diberikan. 1} dalam setiap proses penyelesaian konflik, mediator harus mendalami akar
persoalan dari suatu konflik dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para
pihak yang bertikai untuk mengpgali masalah-masalah krusial yang menyebabkan
konflik di antara mereka, 2) bahwa proses penciptaan perdamaian (peace building)
merupakan proses yang memerlukan tahapan dan waktu yang panjang, sesuai kondisi

dan karakter konflik itu sendiri.
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C. Saran dan Rekomendasi.

Sumbangan terbesar dari Perjanjian Malino adalah berhentinya konflik dan

kekerasan dan semakin terciptanya suasana damai di Maluku dari waktu ke waktu
Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa apa yang dicapai dalam perjanjian
tersebut serta implementasinya di lapangan belum menyelesaikan secara mendasar
faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai akar persoalan konflik Maluku. Padahal seperti
yvang sudah diuraikan di muka, konflik Maluku berakar pada berbagai persoalan-
persoalan mendasar yang telah terbentuk dalam kurun waktu yang lama.

Oleh karena itu dalam hal! kebijakan penyelesaian konflik dengan model
perundingan seperti yang dilakukan pemerintah untuk Maluku, maka perla diperhatikan
hat-hal sebagai berikut.

Pertama, keterlibatan yang maksimal dari semua unsur yang terlibat dalam
konflik. Para elit yang berundingan harusiah para tokoh yang memiliki legitimasi yang
kuat dan memiliki akses kepada kelompok-kelompok yang bertikai, Dengan demikian
apa yang disepakati oleh elit yang berunding mencerminkan kepentingan pihak-pihak
yang bertikai sehingga secara sukarefa mereka mau mentaati hasil kesepakatan tersebut.

Kedua, metodologi perundingan hamus dapat memberikan kesempatan yang
lebih luas kepada para pihak yang berunding untuk melakukan sosialisasi dan menggali
aspirasi dan komunitasnya. Demikian pula waktu pelaksanaan mesti diatur agar para
pihak yang berunding dapat berdialog secara kritis dan dialogis sehingga tergali
berbagat bersoalan yang menjadi akar konflik dan cara-cara peneyelesaiannya.

Ketiga, Kecendenmgan pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial di
Indonesia dengan pendekatan koorsif harus dikurangi, sebaliknya perlu mengedepankan

pendekatan persuasif. Model Perjanjian Malino dalam menyelesaikan konflik SARA
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seperti yang dilakukan dalam konflik Maluku dan Poso dapat diadopsi sebagai bagian
dari kebijakan resolusi konflik yang perlu dikedepankan pemerintah di masa depan.
Tentu saja harus dikembangkan dan diperkaya dari segi metodologi, konsep
perundingan, implementasi dan pengawasan pasca perundingan perdamaian.

Keempat, situasi damai yang sudah tercipta di Maluku saat ini, harus
dimanfaatkan untuk melakukan langkah-langkah yang bisa menciptakan tatanan politik,
ekonomi, sosial dan keagamaan yang lebih harmonis dan demokratis di Maluku. Untuk
1tu hal-hal yang perlu dibenahi sebagai berikut:

1. Penataan sistem politik dan birokasi secara rasional dengan mempertimbangkan
secara cermat aspek rekruitment dan pengkaderan berdasarkan kualitas
profesionalitas dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyegerakan proses pembangunan ekonomi masyarakat, dan memberdayakan
selurzh masyarakat pasca konflik. Masyarakat lokal yang tidak terbiasa dalam
bidang perdagangan dan bisnis dapat diberikan pelatikan-pelatihan manejerat
sehingga mereka mampu bersaing secara sehat di bidang tersebut dengan
masyarakat pendatang. Hal ini akan mengurangi kétimpangan ckouomi yang
ekstrim di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

3. Membangun dialog keagamaan untuk menumbuhkan sikap beragama yang
inklusif, plural, egaliter dan toleran sehingga mampu mengeleminir menguainya
sentimen keagamaan di tengah masyarakat.

4. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus bisa menciptakan komunitas
yang heterogen. Pembauran masyarakat dengan berbagai latar belakang agama
dan etnis pada areal pemukiman yang sama akan menumbuhkan interaksi dan

interelasi yang positif di tengah masyarakat. Sebalikeiya pemukiman penduduk
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yang homogen berdasarkan teritori keagamaan, suku dan neger seperti yang

terjadi di Ambon, terbukti sangat potensial melahirkan segregasi sosial yang

dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

5. Untuk melanjutkan proses perdamaian yang telah tercipta di Maluku pasca
Perjanjian Malino, perlu dibentuk sebuah lembapa perdamaian yang secara
formal menfasilitasi proses dialog perdamaian yang berkelanjutan dalam
menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang telah mengakibatkan terjadinya
konflik di Maluku. Lembaga dimaksud akan bekerja secara terencana dengan
program-program praksis yang dapat mendorong penciptaan kehidupan sosial,
ekonomi, politik, budaya dan agama yang kondusif dan demokratis. Pemerintah
dapat memanfaatkan atau meminta pertimbangan dari lembaga perdamaian
tersebut untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang secara sinergis
mendorong terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Penulis menyadarn bahwa penelitian ini mencmukan berbagai persoalan lamn
yang perlu diteliti lebih lanjut. Masalah yang paling krusial adalah bagaimana
menjelaskan keterlibatan militer dalam konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku.
Indikasi tentang keterlibatan tersebut memang ditemukan, namun penelitian ini belum
mampu mengungkap secara lebih bentuk keterlibatan militer tersebut. Oleh karena itu
penulis merekomendasikan agar temuan awal tersebut dapat menjadi bahan masukan
yang dapat diteliti lebil lanjut. Dengan demikian, gambaran yang jelas tentang factor-
faktor ekstemal yang menjadi penyebab konflik Maluku dapat diperoleh, sehingga

kebijakan untuk menangani konflik 'Maluku, lebih mudah untuk dilakukan Semoga!
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Transkip Wawancira
Pendeta Dy, Jhon Ruhulesin, o
(Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPMY, Anggota Delegast Kristen).

Wawancara di Lakukan di Kantor GPM, Kompleks Gereja Maranata Ambon. 20
Desember 200(4)

}. Menurut Pak Jhon apa sebenarnva yang menyebabkan konflik Mafuku.

Pertanyaan saudara ini hanya bisa dijawab dengan suatu penelitian ilmiah vang
komprehensif. Tapi kalau saudara tanya pcndapal saya, maka saya bisa katakan
bahwa yang mendisain konflik di Maluku sangat cerdas dan hebat, Dia mengerti betul

tentang Maluku. Bahwa di Maluku ada potensi koeflik yang bisa di manfaatkan untuk
kepentingznnya.

2. [Persoalun Apa yung andu meaksud?

Banyak sekali orang membangun teori tentang penyebab konflik Matuku. tetapl yang
sangat mendasar adalah kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada
persoalan ekonomi yang membuat masyarakat semakin-sulit dari hari ke hari. Budaya
lokal yang semakin luntur dan tidak ada kebijakan untuk memproteksi hal itu. Laluo
ada jupa kelompok elit nasional yang memanaskan sitvasi uniuk keperntingannya.
Karend saat ilu sedang dalam masa transisi dan menjelang pemilue, Jadi kesimpulan
saya, koflik Maluku bukanlah konflik agama tetapi konflik yang memanfaat
sentimen-seniimen keagamaan? -

Umat Islam menuniut penyelesaian kasus 19 Janvari dan FKMRMS. Komentar pa
Jhon?

Sebenarnya kami juga sepakat. Bahkan bila perlu dibuka semuz masalah-masalah
yang menjadi penyebab maupun rigger konflik Maluku. Bukan hanya FKM/RMS,
tapi juga kssus lainnya, seperti Laskar Jihad, Tuduhan Kristen RMS, pelanggaran
HAM serta isu-isu lainnya. Karena itu kita kecewa kenapa hasil penelittan Tim
Independen tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

Bisa diceritakan bagaimana penyelesaian kanflik Malwukn sehelum perundingan
Mulino?

Sebelum Malino sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik,
misalnya pembentukan TIM 6 yang kemudian menghasilkan PUSAT RUIUK. Dan
masth banyak lagi ttm-tim lainnya. Tetlapt semua itu tidak jalan dilapanpan karena
lemah di tingkat implementzsi. Tetapi usaha-usaha penyelesaian konflik yang

dilakukan scbclumm Malino harus dilihat scbagai bagian dan upaya pcnyelesaian
konflik yang puncaknya ada di Malino itu.

3. Ada kritik bahwa Malino hanya inisiatif elit atau tegasnya keinginan Yusuf Kalla.
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Menurut saya Perjanjian Malino adalah scbuah model penyetesakan konllik yang
mempertemukan pendekatan 7ap down dan Botan Up. Karena sebelum Malino para
tokoh agama dap masyarakat di Maluku juga telah melakukan berbagal upaya
- penyelesaikan konflik. Bahwa kemudian ada kebijakan dari YK untuk membawa ke
Malino kita anpgap sebagai fasilitator saja. Toh kire-kiter juga vang berunding dr
Malino, Namun pemerintah juga ikut bertanggung jawab terhadap hasil-basil yang
kita sepakati, Jadi perjanjian Malino adalah peqanjian fripafrit antara pemeriniah,
umat Islam dan Umat Kristen.

Apakah dolam penyusun

an deicpasi ada penentangan duari internal mosyarakat
Kristen? :

Memang ada suara-suara yang meragukan, seperti dari eksponen FKM. Tetap kita
tctap jalan terus.

Tentang FKM/RMS banyak sekali yung menganggap schagai provokator konflik,
menurul Pa Jhon?

Anda harus ingat sejarah RMS itu adalah sejarah tentang resisiensi sekelompok orang
Maluku terhadap kebijakan Pemerintahan Sukarne pasca Kemerdekaan. Dan itu
melibatkan orang Islam maupun Kristen Maluku. Rapat-rapat pembeniukan RMS
justru-dilakukan di desa Tulehy, salah satu desa Mustim terbesar di pulau Ambon.
Dan Raja Tulehu Ibrahim Ohorela terlibat lansung secara intens dalam proses-proses
tersebut. Saya menyebutnya “Konspirasi Tulehu”. Tesis Magister saya kebetulan
tentang RMS. Karena itu saya menyimpulkan bahwa RMS adalah konflik
kepentingan antara mereka yang pro RIS atau pro disentralisasi dan vang pro pada
negara kesatuan. Sclain itu dapat juga disimputkan konflik antara beberapa tokoh
yang tidak lagi diberikan jabatan seperti yang diharapkan dalam negara kesatuan. Jadt
1idak ada hubungannya dengan Agama. Dan RMS sendiri suda lama mati. [{anya
tinggal puing-puingnya yang sekarang masi digunakan sekelompok orang sebagai
dagangan politik di negent Belanda. (Sambil kefenea)
Kalau tentang FXA?

)

Ada beberapa tokoh Kristen yang merasa kecewa dengan berbagai kebijakan
pemerintah dalam menangani konflik. Kok Maluku dibiarkan sampal seperti ini, ada
orang datang dan luar Maluku dengan senjata, ada apa sebenarnya. Mereka lalu
mendeklarasikan FKM. Dalam perjalanannya para cksponen FKM menggunakan atau
meminjam model perlawanan RMS. Padahal itu salah. Mereka tidak mengerii sejarah
RMS. Dan FKM iiu hanya sckelompok kecil orang saja. Tidak semua orang Kristen
simpatt dengan gerakan FKM.

Selanjutnya beta man bilang bawa FKM, Laskar Jihad dan isu-isu lainnya merupakan
ekses dari konflik yang menamba energi konflik. Isu-isu itu membuat orang tupa pada
tangan raksasa yang mendisain konflik ini. Karena itu setelah Malino kita juga harus
menyelesaikan berbagai keterbelakangan yang saat ini membuat rakyat Maluku hidup
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10.

11

datam kondisi yang sanpat memprihatinkan. Sehingga para provokator dengan mudah
dapat memanfaztkan kondisi tersebut.

Siupa yang anda maksudkan dengan tangan raksasa?
Wah kalau itu saya tidak tau persis. Harus tanya sama tim penychidik Independen.
Bisa diceritakan tentang dinamika yang terfadi di Maling?

Perjanjian Malino itu menjadi bukti bahwa masyarakat Maluku scbenarnya mampu
menyelesaikan maslahnya secara beradab. Dan ini terbukti para delegasi dapat
meletakkan kepentingan perdamaian di atas segala perbedaan pandangan. Bahwa ada

beberapa perbedaan pandangan, itu biasa. Karena bagaimanapun kedua belah pihak
baru terlibat dalam scbuah konflik yang cukup tajam.

Jadi tidak ada perdebatan serins?

Oh ada... tapi saya anggap itu bagian dari dinamika sebualt perundingan untuk
melahirkan hasil yang terbaik. Sekarang yang perlu kita tuntut adaiah apakah
pemerintah tetap berkomitmen menyelesaitkan masalah ekonomi termasuk penangan
pengungsi dan pembangunan kembali Maluku pasca Konflik. karena saya termsuk

salah sati anggota komisi yang membidani ekonomi waktu di Malina. Saya menuntut
komitmen pemerintah.

. Kenapa Delegasi Krsiten Keheraiun dengzan Tididion terhadep RAS sebagndd

provakator konfiik.

Pertama, begini, seperti yang sudah saya jelaskan, RMS itu sebenarnva isu pengalihan

saja. Kelau kita bicara secara jujr FKM itu sudah menjadi masg lalu. Memang ada

beberapa eksponennya yang masi mimpi lentang cita-cita RMS | etapi jumiah meceka
sedikit dibandingkan kita-kita yang menolak.

Kedua, kita juga perlu membaca fenomena FKM secara jujur dan bijaksana.
Kelompok ini sebenamya muncul sebagai ckspresi kekecewaan terhadap pemernntah,
Mengapa konflik imt begilu dahsyat dan Gtdak bisa dihentikan? Ada kelompok milisi
sipil yang datang ke sini dan pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal tugas
negera yang paling utama adalah melindungi rakyatnya dari scgala ancaman dan
ketidaknyamanan. Lagi pula FKM bukan kelompok bersenjata yang harus diperangi
seperti pemerintah berperang dengan GAM alau OPM.

. Menurut anda apukal sentua komitmen Malino itu suda difuksanakan?

Untuk keamanan, saya harus akui sckarang kita sudah relatif berhasil. Tetapi
pemulangan pengungsi, pembangunan sarana dan prasarana sampai sekarang masi
jalan di tempat. Banyak pengungsi yang masih berda di tempat pengungsian, padahal
mereka potensial melahirkan konflik. karena itu kita mendesak pemerintah untuk
segera memberesi masalah pengungsi ini. Kemudian, percepatan pembangunan juga
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belum terlalu nampak, Pemerintith harus seres nrenangant masibivie Malakoa paeca
konflik. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Ingat pemenmntah miisth punya tinggung

- _ jawab terhadap kesepakatan Malino.

Menvrut anda apa vang harus dilakukan wnik memperbaiki velasi-relasi keagamaan
yang sudah terlunjur terkoyak selama konflik.

Betul, itu pekerjaan besar dun merupakan proyek bersama basudaca Salam dun
Sarani. Sebenammya sejak dahulu hubungan Islam dan Kristen tidak ada masalah.
Akan tetapi pengaruh politik dil., it yang mcbuat hubungan keagamaan menjadi
kaku dan penuh kecurigaan. Untuk masa depan kita harus menjaga agar agama di
Maluku tidak lagi dianfaatkan untuk kepentingan politik.

Kita harus trus menerus mendorong tumbubmya nilai-nilai keagamaan yang toleran,
inklusif, pluralis dan humanis. Di gereja-geraja para pendeta selalu membicarakan
nilai-nilai tersebut. Saya juga bungga pada kesadaran anak muda Maluku pasca
konflik. mereka membentuk sebuah lembaga namanya EL-Al-EM (Lembaga Antar
[man}. GPM, Keuskupan dan MUI menjadi penasthat. Ini suatu perkembangan yans

mengembirakan. Sebagai pemimpin agama kami bertugas mensosialisasikan nilai--

nilai yang diusung anak-anak muda itu kepada vami. Saya diundang berdiskusi
dengan teman-teman di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), saya katakan masa
depan Malukn sangatl ditentukan oleh bangunan nilai-nilai keagamaan yang kita
ciptakan hari ini. Sekarang dalam hegiatan-kegiatan Natal, kita dapat hiburan Nasir
dari saudara-saudara kita yang Muslim. Sebagai ketua Sinode saya bangga sekali.

. Bagaimana dengan Nilai-nilai  Kultural  seperti Pela-Gandong, apakah periu

dihidupkan kembali?

Oh iya. Saya kira nilai-nilai itu sangat menentukan cara kita beragama di Maluku.
Saat ini nilai-nilai tersebut saya rasakan semakin luntur. Akhimya kita menjadi
kehilangan identitas kemalukuan, Saya pemah ditanya mengapa konflik Maluku
setelah Malino bisa selesai, sementara poso tetap bergolak hingga sekarang. Saya
bilang jawabannya sederhana saja, karena di Maluku ada orang Islam asli Maluku
dan arang Kristen osli Muoluku yang mengerti kearifan-kearifan loakal dan kultur
kemalukuan. Karena itu, kita tidak hanya tergantung pada model penyelesaian konflik
yang dilakukan pemerintah. Tetapi kit2 mengunakan pola-pola kultural yang

dimengerti oleh masyarakat kita. Berbeda dengan di Poso, mercka menyerahkan
proses-proses mediasi sepenuhnya pada pemerintah.

Jadi Kita berharap masyarakat kita bisa mengambil hikmah atas konflik yang terjadi
selama lima tahun ini, dan kedepan tidak boleh terjadi lagi hal-hal seperti itu. Amen.

169

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006



‘I'ranskip Wawancara

Drs. Tony Pariela, M.Si

(Akademisi: Dosen Universitas Pattimura Ambon, Ketwa Delegast Kristen)
Wawancara dilakukan via tefpon 081243000040, 24 Desember 2006,

1.

Apa saje visi dan misi delegasi Kristen dalum peryunyian Malino?

Umat Kristen sangat menyadari bahwa konflik yang telah. berlansung selama -

bertahun-tahun, tidak purya mantaat apapuon, selain hanya mengakibatkan tupa-rupa
kerugian, kehidrcuran, kemérosotan dan pendéritaan. Karéna tu, delepasi Kristen
datang ke Malino dengan satu tujuan, menghentikan konflik tanpa kcekerasan, Kia
ingin menyelesaikan konflik Maluku dengan cara-cara beradab dan dialogis.

Bugaimana sebenarnya proses yung dilakukan menuju Malino?

Prosesnya sebenamya sangat sederhana saja. Pak Yusuf Kalla sebagat mediator
mengajak kami berdiskusi tentang bagaimana menyclesaikan konflik Maluku. Behiau
menawarkan Malino. Dan kami sangat respon sekali.

. Apakah ada penolakan dari internal masyarakar krisien?

Memang ada beberap individu dan komponen masyarakat yang menolak, tapt ini

merupakan kelompok yang sangat kecil, Seperti kelompok-kelompok yang bergabung
dalam FKML

Kenapa kelompok FKM tidak dilibatkan saja sckafian dedam Melino, agar kita juga
fahu, sebenarnyu upe yang diinginkan mereka?

Memang waktu itu ada juga wacana sepenti itu. Tapi kami melihat FKM, iermasuk
juga Laskar Jihad, merupakan bagian dari maslah konflik vang juga harus
diselesaikan. Jadi langkah s=lanjutnya bisa dilakukan setelah Malino. Kita juga perlu
lihat konstelasinya, kaluau meieka diajak delegasi Islam pasti menolak, jadi kita car

Jalan tengah. Yang penting tujuan kila untuk menghentikan konilik dan membangun
perdamaian bisa tercapai.

Usulan delegasi Kristen cukup terinci, bisa dijelaskan?

Ya kita belajar dan pengalaman-pengalaman sebelumaya, kita ingin ini perundingan
terakhir dan sukses. Selama ini hasil perdamian sangat dipengaruhi oleh implementasi
di lapangan. Sementara indikator yang dipakai untuk menilaj pelaksanaan perdamaian
di lapangan tidak ada Akhirnya masing-masing pihak, demikian juga pemerintah,
cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Apua keinginan, unek-unck atau visi defegasi Kristen yang tiduk ditampung dalam

butir-butir perjanjian Malino?

Saya kira semuanya, jalan meski ada beberapa hal yang masi mengganjal, 1apt itu
semua diusulkan untuk diteliti lebih lanjut cleh Tim Penyelidik Independen.

Wawancara dihentikan karena sambungan telepon terpufus.
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Transkip Wawancara

Pendeta. Jacky Manuputty, STh

. {Tokoh Agama-Anggota Delegasi Kristen, wawancara dilakukan di Kantor Sinode GPM

Maluku, 20 Desember 20635)

{

Bugaimana sebenarnya pandangan komunitus Kristen terhadap K7

FKM itu hanya merupakan gerakan sekelompok orang vang udah mengerii lentang
Maluku. FKM itu tidak banyak pengikutnya.

Namun mengapa di Malino, delegasi Kristen cukup  tegas  mempertahankan
FKM/RMS?

Begini, pada dasarnya kami juga sangal menolak RMS/TKM. Tekapi kami tidak ingin
ada rekayasa, sehingga seolah-olah FKM/RMS yang mensuponsori konllik Maluku.
RMS itu sudah sangat lemah dan tidak kuat lagi di Maluku, delegasi Kristen meyakini
bahwa ada tangan yang tidak kelihatan baik di level nasional maupun lokal vang
mendisain konilik. kita hawatir isu RMS hanya dikdepankan scbagai kambing hitam
oleh aparat kemanan untuk menutupi persoalan yang sebenarnya. Olsh karena i di
Malini, kami sepakat ada tindakan hukum terhadap eksponen FKM/RMS sekaligus
juga harus dilakukan penelitian  mendalam oleh Tim [ndependen apakah betut

-merckalah yang mendisain konflik Maluku. Ini penting untuk kebenaran dan

rekonsiliasi.

Selain jargan ada penggiring onini bahwa Krisien itn identik dengan FKM/RMS,
apalagi sampai muncul opini Kristen RMS, ite perlu dituruskan. Karena urusan RMS

adalah urusan pembangkangan sekompok orang terhadap negara, bukan urusan umat
Kristen ataupun Geraja di Maluku.

Apakah KM merupakan suyap politik RVS?

Itu harus dibuktikan lebih fanjul, Tetapi jika saya tihat fenomena FKM ini sebenamya
hanya merupakan resistensi kelompok tersebut terhadap kondisi konflik dan sikap
pemerirtah yang gamang. Semacam organisasi sosial kultural. Dan, kalau kita skuti
dari awal, sebenarnya banyak tokoh Kristen Maluku yang ikut hadir pada saat
deklarasi FKM. Tetapt karena FKM discrang secara keras, maka Alex Manuputy latu
mencar ideologi perlawanan. Yang paling gampang adalah menggunakan simbol-
sumbol perlawanan RMS. Ini yang membuat beberapa tokoh yang hadir dalam

deklarasi FKM menyatakan diri keluar, karena tidak seiuju dengan pikiran-pikiran
Alex, '

Lalu bagaiman dengan Laskar Jihad?

Pemerintah harus bertanggung jawab karena telah membiarkan mobilisast Laskar
Jihad memasuki wilayah Maluku tanpa disertai upaya pencegahan yang serius dan
nyata: Selama berada di Ambon, Laskar Jihad telah terlibat dalam berbagi kerusuhan
bahkan berani menerapkan hukum lain di luar hukum positif yang berlaku™. S=neri
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pelaksanaan hukwin rajam yang pernah dipraktekkan di Ambon, Mereka juga juga
ikut menyebarkan sentimen kegamaan di kalangan masyarakat dan melakukan
Islamisasi paksa terhadap beberapa wilayah di Maltuku.

Bagaimana anda melihat isu-isu vang diperperdetkan selama proses hingga meju
perundingan di Malino?

Cukup dinamis, namun semuanya bisa dicarikan titik temunya. Akhir-akhir ini saya
melakukan perenungan terhadap kesepakatan di Malino. Saya akhimya menyadari
bahwa apa yang kita ributkan di Malino itu semuanya bukanlah persoalan
fundamental yang mengakibatkan -konflik di Maluku. Kita dibuat tegang oleh kasus
Laskar Jihad dan FKM/RMS. Menurut saya kita terjebak dengan isu trigger seperti
itu. Nah, dengan situasi yang semakin membaik sekarang ini, kita mesti memulai lagi

membicarakan berbagai persoalan mendasar tersebut dengan care-cara kultural yang
dimengerti oleh rakyat kebanyakan.

—

Artinya, anda melihat Maline itu belum menyelesatkan konflik Medvkie?

Benar, perjanjian Malino jtu baru sebatas menghentikan konflik, karena prosesnya
adalah penghentian konflik, kami menghindan membicarakan masalah-masalah yang
berat. Misalnya kita menghindari membicarakan kelerlibalan militer, yang diakui atau

tidak diakui mereka juga terlibat. Kita juga hindari bicara tentang masalah-masalah
lainnya yang bisa menggagalkan perdamaian.

Menurut anda, apa sebenarnya yang menjadi aker konflik Maliuki?

Akar konflik Maluku itu sangat beragam bentuk dan coraknya. Jika kita buat sebuah
lingkaran besar, ialu di dalam: lingkaran besar itu kita isi dengan lingkaran-linkaran
kecil yang banyak. Kita bisa lihat bahwa lingkaran-lingkaran kecil itulah gambaran
berbagai faktor yang menyebabkan konflik Maluku. karena Hu penyelesaiannya periu
dilakukan secara terencana dan hati-hati.

.

Menurut anda apakah kondisi damai yang sudah berfansting di Maldk bisa terus
dipertahunkan.

Sebagai orang Maluku Kila harus bisa terus memperiankan perdamian ini, karcna

tugas kita mewariskan Maluku ini kepada generasi seterusnya. Nah, ini yang harus
dipikirkan -

. 1}71.
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Transkip Wawancara
Letjen (Purn) Suadi Marasabessy, S.1p.
(Mantan Pangdam Wirabuana, Kasum TNI dan Ketua TIM 19 Mabes TNI)

(Wawancara dilakukan di kediamannya, kawasan Cijantung Jakarts Timur, 17 Januari
2006)

1. Dalam pandangan pak Idi sebagai seorang Mifiter, apu sebenurnya yang
menyebabkan konflik Mohdu?

Kita harus mengkaji secara mendalan faklor-faktor apa scbenarnya yaug
menimbulkan konflik di Malukn, Menurut saya akar konflik Maluku itu bisa
bermacam-macam. Tapi saya sering melihatnya dari aspek budaya. .
Pertama, menurut saya adalah aspek karakter yang kemudian membentuk budaya
orang Maluku. Maksud saya begini, Matuku itu terdiii dari ribuan pulau dan
dibatasi oleh wilayah laut yang sangat luas. Hal ini mebuat komunikasi di antar
masyarakat Maluku sendiri menjadi terbatas. Kondisi keterisolasian int lalu
membentuk karakter orang Maluku, karakter itu sepeni, ketertutupan, melihat
orang lain sebagail ancaman, tidak kompclitif, dil.

Kedua, secara ekonomi orang Maluku cenderung terganlung pada Alam. Sejak
dahulu kita mengenal Pala dan Cengkeh. Pala dan Cengkeh itu diwarisi secara
turun temurun dan dipanen setiap tahun sekali. Sekali panen bisa untuk
menghidupt satu keluarga dalam selabun, atau sampat tiba musim panen
berikutnya. Kondisi ini telab menimbulkan karakler Keterpanlungan pada Alam
dan lebith jauh lagi membuat orang menjadi Malas, Ketika datang orang
pendatang yang umumnya cukup rajin dalam berusaha dan bekerja dan ini
membuat mereka memiliki status ekonomi yang tebih baik, masyarakat Maluku
lalu jadi pecemburu. Ini karakter tidak baik.

2. Kalau mengenai maslah Agama apa bukan salah satu penyebab konflik?

Ya, itu salah satunya. Masalalh sentimen keagamaan ini sebenanrnya merupakan
maslah yang timbul dari politik kolonial. menurut Ibu Maryam Lestaiuhu ada 7
perang besar di Maluku, keculai perang Patiimura, hampir semua perang ttu
bernuansa Agama. Nah, polilik dengan memanfaatkan agama sebagar tameng
inilah yang kemudian di wariskan dari waktu ke waktu. Sehingga selalu ada

kecuripaan antara basudara di Maluku yang berbeda agama. Anda bisa baca
bukunya.

3. Menurut beberapu pengamat ada Jjuga faktor politik, mrsm’mra kepentingan pilitik
militer vang bermain di balik konflik?

Para pengamat seperti Tamrin Amal, atau Jorge Yunus Adicondro  memang
cenderung membangun teori konspirasi bahwa yang menyebabkan konflik
Maluku adalah kepentingan politik Militer. Tcornya begint, Militer adalah
kelompok yang paling berkuasa di Indonesia selama Orde Baru. Nah, setelab
reformasi, militer tiba-tiba kehilangan pengaruh dan kekuasaan politiknya. Untuk
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kembali berkuasa militer mendisain konflik dan kerusuhan di masyarakat agar
masyarakat merasa tidak nyaman "lu kembali meminta militer untuk berkuasa,
Sayang mereka hanya membuat asumsi dan kecurigaan, Oleh karena itu, saya
bersama beberapa teman lainya, di antwanya pak Wirano mengajekan Pak
Tamrin Amal Tomagola ke pengadilan. Dia berbicara di luar negen bahwa yang
mendisain konflik Maiuku adalah Militer dan dia menycbut nama beberapa
Jenderal termasuk saya dan Pak Wiranto. Ini tidak bisa kami terima.
Bagaimanapun hal itu sungguh tidak bermoral.

Dimana moral saya sebagai anak negeri Maluku yang lakiir dan dibesarkan di

Maluku, orang tua dan keluarga saya juga masi tinggal di sana, kok bisanya saya
dituduh mendisain konflik.

4. Tapi banyok kasus di Lapangan menunjukkan keterlibarent Militer?

L

Misalnya apa? { FPeneliti menyebut kasus Berr), Saya pernah menjadi ketua im
19 untuk penyelesaian konflik Maluku. saya memang menemukan adanya
keterlibatan beberapa porsent] militer dalam konflik. Keterlibatan itu biasanya
dalam bentuk keberpihakan terhadap kelompok tertentu. kalau tenfaranya Islam,
biasanya berpihak sama Islam, demikian juga sebaliknya, Tetapi harus dicatat ini
hanya oknum, dan secara phisikologis sebagai bagian dari ckses konflik. Mungkin
ada savdaranya dibunul, lalu kemwudian secara phisikologis dia berpihak. Jadi
bukan atas perintah komandan., Nah, waktu saya menjadi ketua Tim i9, kami
merckomendasikan agar semua tentara dan Polisi asli Maluku dipindahkan keluar
Maluku dan diganti dengan personil dari luar Maluku vang belum terkontaminasi
konflik, Tapi itu kan sulit karena masalah anpgaran. Karena ttu aya usulkan
supaya beberapa nama tertentu saja yang dipindahkan (la meaunjukkan. daftar

sejumliah nama personil TNI yang terlibat konflik, namun tdak bersedia
memuvenkan kepada penulis)

Beberapa tokoh yung pernah saya wawancarai, percaya balvwa konflik Maluku
merupakan desain kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik dengan

konflik?

[a saya juga membaca banyak tulisan temang hal . Menurut saya erbuka
kemungkinan bagi kelompok tertentu untuk mengambil manfaat. Apakah clit
politik Nasional, elit lokal, atau pampol, apalagi kon{lik Maluku terjadi menjelang
Pemilu. Tapi analisis seperti itu perlu hati-hati, karena kita terbentur fakta-fakla
empirik. Salah satu elemen yang menurut saya cukup berperan adalah RMS.
Walapun keterlibatan mereka juga harus dijelaskan secara lebih jauh.

Pandangan Pak Ldi tentang pelaksanaan Perjunjicn Muling?

Perjanjian Malino itu cukup baik dalam menghentikan konflik, namun tidak bisa
dijadikan dasar untuk penyelesaikan konflik Maluku secara kecluruhan, karcna
rnodel Malino yang terkesan kejur setoran dan elitis. Karena itu menjadi tanggung
Jawab kita ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang
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menjadi sumber konllik Maluku, khsususnya menyangkut persoalan Ratahier
lokal kita. Sayz dan teman-teman pernah menawarkan koossep “Maluku Baru™.
Dalam konsep tersebut terkandung pandangan tentang bagaimana membangun
karakter Baru di Maluku yang bersumber pada nilai-nilai luhur yang baik dengan
oriantasi masa depan. Termasuk bagaiman membangkitkan sconangal mencita
laut sebagai bagain dari pembangunan karater kemalukuan.

7. Bugaimana mewujudkan konsep-konsep tersebut?
Kepemimpinan daerah harus diisi olch orang-orang yang visioncr, yang mengerti

persolan-persoalan mendasar di Maluku dan juga mampu membangun kebangzgan

kemalukuan di tingkat lokal, nasional bahkan juga internasional. Tanpa usaha
yang keras saya hawatir konflik akan berulang iagt.
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Transkrip Wawancara
Dr. Ir. Saleh Latuconsina.

(Mantan Gubemur Maluku, Wawancara dilakukan Ji Kantoriya Departeman Pekergaan
Umum. J1. Pattimura, Kebayoran Baru, Jaksel 24 Januart 2000)

1. Apa sebenarnya yang penvebab konflik Malukie?.

Penycbab konflik Maluku itu sangat beragam. Kita tidak bisa ﬁmcnyimpulkan balhwa

salah faktor lebih dominan dari yang lain. Hu perlu diselidiks dan dianalisa secara
mendalam.

2. Bisu disebut beberapu?
Misalnya masalah agama, itu hanya salah satu tetapt tidak dominan.

Banyak pihak menyebwt masalah politik. Ada kecenderungan dominasi kelompok
Islam di bhirokrasi di akhir era 1990-an. Dan anda schagai Gubernur yany jr:;_cf
seorang Muslin dituduh ikut terlibat dalam penghifauan Sirokrasi itu?

Boleh saja orang menuduh, tetapi saya tidek merasa melakukan kolusi dengan
menempatkan orang-orang Islam secara besar-besaran di Birokrasi. Semua ada sistem
dan mekanismenya. Perubahan-perubahan kepemimpinan birokrasi merupakan
sesuatu yang wajar-wajai saja. Saya ingin mencerilakan pengalaman pribadi saya,
Ketika saya masi muda dan barz menvelesaikan pendidikan sarjana di 1[B saya
kembali ke Ambon untuk mengabdi, walaupun banyak tawaran yang mengginrkan
dan berbapai pihak. Ketika masuk ke PU (Dept Pckerjaan Umum) saya memulainya
dari jabatan yang paling bawah, lalu Kasub, Kabag, bahkan hingga Kakanwil dan
Guberaur, Apakah kenaikan pangkat saya karena kolusi? Tidak.

Kalau ada tuduhan bahwa orang Islam mulai mendominasi birokrasi saya kira
berlebihan. Mereka harus belajar, bahwa setelah era 1970-an ada perlambahan jumlah
anak-anak muda Islam yang sudah terdidik dan potensial ingin mengabdi di Maluku

dan mercka kemudian mencapai jabatan-jabatan terteniu itu merupakan hal yang
wajar,

Anda dituduh mengganti beberapa pejabat penting di Birokrasi dengun orang-orang
Islam?

Contohnya apa? Suvatu saat pada masa sava menjadi pubemur, ada pergantian
Kakanwil Agama Maluku. Pemerintah pusat menawarkan tiga nama. Salah satunya
beragamma Knsten yang sebenarnya memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan.
Saya disuruh memilih salah satunya. Saya bilang sama pemerinlah pusat (DEPAG)
coba tunjukkan sama saya treck rccard orang-orang ini. Dan termyata saudara saya
Kristen ini memiliki kasus yang sangat berat. Ketika mendengar ia akan sulit dipih. ia
melakukan provokasi dan memobilisasi umat Kristiani untuk demonstrasi. Ada usaha
mengaitkan agama dengan kepentingan jabatannnya. Akhirnya saya kembalikan
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proses pemelibannya kepada Menteri Agama. Dan ternyata yang werpilih scbagai

Kakandepap bukan dia.

- Kasus ini menjadi pelajacan bahwa, agama di Maluku sering dimanlaatkan untuk
kepentingan poluik, jabatan birokrasi den lain-lain, ini dilakukan oleh yang Islam

maupun Kristen. Dan ironisnya mereka menarik-narik umat beragama  scbagai
tameng. -

Bagdimana anda mencegah hal-hal terscbut?

Saya mencoba membuat birokrasi schat dari hal-hal terscbut sckemampuan saya.
Keunka hal itu mau dilata sudah tejadi konflik.

Bisa diceritakan tentang Malino, bapaimana idenva bermula?

Idenya muncul setelah Pelaksanaan Maiino untuk Poso. Dan saya liahat cukup
efekiif. Secara diam-diam saya panpgil lokoh-tokoh Istum maupun Kristen satu
persatu untuk diskusi di kediaman Gubernur. Biasanya saya panggil tenpgah Malam
untuk menghindari saling curiga anatar mercka, Saya bilany baguimana ini, apa bisah
kita lakukan proses perdamaian seprti kasus Poso itu. Dari hasil diskusi itu saya
simpulkan mereka may, tapi sebapaian masih malu-malu untuk mengatakannya
sccara lerus terang. Mungkin mereka takul jangan sampai diketahui massa yang lagi
remtan bahwa mereka ingin berdamai. Saya mengerti hal itu. Nab pada suatu hari saya
di telepon Menko Kesra Yusuf Kalla, beliau bilang “Pak Salzh, apa bisah kila
buatkan proses perdamaian scperti di Poso”. Karenz saya suda pendekatan
sebelumnya saya lansung bilang. Bisah pak! Lalu beliav datang ke Ambon dan saya
pertemukan beliau dengan tokoh-tokoh dar Muslim maupun Kristen.

. Ade kritik bahwa MNialino itu by accident, hanya sebuah kebetwlan, tahapan-
tahapannya tidak jelas.

Ah itu tidak betul. Kita lakukan proses awal, berdialeg dengan berbagai pihak,
bahkan dengian tokoh-tokoh yang menentang. Kami datangi uniuk berbicara demi
kemaslahtan masyarkat. Karena itu menurut saya, para penentang itu sangal zalim
karena mereka tidak ingin berdamai. Ada tiga kali pertemuan hingga di Malino itu.

Ada kesulitan selama proses-proses itu?
Ya itu tadi, ada sekelompok orang yang tidak mau teclibat. Tapi kami jalan terus.
Karena kita yakin bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik dan diridhai Tuhan.

Ketika pertemuan di Makassar, saya semakin yakin karena semua pihak menunjukkan
keinginan yang kuat untuk berdamai.

Sewaktu di Malino, apa tidak terjadi tarik menarik?

Oh ada, tapi itu kita bisa mengerti. Bagaimanapun oraug-orang itu juga baru terlibat
konflik yang panjang. Isu yang menjadi tarik menarik itu masalah FKM/RMS dan
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I1.
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13.

14.

Laskar Jihad. Tentang hal ini dicapai kescpakatan untuk dibubarkan dan selanjutnya
diserahkan kepada Tim Independen untuk diteliti lebih lajut. enurut saya, kesuksesan
tebesar dari Malino adalah mendorong penghentian konflik di Maluku, FKM
dibubarkan dan diproses secara hukum, sedangkan Laskar Jihad kita pulangkan Ada
beberapa yang kita anggap terlibat masalah pidana kita proses di pengadilan,

Akan tetapi setelah Malino kan ada beberapa peritiwa besar, seperti kasus
Pemboman di Soya, pembakaran Kantor Gubernur?

Iya, itu bagian yang menjadi catatan, bahwa menyelcsaikan konflik tidaklah mudah.
Orang-orang di Maluku belajar dan hal jtu.

Mengapa Melino tidak membahas hal-hal mendasar yang menjadi penyebab konflik?

Iya, dong! Malino itu dibuat untuk menghentikan konflik. semacam gencatan senjata.

Kalau kita bahas hal-hal yang sensitif saya takut tegadt dead fock. Nah, penyelesaian
konflik secara berkelanjutan baru bisa kila lakukan setelah konflik mereda.

Sebdigai Gubernur, apa kebijokan anda setelah Malino.

Kita hanya fokus pada dikium Malino. Sebagai penguasa darurat sipil, saya bubarkan
FKM, Laskar Jihad dan berbagai milisi yang muncui selama konflik. Setelah itu, kita
memang cooling down. Kalau ada perubahan-perubahan besar kita (akut bisa kontra
produktif.

Saya memang telak menyiapkan kvnsep, membentuk lembaga perdamaian sampai ke
tingkat Desa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan inendasar dari konflik.
ditingkat propinsi menyelesaikan masalah-masalah di Propinsi, demikian juga
Kota/Kab hingga Desa, sesuai dengan problemnya masing-masing. Tapi hal itu belum
sempat kita laksanakan karena keburu habis masa jabatan saya. Sayang, pemerintah
yang sekarang tidak melanjutkan apa yang sudah kita gagas 1tu. Mereka sibuk dengan
proyek-proyek fisik. Mereka lupa bahwa potensi kenflik itu masi ada.

Anda maju sebagai Calon Gubernur, tetapi Kalah.

lya, saya sebenarnya ingin menuntaskan pekerjaan-pekejaan saya. Karena itu saya

mencalonkan din kembali. Tetapi siuasi poliik pasca konflik memang tidak
kondusif.

Harapan anda uniuk Maluku ke depan?

Masyakarat Maluku harus belajar dan peristiwa masa lalunya, bahwa Ronflik hanya
menimbulkan pendenitan dan loose genceration. Kita harus membangun Maluke
denpan perspektif baru, agar kita tidak lagi kembali dalam nestapa konflik.

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006



Transkip Wawancara

Drs. Hasyiin Marasabessy, SH.MH
. (Kakanwil Agama Maluku, wanwancara dilakukan di Kantor Wilayah Dep. Agama

Propinsi Maluku, Ambon, 23 Desember 2005)

1

Pa Hasyim, apakah konflik Maluku ini adalalt konflik Agama?

Sama sekali bukan. Karena selama ini kehidupan agama di Maluku sangat hatmouis.

Menurut sayid kepentingan politiklah yang telah membawa agama-agama di Maluku
ke datam Konflik.

Bisa dijelaskan kepentingan politik itu?

Kepentingan para elit lokal maupun nasional. Kalau tidak ada yang mendisain konflik
ini, saya yakin tidak akan berkembang scjauh ini. tapi saya mohon maaf, belum bisa

menjelaskan siapa sebenarnya yang bermain di batik konflik Maluku. Anda tanya
sama pihak yang berkompeten.

Apa yang telah dilakukan Depag Mealuki dalam proses p.'m yelesaiun konflik?

Sebenarnya kila lelah mengintensilkan dialog keagamaan di anlara umat beragama di
Maluku. Kami telab mensponsori lebih dari 10 kali proses dialog tetapi memang

suasana waktu itu, sudah sangat rumit. (PA Hasyim menyerahkan beberapa dallar
kegiatan Depag)

Ada isu tentang pengalihan Agama secara poksa, boguimane persisnya?

Kasus ini sebenamya terdapat di kedua bzlah pihak. di pihak Islam menimpa saudara-
saudara kila dari etnis Buton. Sementara di pihak Kristen terjadi dengan saudara-
saudara kita di Kesui, Seram Timur. Telapi itu semua karena ekses konflik.

Delegasi Kristen di Malino, sungat keberutan dengan Kasus Istamisasi di Kesui, bisa
diceritakan?

Iya, kebetulan saya juga ikut dalam rombongan Gubernur ke Kesui untuk
menyelesaikan kasus tersebut. Memang ada pemindahan agama, sebagai ekses
konflik. beberapa orang Kristen yang merasa terancam ada yang pindah agama ke
Islam. Tetapi banyak juga yang tidak pindah. Ketika kami tiba di sana dengar Kapal
Perang. Kita tanya satu-satu, apa ada yang dipaksa untuk masuk Islam? Ada yang
jawab, mereka masuk Isiam karena ketakutan. Lalu diminta kcpada mercka kalau
memang ada yang masuk Kristen karena terancam, silahkan naik ke atas kapal dan
sementama diantasr ke tempat yang aman. Dan jumlah hampir 300 orang, scbanyak 70

persen memilih naik kapal. Sedangkan 30 persen tetap memilih masuk Islam secara
sukarela.

Apa kegiatan Depag pasca konflik, seperti saat ini?

A
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Saat ini kami mengintensifkan dialog-dialoy keagamaan, dari level wkoh agama,
pemuda bahkan hingga ke masyarakat bawah. Kila ingir membangun pencerahan
teologis agar kehidupan keagamaan yang ditampilkan lebih humanis, egaliter dan
saling menghargzai. Dalam hahasa Depag, kita ingin membangun toleranst antar umal
scagama dan antar umat yang berbeda agama.

-1

7. Apa sebelumnya kehidupan keagamaan kita di Maluku ada masalali.

Memang relatif tidak ada. Tetapi harus diakui ada juga scbagtan kelompok
keagamaan yang cenderung ekslusif seperti Jama’ah Tablig atau Kristen Evengils,
kelompok ini cenderung puritan dan agresif dalam dakwah dan misi keagamaan,
sehingga sering memicu masalah, Tetapi kelompok ini tidak terlalu besar. Saat ini
kita juga meagajak diskusi kelompok tersebut untuk mencart format kehidupan
keagamaan di Maluku di masa-masa depan secara bersama-sama.
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Transkip Wawancara

Tamrin Elly, SH _

-(Ketua Delegasi Islam Maluku di Pecganjian Malino, wawancar dilakukan dua kali.
Wawancara pertama pertama dilakukan pada 1 Dezember 2004 di loby Hotel Bidakara
Jakania dan wawancara kedua dilakukan pada Maret 2006 di Pluza Senayan Jukarta)

1. Pak Thamrin, apa sebenarnya fuktor-faktor yang menyehabkan konflik Maluku?

Hu pértanyaan yang sulit dijawab. Begini, sebagai orang Maluku, kita haras
menyadari bahwa kehidupan keagamaan kita di masa lalu penvh intrik politik.
Pemerintah kolonial Belanda datang dengan semangat kotolonialisme dan membawa
serta agama Kristen. Setelah berhasil mengkristenkan beberapa daerah di Malukuy,
Belanda memisahkan mercka dari saudaranya yang Muslim. Untuk memperkuat
hegemoninya kelompok yang sudah berbeda agama ini sering dibenturkan. Hal ini
banyak ki ternukan dalam kapara (Jagu-lagu rakyat) di Maluku Tengah.

Tupi sejavhmana politik kolonial itn berpengarih pada kanflile Malidad?

Yang paling nyata adalah segregasi peniuduk berdasarkan agama. Seperti di Ambon,
Bam Merah, Kapaha, Waihaong, Kebun Cengkeh didominasi orang Islam. sedangkan
Kudarmaii, Soya, Amahusu, Latuhalal, atau Paso didominast crang Kristen. Ilu
kerjaan Kolonial, dan pemerintan tidak melakukan- apa-apa unluk merubah itu.
Padahal dengan relokasi pemukiman bisa diciptakan pembauran pada utik tertentu.

Dengan kondisi seperti itu, ketika konflik kemarin orang-orang lansung menarik garis
dcmarkasi.

Kalau pengaruh politiky

Itu sangat terasa sekali. Anda tau ketika rumah saya dibakar oleh kelompok tidak
dikenal pada tanggal 12 Mes 2002, barang-barang pribadi yang sangat diincar adalah
perpustakaan pribadi dan Notebook saya. Pekerjaan yang seperti itu tidak mungkin
dilakukan oleh rakyat biasa kan?. Faktor lainnya misalnya, keterlibatan militer?
Sampai saat ini tidak ada klarifikasi yang jelas, misainya mengapa Kopasus
memerintahkan Bertt yang Kristen untuk mengebom geraja dan beberapa daerah di
wilayah Kristen? Sayang pengakuan Berti tidak ditindaklanjuti.

Selain pengaruh politik ada juga faktor ekonomi. Akibat pengaruh kolonial, Orang
Ambon Kristen itu menjadi berwatak Ambtenar, pekerjaan lain di luar Birokrasi dan
militer dianggapnya rendah. Akhirnya yang berdagang dan menguasai pasar-pasar

rakyat adalah orang-orang Islam walaupun hanya kelas menengah ke bawah. Ini
menimbulkan kecemburuan ekonomi

. Ada Kritik dari eksponen penolak Malino bahwa proses menuju Malino, sangat tidak
jelus. Anda juga dituduh terlalu memniingtkan kelompok sendiri.
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ltu sangat tidak benar. Baik saya ceritakan, Suatu saat sebetum Matino, saya diminta
komentarnya tentang Perjanjian Malino untuk Poso, oleh SCTV. Saya sampaikan
bahwa Yusuf Kalla itu sangat Sulawesi Oriented, dia hanya mengurus perdamaian di
di Poso, padahal konflik Poso adalah ekses dari konthk Ambon. Jadi logikanya
Ambon harus diselesaikan dulu baru Poso. Berita itu keluar malam dan besoknya
saya ditelepon oleh JK (Menkokesra). Dia bilang “ Tam, Konflik Ambon itu lebth

complicated dari Posa. Apa yang saya lakukan di Poso ini hanya fes case, kalau

berhasil anda bantu saya kita urus Ambon”. Jadi keterlibatan saya di Malino sejak
saat itu, saya diminta menyiapkan data-data yang diperlukan dari pihak Mushm,
Meski demikian, proses-proses menuju Malino sepenuhnya diatur oleh Mediator.

Bagaimuna proses anda menjadi Ketua Delegas?

Tidak hal-hal yang dipalotiking, saya diminta oleh teman-teman delegast yang lain
untuk memimpin delegasi Mushim, Ketika itu scbenamya kelompok-kelompok yang
menolak saya juga hadir, tetapi mereka setuju saja. Makanya sava heran, mereka
kemudizx bicara diluar saya yang atur semuanya,

Kriteria apa yung digunakan dalam menyaring anggota defegasi AMus{im?

Memang ketika menyusun delegasi, kami cukup dipusingkan oleh minat dari banyak
orang. Tetapi tidak mungkin kan semua bzrangkat. Dalam hal ini ada dua hal yang
sangat kami perhatikan, pertamna, anggota delegasi haruslah mereka yang memimpin
2(an mempunyai massa di lapangan. Xedua, calon anggo(a delegasi harus vang bisa
berkomunikasi sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan
kelompoknya. Percuma kan kalau ada anggota delegasi yang hanya diam saja.

. Apa saja Visi delegasi Istam di Malino?

Pertama kami ingin agar konflik berhenti, karena denpan berhentinya konflik maka
hukum bisa ditegakkan. Ini yang banyak ditolak oleh teman-teman yang setuju
Malino. Mereka ingin diselesaiakn dulu masalah peristiwa 19 Januari 1999, baru
berunding. Saya katakan, tidak ada dalam sejarah perundingan, hukum ditegakkan
sebelum gencatan senjata. Jadi kita berhenti berkonflik dulu baru kita urus semua isu
itw Dan tdak ada perjanjian damai yang menang-menangan, kita harus bersedia
mengurangi sebahagian dart tuntutan kila. Hu prasyarat diplomasi supaya tidak terjadi
kebuntuan

Secar pribadi saya juga korban konflik, semuanya habis. Tapi bagi saya perdamaian
itlu harus, demi masa depan umat dan masyarakat dan itu juga perintah apama.
Sebagai scorang Muslim saya yakini im bagian dari jihad saya. Orang scring

menganggap jihad itu hanya berperang, bagi saya jihad adalah semua usaha untuk
membela kebenaran.

8. Bagaimana dinumika di Malino? Maksud saya tentang isu-isu yang diperdebatkan?

. .1

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006



Sebenarnya Malino itu hanya menpukuhkan berbagai isu yang sudah difahas dalam
sejumlah pertemuan pendahuluan sejak dari Ambon dan Makassar. Jadi relatif sudah
“ada kesamnaan sudut pandang. Kami sepakat bahwa konflik harus dihenukan.

Memang ada dua isu yang sempat tarik menarik, yaitu lentang Laskar Jihad dun
FKM/RMS.

Kenapa delegasi Islam demikian tegasnya membela Laskar Jihad? Dan kemudian
akhirnya melunak?

Karena kami tidak mau menggeser persoalan. Orang harus mengertt bahwa Laskar
Jihad itu datang setelah konflik sudah cukup parah dan umat Islam sudah banyak
yang korban, Mereka juga datang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, membuka
Klinik kesehatan, sekolah dan memberikan banuan pangan kepada masyarakat.
Masyarakat muslim merasakan manfaat kehadiran Laskar Jihad. Namun kami juga
menyadari bahwa ada perkembangan yang memaksa Laskar Jihad juga terlibat dalam
peperangan, itu tak bisa dielakkan, semua orang yang berada di Ambon, pasti perang
kok. Namun sebagai bentuk niat baik dan kompromi menuju proses perdamaian, kami
stuju Laskar Jihad ditank dari Ambon. Karena itu kami juga minta FKM/RMS juga
harus diusut dan dilartang. Dan pemerintah harus mengklazifikast beberapa -temuan
dokumen RMS sebelum konflik apakah ada korelasi dengan terjadinya konflik.

0. Banyak pihak menilai kedua delegasi terjebok dalum perdebutun yang liduk

subtansial, misalnya tentang Lasykar Jihad dan FKMRALS. Padahol keduea isu itu

hanya merupakan irigger dalam anatomi konflit AMolukie Fukioi-fukior luinnye

seperti keterlihatan militer, masalah politik don masalah sentimen agama  tidak
dipersoalkan.

Kami sadar konflik Ambon itu sanpal complicaled, jadi 1dak mungkin diselesaikan
hanya oleh Malino. Karcena targel kita yang utama adalah mengarahkan Malino untuk

penghentian konflik. Jadi kami menghindari membicarakan isu yang berat-berat yang
mempersulit kesepakatan.

11. Artinya potensi konflik masi ada, karena belum diselesaikun?

lya batul. Seluruh komponen di Maluku harus menyadari itu. Sekarang dalam kondist
cooling down ini mestinya proses perdamaian berkelanjutan itu bisa dilakukan
Sayangnya pemernintah daerah yang sekarang ini seperti tidak memiliki ikatan morali
dengan ‘Malino. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk melanjutkan proses
perdamaian yang abadi di Maluku, Kebanyakan hanya sibuk menguru$ proyek-

proyek pembangunan fisik, yang memberikan keutungan materi yang melimpah
uniuk kantong pribadi maupun kelompok, itu zalim sekali.
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Transkip Wawancara

Dr. Faried W. Husein '

(Dirjen Pelayanan Medik DEPKES, Mantan Deputi | Menkokesra dan Stal’ Ahli
Menkokesra untuk Pelaksanaan Perjanjian Malino)

Wawancara dilakukan di Kantor Departemen Kesehatan, Jakacda 14 Februart 2006

1. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Maluki?

Pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa hamnir semua konflik sosial bernuansa
SARA berakar pada kekecewaan. Akumulasi kekecowaan v yang kcmudifm
menimbulkan ekspresi yang bersifat anarkisme.Makanya pemenntah pada saat 1tu

menyadari bahwa pemerintah perlu terlibat secara lansung untuk mendorong
penghentian konflik.

Bisa dijelaskan kekecewaan itu seperti ape?

Ya kecewa dengan pemerilah pusal, daerah, sistem polu:k sistem ekonomi rhn
pembangunan maupun hegemoni kelompok terentu.

Mengapa penyelesaian konflik, khususnya konflik Maluku divrus oleh Menkokesra,
bukankali itu menjadi wewenang Menkopolkam?

Karena Pak Yusuf saat itu melihat bahwa penyelesaian konflik Maluku merupakan
salah satu wewenang Menkokesra. Selain itu Menkokesra juga punya konsep untuk
untuk menyelesaiakan konflit. Maluku seperti vang dilakukan untuk Poso. Dan yang
lebih penting lagi Pak Yusuf itu low profile dan bisa diterima semua pihak. Karena

beliau mendapat mandat dar Presiden Megawati untuk mcmnyclesamkan Kontlik
Maluku.

Banyak yang khawatir proses penyelesaian konflik Maluku hanya merupakan
common sense saja tanpa dilakukan dengan konsep yang jelas.

Oh tidak begitu, penyelesaian konflik sosial merupakan tanggung jawab negam dan
kita pada wakiu ilu sudah menyiapkan berbagai langkah penyelesaian konflhik
Maluku, Jangkah pengendalian keamanan dengan darurat sipil dan lain sebagainya.
Dan ternyata Malino adalah salah satu kebijakan yang berhasil.

Paru penentang Maolino mengutakan buhwu proses menuju Mulino itu tiduk jelos,
tidak ada sosialisasi ke akar rumput don tidak diberikan waktu yang cukup?

Itu tidak betul. Kami suda melakukan psoses sosialisasi dan dialog scbulan lamanya,
Bahkan orang-rang yang menentang seperti Mo Attamimi dan Irwan Patty kami
sudah ajak bicara. Kami bahkan membuat tipa kali pertemuan pra-Malino. Dua

pertemuan pendahuluan dilakukan di Ambon dan satu pertemuan Gi Makssar. Lalu
terakhir pertemuan puncak di Malino itu.
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Metodalogi apa yang digunckan dutam perjonjions Mulive?

¢ Secara umum, kami tidak menggunakan cara-cara konvensional saja. Sebagal scorang

dokter, saya pada waktu itu menyarankan untuk menggunakan gaya scorang dokler.
Seorang dokier biasanya harus bisa memnerima apa pun keluhan seorang pasien.
Nabh, tugas dokter setelah mendegar keluhan pasicn lalu memeriksa kebenarannya dan
rnendjagnosa penyebab penyakit lalu membenkan obat yang tepat.

Dalam masalah Maluku, yang pertama kami lakukan adalah berdialog dan
mendengarkan  keluban dari berbagai pihak, kadang meraka mencerca dan
mengumpat pemerintah juga sudaranya yang lain. Dan hasil dialog tersebut kami Jalu
menyimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai lelah berkelahi, mereka

ingin damai tetapi mereka bingung bagaimana melakukannya. Karena terjadi distrust
di antara mereka.

Setelah berdilaog secara terpisah dengan pihak maupun Muslim maupun Krisien,
kami mencalat keluhan-keluhan mereka, lale diklasifikast keluhan-keluhan yang

sama dan yang berbeda. Dari situ kita Ialu dialogkan lagi denpan kedua belah pihak,
sampai puncaknya di Malino itu.

Apa saja isu penting yang yang menimbulkan polimik den bagaimana memediasi isu
tersebut?

Yang terpenting dari kedua beiah pihak itu adalah mereka setuju untuk menghentikan
konflik alias damai. Memang ada beberapa isu yang dipandang berbeda antara keduva
belah pihak. Misalnya masalah Laskar Jihad dan FKM/RMS. Orang Jslam tidak
setuju Laskar Jihad dibilang penyebab konflik, dan harus dibubarkan karena mereka
melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi delegasi Kristen, menganggap mereka itu
adalah salah satu pelaku kekerasan. Sedangkan tentang FKM RMS, orang kristen
menolak bahwa FKM/RMS itu didentikkan dengan orang Kristen. Sedangkan orang
Islam merasa RMS adalah penyebab konflik Maluku.

Nah, kami lalu mengajak dialog kedua delegasi, kami tawarkan bahwa bagimana
kalau milisi-milisi sipil termasuk Laskar Jihad kita bubarkan demikian jupa
FKM/RMS, lalu kita bentuk Tim Independen untuk menyelidiki isu-isu tersebut.
Akhimya mereka sepakat dengan usul mediator tersebut.

Mengupa hasil penelitiun Tim Independen tidak pernah Jdipublikasikan?

Perumbangannya adalah untuk kepenfingan perdamaian yang sudah lercipla sckarang
di Ambon. Kita khawatir kalau dipublikasikan ada pihak-pihak yang tidak puas lalu
terprovokasi dan melakukan kekerasan lagi. Mungkin 15 atau 1D tahun lagi
pemerintah pasti akan mempublikasikan.

Mengapa Perjanjian Malino tidak membicardakan persvalan-persoalan penting yang
menjadi penyebab konflik

1y
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And. tau waktu perjanjian Malino ite hanya tiga hari tidak mungkin membicarakan
berbagai hal. Yang penting kedua betah pihak mau berhenti berkonflik. Usulan butir-
butir kesepakatan itu juga merupakan usulan delegast, jadi kelihatannya mereka jupa
menghindari bicara lebih jauh tentang masalah-masalah mendasar dan konflik. Nah,
menurut saya dengan kedamaian yang semakin baik di Ambon sckarang ini, mestinya
mulai bisa ditakukan usaha-usaha untuk meneribkan masalah-masalah yang
mengganggu di masa lalu itu. Misalnya, bagaimana membangun sikap keberagamaan

yang baik, pembangunan ekonomi, atau penataan sistem politik yang tidak memihak
dan diskriminatif.

I0: Bagaimana evaluasi Pak Faried terhadap pelaksanaan butir-butir perjanjian Malino

di Maluku saat ini, karena kelihatannya tidak sistem evaluasi dan monitoring yang
Jjelas?

Saat imi sudah berjalan dengan baik, walaupun masi banyak kekuarangan. Saya
lermasuk -salah satu anggota pengawas. Saya kasi Hp kepada beberapa anggota
masyarakat di Maluku tanpa diketahui pihak yang berwenang, saya minta orang-
orang saya itu unluk melaporkan kondisi pembangunan di Ambon pasca Malino
setiap saat. Memang ada sejumlah keterlambatan dan juga penyelewengan, khususnya
masalah penanganan pengungsi yang sampai saat ini mast bermasalah Sejak

pertengahan tahun lalu saya dipindahkan dari Kesra saya tidak banyzk mengikuti
perkembangan tentang Maluku lagi.
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Transkip Wawancara

Bambang W. Socharto, SH, M.S1

_(Ma.ntan Wakil Ketua Komnas HAM, dan Kciuo Konisi Penyehidit Pelanggaran Fak
*Asasi Manusia dan Mediasi di Matuku serta Wakil Ketea Tim Penyelidik Independen

Nasmnal untuk Konﬂlk Maluku)
Wawancara dilakukan di Jakarta, Marct 2006

I

Fak Bambang, kenapa hasil invetigasi Tim independen tidak dipublikasikan.
Padahal itu sungat ditunggu masyarakat.

Begini, Tim Independen itu ditugakan oleh pemerntah umuk melakukan
penyclediakan, pencarian fakta dan analisa terhadap berbagai peristiwa dan isu
yang diduga nienjadi penyebab kerusuhan. Setelah selesai kita sampaikan laporan

hasil penyelidikan kita kepada pemerintah. Nah sekarang andu yanp harus tanya
pada pemerintah kenapa itu tidak dipublikasikan.

Kira-kira apa yang ditakutkan pemerintah?
Anda lanya sama pemerinlah (sambil ketawa)
Kalau bisa dijelaskan secara umuny, apa saja sebenarnya isi laporan tersebui?

Kamr melakukan penyelidikan terhadap sembilan isu yang diduga menjadi
penyebab kerusuhan. Kesembilan isu tersebut mehputi: Persitiwa 19 Januan
1999, Isu tentang RMS, Isu Laskar Kristus, Isu Kristen RMS, Isu FKM, [su
Yaskar Jihad, isu pengalihan gama secara paksa, isu tentang pelanggaran HAM
dan berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan kerusuhan Maluku

Apa kesimpulan Tim tentang pengaruh faktor-fuktor tersebut terhadap -konflik
Maluku?

Secara umum bisa dibilang begini, konflik Maluku bukanlah konflik ‘ying
disebabkan oleh pertentangan agama semata, namun konflik yang terjadi antar
sebagian besar warga masyarakat yang berbeda agama (Islam dan Krislen) yang
dilandasi sara ketidak puasan, keurigaan sosial dan kecemasan sosial politik serta
budaya yang akul antar golongan agama. Terdapat indikasi kual bahwa agama

dimanfaatkan oleh plhak lain, atan kelompok itu sendirt dalam mengobarkan
permusuhan.

Pihak lain itu sebenarnya siapu?

Ya. kelompok-kelompok yang punya kepentingan politik maupun ckonomi
dengan konflik Maluku.,

6. Bisa disebutkan kelompok tersebut?
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Wah saya tidak punya oteritas unluk menyampaikan hal ite. Fapi begini, untuk
konflik Maluku yang begitu dahsyat terbuka peluang untuk  dimanfaatkan
kelompok Lepgntinuan Anda juga kan, dengan menulis tesis ini anda bisa
mendapat gelar Wi.51, jadi anda juga memanfaatkan konflik. (sambil tertawa)

Diantara beberupu informan yony pernalt suya wawancarai mengatuakan bulvwa
pemerintah tidak mau mempublikasikan hasil penyelidikan Tim Independen

karéna memang ada kelompok kekuasaan yang terganggu dengan hasil
penyeldikan tersebut.

Saya kira tidak, asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Pertimbangan utama
pemerintah-adalah kondisi damai yang sudah tercipta sckarang. Mungkin hasil
peneylidikan itu masi dipandang sensitif, sehingga pemerintah memutuskan untuk
belum bisah mempublikasikan. Secara pribadi saya berharap semuanya bisa
dibuka ke publik, sehingga kita bisa menelaah hasil-hasil investigasi tersebut,
sekaligus juga bisa untuk menciptakan perdamaian di masa-masa mendatang,

Sedikit tentang Perjanjian Mulino, hagaimana menurut pendapat andea?
Saya kira itu langkah yang bagus, kita harus belajar bahwa kekerasan tidak bisa
diselesaikan dengan kekerasan. Sejak awal Komnas HAM mendorong pemerintah
untuk mengdepankan cara-cara persuasif dalam menyelesaikan konflik SARA di
Indonesia.

Saya menolak pemyataan beberapa pengamat bahwa pemenntah tidzk bisa
menjadi mediator. Menurut saya itu keliru, justru pemerintah \vvajib menjadi
mediator dalam konflik sosial di masyarakat, sebagai bagian dari tugas dan
tanggungnya jawabnya. Pemenntah yang mengendalaikan aparat keamanan, dia
bisa menggunakan aparat kemanan untuk mendukung perdamlan Pemerintah
juga memiliki fasilitas yang cukup untuk menfasilitasi negosiasi dan perundingan,
dan dengan terlibal lansung, pemerinizh punya tangguny jawab techadap butir-
butir kesepakatan perdamaian. Dan terbukti Malino cukup sukses, minimal
setelah Malino kita melihat adanya penurunan intensitas konfiik secara signifikan.

Kesuksesan Malino juga ditunjang oleh fakior kelelahan yang dihadapi
masyarakat. Dalam beberapa kunjungan ke Maluku saya melihat masyarakat juga
sudah lelah berkelaht, jadi moementum Malino itu sangal tepat sekali.

Harapan uniuk Muluku kedepan?

Dalam pendckatan resolusi konflik kita mengenal konsep peace building, Nah,
wasil-hasil Malino harus ditindaklanjuti dengan proses-proses selanjutnya untuk
membangun kehidupan yang damail di Maluku. Masyarakat Maluku harus
mengambil inisiatif untuk mengelola berbagai potensi konflik yang selama ini ada

di antara mereka. Pemerintah harus mendukung dengan kcbual.an yang jelas dan
terarah.
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Transkip Wawancara i
Drs. Irwan Patty, M. Si
(Ketua Ikatan Keluarga Muslim Nusa Ina)

(Wawancara dilakukan di Cafe Hatukau-Batu Merah Kota Ambon, 17 Desember 2005)

1. Apa alasan mendasar sehingga anda xienolak peluksanaan Perjunjicn Mualino

Sebelum menjawab pertanyaan itu saya ingin menjelaskan bahwa kelompok
sebelas yang melakukan penentangan terhadap Malino, pukan menolak usaha
perdamaian. Karcna itu kami ingin sckali konflik Maluku yang telah berlansung
begitu lama supaya segera diakhin. Namun kami menolak Keras cara-cara yang
sckdar Iip service dan tidak bertanggung jawab. Kita ingin subtansi perdamaian yang
akan dicapai oleh kelompok mustim dan Kristen adalah perdamaian yang hakiki,
seperti apa yang dicapai olch bangsa Afrika sclatan.

Setidaknya ada dua alasan mengapa saya bersuma teman-teman yang laim
menolak pelaksanaan perjanjian tersebut. Pertama,  lentang Metodolog yang
digunakan, kedwa, sublansi isi perjanjian, \

-

Bisa dijelaskan lebih rinci kedua alasan terstbui?

7 Pertama tentang melodologl yang dipunakan, kanit merasa sangat tidak’ jelas.

Pihak fasilitator tidak pernah menjelaskan proses dan tahapan-tahapan yang akan
digunakan. Mereka juga tidak melakukan proses sosialisasi kepada lapisan bawah.
Sehingga masyarakat tidak begitu tau apa saja yang akan dilaksanakan di Malino
itu. Demikian pula dengan sistem rekruilment anggola delegasi (siapa yang harus
mewakili siapa) semuanya sunggub tidak jelas. Banyak tokoh-tokoh lapangan
yang terlibat dan memimpin niassa dalam pertikaian tdak diajak bicara. Saya
pribadi memang diminta sebagai delegasi, tapi saya katakan “xarena saya
mewakili [KSAMUNI dan sangat besar dan fuas anggotanya, maka saya minta
kesempatan untuk sosialisasi ke masyarakat saya dule, Hal ini tidak diizinkan,
karena menurut YK waktunya sudah mepet, Padahal sosialisasi int juga penting
untuk mengetahui apa sebenarnya yang yang diinginkan oleh masyarakat
khsususnya angpota dan masyarakat saya yang berasal dari Pulau Seram. Saya
juga mempertanyakan legitimasi sejumlah nama yang ikut ke Malino. Hal ini
menunjukkan bahwa Malino seberamya hanya cerminan xeinginan pemerintah
pusat atapun Yusuf Kalla semata.
Selain itu kami juga menolak perundingan dilaksanakan di Maliro. Ini
menunjukkan bahwa kita sudah kehilangan sense of identity? Kami mengusulkan
dilakukan di Banda atau ditempat lain yang di Maluku yang sebenarmnya masi
memungkinkan. Akhimya saya berpendapat keberhasilan Malino  bukan
keberuasilan masyarakat Maluku tetapi keberhasilan Yusuf Kalla dan SBY.

Yang kedua tentang Subtansi Isi Perjanjian juga tidak mencenminkan secara
subtansiai hal-hal yang menjadi inti konflik.

1) penyelesalannya sangat parsial. kalau teman-teman Delegasi Muslim mau
bicara tentang bagi-bagi kekuasaan maka menunit saya bukan saja di
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UNPATTL yang  discbutkan scearn jelus, tetapr yuge RSU Elawaluxy,
Birokrasi pemerintahan, RRI, TVRI, dll., yang setama ini dikuasai oleh satu
pihak. Maksud sava, kalau kita mau bicara tentang sharing power, maka kita
harus bicara sccara integral.

2) Kami juga kecewa karepa tidak ada pembicaraan tentang kompensasi bagi
korban di pulau seram. Kalau di Ambon ada kompensasi bagt rakyal yang
kehilangan rumah dan harta benda, maka kenapa teman-teman yang hadic di
Malino tidak pernah memikirkan nasib rakyat di Pulau Scram dan Lease yang

pohon Cengkeh dan Pohan Pala-nya ditebang selama konflik. Menurut saya
korban seperti ini juga harus dipikirkan,

3. Bugaimana pendapat anda tentang dua ist krusiel yang diperdebatkan di Malino,
Laskar Jihad dan FKM/RMS?

Lasykar Jihad itu bukan penyebab konllik. Jadi kalau mau dipulangkan ya serahkan
saja kepada umat Islam biar mereka dipulangkan. Menurut saya delegasi Isiam gapal
memperjuangkan aspirasi umat Islam bahwa peran Laskar Jibad itu masi penting.
Sedangkan tentang FKM/RMS menurut saya ancamannya sangat real, Teman-teman
di Kristes, harus menyadari hal itu. Bahkan kalau kita mau jujur di antara anggola
delepasi Kristen ke Malino ada yang diindikasikan terlibat RMS,

Anggota delegasi yang dimaksud terlibat RMS itu siapa saja?

Sebatknya befa seng (saya tidak) usah sebutkan nzma, karena sekarang kondisinva
suda cukup aman, jangan sampai menimbulkan polimik yang tidak periu lagi. Dan
Jjuga seng terlalu penting bagi data kamu kan? Ale (anda) mangartikan?

Jadi menurut anda kedumaian yang tercipta pusca Malino bukan merupuken hasil
dari Malino?

Begini, kalau indikatornya adalah kondisi kemanan, maka setelab Malino justru
tambah kacau. Ada pengeboman di Soya, ada pembakaran kantor Gubernur, ada
peristiwa penembakan dan penganiayaan. Ada pembakaran tethadap rumah Tamrin
(ketua delegasi Malino). Senjata organik maupun non-organik juga masi banyak
beredar di masayarakat. Orang belum mau serahkan senjata. Dengan demikian kita
bisa simpulkan bahwa sctelah Malino kondisi ramba kacau,

Lalu menurut andu fuktor apa yung menychabkun konflik berhenti schingga tercipta
perdamaian hingga sekarang?.

Saya harus akui bahwa perjanjian Malino membertkan phisikologi baru -bagi
masyarakat. Tapi saya harus jujur, daiam konteks konflik Maluku, Malino tidak
signifikan, Entry poini_bagi penyelesaian konflik Maluku justru adalah kedatangan
Wapres Hamzah Haz..Dia datang ke sini tidak mcenempatkan dini scbagai Waprcs,
tetapi sebagai ulama yarg menemul umatnya yang sedang berkonflik. Dialah yang
membujuk Lasakar Jihad agar berscdia meninggalkan Maluku. Dia juga yang

L 1go
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berbicara secara lansung dari hati ke hati dengan lokoh Isfam (lermasuk Jalar Umar

. Thalib) yang terlibat dalam konflik sehingga mereka mau menyerahkan senjata, Dan

* " anda tau setelah itu kondisi benar-benar semakin membaik dan terus membaik hingga
sckarang. Jadi sckali lagi bukan karcna Malino!

Bukanka keterlibatan Wapres juga bugian dari implementasi Perjunjion Malino?

Masyarakat tidak liat posisi dia scbagal Wapres, tetapi sebagai ulama. 1ta yang
dikatakan Ja’far Umar Thalib. '

8. Apakah anda yakin konflik yang pernah terjadi di Maluku takkan terufang lagi?

Menurut saya selama tidak diselesaikan persoalan-persoalan mendasamya, scperti
persaingan birokrasi, kesejahteraan rakyat dan hubungan antara masyarakat beragama
di Maluku maka potensi konflik masi tetap terbuka. Karena itu perlu kejujuran dan

ketulusan dalam membangun hubungan persaudaraan di antara seluruh elemen
masyarakat Maluku,

9. Maksud anda persaingan birokrasi itu seperti apa?

Selama ini kan sudah m'enjadi rahasia umum, bahwa teman-teman Kristen tidak bisa
menerima bahwa mereka tidak lagi doininan di berbagai level birokrasi dacrah.
Orang-orang Islam juga sudah mulai berkembanng SDM-nya. Jadi kita perlu menata

sistim politik dan birokrasi kita sehingga tidak ada perasaan merasa terancam kalau
ada kelompok lain yang mulai berkembang,

10. Maaf...! anda sckarang menjabat sebagai Kepala Bapeda di Pemnda Kab. Scram
Barat, banyak orang menilai itu sebagai bagian dari menjinakkan sikap-sikap radikal

anda. Demikign juga Ust. Mo Attamimi juga sekarang menjadi Ketwa STAIN?
Baguimana komentar undu?

Maaf, saya dipromosikan sebagai pejabat bukan karena kompensasi Malino. Saya
tegaskan bahwa saya salah satu putra daerah SBB dan secara kepangkatan memang
saya layak unwuk dipromosikan, Mengenai Ust. Mo, saya tidak mau berkomentar.
Tanya saja sama beliau, apa betul tuduban itu? (sambil ketawa)
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Transkrip Wawancara.
Drs. Hasbullah Toisuta, M.Ag

Akademisi; Dosen Sekolah Tinggi Agama Iskam Negert (STAINY Ambon. Anggota
Delegasi Malino.

(Wawancara dilakukan di kedimannya di kawasan Kebun Cengkeh Kodya Ambon, 21
Desember 2005)

1. Bisa diceritakan bagaimana proses awal peloksanaan perjanjian Malino

Memang banyak yang mengkritik bahwa pelaksanaan perjanjian Malino merupakan
inisiatif ¢lit. Mereka menganggap Menkokesra Yusuf Kalla terlalu dominan pada saat
itu. Pandangan seperti ity terjadi karena para pengkritik Malino tidak mendalami
dengan baik proscs-proses panjang scbelum Matino itu dilaksanakan, Memang
Malino merupakan inisiatif Pemerintah tetapt barus diihpgat bahwa pada saat yvang
sama masyarakat jupa sudah mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk
menghentikan konflik. Karena itu pemerintah melaful Yusul Kalla mulal mendorong™
pihak Islam dan Kristen yang berlikai untuk segera menghentikan konfiik. P

Kalau begitu tahapan-tahapannya yang anda makswud it seperti apa?

Pertama, diadakan pertemuan pendahuluan. Perlemuan ini adalah pertemuan awal
sebelum Malino sekaligus juga sosialisasi menjelang Malino. Tokoh-tokoh [slam
maupun Kristen diundang untuk bertemu secara bergantian dengan venkopolkam
duan Menkokesra di kediaman Gubemur Maluki. Kelompok Islam yang diberikan
kesempatan pertama untuk bertemu dan berdialog dengan Pemerintah menyampaikan
brbagai pemikiran, uneg-uneg bahkan sering juga disertai dengan caci maki dan
marah-raarah. Sctelah kelompok Islam keluar, kelompok Kristen juga bertemu dan
berdialog dengan pemernntah mereka juga menyampaikan pemikiran, saran, kntk,
uneg-uneg bahkan juga ada yang marah-marah. Dua orang staf Menkokesra Hamud
Awaludin dan Farid Husein, kemudian mencatat hasil dialog tersebut lalu membuat
kategorisasi berbagai pandangan yang sama, berbeda, bahkan berbeda secara ekstim.
Persamaan yang paling menonjol adalah bahwa kedua belah ingin mengakhd konflik.

Pertemuan berikutnya adalah tahap sosialisast yang dilakukan dengan kedua belah
pihak denpan peserta yang sedikit lebih luas, Perlemuan dengan pibak Istam
dilakukan di Gedung Asy’ari Alfatah Ambon. Dan pertemuan dengan pihak Kristen
dilaksanakan di komplcks Gereja Maranala. Perlemuan ini mencoba menkristalkan

sejumlah masala yang menjadi perbedaan dan membuat agenda untuk pertemuan
sclanjutnya i

Pertemuan sclanjutnya adalah pertemuan pra Malino yang dilaksanakan di Makassar.
Dalam pertemuan tersebut semakin diperielas draf yang akan dibawah ke dalam
perjanjian Malino. Jadi tahapan-tahapan tersebut menujukkan bahwa ada proses yang

dilalui, walaupun harus diakui bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi keinginan
semua pthak
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3. Lalu bagaimana sebenarnya wmar Islam memandang konflik Maluku,

Waktu itu kami menyaduri bahwa persoalan konflik Maluku ineimang sangat rumit.
Akumulasi dari berbagai masalah yang sangat panjang. Tetapi kila berpikic bahwa
konflik ini harus dihentikan dulo baru kita sclesaikan berbagai persoalan itu, Salah
satu enfry point-nya adalah menyingkap apa yang menyebabkan sehingga muncul
berbagai kerusuhan khususnya pada tanggal 19 januari 1999 iw. Pemerintab dan
semua pihak termasuk militer harus jujur tentang apa sebenarnya yang terjadi. Karena

itu kita sangat menyayangkan bahwa hasil-hasil investigasi Tim lndependen tentang
konflik Malino tidak pernah dipublikasikan.

4. Bagaimana sistem rekruitmen delegasi Muslim

Penentuan delegasi memang menjadi masalah yang cukup rumil. Konflik telah
melahirkan pemimpin-pemimpin informal baru. Tetapi kita mencoba merckrut
hampir semua pemimpin umat untuk ikut ke Maline- Ada tokoh agama, tokoh ormas,
akademisi, Panglima Posko, dll. Menurui saya, lokoh-tokoh yang hadir kelika Hu
sudah cukup representalif mewakili umat [siam. Semua golongan dan etnis jupa
terwakili. Memang ada yang tidak puas, tapi saya pikir itu biasa.

Ust. MO Attamimi dan Irwan Patty serta kelompoknya menolak ikut? Bagimana
sebenarnya?

Wah itu harus tanyakan kepada mereka. Tapi yang jelas mereka suda diajak untuk
1kut sebagai delegasi. Yusuf Kalla bahkan memerlukan waktu secara khusus untuk
menelpon Ust. Mo, tapi mereka sendini yang {idak mau ikut. Alasan-alasan vang
disampaikan pun banyak yang tidak mendasar. Tapi kita menganggap itu bagian dari

perjuangan mewujudkan perdamaian. Dalam sejarah tidak ada proses berdamai yang
mudah dan gratis.

Apa visi yang dibawa delegasi Muslim ke Mulino?

Pertama, kita ingin ada kesepakalan untuk segera mengakhin konflik. Ini penting,
karena umat kedua belah pihak sudah sangat menderita. Jika terus dibiarkan akan
semakin memperburuk keadaan. Meminjam istilah pak Yusuf Kalla, kita bisa menjadi
Faria tertinggal dalam semua bidang. Kedua, kita ingin agar dapat diungkap dalang
yang bermain di balik konflik; apa benar RMS atau siapa? Karena peristiwa, terscbut
sangat menyakitkan umat Islam, terjadi di hari raya idul fitri. Data selengkapnya bisa
anda baca di visi umat Islam dalam Peganjian Malino.

7. Apa saja keinginun delegasi Muslim yung diakomodir dan tidak diakomodir dalam
kesepakatan Malino?

Saya kira hampir semua yang kita inginkan diakomodir dalam Malino. Walaupun ada
hal tertentu yang kurang memuaskan. Misalnya tentang laskar Jihad. Kita tdak ingin
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mereka dipulangkan dulu karena mereka banyak melakukan kegiatan sosial, misalnya
sckolzh dan rumah sakit yang sangat mengurangi penderitazn umat Islam. lagi pula
mercka tidak hisa disebut sebagal penyebab konflik karena meraka datang scieliah
konflik itu berfansung hampir sata tahun. Posisi mereka sama dengan organisasi
sosial yang jain. tapi kalau memang disepakati untuk dipulangkan kita akan aat,
sepanjang itu untuk memperkuat komitmen perdamaian,

Selain alasan itu apu yang membuat sikap delegasi Islam melunak soal Isu Laskar
Jihad?

Kita ingin perundingan ini menemukan tiuk temu, karena kila berkomitmen pada
penghentian konflik dan perdamaian. Delegasi Kristen juga melakukan hal yang
sama, mercka uga tidak menotak penyebutan FKM/RMS dalam kesepakatan. Selain
itu kita memang sepakat semua isu yang simpang sius itu akan diteliti lebih fanjut
oleh Tim Independen yang akan dibentuk oleh Pemerintah. Ofeh karena iw, kita
menyayangkan kenapa hingga saat ini hasil-hasil investigasi itu tidak diumumkan.

Apakah perjunjian Malino masi cukup efektif untuk melanjutkan proses perdeameaien
ke masa depan?

Harus diingal bahwa apa yang dicapai di Malino, hanya merupskan vsabha untuk
menghentikan konfiik. Jadi langkah selanjutnya adalah melakukan usaha peace
building yang bersifat menyelurush terhadap segi kehidupan masyarakat yang
menyumbang pada konfiik. Seperti penataan kehidupan nolitik, sosizl, ekonumi dan
budaya yang selama ini menjedi ancaman potenstal bpai munculnya konflik.
Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki kebijakan berkenaan denpan Maluku.
Kebijakan pembangunan di Maluku ini tidak bisa disamakan dengan propinsi lain. 93
% wilayah Maluku adalah laut. Kalau perhitungan DAU misalnya lebih banvak

berdasarkan lvas daratan, maka bagaimana dengan daerall dengan luas laut seperti
Maluku. it harus dipikirkan.

Sekarang im kita juga melihat pemenntah tidak lagi berkomitmen dengan Malino,
Karena itu beberpa waktu lalu kami bersama sejumlah eksponen Malino yang lain
bertemu  dengan Wapres Yusuf Kalla, Kamii ingatkan kepada beliau bahwa
pembangunan Maluku harus tetap di gali dari spirit Malino. Anda bisa baca pokok-

poko pikiran kita dalam pertemuan tersebut di data ini (Fasbullah  menyerahkan
dokumen pertemuan).
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PANDUAN
PERTEMUAN UNTUK MALUKU

LATAR BELAKANG

Konfiik Maluku yang mulai tahun 1999, sudah berlangsung 3 {tiga) tahun, telan
menelan = 6.000 (enam ribu} korban jiwa yang meninggal dunia, atau 2 kali
linat dibanding korban WTC di New York, ribuan rumah musnah, ratusan mesjid
dan gereja dibskar, menyebabkan adanya pengungsi lebih kurang 250.000 (dua .

ratus lima puluh ribu) orang atau hampir 20% dari penduduk Maluku.

Karéna masaiah tersebut, ekonomi rakyat menjadi sulit sehingga menyebabkan
kemiskinan baru di Eengah kebun cengkeh dan pé!a. Kerugian materi dapat
mencapai  triliunan  rupian  dan  keadaan ini merupakan suatu musibah
xemanusiaan yang besar sekali.

Diawali dari konflik anak muda dalam suasana kerawanan sosial ekonomi, -
kemudian menjadi konflik agama yéng sangat melebar. Hampir semua penduduk

terlibat konflik--karena menyangkut masalah agama dan masalah tersebut
menyebabkan semua pihak tidak bisa netral.

Semua pihak, baik kelompok yang beragama Islam maupun kelompok yang .

beragama Kristen masing-masing merasa fertindas dan merasa kalah. Dalam

‘Kaitan dengan penindasan, sebenarnva tidak jelas siapa yang menindas dan

siapa yang menang.

Masing- masmg pihak mempunyai nafsu amarah yang tinggi, oleh karena itu

perilaku konflik semua kelompok sudah di luar batas-batas aJaran agama.
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Surnuz  kelompok  merata hanyva  emponlabookankan did dari Sechngan
kelompok lain. Oleh karena ity masing-masing pibak berusaha minta bantuan
baik dari dalam maupun luar negeri.

Polri dan TN! sudah berusaha keras untuk menghentikan kordlik Lersebut, tetapi
karena sifatnya adalah seperti perang gerilya lawan gerilya di daerah yang
sangat luas maka konflik sulit dihentikan.

Untuk itu telah beikali-kali dilakukan upaya perdamaian selzlu gagal, karena
tidak adanya kepercayaan masing-masing pihak.

Akibat dari itu semua, masyarakat Maluku hanya mempunyai 3 alternatif pilihan :
1. Konflik berlangsung terus dalam bentuk ™ perang gerilya,. teror dan
pembakaran dengan Korban dan penderitaan masing-masing kelompok

makin bertambah. Ekonomi mandek dan pasti menambah kemiskinan.

2. Polri dan TNI bertindak keras dan repressif lagi, menimbulkan korban
vang banyak pada awalnya dan selanjutnya menuin tetapi konflik tetap
berjalan dalam skala kecil.

3. Penyeléséian damai dengan masing-masing kelompok, duduk berunt_jingm

mencari solusi dan kemudian semua kelompok mematuhi semua hasil
perundingan. Dalam Kkondisi seperti ini, maka para pengungsi dapat
.pulang dan Pemerintah akan membantu rehabilitasi sarana umum serta
rumah-rumah ibadah.

—

Pilihan alternatif tersebut tergantung pada pilihan masing-masing pimpinan yang
pertikai, karena rakyat sendiri sebagian besar sudah merasa capek, menderita
sersa—merasa ketakutan. Selanjutnya apabila pilinan ketiga yang akan dipilih
maké Pemerintah akan memfasilitasi dan melaksanakannya. o
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Rencana Pertemuan Pimpinan Umat Islam dan Umat Kristiani Maiuku

1. Nama PERTEMUAN. UNTUK MALUKU
2. Tema : KEDAMAIAN UNTUK UMMAT
3. Waktu : 29-30 Januari 2001
4, Tempat : Malino, Sulawesi Selatan
5. Tujuan =~ * Menghentikan Konfdiix
* Menciptaran Pardamaizn
b Rehabilitasi Sosial
6. Dasar Direktif Bersama Menko Polkem-Menko Kesra
7. Peserta @ .

Pimpinan Umat Islam dzn Kristen di Maluku

£

Pimpinan Kelornpok-kelompok yang bertikai.

Istam : Ketua MUT Maluku 2 orang

Ketua Forum il 2 orang

Pimpinan Kelompok/ 20 orang

Faksi-faksi

Jumlah 24 orang

Nasrant : Ketua Gereja Kristen Maluku 2 orang

” Ketua Gereja Katolik ) 2 orang
4 Pimpinan Kelompok 20 orang
Jumlan 24 orang

Catatan : Masing-masing utusan harus mempunyai kewenangan dan

tanggung jawab penuh.
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8.

Mediator _

Ketuz

Anggota

Tugas

P'eninjau

Menko Kesra

1. Gubernur Maluku

T (RN S - S N PURN N

. Ketua DPRD Maluku

. Wakil Gubernur Maluku

. Gubernur Sulawesi Selatan
. Panglima Kodam Pattimura
. Kapolda Maluku

. Walikota Ambon

Jumizh 7 orang

1
2
3
4
3.
6
7
8
9
10.
11

Mengatur dan memimpin pertemuan
Mengarahkan pembicaraan

Mengambil Kesimpulan Bersama
Melaksanakan hasil-hasil pertemuan untuk
perdamaian

Wakil Menko Polkam

Wakil Menteri Dalam Negeri ;
Wakil Menteri Sosial

Wakil Menteri Agama ‘
Wakil Menteri Kimpr;aswil'
Wakil Menteri Pendidikan Nasional
Wakil Kapolri _

wakil Panglima TNI

Ketua MUT Pusat

Ketua PGI Pusat

Ketua KWI Pusat

Jumiah 11 orang
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10.
11.
12,
13,

| Tugas

Fasilitator
Pembiavaan
Keamanan

Sifat Pertemuan

Mengevaluasi Seluruh Proses

Memberi saran-saran ke mediator daiam hal

lugasnya

Dapat berbicara dakan pertemuan atas izin

mediator
Melaksanakan hail-hasil  pertemuan

Kedamaian

Gubernur Sulawesi Selatan
Menko Kesra/Bz<ornas PBP
Kapolda Sulawesi Selatan
Tertutup

Jakarta, 10 lanuari 2002.

Menteri Knordinater Bidang
Kesejahteraan Rakyat,

M. Jusuf Kalla

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006

untuk



SUSUNAN ACARA PERTEMUAN

1 R

HARI/TANGGAL JAM ACARA TEMPAT
| Hari I - Peserta tiba di Makasar Islam : Sahid Hotel
Nasrani : Golen Hotel
Mediator/Peninjau ; l
Sedonz Hotel ]
2006 - | Pertemuan intern Mediotor dan | T
selessi | Peninjau Gubernuran
Hari 1L 57.00 Berangkat ke Malino -
+| 10.00 - | Pertermuan Mediator/Peninjau o T
12.00 dehgan Kelompok Islam Hotel Celebes, Malino
14.00 ~ | Pertemuan Mediator/Peninjau
. 16.00 dengan Kelompok Kristen Hotel Celebas, Malino
Hari 111 08.00 - Perter;nuan Pleno, Islam- Kristen
selesai | dengan Mediator dan Peninjau Hotel Celebes, Malino
Hari IV - Cadangan Waktu & Penutup

AGENDA PERTEMUAN :

1. Kearnanan
2. B -"Sosi-al Ekonomi ':-
3. Hukum

4, Sosial Politik :

* Penghentian konflik fisik
* Penyerahan Senjata
* Pos/Patroli bersama aparat

* Pengémbalian Pengungsi

* Rehabilitasi Sarana/Perumahan

* Rehabilitasi Sosial/Kerukunan

* Sanksi Pelanggaran

* Pelaksanaan Proses Hukum

" * Penyelesaian Sosial Politik
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- RINCIAN ACARA PERTEMUAN MALUKU

Selasa, 29 Januari 2002

1.

Pertemuan terpisah : * Istam ' (10.00-12.00)
*  Kristen (14.00-16.00)
Pimpinan : Mediator
Tujuan 1. Mendengarkan keinginan Islam dan Kristen

2. Masing2 menyatukan pandangan dan usulan

3. Mengurangi dis-informasi

Rabu, 30 Januari 2002

1.
2.
3.

Pertemuan Pleno

Pimpinan : Mediator

Acara

* Indonesia Raya

* Laqu Pela Gandong =
* Doa, Hening Ci.pta bagi korban Maluku

Doa untuk keberhasilan pertemuan —

+ Istam : MUI Maluku R B

+ Kristen : GKM
* Pengantar .o Menko Kesra -
* Sambutan Selamat Datang :  Gubernur Sulawesi Selatan
* Harapan . Gubernur Maluku
Acara inti : . Masalah Konflik Maluku
. Pandangan/Usul-usul
. Komisi
«  Kesimpulan
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KOMISI-KOMISI

A. Keménan Hukum

1. Topik : - Penghentian konflik
- Sosialisasi

2. Anggota :

B Sosial Ekonom

© 1. Topik -

Penyerahan Senjata
Pos/Patroli Bersama
Kedamaizan Tingkat Desa
Penarikan Kelempok-kelompok
Sangsi Pelanggaran

Pelaksanaan Proses Hukum

Tim Pengawasan

Deputi Kapolri

Kapolda Maluku {ketua)

- Panglima Kodam Pattimura +=

- Wakil Mabes TNI

.- Wanhankamnas—,

- Wakil GobernurMaliks ~— =~ & © T -~

- Wakil Kelompaok Islam-Kristen masing2 10 orang
i

Sosialisag-

Pengemba.lian Pengungsi
Rehabilitasi Sarana/Perumanan
Santunan Sosial
Masalah-masalah Sosial

Rehabilitasi Moral, Pendidikan, Ekonomi
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SARAN JADWAL KEGIATAN

No | Kegiatan | Jan Feb Maret | April Mei Juni Penanggung
Jawab
2002|2002 {2002 {2002 |2002 {2001 o
L. | Pertemuan Malino ‘ l ‘ T
i 2. | Sosialisasi
i —
i 3. | Penyerahan Senjata . ;
1 4. | Kesepakatan  Tingkat
| Desa
P )
t 5. | Pos/patroii Bersama |
|
6. | Tim Pemantau Daerah/ -
: | Nasional
: ]
i 7. 1 Pengembalian AT
| L)< -~ B I - - .
Pengungsi :
8. | Rehabilitasi Sarana
| 9. | Rehabilitasi Perumahan -
10 | Szntuinan Korban B
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JADWAL KEGIATAN

No. Tanggal Kegtatan Tempat
1. 11 Januari 2002 | Pertemuan dengan MUSPIDA | Kantor
Maluku Menko Polkam
2. 20 Januari 2002 | Perternuan dengan masyarakat | Ambon
Islam dan Kristen
3. 25 Januéri 2002 { Pertemuan Informal Islam dan | Ambon/
[ Kristen dengan Menko Kesra Makasar
4. SIDANG KABINET Jakarta
5. Pertemuan Mediator/Peninjau . | Makasar
6. ___ | PERTEMUAN UNTUK MALUKU Malino

-

11
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PERJANJIAN MALUKU DI MALING .

Konflik - Maluku yang .sudah beriangsung lebih  tiga tabun ini, tetah
menyebabkan korban ribuan jiwa dan.har‘ta, kesengsaraan dan kesulitan
masyarakat, 'membahayakan keutuhan NKRI serla menyuramgan masa
depan mésyara‘kat Maluku. Karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha
Kuasa, kami umat Islam dan Kristen Maluku, dengan jiwa terbuka dan hati;'
Jang turas, serta niat untuk hidup dengan kebhinekaan dalam persatuan.

hangsa, bersama pemerintah Republik Indonesia, sepakat mengikat diri
dalam perjanjian: '

1.  Mengahiri semua bentuk konflik dan kekerasan.

2, Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak
memihak, dengan dukungan seluruh masyarakal. Karena itu, aparati
penegalc hukum harus bersikap professional dalam menjakankani
tugas.

3. Menolak, menentang dan  menindak segala bentuk gerakan,
. separatisme yang mengancam keuluhan dan kedaulatarn NKRI, antara;
iain RMS3. i

4.

Szbagai bagian dari NKRI maka masyarakal Maluku berhak untuk
berads, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia,
begitu pula sebaliknya, masyarakat Indonesia lainnya dapat berada,
bekerja dan berusaha di wilayah propinsi Maluku secara sah dan adil

dengan mem_perhatik_an dan menaati budaya setempat serta menjaga

_keamanan dan ketertiban,

1 !

v ; ‘ ,.l.“
Segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang|'

bersenjata tanpa izin di Maluku, dilarang dan harus menyerahkanr
senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.,

Bagi pthak-pihak luar yang m.&ngacaukan Maluku, wajib meninggalkani
Maluku,

-
i

!
6. Membentuk tim_investigasi independen nasional untuk mengusut’
tuntas peristiwa 19 Januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Laskar'.

Jihad, ‘Laskar Kristus, pengalihran agama. secara paksa dan!

pelanggaran HAM, dan lain-lain sebagainya, demi tegaknya hukum. J

|
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Mengembalikan pengurngsi ke tempat somula tanpa paksaan dengan

e T P ooy )
segala hak-hak keperdataannya cecara borlahsp sesual siluasi dan,

kondisi.

i
sosial, sarana ekonomi dan sarana umum separli fasilitas pendidikan,

kesehatan, dan agama serta perumahan rakyat, agar masa depan;

selurun masyarakat Maluku -dapat maju kembali dan keluar dari !
kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak

penduduk dibuka sehingga kehldupan ekononi dan sosial berjalan

dengan baik. ;
Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dLnl
masyarakat, kekompakan dan ketegas‘an TNI/POLRI sesuai fungsi dans
tugas masing-masing, mutlak perlu, Sejalan dengan itu, berbagal®
fasilitas TNI/POLRI harus dibangun,

dilengkapi dan difungsikan
kembali. \

10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat

pemeluk agama di Maluku, maka segala upaya dan usaha dakwah dan
penyiaran agama harus tetap menjunjung tinggi-kemajemukan dengan:
mengindahkan budaya sefempat.

1. Mendukung rehabiiitasi Universitas Pattimura dengan prinsip unfuk

kemajuan bersama,lkarena ity, sistem rekruitmen dan kebijakan

lainnya dijalankan secara terbuka dengan brinsip keadilan dengan
tetap memenuhi syarat kualitas yang ditentukan,:

Perjanjian ini. kami buat dengan tulus Ihias dan bertekad untuk
menjalankannya secara konsisten dan konsekwen. Bagl pihak-plhak yang
melanggar dan tidak menjalankan Isi perjanjian ini, ‘akan diproses secara

hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Tindak lanjut dari perjanjian ini

rencana sebagai berikut :
L.

.

» akan dijalankan dengan agenda serta
) i

Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum (Lanaplran 1)

Komisi Sosial Ekonomi (La'rqplran 1)

Pelaksanaan agenda dan rencana tersebut di atas,-akan dilakukan oleh
semua pihak dan akan dlpantau oleh Tim Pemantau Nasional dan kelompok;

[

1o
katja di daerah. ' : : o

Perjanjian ini;dibuat dan ditandatangani di :
Malino, pada tanggal 12 Februari 2002
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TERBATAS
30 Januari 2002

MALUKU -

ISSUE SAMPAI DENGAN PEMBICARAAN DI AMBO\I TGL. 26/27-1AD -2002
PERSAMAAN MUSLIM - KRISTEN

Scpakat komflik diakhiri dengan dialog

Hukum ditegakkan secara adil ,
Pengembalian pengunsi

Rehabilitas Ekomoni dan sarana

Selesaikan situasi internal TNV/POLRI]

oA L o —

HAL ~ HAl KHUSUS

L [SLAM

Pembicaraan dalam rangka NKRI

Usut tuntas RMS / #=<m1

Teliti peristiwa 19-01-1999

Penyelesaian dengan jujur

Perbaikan pendidikan Agama dan Guru

@P L J riengabdi puda pendidikan dan kesehatan

Kembalikan hak - hak perdata dari pengungsi

8. Rehab Unpatti dengan Lcscimbungan pimpinan
9. SPN Passo dlakufk'!n N S A
!(JF&W‘,M i -"" —q s

. Y2 ST ¥ Y -

th B —

ML KRISTEN
l. Negara tidak manpu sclesaikan konplik

Issue RMS hanya altematif apabila negara tidak mampu
menyelesaikan konflik

3. Ada Konspirasi pusat
4. L yang dating ke Ambon agar dipulangkan y =
5. ’

Ada [slamisasi di beberapa tempat © - e AR

TDM Investigasi Independen Nasional untuk RMS, 1.]
dan 19/1/1999

7. Penyelesaian dengan dasar kemanusian, Hukum ,
Demokrasi dan Kebudayaan
8. Asrama TANTU! agar dibangun kemntali

e
i

5 Wﬁ?@;’:ﬁ,ﬁemﬁ‘w ;.
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TERBATAS 2 Z _ - .
30 Januari 2002

ISSUE SAMPAI DENGAN PEMBICARAAN DI MAKASSAR TGL. 30 JAN 2002

MALUKU

PERSAMAAN PANDANGAN MUSLIM-KRISTEN -

.

1.
2
3
4.
5

6.

Sepakat mengakhiri konflik melalui dialog
FHukuwmn ditepakkan secara adi dan tepas
Pengembalian pengungzsi

Rehabilitasi ekonomi dan sarana

Menyelesaikan situasi internal TNI/POLRI

Membentuk tim investigasi independent Nasional untuk megusut luntas

FK#/RMS, LJ dan peristiwa 19 Januari 1999

7.
-8.
9.

10.

1l
12.

¥
Penyelesaian persoalan dengan jujur

Perbaikan pendidikan agama dan guru

Megembalikan hak hak pcrdatz; para pengungsi

Rehabilitasi UNPATTL dengaa prinsip keadilan rekruitmen sesuai syarat
kualitas yang di tetapkan

SPN Passo diaktifkan secara umum

Penylesaian konflik dilakukan dengan dasar hokum, kemanusizan,
demaokrasi, dan kebudayaan.

. Asrama Tanuui dan fasilitas TNI/POLRI dikembalikan sesuai dengan

fungsinya.

. Krislen :

Islamisasi di beberapa tempat

Islain :

Tidak ada dan tidak akan terjadi

B

MASIH BELUM ADA PERSAMAAN PANDANGAN

1.
2

Keberadaan Laskar Jihad di Maluku
Keberadaan FKM/RMS
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Pandangan Ummat Islam
Terhadap Persoatan Xonflik Kekerasan di Maluku
(Disampaikan di Pertemuan Malino tanggal 11 Febroari 2002)

Latar Bel:ll:mng

Seperti juga upaya penyelesaian (yang berkali-kali gagal karena penolakan satu pihak),
konflik kekerasan bukanlah hal baru dalam sejarali hubungan antar ummat beragama di
Maluku. Akan tetapi, selain karena penyederhanaan persoalan, metode yang selama ini
dilakukan untuk mencari. solusi penyelesaian tidak pernah mendékati aspek potenst
konflik yang mendasar. ltulah sebabnya, pada kesempatan ini ada baiknya kita gunakan
untuk mendudukkan pefsoalan konflik kekerasan ini secara Jernnh dan (ransparan. Tidak
bisa tidak (tanpa bermaksud semata-mata mengorek luka lama), kita harus melihat
perspektif sejarah kehadiran agama-agama yang telah mempengaruhi tatanan sosial dan
budaya masyarakat Maluku.-Islam dibawa oleh para mubaligh Melayu pada pertengahan
abad 15, sedangkan Nasrani dibawa oleh Imperialfis/Kolonialis Eropah pada abad 16.

Islam dan Nasrani, Melayu -dan Barat berinteraksi dan tidak jarang berbenturan di
Maluku,

Karya pribumi tua “Hikayat Tanah Hitu” yang ditulis dengan buruf Arab dialek Melayu
secara gamblang-melukiskan perjumpaan 1slam dan Nasrani (sering ditulis Kafir) pada
awal kedatangan imperialis/kolonialis di Maluku. Pada Alkissah XX surat 35 dani
Hikayat Tanah Hitu tercatat antara lain “Dan menang kafir kepada Islampun demikian
lagi, karena pérang subil di tanal Ambon tui tjuk puluh tahun dari padi perang Don
Duarde sehingga dutang perang Antoni Surfado”.

Akibat strategi perluasan wilayah tersebut banyak negeri-negeri Islam ying kemudian
menjadi negeri-negari Nasrani. Salah satu kezpata (sastra bertutur) dalam bahasa Uli

Hatuhaha yarig masih hidup sampai sekarang menggambarkan episode scjarah tersebut

antara lain sebagai berikut :

-. = —_—
L

“Henamdsa Wma isi loto Hummua o

Isi uri tasibeha salane kutika o

Isi pa=vlo ruma— o rumasinggi sopa - o
Epaune siresi kiberatua irarelo —o

Upu ana—e Hpu ana.— e masu-masu sokm upie —ana—e
Wele-wele uria isi wele-wele

Mai hanu hiti b oi lotoing sopa —e
Waia isi tatou Hitu — a”

Artinga : “Dizaman dulu orang Wai tinggal di Hunimua
Setiap saat mereka berdoa memuji nama Tuhan (bertasbih)
Mereka juga membangun mesjid yamg sangat diagungkan
Mesjid ity menaungi orang diwaktu sembahyang
Sefdlu mereka membangunkan keluarganya bila ninrai telah berkicau
Mereka dipdrtggil untuk pergi sembahyang bila terdengar azan subuh
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Segera mereka bangun dan menuju ke mesjid

Agama mereka seperti orang Hitu (agama lstam)
(Maryam Ki. Leslalubu : 1987)

Kapata lain dari jazirah Hitu juga melukiskan hal yang mirip sebagai berikut
“Topu kelane, haria topu kelane

Topu isilame, haria topu kelane

Halonga Isilame, jadi Halonga Nusarane

Topu Isilame, haria topu kelane”

Artinya : “Pegangtah erat-erat, mari pegang erat-erat
Pegang agama Islam, mari pegang erat-erat
Karena Halong yang Islam, jadi Halong Nasrani
Pegang Apama Islam, mari pegang erat-erat”
(M Amin Ely ; 1982)

Setelah berhasil melakukan strategi perluasan wilayah, dimulailah taktik adu domba
melalui bantuan’ fasilitas damr pendidikan menjadikan kelompok Nasrani Maluku sebagai
anak emas meraih posisi-posisi kunci dan hak-hak istimewa ditengah masyarakat
‘Maluku, khususnya di lapisan birokrasi pemerintahan (Nico Schulte Nordholt : 2000).
Dilain pthak hal itu juga menimbulkan rasa superioritas kelompok Nasrani Maluku yang
menganggap dirinya lebih tinggi ketimbang sesama orang Indonesia lainnya bahkan
niendambakan kesederajatan dengan orang Eropah (Richard Chauvel :1985).

Fosisi anak emas tersebut mulai terganggu ketika menghadapi kenyataan terbentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berupaya memproklamas1kan Repubhk
Maluku Selatan (RMS) pada 25 April 1950.

Richard Chauvel (1985) menyebutkan bahwa : “Mengenai hubungan antara kedua

masyarakat agama, RMS sebetulnya merupakan suatu usaha untuk mempertahankan
dominasi Kristen dalamt masyarakat Ambon. Pada wakiu ifu, desas-desus yang
- .——disebarkan Soumokil seolah-olak ada paksaan untuk pindal-masuk Islam, langsung

‘mengena pada rasa takut orang Kristen yang telah berakar, balwa mereka akan
tenggelam ditengah-tengah mayoritas Indonesia yang Islam”

Sudah tentu akan dikatakan bahwa ada beberapa partisipan Islam disana. Tetapi justeru
dengan cara merekrut segelintir kecil tokoh Islam yang tidak terlalu populer untuk
berfungsi sekedarnya sebagai etalase window shopping menjadi pembenaran adanya rasa
superioritas  kelompok. Cara-cara tersebut terus dipraktekkan sampai dengan
pembentukan FKM atau kegiatan lain akhir-akhir ini dimana ada salu dua orang Islam
dilibatkan untuk kemudian muncul klaim sccara luas bahwa : “Ah, orang Islam juga

terlibat kok”. Tetapi yang memegang kendali hegemoni adalah ‘mereka yang merasa
superior itulah. ' .

Jadi, hegemoni ternyata merupakan kata kunci yang sangat ménentukan dikalangan
Nasrani yang harus dipertahankan. Oleh karena itu setiap hambatan.yang merintanginya
harus diantisipasi oleh mereka. Ds A N Radjawane seorang tokoh pendeta Nasrani
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Maluku yang sekarang menjadl Anggota DPR/MPR RI melihat hubungan pela gandong
dan toleransi serta kerukunan yang berlebili-lebihan sangat menghambat upaya
Kristenisasi terhadap kalangan Islam, malah menganjurkan konfrontasi. Kata Radjawane
. “Gereja haruslah menekankan kepada anggota akan tuges pekabaran injil
dikalangan Islam, tantangan Islam pang mengancam Kekristenan di Malihu harustah
dilidupkan lebilh daludu diantara angpota jemaat” {Islam di Ambon dan Haruku,
dalam Panggilan Kita di lndonesia Dewasa lni : 1964)

Radjawane barangkali kurang memperiihatkan rasa (rustrasinya melihat kenyataan bahwa
Islam yang dihadapi Gereja Protestan Maluku (GPM) menurutaya adalah Islam sebagai
suatu kuasa politik vang pengaruhnya besar sekali dewasa ini. Sebaliknya bahkan
memacu motifasi untuk terus berkonlrontasi. Tetapi fiustrasi yang tampak pada beberapa
kelompok di dalam Gereja Maluku, malah lebih  dikobarkan bukannya diredam

sebagaimana dianjurkan oleh ailai-uilai dan norma-norma Kristen (Nico Schulte
Nordholt ; 2000)

Kita menjadi paham betul mengapa massa kelompok Nastani Maluku berikat kepala

merah dengan bersemangat -mengangkat senjata pada tanggal ;19 Januari 1999 sambil
menyanyikan lagu Cinta Tuhanku ;

“Bila kn ingat cinta Tuhanku
Ku tidak mau munder lagi
Bila kaingat cinta Tuhanku
Ku tidak maie mundir lagi

Sungguh tidak mau
K tidak mau nundur lagi
Sungguh tidak mau
Kutidak mau mundur !ugi ”

<8

- Dibawah pimpinan_Panglima Laskar Kristus Agus Waltimena - sepem yang.diakuinya. .
kepada wartawati Stevame*dan TV Belanda (NOS) — pada awal konflik kekerasan Agus
dengan pasukannya berliasil membunuh banyak orang lslam, membumi hanguskan
pemukiman, angkutan rakyat’ (angkot dan becak) dan sarana perbelanjaan di kawasan
Istam, Kepada majalah Times Agus Wattimena mengaku memiliki 60.000 pasukan, tetapi
belakangan kepada Harian Siwalima dia menyebutkan angka 50.000. Sayang Agus
Wattimena kemudian tewas secara misterius, padahal dalam rangka investigasi dan

penegakan hukum, dialah salah satu tokoh kunci yang bisa mengungkap konflik
kekerasan di Maluku.

Hal yang menarik ialah bahwa konflik 19 Januari 1999 seakan dirancang memiliki slogan
dan issue. Usir BBM- IS (Buton Bugis Makassar- Jawa Sumatera) merupakan slogan
yang dituliskan dimana-mana dan diteriakkan pada +pértemuan di gereja-gereia.
Sementara topik penting (issue¢) yang mendasarinya ialah bahwa terjadi marginalisasi
Nasrani di birokrasi pemerintahan, dominasi ekonomi, dan daya dukung Kota Ambon
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yang melemah akibat ketimpangan jumiah penduduk. Antara slogan dan issue memiliki
kaitan yang erat untuk menggalang solidaritas, dan memotilast gerakan,

Duduk Perkara Beberapa Persoalan

Akar Masalah

Kalau akar masalah pertikaian di Maiuku dianggap sebagai crircial point, karena kedua
belah pihak yang bertikai masih beriahan pada sikap bahwa masing-masing mereka
bukanlah pemrakarsa kerusuhan, maka untuk menemukan kebenaran tidak ada jalan lain
kecuali melalui proses penegakan hukum. Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam
kasus kriminal antara Nurszlim dan Yopi samasekali tidak menyebutkan bahwa itulah
akar persoalan pertika;an Maluku. Oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk menjadi

. pembenaran bahwa vonis yang diterima Nursalim yang beragama lslam sccara olomatis

berarti bahwa kerusuhan tersebut direncanakan cleh umat Islam.

Tetapi dengan menghargai azas praduga tak bersalal, mari kita lihat fakta-fakta sebagai
berikut, .

Jf
Kawasan yang mengalami kehancuran terbesar pada tahap awal kerusuhan

adalah kawasan pemukiman Islam di pinggiran kota, kampung Waringin, dan

pasar Mardika, termasuk rmumah-rumah pejabat/iokoh Islam di Karang
Panjang, Batugantung dan Manggadua.

Central Issue yang didengungkan pade kerusuhan awal adalah usir orang
Buton, Bugis, Makassar, Jawa, Kalimantan, dan Padang yang nota bene
adalah penganut Islam. Dewasa ini jumlah penpungsi yang terbanyak berada
di luar Maluku adalah umat Islam, sebanyak 147.000 di Sulawesi Tenggara.
Tidak terhitung yang ada di Jawa, Sulawesi Selatan dan lain-lain. Sedangkan
pengungsi Kristen Maluku hanya 7.200 orang yang berada di Irian dan
Sulawesi Utara, Dengan demikian, korban pengusiran terbesar adalah umat

Tslam, bukan Kristén. Arlinya korbad~pelanggaran Hak Azasi Manusia
pertama kalt dialami oleh umat Islam, karena diusir dari tempat tinggalaya.
Article 13 Universal Declaration of Human Rights menyebutkan : “I,
Everyone has the right lo freedom of movemeni and residence within the
borders of each State. 2, Everyone has the right 1o leave any couniry,
including his own, and fo return (o his couniry. (1. Setiap orang berhak atas
kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap negara.

2, Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya
sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.)

Kalangan intelektual Kristen menyebutkan bahwa penyebab kerusuhan adalah
karena terjadinya marginalisasi di pemerintahan, .dominasi ekonomi, dan
ketimpangan kependudukan, yang kemudian menimbulkan kecemburuan
sosial. Katanya jabatan-iabatan penting dikuasai orang Islam,, pasar
didominasi orang Islam, migrasi dari luar Maluku telah mcrobah komposist
demografis sehingga umat Islam menjadi mayoritzs. Akibatnya terjadi
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kecemburuan sosial oleh vmat Krsiten, Kaiau orang Kristen cemburu terhadap

“kemajuan” yang dicapai umat Islam, apakiah logis kaiau kerusuhan dibuat
oleh orang Islam ?

Kalau yang mengambil prakarsa kerusuhan adalah kelompok Kristen, dan yang menjadi
korban adalah umat 1slam, apakah masuk akal kalau orang Kristen diberi suaka politk,
dan mengkampanyekan keseluruh penivru dunia bahwa mercka ditindas ? Padahal

mereka hidup bebas, melakukan hak-hak demokrasinya seperti unjuk rasa dengan leluasa
tanpa diganggu mayoritas Islam di Indonesia.

Siapa yang melanggengkan konflik ?

Kalau umat Kristen menolak dialog dengan kelompok Islam, menolak makan malam
bersama kelompok Islam, dan menolak naik pesawat Lersama kelompok Istam, tidak ada
arli lain selain ingin melanggengkan konflik. Arlinya, dengan melanggengkan konflik
sekaligus menciptakan opini di dunia internasional bahwa pemerintah dan TNI/Polri tidak
berhasil mengamankan Maluku. Dan karena itu, diperlukan intervensi pasukan PR3

Orang Asing, LSM dan PBB v

Ummat Isiam Maluku tidak apriori terhadap “orang maupun lcmbaéa asing”, juga terhadap
lembaga internasional. Buktinya, kami masih tetap berhubungan dengan orang asing yang
bekerja di LSM asing maupun lembaga-lembaga perwakilan PBB. Balkan wartawan

asing yang datang ke kawasan pemukiman Islam mendapat keleluasan. Yang kita tolak
ialah campur tangan politik terhadap vrusan dalam negeri kami,

Lasykar Jihad

&

Kritik terhadap apa yang dinamakan Lasykar Jihad Forum Komunikasi Ahlussunnah
_Waljama’ah lebih cenderung didramatisasi untuk mencapai target. pembentukan opini
_ publik yang pada akhirnya mendukung tuntutan intervensi pasukan PBB. Dalam
KEnyalaannya, “kégiatan Lasykar Tihad tidak befbeda jauh déngani 1SM yang juga
bergerak di Maluku dewasa ini. Tujuan utama Lasykar Jihad datang ke Maluku adalah
untuk memberikan bantuan sosial keagamaan khusus kepada umat Islam yang menjadi
korban kerusuhan. Mereka membangun Puskemas-Puskesmas, karena satu-satunya
Rumah Sakit yang efcktif melayani umat Islam hanya Rumah Sakit “Bersalin™ Alfatah.
-Di bidang pendidikan, Lasykar Jihad membuka kursus bimbingan belajar, sckolah
alternatif dan pemberian bea siswa bagi anak-anak korban kerusuhan, Ketidak mampuan
pemerintah kotamadya Ambon menanggulangl sampah telah dibantu oleh Lasykar Jihad.
Begitu pula kegiatan pendampingan secara Islam terhadap masyarakat dalam tentuk
da’wah sangat intensif dilakukan oleh Lasykar Jihad. Lalu kalau LSM asing maupun
nastonal dan lokal, bebas bekerja disini, apa alasannya mengusir Lasykar Jihad ?
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Desas-desus Keterlibatan TNI/Polri

Tentang desas-desus keterlibatan TNL/Polri dalam kerusuhan Maluku, kami yakin bahwa
secara institusional itu hanya merupakan analisis para pengamat, bukan fakta yang
terbukti. Bahwa ada oknum TNL/Polri yang terlibat, hal itu sulit dihindari karena
kerusuhan Maluka diformulasikan sebagai konflik antar komunitas agama. TNLPolr

hanya dijadikan kambing hitam untuk menyudutkan negara Indonesia agar PBB
melakukan intervensi.

Islamisasi dan Kristenisasi

L. Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 256 menyebutkan “Tidak ada paksaan untuk
{memasuki) agama (Islam), ...... =

Surat An Nahl ayat 125 : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan
+ hikmah....”

Surat Al Kahfl ayat 29 : “Kebenaran itu datangnyza dari Tuhanmu ; maka barang

siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia benman dan barang siapa yang ingin
(kafir) biarlah ia kafir".

Dari. penggalan tiga surat diatas maka Ajaran Islam secara tegas menyatakan

bahwa tindakan pemaksaan dalam bentuk apapun agar orang mengikuti agama
Islam tidak dibenarkan,

=3

2. Tata cara pengislaman terhadap seseorang atau sekelompok orang, sesuai ajaran

Islam ialzh dengan mengucapkan dua halimat Syahadat “Saya bersaksi bahwa
tiada tuhan lain yang disembah kecuvali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi
= v =Mahamimiadddatalr benarutusan Allah™, -~ ~ RS s ST o

Pengucapan tersebut harus disaksikan minimal oleh dua orang,
- Setelah pengucapan Syahadat dilakukan penyunatan.

Diluar ketentuan tersebut bukanlah pengislaman,

Article 18 Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948)
_mencantumkan : “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and

religion, this right includes freedom 1o change his religion or belief, and freedom,
either alone or in community with others and in public or private, o manifest his
religion or belief in teaching, practice, worship and observance”

(Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hak ini

termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk .

Pelaksanaan perjanjian Malino..., Saidin Ernas, FISIP-Ul, 2006

e ot ———



menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-

. sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yarg tersendiri)

Semua instrumen-instrumen umum yang merupakan suplemen terhadap

_ “Universal Declaration of Hunan Rights” seperti “Piagam Aflvika (di Nairobi

27 Jumi 1981)”, “Konvensi Amerika (di San Jose 22 November 1969)7,
“Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusin dan Kebebasan

- Dasar” (di Roma 4 November 1950), dan “Decklarasi teatang Penghapusan

Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau
Kepercayaan (Resolusi Majelis Umum PBB pada 25 November 1981)”, tetap

berada pada kerangka dasar sebagaimana yang tercantum dalam Umiversal
Declaration of Human Rights.

Upaya pembentukan opini publik akhir-akhir ini seakan-akan telah terjadi
pemaksaan dan pengislaman adalah untuk menggugal ummat Islam agar tidak
mengikuti cara-cara Kristenisasi seperti yang dipraktekkan selama ini di
Indonesia. Padahal Islam sangat memberikan toleransi dan kebebasan kepada
ummat-raanusia untuk menjatuhkan pilihan agamanya, sebagaimana pula yang

diatur oleh Universal Declaration of Human Rights. lslam dan Hak-hak Asasi
Manusia sejalan dalam hal ini.

Dalam konteks kerusuhan di Maluku, upaya Kristenisasi bukan samasekali tidak
tegadi. Cukup banyak ummat Islam yang karena terdesak telah berganti
agamanya menjadi Kristen, tetapi banyak pula yang berhasil menyelamatkan diri.

Kasus desa Leihari pada awal kerusuhan tanggal 18 Februar, 1999 berdasarkan
laporan Usman Wally kepada Satgas Penanggulangan Korban Peristiwa Idul Fitri
Berdarah MUI Maluku (tgl 23/2/1999), adalah contoh bagaimana upaya
Kristenisast itu dilakukan ketika-penduduk desa tersebut terdesak. Mereka
kemudian berhasil di evakuasi oleh aparat keamanan keluar dari Leihari. Tetap1
ummat Islam tidak pernah menggembar-gemborkan persoalan ini.

==y - L Yt e oy Letm e -— - - _ - - - = e—

Juga tidak menggembar-gemborkan tentang upaya Pimpinan Pesantren Kiyai Haji

Syahroni di Pasahari Seram Utara yang melindungi ‘dan memberi makan para’

pengungsi Kristen tanpa meminta mereka untuk masuk Islam. Dan mereka
berbahagia disana.

Kasus Islamisasi yang menyan‘ékut sejumlah kecil orang bukanlah pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar yang terjadi di Maluku sebagaimana yang
disangkakan oleh_tokoh-tokoh Kristen. Pelanggaran HAM terbesar adalah upaya

pengusiran ordng-orang Buton Bugis Makassar (BBM) dalam jumlah ratusan ribu,
yang sampai sekarang belum kembali ke Maluku.
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Maka untuk memahami dan menganalisis situasi dan kondisi Maluku dewasa ini untuk
menyusun langkah-langkah penyelesaian konflik secara kemprehensif dan paripuria

dibutuhkan perubahan sikap dan -perilaku yang sesuai dengan paham kebangsaan
Indonesia, dan moralitas agama.

Malino 11 Februari 2002
DELEGASI ISLAM MALUK

hamrin Ely M Nasir Rahawarin

Ketua Sckrelaris
i = o -
KII'Abdul. 3Wahab Pelpoke :
Penasehat ‘ '

@
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PERTENMUARN UMNTETLILE WMALLIECLS

VISI MASYARAKAT KRISTEN MALUKU
TENTANG PENYELESAIAN ICONFLIK

A. Pendahvulucn: Marambah jolan peruaciagan

Maluku telah menjadi salaiy salu [Jusal tontin dan pusal kesis regional moupun
nosionol yong mulli-dimensicnd! ieithur v vl awal obad XX Apa pur nemanya,
konflik yang teloh mengeksploiiai senlimen keagamacn dengan melinalkan
simbol keogamoan serla kelompok masyarakal yong berbeda agema. leloh
menelan koran pulvhon by orang, menimbul-kan kerugion horlo benda yong
lok lemilai, memporak-porandakan nilai-nilai dan 1ata udup, pranaic sosicl dan
budayao. serla sarana dan sendi perekonontian, yang ltelah dibbangun sejok
roluson lahun yang silom. Masalah-mcsalah yong dilimbulkannya sudoh sangal
rumil. Berbogai faklor penenlu yvang saling mempengaruhi seperli agema,
icliclegi, ekonomi, sosict, polifik den lain sebagainya, lelah menjadikon speklrum
masolah menjadi lebih uas don lebily tompleks, serla menimbulkan pelbagai
kebuluhan yang mendesak seperli penegakan hukum dan keadilan, permylihon
can jominon keamanan, rehabililasi dan rekonslouksi sosial dan ekonomi,
Ppenegokan harkaol don martabal seirlo halc osasi manuslo, don 1gin sebagoinya.

Umaf  Kristen, sebagai manusia, waega  masyaickal  dan Gerejo,  yong
clilempalkan Alloh di ndonesia, khusosnya di Moluku, mempunyoi kewciibon
moral don langgung jowab lundamenlal unluk ikul menyelesoikan konllik ini.
bersoma dengan segenap komporen masyarakal don bongsa  leinnya,
lermasuk sesarma manvsia yang berajoma Islam. wila clitempatkan oleh Alials
yang saly gan sama unluk hidup i Maluku secara berdampingan sebagai
sesama ciplaonNyq, sesama soaudarn:, sebangsa dan se-Tanoh Air. Apaclagi
Rakyal Indonesia melalui Majelis P armusyawaralan Rakyal  [MPR)- secora
imperalil lelah menugaskan pemeii-lah unluk segara menyelesaikan konllik
sosial yang berkepanjangan ilu secara adil, nyala, dan menyelureh serto
mondorong masycrakal yang berlikai agar pro-aklil metakukon rekonsiliasi untuk

memperlohankan dan memoniapkon inlegpcsi nosional (Kelelapan MPR Nomor
IV Tahun 1999).

Komi umal Kislen sungguh menye lai, bahwo konllik yang lelah berdangsung
selama  ligo lahun lebih, lidak punye manlcol apapun, selcin honyo
mengakibalkon  rupa-rupa kerugian,  kehancuran,  kemerosolan,  don
penderiaan. Oleh karene ilu. konllik i harus cihenlikan. Konflik yang lidak jelas
ujung pangkalnye ini, segera harus diselescikon dengon lanpa kekerasan.
Penghenlicn konllik ini harus divpayakon dengon corg-carg yang beradab don
diologis. sebab dengan bellorul-laruinya kekerason cenderung mielahirkan
kekerasan-kekerasan boru yong mungkin lebih dabsyal. Ini bukonloh cara yang
terpuji dan lerhormal. Jalon diolog don perundingan adalah jolan vang
sungguh-sungguh berodaly, Unluk ilu, maka jukan dialog daon perundingan mesli
secara fundomenlal dilelakkan pada peljuancan moral kemonusican, sikep
saling  percaya, keleibukaan, kejuiaan don kelulusaon  serla semongol
pPersaudaraan dan keketuargaan yarg lohur, Unluk ilulah pula, moka seluruh
proses dialog don perundingan mest dimuarakan pada visi alou penpeklil-

perspekiil lundamenlal sebagaimana riclaskan berikul in.
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B. Perspeklil

1.

]

Perspelkiif Kemanusiocon:

Sesungguhnya semwua agama  onli kekerasan. Inli misi agema yang
lundamenlal adaloh kemanusiaan. Tuhan menempaolkan manusia sebaga
ciptaon paling mulia, serupa dengan cilro Allah sendid. Oleh sebab ity
kekerasan lerdhadap manusio apopun benluknya odalah perbuaian doso,
Semuo agoma mengajarkan penlingnyo hormaol kepada kehidupoan dan
kemanusican. Ini berarli, mengakui hal azasi manusia  akan  hidup,
keamanan dan perkembangan bebas tepnibadiannya. Tidok ada hak unluk
mengonioya dan menindeos orang- lain lisik alou psikis. Tidok oda bangsa.
negarg, s, alau pun agaiia yang beithak membenci, mendiskimingsi,
rmenyingkirkon alou mengusi, analgi menghancurkan suatu  kelompok
honya karena berbeda agame, elnis, budaya alau pun perbedoan
adaptasi ekonomi. Karenanya, konllk onlar monusia, jermasuk monusio
iderogama, horus diselescikan lanpa kekerason dalam kerongko keodilon,
solictarilas dan hotmal kepacla kamanusiaon, '

Perspeklil Solidarilas dan Keadilan:

Berdasarkan prinsip babhwa lidok ada perdameian lanpo keadilan, mako
seluruh proses perundingen dalam kerangka penyelescion konfik ini horus
ditbhual lebih adil. Emansipasi dan parlisipasi semua pihak diperlukon, Jangan
saompai oda kelompok yong mercsa dimerginalisosi alou lenmarginalisosi.
Kecdilon harus  dilegakkon. Kaiencmya, bagoimona msalinya  semuo
kekualon ekonomi dan politik bemanical unluk semua orong doripodo

kepentingan kelompok alau pererngan. Kepedulian kepada korban lindak

kekergsan, pora pengungsi, mereka yang hilong, mereko yong ierlindos,
mereka yang lersingkir, mereka yang suoranya  dibungkamkon, mereko
yang menderila, harus menjudi [olok okor o legaknya solidarilas dan
keadilan,

Perspeklil Kesomaan Hok dan Kedudukan: -

Laki-laki dan perempuan, kelompok masyarakol yong berbedo ogoma,
elnis. budaya alau pun berbeda adaplasi ekonami merupakon EhAnsip-
prinsip hak qzosi manusia yang harus chiveojuctizon dalam pergaulion sosicl
ctan dolom pengomailcn kepulusces publik, Eksploilosi dan diskriminasi
adaloh penghinoan paling besar terhadap kemanusioan.” Karenonyaq,
perundingon dalam kerangka ponyele-scian konllik ini, kesomaon dan
keselaraaon haous menjod prinsiy bemrsama yong ulama, dimona seliap
orang, seliop kelompok dipetiakukan scma sebagai worgo negara yang
lidak dikolakkan alas dosar apapun yang diskrinminaii.

Perspéklif Tolereansi dan Kebenaran:

Prinsip alau perspekdif ini mullek  diperlukan unluk membangun  hidup

bersamoe yang damai. Kebebasor: lanpa kendali gkan membowa bangso
ini lerjerembab kedalam anarkisime dan radikolisme 1olel. Karenanyo, kiio

memerivkon kebebasan yang dilendasi oleh kesodoran moral yang finggi.
Kila juga harus ferus menerus Imancon kebenaran dolam kejujuran daripada

menyebarkan  pandangan  idhiolagis  semipil. Kilg lidak hanya  horus
menyebarkan kebenaran yang doal dipercayol. letani kila sendii narus
menjoedi monusia yang  pantas.  ciporcayal, korena  lidak mendislorst
«ebhenaran unluk kepenlingan sei-wz.. wan formalislik. Xomunikasi yang jujur
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kil dalom  konleks plualilas  masyenakal,  harus  lumbuh - dianlarno
masyarakal, khususnya sescma warga DOoNso di Maoluku,
Perspeklil Revilalisasl semangol, jiwo dan wuwason kebongscon:

Maluku yang beisalu. damai, oclil, makmur dan sejchlera, serta vang
menjunjung legoknya harckal dan marlabal manusic, hanya munkin lerciplo
bila kita lerys menerus mengoborkan semongal, jiwg dan wowason
kebongsean. Kila memailukan salidaitos agama, ehvs alou  budaya,
Namun, 1ealilas solidaiilas yeng silutnya paisial ilu; enloh ilu solidariles
agama, elnis, kelormpck alau budoya, nashi dilelakan dalom kerongko
soliciarilas kemanusican dan kebongsaun, Bungsa yang gagatl membongun
dengan boik solidarilas kemanusioan dan kebangsoan, Gpalogi seperli
Indonesia yang Berbhingka Tunggal tkaing, cepal alau lembal akan runtuh,

Perspekiil Saling Memaaikan;

Hakekal manusia yang berdosa adalah manusia yong fidak lerbebas dor
kekelirvon dan  kesalghan.  Eksislensi mianusia yong  penuh  dengon
kelemahan kareno  kemanusiooanmy, siopapun dia doun apapun lalor
belaokong keyckinon ggomanye. seyoyionyo menjad kesadaron bersemo
unluk membuka pembalas ruang primordialistne sempil don sikap falalishik,
Kenyalaan yong seloma ini mienyehal relasi-retasi sosial kemanusiaan
khususnya sebogci akibal konlik bLekepanjangon di Maluku, sepanlasnyo
diiembatant melatlui upaya bBersama unluyk saling memohami dan fesuicmo
saling memacikon. Sesungauhnye: tidak ado salupun alason yong logis dan
leologis unluk scling meniadakan sesama mianusia sebagal maokhiuk ciplaan
Tuhon yong paling mulia,

Dengan meagedepaniton parspoeklil ing ccuciny penyelesaicn onlik taluku,
idak berorhi bahwao proses pecegakon hukum haros  diobaikan. Juslry
sebaliknyc, penegakan hukum dan tlAM yang berkeadilon dalam kerongko
kepastian hukum, harus lelop menjioch solusatunya pilar acuen uniuk
membaongun  rasa hommal  tethodap  horkal dan mariabal manusicl
ndonesia
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D. tdenlillkasi Kemungkinon Hombelan Lalom Proses Perundingan:

Tl

Kelidak-percoyoon maoasyorako® lahadap  poron pemetiniah delam
menygupoyakan penyelesaian konliit Maohygiu,

Indikasi adanya kepenlingan yang bak secaro iongsung maupun ligak,
kUl melanggengrkan kenlli Malula,

Mengadopsi masalah sebagaoi persocian kelompok besar atau komunilas.
Penguasoan senjato api, senjala lgjam dan tain-lain bonan peledck yang
dunitiki warga sipit,  sehingga  berpolensi melahickon kekacauan yang
mengganggu jalannya proses perundingon.

Pembusukon dari dalom yong menciplakan iklim yang lidok kondusil
sehinggo menggonggu proses perundingan.

Kemungkinan inlervensi pumk luar yang lidak berLepenhngcn ke dalam
proses perundingan.

Kemungkinan kelidokseriuson pemeainiah {sekedar lis service).
Kemungkinan digjukannya prasyara! perundingon oleh salah salu olau
kedua kelompok yang sulil dipenuhi.

Adonyo gangguan berupa penyarangan alau aksi (eror.

. Kemungkinan lefjadinya benluran onlora oknum oporal keamaonaor yang

melibatkon kelompoknya masing-rmasing.

Kemungkinan ditakukannya provokosi mcolo baik medio ceiak maupun
elekironik.

E. Rekomendasi fScrcn Tindek):

Meruivk  pada Jadwal Kegicotan  yong  lelah  disaronkon,  mgko
pengembalian pengungsi yong direncanakon dmulol zado minggu keduo
bulon Merel 2002 don berakhir pacda bulen Juni 2002, sebaiknys dupot
diperlimbangkon secora malong. Masctoh ing lerkail gengan:

a. Keberhasilon langkah-langkalh sasialisasi.

L. Kemampuon dolam menciplakan kesepakatan lingkal deso.

c. Kesigpan fasililas dalam rangka permulangan pengungsi.

Hal-haot lersebul perlu dikemukakan. mengingal kondisi geograli Maluku
vang berciri kepulavan, dan lerbalasnya beibagei fasiilas yong lersedia
unluk mendukung longkoh-langkah sehubungan dengon implementosi
kegiotan-kegialon yang direncanakan, Oleh sebab ilv, dianjurkon agor
kegclon ini dilaksanakon secara bedohap berdosarkan pendekalon
kepulauan,

Sehubungan dengan rencona pemulongan pengungsi yong dilenggorai
okan menghodapi berbagai kendala, moka Pemerintah palul mem-
perlimbangkan kemungkinan melonjulkan banluan kemaonusican kepodo
pora  pengungsi dalom  rongka  pemberdoyoaan  mereka  di  lokasi
pengungsion masing-maosing.

Mengingal lingkal kompleksilas dan sensilivilos masalah yong semenlara
dihodopi oleh rokyat Indonesic di Provinst Maluky, maoka seyogionya
Pemeriniah  dapal memperlimbangkan  periakuan  khusus  dengan
berbogaoi implikasi pendonaannye kepado Daerah Maluku dalom konlek
upaya mendukung pemulinan kendisi sosial dan ekonormi masyarakai. Hal
ini mengingol siluosi kelarpurukan khususnya dalom bidong ekonorni yong
dihadapi masyarakal selama lebih doni tiga tahun konflik.

Dolom  rongka meminimalkan  berbagai  polensi konlflik i dalem
masyarakal sekaligus menciplakan iklim yang kondusif bagi penyelescion
konflik Maluku, maka Pemeriniah diminla unluk secara resmi melakukan
klarifikasi alos sejumich mcsalah dan isyu sebagai berikut:
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[ Peristivea 19 Januani 19y,

Raaerny st sancloro seagpcdona FArmlinn yorv: ocona coemonshol! menuniyl

adanya kejelasan leatung potistiwa 19 Januor 17299 kalangeny Kislen psun

merosa sangol berkepenlingon cdengan klaiilikasi apa yong sebenarmyo

lerjodi poda longgal lerszbul. Bogi kalangan Muslin, pensliwo paca

langgal dimaksud secora apriodi suciah cijodikan fuduhan bahwa wargo

Krislen-lah yong merenconokannyo leldebih dahulu. Sementars beg wargao

Krislen, opa yang sesungguhaya lerjad scinao sekali idak diketahui, bohkan

beberopa kalangon Krislen yang miempunyai pengolaman lrauminlis saal |
ilu, meyakini bohwa kalangan Muslin-lch yang sebelulnya memulai

penyerangan awol pada langgal lersebul.

Untuk menjembatant lunlulan kaeduo beloh pihak, moka Pemerinloh leloh
bedoli-koli diminla unluk membenluk Tim Invesiigosi Independen unluk
mengungkopkon kosus fersebutl di alaos. Akan telopi hinggo kini, lernyala
perminlaan itu lidak pernah dipanuhi.

[ Apa yung dingmakan isyu “Republit tAaluku Scelulan [RMS17,

RMS merupakon isyy yang disebul selaui “bermain” dalom konlik Maluku.
Isyu ini dilansic oleh beberana pelinggt TH, kemudian dicdopsi don semakin
diseboe-lugskan oleh beberapa pimpinan sipil serta pimpinon ggama dori
komunilas lerleniu. Isyu RMS ini lelah dijadikan sebogoi clason pembenar
bagi kehadiron gpa yang dinramakan Laskar Jihad (L) Ahlus Sunnabr
Waljomaah pimpinon Jalar Umar Tholib dan laskor-loskar lginnya uniuk
"katanya" berperang membelo kepenlingan islam dan Negora Indonesic
melawan apa yong mereka sebul sebagoi "separalisme Kislen RMSY di
Maluku, :

Gereja berpendapol bahwa isyu leischul sangol hdak berdosar, bahkon
songct tidok logis. Ini merupakan isyu siluman yang disusupkan masuk
semolo-mola unluk meramaikan konliik dan menginibangt perjuangon
ideolagis kelompok radikal-lundamenlal: L) dan lair-loin dalom veayo
bersoma meruboh lolanon dosar negara sesuai Proklamosi 1945, Menurut
hemal kami. instrumen-instrumen inlelejen negaro yong berada di Provinsi
Moluku sehorusnyao dapal menjelaskan secaro rinci dan  gomblung
mengenai persoclan RMS [dengon asumsi lidak ierjcdi pemular-balikan

. lokla di lapongaon}. Jika hal lersebul sudch diokukon don lernyola

membenarkan isyu ini. Geregjo berpendapal negera melalui Pemerinlan
harus membuct klarifikasi yang jelos dan akurai kepada publik disedai bukli
konkril lentang kelerlibalan RMS dalem konllik Mcaluku. Dan, kaloupun (kalo
kunci] "RMS” memang ado di Maluku scsuai dengan [olar beiakang
konleks sejoroh berdliinya, keliva pora pengikut iederolismme di Maluku
merasa kecewa lerhadap solusi pembubaran Negero Indonesia Timur (NIT).
bermulaokal di Desa lslam, Tulehu pada longgol 24 April 1750 uniuk
memproklamasikon RMS pada fonggal 25 Aprl 1950, moka Gerejc
mendesok Pemerinlah unluk menuntaskannya melalui prosedur hukum
yang lozim berlaku; dan sekali lagi, kalaupun (kola kunci) RMS bencr-benar
ado, maka realila ini bukan merupakon kewenangan L) alau loskor
lainnyo, lelopt adaloh kewenangon apora! keamanaon dan hykum negarg.
Dengan demikian, Gereja mendesok pula agor Pemeriniah menyolickon
sikop legas alos cloim yang sering diadikan alosen pembenaor bagi L don
loin-loin  loskar unluk haoadir <don mengemas  perjuongan  keperlingan
ideologisnya ca2ngan menunggangi konllix Maluku.
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PGk ddaend (L] dan Lordan B )
Kehadiran UJ dan laskor leinnye di Moduky lemyala leloh memperparah
stluasi konllik, Disomping sentimaen agama yong dijadikon alasan kehodiran
mereko, juge kalonya unluk moemerangi gerakan soporolis Krisfan RS,
Bahkon arli RMS dengon sengaja “dipleselkon” oleh mersko menjoct
Republik Maluku Sarcini {Kiisicn).

Perlonyoan yang hinggo kini lickok fejowab ™ dalam komunilas Krisien
adalch, bagaimong mungkin  Pemerinlah  mémbicikan  mobilisosi L),
memasuki wilayah Maluku fanpa diserlal upoya pencegohaon yang serius
don nyala.'Padahal kelika Gus Cur masiih berkedudukan sebagai Piesiden
Ri, beliau dengan jelas lelah mengeluoikan perintch yang berisi lcrengan
LJ mendalongi Maluku. Herannya iolah, periniah ilu diabaikan samao sekali
oleh seluruh jajaran aparal keamanan di berbagoi pintu keluar dan masuk
pada berbogai wilayah Inclonasia,

Eksisiensi L) lersebul semakin membingungkan kelika Amin Rais, seorang
Kelvo Maelis Permusyowarciar. Rakyal menvempolkon din hadic dane
berorasi datam konsolidosi L) di Lopangon Paorkir Tinsur Senayon podo ofa
yang disebul Tabliq Akbar Sejuia Umal. Demikicn pulo holnyo :dengon
pandangun Menkopolsoskam, Susilo Bambong Yudhoyono yang dalam
perlemuan  terbalas di  Bancara Pallimure  Ambon, yong  konon
menyebulkan penlingnyo kehadiron L) di Moluku unluk mengimbongi
kekualan Krislen, karena jiko L4 ditcuik, dikualirckan kornunilas Krislen gkan
melakukan penyerongon lerhodap komunilas Muslim., Begilv pulo dengan
figur seorang Jalor Umar Thatib yong menamakaon dirinya  s2bagad
Panglima Laskar Jihad Ahlus Sunnch wWaliomaah, Sicpakaoh sebenarmyc
dia? Alou kaloupun dia bukan siopa-siopa. maka siapakoh orong kuai
dibalik Jafor Umar Thalib? Sebob songal sukar dibayongkan bila ssoreng
Jalar Umar Thaiib yong semenlara bersialus ichanan rumoh {di Jokarlal
dopal melakukan peralanan ke Maluku bahkan sempal  berkholbah
membaokar semaongal perang darni komunitas Mustim di Maoluku.

Oleh sebab ilu menuryl  pandangan Gergja, disamping  klarifikosi
Pemeriniah alas kehadiron LJ dan lain-lein laskar di Maivku, mereka harus
dengan segera dilark alau jika dipondong penling. harus dipoksa ketuar
dari seluruh wiloyoh Maluku. Kehadiian mercko hanya untuk menyebarkan
poham garis keras kepercovaan Islom yang di masa mendoiang okon
menjach ancaman bersomea seluiuh maosyarakal Inconesio yang majeniuk
dar cinta domaoi. Apalagi mengingal pelaksanaan Syorial slarm berupo
hukum gjam yong permah diprakickan i Amoen, adalah di luar sislem
hukum pidona posdil indonesica, serla baagol peibuoian Mmelckukan
islamisast Pakso pada Lelbar e wiluyah Provinst Maiuku.

[ Teroisme

Pasca penyerangan WIC dan Penlagon, t1 seplember 2001, Ameriko
Senkal don berbagoi negaora luinnyo muloi gencor mengkampanyekan
perang anli, lerorisme. Terkoll cdgngan ini, moka berbogaoi berilo yang
ditonsir media maosso menyebutkan adanya jaringon Al Qaedah pimginon
Gsamah bin Laden yong masuk ke Indenesia lerulaimao di Poso dan Maluku:
Dalam hubungan ini, meskipun Pemaeinlah Indonesio sudoh menyalokon
pandangannya, letapi masih letlihal adanya perbedaan yang harus
diluruskan secora resmi. Apakah belul kelompok radikal-fundamenlalis
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Maluku, DR, M. S, Loluconsing, yung keliko liba Jdi bandoro Patlivu G
menciok menyerahkan pasporlnye unlek dipernksa: adegon maona sempal
disaksikan cleh banyak orong pocic seei i,

Demikion hanyo dengon oksi-aisi teror bom don penembokon  yang
lerjadi i Moluku, yang lerlihal dilakukon secara prolesional dan pelakunya
lidak pernah tertangkap. bahkan jixa ado peloku yong terlangkap, proses
hukumnyo lidok pernah jelos. Begily puia dengan nasib 12 (Gus belas)
anggola LJ yong lertangkop hidup oleiv YonGab don SGI pada saci U
lersebul melakukan penyerongon ke Gunung Nona: dimanakah mereka?

Geteja percaya dan meévakini Lohwa, jica Pemenlintah secaro jujur dan terbuka
berkehendok baik melakukan larifikasi ¢los berbagai masalah dan isyu tersebul
di alas, moke dengan sendinnye akan sangal meimbanlu proses penyeiescion
konllik Maluku.

—

F. Penulup:

Bilokah cengkih dan pala berbunga logh'olakon lerumbuh karang menghiosi
laman lout Meluku, menjadi perlanyaan yang 1erus lahir dari seliop dodo anok
Matuku,

Perdanyaon-perlanyaan yany saral ceagan Haropan akan cdolangnya masa
depan baru yang penuh pengharaison.

Perlonyaun-perianyoan fundamentc! i, mmenanli kila semua unluk nmergjur
kembali sebuah maso depan beisame yeng gemilang meialui perundingan ini,

"Raqukan bahwa matahoii iiv berpuia,
Regukarn bohwa bintang ilu api,

Ragukan bahwag kebencoranilu dusia.
Topi, jongaon pernah rogukan cinlaku™

Ambon, 29 Januaui 2002

Alas Nane: .
MASYARAKAT KRISTUN bt LIRU
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Pdl. DR. 1. W. J. HENDRIKS tAgr. P. C. MANDAGI, MSC
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